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BUPATI LAMANDAU 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 
 

   PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU 

NOMOR   01 TAHUN  2015 
 

TENTANG 
 

PEYELENGGARAAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH  
KABUPATEN LAMANDAU KEPADA PERUSAHAAN DAERAH  

AIR MINUM KABUPATEN LAMANDAU 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI LAMANDAU, 

 
Menimbang : a. bahwa ketersedian air minum merupakan salah satu 

perwujudan dari cita cita Pemerintah Daerah 

Kabupaten Lamandau dan untuk mewujudkan 
ketersedian air minum tersebut memerlukan 

pengelolaan dalam pelaksanaanya; 
 

  b. bahwa dalam pengelolaan ketersedian air minum 
Kabupaten Lamandau perlu ditunjang dengan 
penyertaan modal dari Pemerintah Daerah Kabupaten 

Lamandau yang dipergunakan demi terpenuhinya 
operasional Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 

Kabupaten Lamandau untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat Kabupaten Lamandau terhadap 

ketersedian air minum; 
 

  c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan 

kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat 
dalam Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten 

Lamadau maka diperlukan landasan yang mengatur 
penyelengaraan Penyertaan Modal Pemerintah 

Kabupaten Lamandau kepada Perusahaaan Daerah 
Air Minum (PDAM) Kabupaten Lamandau; 
 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Daerah tentang Peyelengaraan 
Penyertaaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau 

kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 
Kabupaten Lamandau. 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999  tentang 
Penyelengaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari 

Korupsi, Kolusi Dan Nevotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
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  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten 

Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten 
Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten 

Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten 
Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4180); 

 
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
 

  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
 

  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 

 
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
 

  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421);  

 
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 
 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang 

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 33); 
 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

 
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

 
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  1 Tahun 

2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

32); 
 

  13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 

Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah 
Air Minum (PDAM) Kabupaten Lamandau (Lembaran 

Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 Nomor 11 
Seri D); 

 
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 

Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja 

Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Dan 
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau 

(Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 
Nomor 86 Seri D). 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  

 
dan  

 
BUPATI LAMANDAU 

  
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH  TENTANG PEYELENGARAAN 
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN LAMANDAU KEPADA PERUSAHAAN 
DAERAH AIR MINUM KABUPATEN LAMANDAU. 

 
BAB I  

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. 

2. 
 
 

 
 

3. 
 

4. 
5. 
 

6. 
7. 

 
 

 
8. 

Daerah adalah Daerah Kabupaten Lamandau. 

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 
oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

Bupati adalah Bupati Lamandau. 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, 
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau. 

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau. 
Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal 

daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga, dan/atau 
pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan 

tertentu. 
Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang dan atau kekayaan 
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9. 
 

 

daerah (yang belum dipisahkan) yang dapat dinilai dengan uang seperti 
tanah, bangunan, mesin- mesin, surat-surat berharga, fasilitas dan 

hak-hak lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan 
daerah. 

Perusahaan Daerah Air Minum adalah Perusahaan Daerah Air Minum 
Kabupaten Lamandau. 

 
BAB II 

TUJUAN 

Pasal 2 
 

(1) Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan 
pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah pendapatan asli 

daerah, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang 
air minum. 

(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 

penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip pelayanan 
kepada masyarakat/social oriented dan ekonomi perusahaan/profit 

oriented. 
 

 
BAB III 
MODAL 

Pasal 3 
 

 
(1) Modal Perusahaan Daerah Air Minum untuk seluruhnya berasal dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dipisahkan, dan tidak 
terdiri dari saham-saham;  

(2) Pemerintah Daerah dapat memberikan aset yang merupakan Kekayaan 

Daerah yang dipisahkan berupa: Tanah, Bangunan, Peralatan, Mesin-
mesin, Kendaraan, Inventaris, Surat-surat Berharga dan Fasilitas 

lainnya yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau 
selanjutnya diserahkan kepada Perusahaan Daerah Air Minum untuk 

dikelola dalam rangka mendapatkan keuntungan. 
 
 

BAB IV 
PENYERTAAN MODAL 

Pasal 4 
 

 
(1) Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau melakukan Penyertaan 

Modal Daerah ke dalam Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten 

Lamandau mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 sebesar 
Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah); 

(2) Besarnya Penyertaan Modal sebagaimana di maksud Pasal 4 ayat (1), 
disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah. 

 
 

BAB V 

TATA CARA PENYERTAAN MODAL 
Pasal 5 

 
 

Rincian jumlah besaran modal yang disertakan pada tiap tahunnya, mulai 
Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020 adalah sebagai berikut : 
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a. Tahun 2015 sebesar Rp. 2.000.000.000,- 
b. Tahun 2016 sebesar Rp.    600.000.000,- 

c. Tahun 2017 sebesar Rp.    600.000.000,- 
d. Tahun 2018 sebesar Rp.    600.000.000,- 

e. Tahun 2019 sebesar Rp.    600.000.000,- 
f. Tahun 2020 sebesar Rp.    600.000.000,- 

 
BAB VI 

PENGAWASAN 

Pasal 6 
 

 
(1) Bupati  menunjuk pejabat yang akan mewakili Pemerintah Daerah 

untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 

(2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memiliki 

dan memahami wawasan usaha secara profesional dan bertanggung 
jawab kepada Bupati Lamandau; 

(3) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lamandau setiap 
berakhirnya tahun anggaran berkewajiban menyampaikan Laporan 

Keuangan yang telah di audit oleh auditor independen kepada Bupati  
dan DPRD Lamandau. 

 

 
BAB VII 

BAGI HASIL KEUNTUNGAN 
Pasal 7 

 
 

(1) Laba PDAM daerah ditetapkan oleh Bupati selaku wakil daerah 

sebagai pemilik modal sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Laba PDAM daerah yang menjadi hak daerah disetor ke kas daerah 
setelah disahkan oleh Buoati selaku wakil daerah sebagai pemilik 

modal 
(3) Laba PDAM daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat di 

tahan atas persetujuan Bupati selaku wakil daerah sebagai pemilik 

modal. 
(4) Laba PDAM derah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan  

untuk keperluan insvestasi kembali (reinvestment) berupa 
penambahan, peningkatan dan perluasan prasarana dan sarana 

pelayanan fisik dan nonfisik serta untuk peningkatan kuantitas, 
kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan 
usaha perintisan. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Laba PDAM daerah diatur dalam 
Peraturan Bupati. 

 
 

BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP  

Pasal 8 

 
 

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang 
ada sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini 

dinyatakan tetap berlaku. 
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(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, hal hal yang belum diatur 
tetap mengacu kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku. 

 
Pasal 9 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Lamandau. 

 
Ditetapkan di Nanga Bulik 
pada tanggal 4 Pebruari 2015                                       

             
BUPATI LAMANDAU, 

 
 

 
MARUKAN 

            

 
Diundangkan di Nanga Bulik 

pada tanggal 23 Maret 2015           
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, 
 
 

 
                 ARIFIN LP. UMBING 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU 
TAHUN 2015  NOMOR   117          
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PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU 
NOMOR  01 TAHUN  2015 

 
TENTANG 

 
PEYELENGGARAAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH  

KABUPATEN LAMANDAU KEPADA PERUSAHAAN DAERAH  

AIR MINUM KABUPATEN LAMANDAU 
 

I. PENJELASAN UMUM 
 

 Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 
Kabupaten Lamandau pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 
Kabupaten Lamandau di bentuk bertujuan untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kepada 
masyarakat, peningkatan modal dalam rangka pembiayaan, 

pemeliharaan dan pengembangan jaringan yang lebih luas. 
 

Hal –hal yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah apa yang 
menjadi tujuan Penyertaan Modal, Penganggaran Modal, Tata Cara 
Penyertaan Modal, Pengawasan, Bagi Hasil Keuntungan dan lainnya.  

 
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

 
 Pasal 1 

         Cukup Jelas 
 

 Pasal 2  

        Ayat (1)  
                  Cukup Jelas 

        Ayat (2)  
                  Cukup Jelas 

 Pasal 3 

        Ayat (1)  
                  Cukup Jelas 

        Ayat (2)  
                  Cukup Jelas 

 
 Pasal 4 

 

               Ayat (1)                            
Penyertaan Modal pemerintah Kabupaten Lamandau 

kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 
Kabupaten Lamandau selama 5 (lima) tahun mulai 

dari tahun 2015 s/d 2020 dengan besar penyertaan 
modal Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah). 

 

              Ayat (2) 
                          Cukup Jelas 

 
 Pasal 5 

 
               Cukup Jelas 
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 Pasal 6 
        Ayat (1)  

                  Cukup Jelas 
        Ayat (2)  

                  Cukup Jelas 
        Ayat (3)  

                  Cukup Jelas 
         
 

 Pasal 7 
        Ayat (1)  

                  Cukup Jelas 
        Ayat (2)  

                  Cukup Jelas 
        Ayat (3)  
                  Cukup Jelas 

        Ayat (4)  
                  Cukup Jelas 

        Ayat (5)  
                  Cukup Jelas 

         
 Pasal 8 

 

               Ayat (1) 
                        Cukup Jelas 

 
Ayat (2) 

                        Cukup Jelas 
 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU 

TAHUN 2015 NOMOR  115 
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BUPATI LAMANDAU 

PROVINSI KALIMATAN TENGAH 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU 

NOMOR  02  TAHUN 2015 

TENTANG  

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU PADA 
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH 

  KALIMANTAN TENGAH 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI LAMANDAU, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing 
dan guna mengantisipasi perkembangan ekonomi 

global serta mendorong pertumbuhan 
perekonomian dan pemerataan pembangunan 
daerah, maka Penyertaan Modal Pemerintah 

Daerah Kabupaten Lamandau pada PT. Bank 
Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah 

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 
Lamandau Nomor 07 Tahun 2011 perlu 

ditingkatkan; 
b. bahwa Pemerintah Daerah sebagai salah satu 

pemegang saham pada PT. Bank Pembangunan 

Daerah Kalimantan Tengah telah sepakat 
menambah penyertaan modal pada Rapat Umum 

Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Bank 
Pembangunan Kalteng tanggal 28 Juni 2008 dan 

27 Juni 2009; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten 
Lamandau tentang Penambahan Penyertaan 

Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau pada 
Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan 

Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 
  

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 
tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah 

Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan 
Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan 
dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Nomor 1284) sebagai Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, 

Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia 
Nomor 1622); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang 
Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3843); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten 

Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten 
Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten 

Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, 
Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan 
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4756); 
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan   
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587);  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 1992 

tentang Bank Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3655) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

60 Tahun 1996 dan diubah lagi dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 38 Tahun 1998); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

4578); 
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 

1998 tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan 
Daerah; 
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12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 

2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 
13. Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 

2014 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 
32);  

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 
07 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan 

Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada 
Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan 
Daerah Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Lamandau Tahun 2011 Nomor 65     
Seri A). 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU 

dan 

BUPATI LAMANDAU 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN 
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN 

LAMANDAU PADA PERSEROAN TERBATAS BANK 
PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH. 

 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

a. Daerah adalah Kabupaten Lamandau. 
b. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyar Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia; 

c. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur 
penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau; 

d. Bupati adalah Bupati Lamandau; 
e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD 

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau; 

f. PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah adalah yang 
disingkat PT. Bank Kalteng yang selanjutnya disebut Bank Kalteng 

adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah; 
g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut 

APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Lamandau. 
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BAB II 
TUJUAN 

Pasal 2 
 

Tujuan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau 
pada Bank Kalteng adalah :  

a. Untuk dapat meningkatkan daya saing serta guna mengantisipasi 
perkembangan ekonomi lokal, regional maupun global; 

b. Untuk mendukung upaya perluasan wilayah usaha dan pengembangan 

produk; 
c. Untuk meningkatkan kemampuan dan fleksibilitas dalam rangka turut 

membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan 
pembangunan daerah; 

d. Untuk memenuhi kriteria sebagai Bank Persepsi maupun Bank Devisa. 
 

BAB III 

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL 
Pasal 3 

 
Dalam rangka penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 

Kabupaten Lamandau pada Bank Kalteng sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2, dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

 
 

Pasal 4 
 

Dengan Peraturan daerah ini Pemerintah Daerah melakukan penambahan 
Penyertaan Modal kedalam modal saham Bank Kalteng sebesar                     

Rp. 19.500.000.000,- (Sebilan Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) 

 
 

Pasal 5 
 
 

Jumlah modal daerah yang telah disetor oleh Pemerintah Daerah kepada 
Bank kalteng berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Lamandau Nomor 

07 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah 
Kabupaten Lamandau Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan 

Kalimantan Tengah sebesar Rp.19.500.000.000,- (Sembilan Belas Milyar 
Lima Ratus Juta Rupiah).  

 

 
Pasal 6 

 
 

Dengan adanya penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4, maka jumlah penyertaan modal daerah kedalam 
modal saham bank Kalteng adalah sebesar Rp.19.500.000.000,- 

 
 

BAB IV 
PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL 

Pasal 7 
 
Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten 

Lamandau yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 
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Pemerintah Kabupaten Lamandau menganggarkan dalam APBD Kabupaten 
mulai Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 secara bertahap yang 

besarnya akan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.    
 

 
Pasal 8 

 
Mekanisme Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud Pasal 7, 
dilakukan selama 4 tahun berturut-turut dengan total sebesar 

Rp.19.500.000.000,- dengan pembagian sebagai berikut : 
a. Tahun 2015 sebesar Rp. 4.875.000.000,- 

b. Tahun 2016 sebesar Rp. 4.875.000.000,- 
c. Tahun 2017 sebesar Rp. 4.875.000.000,- 

d. Tahun 2018 sebesar Rp. 4.875.000.000,- 
 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 9 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini denganpenempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Lamandau. 
 

 
Ditetapkan di Nanga Bulik 

pada tanggal 4 Pebruari 2015                                       
             

BUPATI LAMANDAU, 

 
 

 
MARUKAN         

Diundangkan di Nanga Bulik 
pada tanggal 23 Maret 2015           
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, 
 

 
 

 
                    ARIFIN LP.UMBING 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU 

TAHUN 2015  NOMOR  118      
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PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU 
NOMOR 02 TAHUN  2015 

 
TENTANG 

 
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU PADA 

PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH 

  KALIMANTAN TENGAH 
 

 
 

I. PENELASAN UMUM 
Mengantisipasi perkembangan ekonomi global serta mendorong 
pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan daerah, 

sehingga Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau pada 
PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah berdasarkan Peraturan 

Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 07 Tahun 2011 perlu ditingkatkan 
jumlahnya, dimana Pemerintah Kabupaten Lamandau sebagai salah satu 

pemegang saham pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah 
telah sepakat menambah penyertaan modal pada Rapat Umum Pemegang 
Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Bank Pembangunan Kalteng tanggal 28 

Juni 2008 dan 27 Juni 2009. Besarnya penambahan penyertaan modal 
tersebut adalah sebesar Rp. 19.500.000.000,- (Sebilan Belas Milyar Lima 

Ratus Juta Rupiah). 
 

Deviden penyertaan modal  Pemerintah Kabupaten Lamandau pada Bank 
Kalteng sebagai berikut : 

No. TAHUN NILAI 
PENYERTAAN 

MODAL 
(Rp) 

DEVIDEN 
(Rp) 

1. 2003 500.000.000 - 

2. 2004 1.000.000.000 - 

3. 2005 1.750.000.000 327.438.285,52 

4. 2006 3.000.000.000 861.762.316,05 

5. 2007 5.000.000.000 1.152.664.727,62 

6. 2008 5.000.000.000 2.035.144.071,00 

7. 2009 6.000.000.000 1.580.874.129,51 

8. 2010 6.000.000.000 1.946.772.559,00 

9. 2011 9.500.000.000 2.143.244.375,99 

10. 2012 14.375.000.000 3.034.692.521,26 

11. 2013 16.750.000.000 3.622.428.605,35 

12. 2014 19.500.000.000 ? 

Catatan :  

Deviden untuk Tahun 2014 dibayarkan pada bulan Juni 2015 (setelah rapat 
umum pemegang saham) dilaksanakan. 

 
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 
 

Pasal 1 
Cukup Jelas 

Pasal 2 
Cukup Jelas 

Pasal 3 
Cukup Jelas 
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Pasal 4 

Cukup Jelas 
Pasal 5 

Cukup Jelas 
Pasal 6 

Cukup Jelas 
Pasal 7 
Cukup Jelas 

Pasal 8 
Cukup Jelas 

Pasal 9 
Cukup Jelas 

 
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU 
TAHUN 2015 NOMOR 116 
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BUPATI LAMANDAU 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

 
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU 

NOMOR  03   TAHUN  2015 
 

T E N T A N G 
 

KETERBUKAAN  INFORMASI PUBLIK 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMANDAU, 
 

Menimbang : a. 
 
 

 
 

 
 

b. 
 
 

 
 

 
 

c. 
 
 

 
 

 
d. 

 
 

bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan 
masyarakat atas informasi publik di berbagai bidang 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di 

wilayah Kabupaten Lamandau, diperlukan 
keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah kepada  masyarakat; 
 

bahwa dalam mewujudkan hak masyarakat untuk 
memperoleh informasi secara transparan dan efektif, 
diperlukan partisipasi langsung maupun tidak 

langsung dari masyarakat dalam proses pengambilan 
kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan di Kabupaten Lamandau; 
 

bahwa partisipasi masyarakat diperlukan untuk 
membangun kemitraan antara Pemerintah dan 
masyarakat, secara bersama-sama bertanggungjawab 

terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintah 
dan pembangunan di Kabupaten Lamandau; 

 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu 
dibuat Peraturan Daerah tentang Keterbukaan 
Informasi Publik. 

 
Mengingat : 1. 

 
 

2. 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 
 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Tahun 1981 Nomor 76, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3209 );  
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 : 3. 
 

 
 

 
 

4. 
 
 

 
 

5. 
 

 
 
 

6. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
7. 

 
 
 

 
8. 

 
 

 
 

9. 

 
 

 
 

 
10. 

 

 
 

 
11. 

 
 
 

 
 

 
12. 

 
 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari 

Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3886); 
 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers           
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor  166, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor  3887); 
 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten 

Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten 
Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten 

Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten 
Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor  4180); 

 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286); 

 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 
 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);  

 
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

 
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada 
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 
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13. 
 

 

 
 

 
14. 

 
 
15. 

 
 

 
16. 

 
 
 

Kepala Daerah Kepada DPRD, Dan Informasi Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada 

Masyarakat   (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4693); 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 

 
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 

tentang Standart Layanan Informasi Publik; 
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 1 Tahun 2014 

tentang  Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 

 
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 

Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas 
Daerah Kabupaten Lamandau. 

Dengan Persetujuan Bersama 
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU 

dan  
BUPATI LAMANDAU 

 
 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERBUKAAN 

INFORMASI PUBLIK  
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Daerah adalah Kabupaten Lamandau. 
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamandau. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau. 

5. Kepala Daerah adalah Bupati Lamandau. 
6. Prosedur adalah urutan langkah-langkah untuk menghasilkan sesuatu. 
7. Prosedur berdampak publik adalah segala prosedur pengelolaan 

Pemerintahan baik di lingkungan Pemerintah Kota, Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kota Kabupaten Lamandau, Badan Usaha Milik Daerah, 

BUMN, Unit Vertikal Organisasi Vertikal lainnya, Asosiasi, yang 
beroperasi dan berdampak pada warga Kabupaten Lamandau. 

8. Rapat adalah Kegiatan pertemuan yang menghasilkan sesuatu 
keputusan, rekomendasi, atau kebijakan. 
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9. Keterbukaan adalah sikap mental, yang ciri-cirinya adalah kesediaan 
untuk memberi informasi dan terbuka terhadap masukan atau 

permintaan orang lain. 
10. Transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses 

pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan 
informasi. 

11. Informasi  adalah  keterangan,  pernyataan,  gagasan,  dan  tanda-tanda  
yang  mengandung  nilai,  makna,  dan  pesan,  baik  data, fakta  
maupun  penjelasannya  yang  dapat  dilihat,  didengar,  dan dibaca yang 

disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan  
perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi secara elektronik 

ataupun nonelektronik. 
12. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, 

dikirim, dan/atau diterima oleh oleh suatu Badan Publik yang berkaitan 
dengan penyelenggaraan daerah dan penyelenggaraan Badan Publik 
lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang serta informasi lain yang 

berkaitan dengan kepentingan publik.  
13. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, dan badan  lain  yang  

fungsi  dan  tugas  pokoknya  berkaitan  dengan penyelenggaraan  
pemerintahan daerah,  yang  sebagian  atau  seluruh  dananya 

bersumber  dari  anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara dan/atau  
anggaran  pendapatan  dan    belanja  daerah,  atau organisasi  non 
pemerintah  sepanjang  sebagian  atau  seluruh dananya  bersumber  

dari  anggaran  pendapatan  dan    belanja negara  dan/atau  anggaran  
pendapatan  dan    belanja  daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau 

luar negeri.  
14. Komisi Informasi adalah  Lembaga Mandiri yang berfungsi menjalankan 

peraturan daerah ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan 
petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan 
sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi 

nonlitigasi. 
15. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para 

pihak yang bersengketa melalui bantuan Mediator Komisi Informasi. 
16. Penyelenggara Badan Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas 

untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik. 
17. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang 

bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, 

penyediaan dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. 
18. Masyarakat adalah orang perseorangan dan kelompok orang yang 

bersifat sosiologis, fungsional serta badan hukum atau Badan Publik 
yang ada dan berdomisili di Kabupaten Lamandau yang peduli terhadap 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. 
19. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau 

Badan Publik yang ada dan berdomisili di Kabupaten Lamandau yang 

peduli terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 
daerah. 

20. Partisipasi  Masyarakat adalah keikutsertaan secara aktif setiap orang, 
kelompok orang, badan hukum atau Badan Publik dalam proses 

pengambilan keputusan, perumusan, pelaksanaan dan pengawasan 
kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan 
serta pembinaan masyarakat. 

21. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum 
Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Daerah ini. 
22. Pengguna  Informasi  Publik adalah  Orang  yang  menggunakan 

Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini. 
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23. Kebijakan Daerah adalah ketentuan atau pedoman dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dituangkan dalam 

Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan DPRD. 
24. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan 

Publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak 
memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-

undangan. 
 
 

BAB II 
ASAS DAN TUJUAN 

 
Bagian Kesatu  

Asas  
 Pasal 2  

 

(1) Setiap  Informasi  Publik  bersifat  terbuka  dan  dapat  diakses oleh 
setiap Pengguna Informasi Publik.  

(2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.  
(3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi 

Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.  
(4) Informasi  Publik  yang  dikecualikan  bersifat  rahasia  sesuai dengan  

Undang-Undang,  kepatutan,  dan  kepentingan  umum didasarkan  pada  

pengujian  tentang  konsekuensi  yang  timbul apabila  suatu  informasi  
diberikan  kepada  masyarakat  serta setelah  dipertimbangkan  dengan  

saksama  bahwa  menutup Informasi  Publik  dapat  melindungi  
kepentingan  yang  lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. 

 
Bagian Kedua  

Tujuan  

 Pasal 3   
 

Keterbukaan informasi publik bertujuan untuk :  
a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan 

kebijakan  daerah,  program  kebijakan  daerah,  dan  proses 
pengambilan  keputusan  publik,  serta  alasan  pengambilan  suatu 
keputusan publik;   

b. mendorong  partisipasi  masyarakat  dalam  proses  pengambilan 
kebijakan daerah;  

c. meningkatkan  peran  aktif  masyarakat  dalam  pengambilan kebijakan 
daerah dan pengelolaan Badan Publik yang baik;  

d. mewujudkan  penyelenggaraan  negara  yang  baik,  yaitu  yang 
transparan,  efektif  dan  efisien,  akuntabel  serta  dapat 
dipertanggungjawabkan;  

e. mengetahui alasan kebijakan daerah yang mempengaruhi hajat hidup 
Orang banyak;  

f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan 
bangsa; dan/atau  

g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan  
Publik  untuk  menghasilkan  layanan  informasi  yang berkualitas. 

 

BAB III 
PRINSIP PENYELENGGARAAN BADAN PUBLIK 

Pasal 4 
 

(1) Penyelenggaraan Badan Publik dilaksanakan berdasarkan prinsip 
transparan dan akuntabel. 
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(2) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup 
aspek informasi. 

(3) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup aspek 
pertanggungjawaban atas penyelenggaraaan Badan Publik. 

 
BAB IV 

HAK DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA BADAN PUBLIK 
 

Bagian Kesatu 

Umum 
Pasal 5 

 
(1) Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4    ayat (1), adalah: 

a. Pemerintah Daerah; 
b. DPRD; dan 
c. Badan Usaha Milik Daerah. 

(2) Dalam menelenggarakan fungsi dan tugasnya, penyelenggara Badan 
Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1). 

(3) Penerapan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksananakan 
dengan menyebarluaskan informasi melalui media cetak, media eletronik 

dan media lainnya secara aktif, pasif maupun serta merta. 
(4) Penyebarluasan informasi yang bersifat aktif, pasif, dan serta merta 

sebagimana dimaksud pada ayat (2), wajib diumumkan secara intensif 

kepada masyarakat. 
(5) Penyebarluasan informasi yang bersifat serta merta sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), wajib diumumkan segera tanpa penundaan. 
 

Bagian Kedua 
Hak Penyelenggara Badan Publik 

Pasal 6 

 
(1) Penyelenggara Badan  Publik  berhak  menolak  memberikan  informasi  

yang dikecualikan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan. 

(2) Penyelenggara Badan  Publik  berhak  menolak  memberikan  Informasi  
Publik apabila  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan.  

(3) Informasi  Publik  yang  tidak  dapat  diberikan  oleh  Badan  Publik, 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:  

a. informasi yang dapat membahayakan negara;  
b. informasi yang  berkaitan  dengan  kepentingan perlindungan usaha 

dari persaingan usaha tidak sehat;  
c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;  
d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau  

e. informasi  Publik  yang  diminta  belum  dikuasai  atau 
didokumentasikan. 

 
Bagian Ketiga 

Kewajiban Penyelenggara Badan Publik 
Pasal 7 

 

(1) Penyelenggara Badan  Publik  wajib  menyediakan,  memberikan  
dan/atau menerbitkan  Informasi  Publik  yang  berada  di bawah 

kewenangannya  kepada  Pemohon  Informasi  Publik,  selain informasi 
yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.   
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(2) Penyelenggara Badan  Publik  wajib  menyediakan  Informasi  Publik  
yang akurat, benar,  dan tidak menyesatkan.  

(3) Untuk  melaksanakan  kewajiban  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  
(2),  Penyelenggara Badan  Publik  harus  membangun  dan 

mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola  
Informasi  Publik  secara  baik  dan  efisien sehingga dapat diakses 

dengan mudah.  
(4) Penyelenggara Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis 

setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas 

Informasi Publik.   
(5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), antara lain memuat 

pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan 
keamanan negara.  

(6) Dalam  rangka  memenuhi  kewajiban  sebagaimana dimaksud pada ayat  
(1)  sampai dengan ayat (4), Penyelenggara Badan Publik dapat 
memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik. 

 
Pasal 8 

 
Kewajiban  penyelenggara Badan Publik  yang  berkaitan  dengan  kearsipan  

dan pendokumentasian  Informasi    Publik  dilaksanakan  berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

BAB V 
HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON DAN PENGGUNA 

INFORMASI PUBLIK 
 

Bagian Kesatu 
Hak Pemohon Informasi Publik 

Pasal 9 

 
(1) Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan 

ketentuan peraturan daerah ini. 
(2) Setiap orang berhak: 

a. melihat dan mengetahui informasi publik; 
b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum dalam 

memperoleh informasi publik; 

c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai 
dengan Peraturan Daerah ini; dan/atau 

d. menyampaikan dan menyebarluaskan informasi publik. 
(3) Setiap orang berhak berpartisipasi dalam penyusunan dan perumusan: 

a. Visi dan misi daerah; 
b. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (Panjang, Menengah dan 

Tahunan); 

c. Tata ruang wilayah dan revisi tata ruang wilayah; 
d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

(4) Partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan perumusan kebijakan 
publik sebagaimana dimaksud ayat (3), dilakukan melalui forum stake 

holder Kabupaten Lamandau, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan 
pihak lain. 

(5) Forum Stake Holder (pemangku kepentingan masyarakat) diatur lebih 

lanjut dengan Peraturan Bupati. 
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Pasal 10 
 

(1) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan 
Informasi Publik secara tertulis, dan disertai alasan permintaan informasi 

publik.  
(2) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke 

pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat 
hambatan  atau  kegagalan  sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan Daerah 
ini. 

 
Bagian Kedua 

Kewajiban Pengguna Informasi Publik 
Pasal 11 

 
 

(1) Pengguna Informasi Publik wajib berlaku tertib dan mematuhi segala 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam memperoleh 
informasi publik. 

(2) Pengguna Informasi Publik wajib  menggunakan informasi publik sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana 
informasi publik tersebut diperoleh, baik yang digunakan untuk 
kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

BAB VI 
INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN 

 
Bagian Kesatu 

Informasi Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala 

Pasal 12 
 

(1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan informasi Publik secara 
berkala. 

(2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : 
a. Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik; 
b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait; 

c. Informasi mengenai laporan keuangan; dan 
d. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

(3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling singkat 6 (enam) 

bulan sekali. 
(4) Kewajiban menyebarluaskan informasi publik sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau dan 

dalam bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. 
(5) Tata Cara penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 

diatur  dalam Peraturan Bupati. 
 

Bagian Kedua 
Informasi Yang Wajib Diumumkan Secara Sertamerta 

Pasal 13 

 
(1) Badan Publik wajib mengumumkan secara sertamerta suatu informasi 

yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. 
(2) Kewajiban menyebarluaskan informasi publik sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau dan 
dalam bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. 
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Bagian Ketiga 
Informasi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat 

Pasal 14 
 

(1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang 
meliputi : 

a. Daftar seluruh Informasi publik yang berada di bawah penguasaan 
Badan Publik tidak termasuk informasi yang dikecualikan; 

b. Hasil keputusan penyelenggara Badan Publik dan penjelasannya; 

c. Kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya; 
d. Rencana kerja kegiatan;  

e. Perjanjian-perjanian dengan pihak ketiga; 
f. Informasi daftar asset Badan Publik; 

g. Prosedur layanan publik yang mempengaruhi hak-hak dan kewajiban 
masyarakat; dan 

h. Laporan mengenai akses informasi publik. 

(2) Apabila suatu infromasi telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat 
berdasarkan permintaan, ataupun setelah melalui mekanisme keberatan, 

sebagaimana diatur dalam Peraturan daerah ini, maka informasi tersebut 
wajib dimaksukkan dalam daftar informasi yang wajib tersedia setiap saat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
 
 

Pasal 15 
 

Untuk mewujudkan penyerbarluasan informasi publik secara terpadu, cepat, 
tepat waktu, tepat sasaran, murah dan sederhana, maka penyelenggara 

Badan Publik dapat : 
a. Menunjuk pejabat pengelola dokumentasi dan informasi, 
b. Membentuk sistem informasi. 

 
. 

BAB VII 
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN 

Pasal 16 
 

 
Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi 

publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali: 
a.  Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada masyarakat 

selaku pemohon dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu 

informasi yang dapat:  
1.  menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak 

pidana; 
2.  mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban 

yang mengetahui adanya tindak pidana; 
3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang 

berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk 

kejahatan transnasional; 
4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum 

dan/atau keluarganya; dan/atau 
5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana 

penegak hukum.  
b. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada masyarakat 

selaku pemohon dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas 

kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak 
sehat;  
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c. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada masyarakat 
selaku pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan 

keamanan negara, yaitu: 
1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang 

berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan 
negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran 

atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar 
negeri; 

2. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan 

taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan 
keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan 

pengakhiran atau evaluasi; 
3. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan 

kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan 
keamanan negara serta rencana pengembangannya; 

4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau 

instalasi militer; 
5. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain 

terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang 
dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain 
yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat 
rahasia; 

6. sistem persandian negara; dan/atau 
7. sistem intelijen negara.  

d. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada masyarakat 
selaku pemohon informasi publik dapat mengungkapkan kekayaan alam 

Indonesia;  
e. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada masyarakat 

selaku pemohon informasi publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi 

nasional:  
1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau 

asing, saham dan aset vital milik negara; 
2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi 

institusi keuangan; 
3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, 

perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya; 

4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti; 
5. rencana awal investasi asing; 

6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga 
keuangan lainnya; dan/atau 

7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.  
f. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada masyarakat 

selaku pemohon informasi publik, dapat merugikan kepentingan 

hubungan luar negeri : 
1. posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh 

negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional; 
2. korespondensi diplomatik antarnegara; 

3. sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam 
menjalankan hubungan internasional; dan/atau 

4. perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di 

luar negeri.  
g. Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta 

otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat 
seseorang;  
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h. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada masyarakat 
selaku pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, 

yaitu: 
1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 

2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan 
psikis seseorang; 

3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 
4. hasilhasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, 

dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau 

5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan 
kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.  

i. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan 
Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi 

Informasi atau pengadilan;  
j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang - Undang.  
k. Laporan hasil pemeriksaan Inspektorat. 

 
BAB VIII 

MEKANISME MENDAPATKAN INFORMASI 
Pasal 17 

  
(1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk 

memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis 

atau tidak tertulis dengan dilengkapi identitas pemohon. 
(2) Ketentuan mengenai informasi publik yang tertulis atau tidak tertulis 

akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. 
(3) Permintaan informasi publik yang tertulis dari masyarakat harus jelas 

dan perlu mencantumkan alasan memperoleh informasi tersebut. 
(4) Penyelenggara Badan Publik wajib mencatat nama dan alamat Pemohon 

Informasi Publik, subjek dan format informasi serta cara penyampaian 

informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik. 
(5) Penyelenggara Badan Publik yang bersangkutan wajib mencatat 

permintaan Informasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis. 
(6) Penyelenggara Badan Publik terkait wajib memberikan tanda bukti 

penerimaan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (4), berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan 
diterima. 

(7) Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat 
elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan. 

(8) Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor 
pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi. 

 
Pasal 18 

 

(1) Permintaan informasi publik harus dipenuhi dalam waktu selambat-
lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan 

informasi publik.  
(2) Dalam pemenuhan permintaan informasi publik sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan 
pemberitahuan tertulis yang berisikan: 
a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun 

tidak; 
b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai 

informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di 
bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan 

mengetahui keberadaan informasi yang diminta; 
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c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang 
tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16; 

d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian 
dicantumkan materi informasi yang akan diberikan; 

e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, maka informasi yang 

dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan 
materinya; 

f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau 

g. jika diperlukan dicantumkan biaya serta cara pembayaran untuk 
memperoleh informasi yang diminta. 

(3) Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja permintaan informasi publik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum dapat dipenuhi, maka 

Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk 
mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling 
lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara 

tertulis. 
 

BAB IX 
KOMISI INFORMASI 

Pasal 19 
 

(1) Untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat 

dibentuk Komisi Informasi yang diatur dengan Peraturan Bupati. 
(2) Pembentukan Komisi Informasi mengacu kepada ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  
 

BAB X 
KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA 

 

Bagian Kesatu 
Keberatan 

Pasal 20 
 

(1) Setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan secara 
tertulis kepada atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi 
berdasarkan alasan berikut: 

a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan 
pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16; 

b. tidak disediakannya informasi sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 
12, Pasal 13, dan Pasal 14; 

c. tidak ditanggapinya permintaan informasi; 
d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;  
e. tidak dipenuhinya permintaan informasi; 

f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau 
g. pemenuhan/penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur 

dalam Peraturan Daerah  ini. 
(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sampai dengan 

huruf g dapat diselesaikan secara musyawarah apabila dikehendaki oleh 
kedua belah pihak. 

 

 
Pasal 21 

 
(1) Keberatan diajukan oleh pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu 

paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah ditemukannya alasan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1). 
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(2) Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), wajib 
memberikan tanggapan yang diajukan oleh pemohon dalam jangka waktu 

14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. 
(3) Apabila atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), 

menguatkan sikap dan putusan yang ditetapkan bawahannya, maka 
tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disertai dengan 

alasan-alasan tertulis. 
 

Bagian Kedua 

Penyelesaian Sengketa  
Pasal 22 

 
 

(1) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan apabila 
tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam 
proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik. 

(2) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu 
paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan 

tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 
(2). 

 
Pasal 23 

 

(1) Penyelesaian sengketa dilakukan melalui Komisi Informasi atau melalui 
Pengadilan. 

(2) Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi 
bersifat final dan mengikat. 

 
 

BAB XI 

KETENTUAN PIDANA 
Pasal 24 

 
 

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 7, 8, 11, 12, 13, 14, dan 21 dalam 
Peraturan daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling   lama 6            
(enam)  bulan   atau   denda  paling   banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh 

juta rupiah).  
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran. 

 
Pasal 25 

 
(1) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau 

memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 16 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, 
huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak 
Rp.10.000,000,00 (sepuluh juta rupiah). 

(2) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau 
memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan 
sebagaimana diatur dalam Pasal 16 huruf c, huruf e, dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling 
banyak Rp.20.000,000,00 (puluh dua  juta rupiah). 

(3) Setiap orang yang dengan membuat  informasi publik yang yang tidak 
benar atau menyesatkan dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana 
denda paling banyak Rp.5.000,000,00 (lima  juta rupiah). 
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BAB XII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 26 
 

 
Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan daerah ini harus ditetapkan paling 

lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. 
 

Pasal 27 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Lamandau. 
 

Ditetapkan  di Nanga Bulik 
pada tanggal  4 Pebruari 2015                                      

 
BUPATI LAMANDAU, 

 
 
 

MARUKAN 
 

 
Diundangkan di Nanga Bulik 

pada tanggal 23 Maret 2015                      
 
SEKRETARIS  DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, 

 
 

 
 ARIFIN LP. UMBING 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU 
TAHUN 2015 NOMOR 119   
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PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU 
NOMOR 03  TAHUN  2015 

 
TENTANG  

 
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 

 

 
I. UMUM 

 
Seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat  akan adanya 

keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten 
Lamandau, dipandang perlu segera dilakukan langkah-langkah dan 
upaya memenuhi tuntutan tersebut. Untuk memberikan jaminan 

terhadap semua orang dalam memperoleh Informasi, perlu dibentuk 
Peraturan Daerah yang mengatur tentang keterbukaan Informasi Publik 

terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Lamandau. 
Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh 

Informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari 
kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. 

Berdasarkan kondisi penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten 

Lamandau dan dalam rangka membuka akses bagi masyarakat dalam 
penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Lamandau, maka sudah 

selayaknya ada usaha-usaha untuk memberikan akses informasi dan 
pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintah. 

Peraturan Daerah ini merupakan salah satu dasar yang kuat bagi 
masyarakat untuk berpartisipasi dan merupakan landasan bagi legislatif 
dan eksekutif dalam rangka mewujudkan Pemerintah yang baik (Good 

govermance). 
Keterbukaan Informasi Publik dalam penyelenggaraan  

Pemerintahan Kabupaten Lamandau diperlukan tidak semata-mata 
untuk kebutuhan masyarakat saja, tetapi bersinergi dan merupakan 

kebutuhan para penyelenggara Badan Publik. Dengan terbentuknya 
aturan yang jelas mengenai Keterbukaan Informasi tentu akan 

memudahkan kontrol masyarakat sebagai bentuk partisipasi masyarakat 
terhadap Badan Publik dalam memperbaiki kinerjanya. 

 

 
II. PASAL DEMI PASAL 

 
Pasal 1 

Cukup Jelas 
 
Pasal 2  

 Ayat (1)  
           Cukup Jelas 

 Ayat (2)  
           Cukup Jelas 

 
 
 

 Ayat (3) : - Yang dimaksud dengan Tepat Waktu adalah pemenuhan 
atas permintaan Informasi dilakukan sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Daerah ini dan peraturan 
pelaksanaannya. 
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- Yang dimaksud dengan Biaya Ringan adalah biaya yang 
dikenakan secara proporsional berdasarkan standar biaya 

pada umumnya. 
- Yang dimaksud dengan Cara Sederhana adalah Informasi 

yang diminta dapat diakses secara mudah dalam hal 
prosedur dan mudah juga untuk dipahami. 

  Ayat (4) : Yang dimaksud dengan konsekuensi yang timbul adalah 
konsekuensi yang membahayakan kepentingan yang 
dilindungi berdasarkan Peraturan Daerah ini apabila suatu 

Informasi dibuka. Suatu Informasi yang dikategorikan 
terbuka atau tertutup harus didasarkan pada kepentingan 

publik. Jika kepentingan publik yang lebih besar dapat 
dilindungi dengan menutup suatu Informasi, Informasi 

tersebut harus dirahasiakan atau ditutup dan/atau 
sebaliknya. 

 Pasal 3 

            Cukup Jelas 
 

 Pasal 4 
  Ayat (1)  - Yang dimaksud dengan Transparan adalah keterbukaan 

dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan 
keterbukaan dalam mengemukakan Informasi materiil dan 
relevan mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

- Yang dimaksud dengan akuntabel adalah kejelasan fungsi, 
pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Badan Publik 

sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah 
terlaksana secara efektif. 

  Ayat (2)  
                Cukup Jelas 
  Ayat (3)  

                Cukup Jelas 
 

 Pasal 5 
  Ayat (1)  

                  Cukup Jelas 
  Ayat (2)  
                   Yang dimaksud dengan serta-merta adalah spontan, 

                   pada saat itu juga. 
  Ayat (3)  

                 Cukup Jelas 
  Ayat (4)  

                 Cukup Jelas 
          Ayat (5)  
                 Cukup Jelas 

 
 Pasal 6 

  Ayat (1)  
                 Cukup Jelas 

  Ayat (2)  
                 Cukup Jelas 
 

  Ayat (3)  
                 Huruf a         Yang dimaksud dengan membahayakan negara 

adalah bahaya terhadap kedaulatan negara, 
keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, dan keselamatan bangsa dari ancaman 
dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan 
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negara. Lebih lanjut mengenai Informasi yang 
membahayakan negara ditetapkan oleh Komisi 

Informasi. 
    Huruf b     Yang dimaksud dengan "persaingan usaha tidak 

sehat" adalah persaingan antarpelaku usaha 
dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau 

pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan 
dengan cara tidak jujur, melawan hukum, atau 
menghambat persaingan usaha. Lebih lanjut 

mengenai Informasi persaingan usaha tidak sehat 
ditetapkan oleh Komisi Informasi. 

    Huruf c  
                                Cukup Jelas 

    Huruf d     Yang dimaksud dengan rahasia jabatan adalah 
rahasia yang menyangkut tugas dalam suatu 
jabatan Badan Publik atau tugas negara lainnya 

yang ditetapkan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan. 

    Huruf e    Yang dimaksud dengan Informasi Publik yang 
diminta belum dikuasai atau didokumentasikan 

adalah Badan Publik secara nyata belum 
menguasai dan/atau mendokumentasikan 
Informasi Publik dimaksud. 

 
 Pasal 7 

  Ayat (1)  
                 Cukup Jelas 

  Ayat (2)  
                 Cukup Jelas 
  Ayat (3) 

                 Cukup Jelas 
   Ayat (4)  

                 Cukup Jelas 
  Ayat (5)  

                 Cukup Jelas 
  Ayat (6)  
                 Cukup Jelas 

 Pasal 8  
          Cukup Jelas 

 
 Pasal 9 

  Ayat (1)  
                Cukup Jelas 
  Ayat (2)  

                Cukup Jelas 
 

  Ayat (3)   
    Huruf d : partisipasi setiap orang dalam penyusunan dan 

perumusan APBD melalui musrenbang. 
  Ayat (4)  
                Cukup Jelas 

 
  Ayat (5)  

               Cukup Jelas 
 

 Pasal 10 
  Ayat (1)  
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                Cukup Jelas 
  Ayat (2)   yang dimaksud dapat mengajukan gugatan adalah setelah 

perselisihan antara badan publik dan 
masyarakat/perorangan tidak dapat diselesaikan di Komisi 

Informasi. 
    Pasal 11 

  Ayat (1)  
                 Cukup Jelas 
  Ayat (2) 

                 Cukup Jelas 
  Ayat (3) 

                 Cukup Jelas 
 

 Pasal 12 
  Ayat (1)  
                 Cukup Jelas 

  Ayat (2)  
                 Cukup Jelas 

  Ayat (3)  
                 Cukup Jelas 

  Ayat (4)  
                 Cukup Jelas 
  Ayat (5)  

                 Cukup Jelas 
 

 Pasal 13 
  Ayat (1)  

                Cukup Jelas 
  Ayat (2)  
                Cukup Jelas 

 
 Pasal 14 

  Ayat (1)  
                 Cukup Jelas 

  Ayat (2)  
                 Cukup Jelas 
 

 Pasal 15 
              Cukup Jelas 

 Pasal 16 
              Cukup Jelas 

 Pasal 17 
  Ayat (1)  
                 Cukup Jelas 

  Ayat (2)  
                  Cukup Jelas 

  Ayat (3)  
                Cukup Jelas 

  Ayat (4)  
                Cukup Jelas 
  Ayat (5)  

                Cukup Jelas 
  Ayat (6)  

                Cukup Jelas 
  Ayat (7)  

                Cukup Jelas 
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  Ayat (8)   
                Cukup Jelas 

 
 Pasal 18 

  Ayat (1)  
                 Cukup Jelas 

 
  Ayat (2)  
                 Cukup Jelas 

  Ayat (3)  
                 Cukup Jelas 

 
 Pasal 19 

  Ayat (1)  
                 Cukup Jelas 
  Ayat (2)   Yang dimaksud dengan mengacu kepada ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. 

 
 Pasal 20 

  Ayat (1)   Pengajuan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat 
Pengelola Informasi dan Dokumentasi sekurang-kurangnya 
berisikan nama dan/atau instansi asal pengguna Informasi, 

alasan mengajukan keberatan, tujuan menggunakan 
Informasi, dan kasus posisi permintaan Informasi dimaksud. 

 
    Yang dimaksud dengan atasan Pejabat Pengelola Informasi 

dan Dokumentasi adalah pejabat yang merupakan atasan 
langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari 
atasan langsung pejabat yang bersangkutan. 

    Huruf  a  
                                   Cukup Jelas 

    Huruf  b  
                                   Cukup Jelas 

    Huruf  c    Yang dimaksud dengan ditanggapi adalah respons 
dari Badan Publik sesuai dengan ketentuan 
pelayanan yang telah diatur dalam petunjuk 

teknis pelayanan Informasi Publik. 
    Huruf  d 

                                  Cukup Jelas 
    Huruf  e  

                                  Cukup Jelas 
    Huruf  f  
                                  Cukup Jelas 

 
    Huruf  g  

                                Cukup Jelas 
  Ayat (2)  

                Cukup Jelas 
 
 Pasal 21 

  Ayat (1)  
                Cukup Jelas 

  Ayat (2)  
                Cukup Jelas 

  Ayat (3)  
                Cukup Jelas 
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 Pasal 22 

  Ayat (1)   Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui 
Komisi Informasi hanya dapat diajukan setelah melalui 

proses keberatan kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi 
dan Dokumentasi. 

  Ayat (2)  
                 Cukup Jelas 
 Pasal 23 

  Ayat (1)  
                 Cukup Jelas 

  Ayat (2)  
                 Cukup Jelas 

 
 Pasal 24   
  Ayat (1)  

                 Cukup Jelas 
  Ayat (2)  

                 Cukup Jelas 
 

 Pasal 25 
              Cukup Jelas 
 

 Pasal 26   
      Cukup Jelas 

   
     Pasal 27 

             Cukup Jelas 
 
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  

TAHUN 2015 NOMOR  117 
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KABUPATEN LAMANDAU 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

 
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU 

 NOMOR 04  TAHUN 2015 
 

TENTANG 
 

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 

 
BUPATI LAMANDAU, 

 

Menimbang : a. bahwa bahaya kebakaran merupakan suatu 
bahaya yang dapat membawa bencana yang 

berakibat luas, baik terhadap keselamatan jiwa 
maupun harta benda yang secara langsung akan 

merugikan dan menghambat pelaksanaan 
pembangunan di daerah; 

   b. bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan 

bahaya kebakaran menjadi tanggung jawab 
pemerintah daerah dan segenap komponen 

masyarakat di daerah; 
   c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya 

Kebakaran. 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang 
Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2918); 

   2. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten 

Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, 
Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, 

Kabupaten Murung Raya, Kabupatenn Barito Timur Di 
Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran  Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambhan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180 ); 
   3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 

Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4247); 
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   4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234);  
   5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587); 
   6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4532); 

   7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 
2014 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negaran Republik Indonesia tahun 
2014 Nomor 32); 

8.   Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 
Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 

Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri  
Tahun 2011 Nomor 60 Seri D); 

   9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor   
Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan 

Bencana di Wilayah Kabupaten Lamandau (Lembaran 
Daerah Kabupaten Lamandau Tahun  Nomor  129). 

 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU 
dan 

BUPATI LAMANDAU  
 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN 

PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN  
 

 
BAB I  

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1 Daerah adalah Kabupaten Lamandau. 

2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamandau. 
3 Bupati adalah Bupati Lamandau. 
4 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 

adalah SKPD/Badan/Kantor/Unit Pelaksana Teknis yang 
mempunyai wewenang dan tugas dalam pencegahan atau 

penanggulangan bahaya kebakaran dan/atau melakukan 
pemeriksaan terhadap alat pemadam kebakaran. 

5 Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi 
yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau 
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seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau 
air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan 

kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan 
keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun 

kegiatan khusus. 
6 Bangunan Perumahan adalah bangunan gedung yang 

peruntukannya untuk tempat tinggal orang dalam lingkungan 
permukiman baik yang tertata maupun tidak tertata. 

7 Kendaraan Bermotor Umum adalah moda angkutan penumpang 

yang diperuntukan untuk melayani masyarakat umum. 
8 Kendaraan Bermotor Khusus adalah moda angkutan yang khusus 

diperuntukkan untuk mengangkut Bahan Berbahaya. 
9  Bahan Berbahaya adalah setiap zat/elemen, ikatan atau 

campurannya bersifat mudah menyala/terbakar, korosif dan lain-
lain karena penanganan, penyimpanan, pengolahan atau 
pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap 

manusia, peralatan dan lingkungan. 
10  Bahaya Kebakaran adalah bahaya yang diakibatkan oleh 

adanya ancaman potensial dan derajat terkena pancaran api 
sejak dari awal terjadinya kebakaran hingga penjalaran api. 

11  Bahaya Kebakaran Ringan adalah ancaman bahaya kebakaran 
yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar rendah, apabila 
kebakaran melepaskan panas rendah, sehingga penjalaran api 

lambat. 
12 Bahaya Kebakaran Sedang I adalah ancaman bahaya 

kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar 
sedang, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi 

tidak lebih dari 2,5 (dua koma lima) meter dan apabila terjadi 
kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjalaran api 
sedang. 

13 Bahaya Kebakaran Sedang II adalah ancaman bahaya 
kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar 

sedang, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi 
tidak lebih dari 4 (empat) meter dan apabila terjadi kebakaran 

melepaskan panas sedang, sehingga penjalaran api sedang. 
14 Bahaya Kebakaran Sedang III adalah ancaman bahaya 

kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar 

agak tinggi, menimbulkan panas agak tinggi serta penjalaran api 
agak cepat apabila terjadi kebakaran. 

15 Bahaya Kebakaran Berat I adalah ancaman bahaya kebakaran 
yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar tinggi, 

menimbulkan panas tinggi serta penjalaran api cepat apabila 
terjadi kebakaran. 

16 Bahaya Kebakaran Berat II adalah ancaman bahaya kebakaran 

yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sangat tinggi, 
menimbulkan panas sangat tinggi, serta penjalaran api sangat 

cepat apabila terjadi kebakaran. 
17 Pencegahan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam 

rangka mencegah terjadinya kebakaran. 
18 Penanggulangan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam 

rangka memadamkan kebakaran. 

19 Potensi Bahaya Kebakaran adalah tingkat kondisi/keadaan 
bahaya kebakaran yang terdapat pada obyek tertentu tempat 

manusia beraktivitas. 
20 Sarana Penyelamatan Jiwa adalah sarana yang terdapat pada 

bangunan gedung yang digunakan untuk menyelamatkan jiwa 
dari kebakaran dan bencana lain. 
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21 Akses Pemadam Kebakaran adalah akses/jalan atau sarana lain 
yang terdapat pada bangunan gedung yang khusus disediakan 

untuk masuk petugas dan unit pemadam ke dalam bangunan 
gedung. 

22 Lift adalah suatu sarana transportasi dalam bangunan 
gedung, yang mengangkut penumpang didalam kereta, yang 

bergerak naik turun secara vertikal. 
23 Proteksi Kebakaran adalah peralatan sistem 

perlindungan/pengamanan bangunan gedung dari kebakaran 

yang di pasang pada bangunan gedung. 
24 Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung selanjutnya 

disingkat dengan MKKG adalah bagian dari manajemen gedung 
untuk mewujudkan keselamatan penghuni bangunan gedung 

dari kebakaran dengan mengupayakan kesiapan instalasi 
proteksi kebakaran agar kinerjanya baik dan siap pakai. 

25 Manajemen Keselamatan Kebakaran Lingkungan selanjutnya 

disingkat dengan MKKL adalah bagian dari manajemen 
lingkungan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab khusus 

dalam penanggulangan bahaya kebakaran pada lingkungan 
yang bersangkutan. 

26 Alat Pemadam Api Ringan adalah alat untuk memadamkan 
kebakaran yang mencakup alat pemadam api ringan (APAR) 
termasuk alat pemadam api yang menggunakan roda. 

27 Sistem Deteksi Alarm Kebakaran adalah suatu alat untuk 
memberitahukan kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm 

kebakaran manual dan/atau alarm kebakaran otomatis. 
28 Sistem Pipa Tegak dan Slang Kebakaran adalah sistem pemadam 

kebakaran yang berada dalam bangunan gedung, dengan 
kopling pengeluaran 2,5 (dua koma lima) inci, 1,5 (satu koma lima) 
inci dan kombinasi. 

29 Hidran Halaman adalah hidran yang berada di luar bangunan 
gedung, dengan kopling pengeluaran ukuran 2,5 (dua koma lima) 

inci. 
30 Sistem Sprinkler Otomatis adalah suatu sistem pemancar air 

yang bekerja secara otomatis bilamana temperatur ruangan 
mencapai suhu tertentu. 

31 Sistem Pengendalian Asap adalah suatu sistem alami atau 

mekanis yang berfungsi untuk mengeluarkan asap dari bangunan 
gedung atau bagian bangunan gedung sampai batas aman pada 

saat kebakaran terjadi. 
32 Uji Mutu Bahan/Komponen adalah uji ketahanan api, kinerja 

bahan/komponen proteksi pasif dan aktif dan peralatan 
penanggulangan kebakaran. 

33 Pemilik bangunan gedung adalah orang, badan hukum, 

kolompok orang atau perkumpulan yang menurut hukum sah 
sebagai pemilik bangunan gedung. 

34 Pengguna bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung 
dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan 

kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang 
menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau 
bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan. 

35 Satuan Relawan Kebakaran yang selanjutnya disebut SATLAKAR 
adalah setiap orang atau anggota masyarakat di wilayah 

Kabupaten Lamandau yang telah diberikan keterampilan khusus 
tentang penanggulangan bahaya kebakaran dan dengan 

sukarela membantu melaksanakan tugas pemadaman tingkat 
pertama yang organisasi dan tata kerjanya ditetapkan oleh 
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Bupati. 
36 Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan yang 

berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 
37 Orang adalah orang perseorangan, sekelompok orang, dan/ atau 

badan hokum. 
38 Jasa Umum, adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh 

Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan 
umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 

39 Jalur Evakuasi adalah jalur yang digunakan untuk penyelamatan 

saat terjadinya kebakaran. 
40 Tangga Darurat adalah tangga yang digunakan untuk 

penyelamatan atau evakuasi saat terjadinya kebakaran. 
 

BAB II 
OBYEK DAN POTENSI BAHAYA KEBAKARAN 

 

Bagian Kesatu 
Obyek 

Pasal 2 
 

Obyek pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran meliputi 
: 
a. bangunan gedung; 

b. bangunan perumahan; 

c. kendaraan bermotor; dan 

d. bahan berbahaya. 

Bagian Kedua 

Potensi  
Pasal 3 

 
(1) Potensi bahaya kebakaran pada bangunan gedung sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 huruf a,  didasarkan pada : 

a. ketinggian; 

b. fungsi; 

c. luas bangunan; dan 

d. isi bangunan gedung. 

(2) Klasifikasi potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), meliputi : 

a. bahaya kebakaran ringan; 

b. bahaya kebakaran sedang; dan 

c. bahaya kebakaran berat. 

(3) Bahaya kebakaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf b, terdiri dari : 

a. sedang I; 

b. sedang II; dan 

c. sedang III. 

(4) Bahaya kebakaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf c, terdiri dari: 

a. berat I; dan 

b. berat II. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria klasifikasi potensi bahaya 

kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan 

Peraturan Bupati. 
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Pasal 4 
 

(1) Bangunan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

huruf b, di lingkungan permukiman yang tertata mempunyai 

potensi bahaya kebakaran ringan. 

 

(2) Bangunan perumahan di lingkungan permukiman yang tidak 

tertata mempunyai potensi bahaya kebakaran sedang III. 

 
Pasal 5 

 
(1) Kendaraan bermotor s e b a g a i m a n a  d i m a k s u d  d a l a m  

P a s a l  2  h u r u f  c ,  yang digunakan dalam pencegahan dan 

penanggulangan bahaya kebakaran meliputi : 

a. kendaraan umum; dan 

b. kendaraan khusus. 

(2) Kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 

mempunyai potensi bahaya kebakaran sedang I. 

(3) Kendaraan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b, mempunyai potensi bahaya kebakaran berat II. 

 
Pasal 6 

 
(1) Bahan berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

huruf d, terdiri dari : 

a. bahan berbahaya mudah meledak (eksplosives); 

b. bahan gas bertekanan (compressed gasses); 

c. bahan cair mudah menyala (flammable liquids); 

d. bahan padat mudah menyala (falammable solid) dan/atau 

mudah terbakar jika basah (dangerous when wet); 

e. bahan oksidator, peroksida organic (oksidizing substances); 

f. bahan beracun (poison); 

g. bahan radio aktif (radio actives); 

h. bahan perusak (corrosives); dan 

i. bahan berbahaya lain (miscellaneous). 

(2) Bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mempunyai potensi bahaya kebakaran berat II. 

 

BAB III 
PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN 

 
Bagian Kesatu 

Bangunan Gedung 

 
Paragraf 1 

Kewajiban Pemilik, Pengguna dan/atau Pengelola 
Pasal 7 

 
 

(1) Setiap pemilik, pengguna dan/atau pengelola bangunan gedung 

dan lingkungan gedung yang memiliki potensi bahaya kebakaran 
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus berperan 

aktif untuk mencegah bahaya kebakaran. 

(2) Dalam rangka pencegahan bahaya kebakaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), pemilik, pengguna dan/ atau pengelola 

bangunan gedung wajib   memiliki : 

a. sarana penyelamatan jiwa; 

b. akses pemadam kebakaran; 

c. proteksi bahaya kebakaran; dan 

d. MKKG. 

 
Paragraf 2 

Sarana Penyelamatan Jiwa 
Pasal 8 

 
(1) Setiap bangunan gedung harus dilengkapi dengan sarana 

penyelamatan jiwa. 

(2) Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

terdiri atas : 

a. sarana jalan keluar; 

b. pencahayaan darurat tanda jalan keluar; 

c. petunjuk arah jalan keluar; 

d. komunikasi darurat; 

e. pengendali asap; 

f. tempat berhimpun sementara; dan 

g. tempat evakuasi. 

(3) Sarana jalan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 

a, terdiri      atas : 

a. tangga kebakaran darurat; 

b. ramp; 

c. koridor; 

d. pintu; 

e. jalan/ pintu penghubung; 

f. balkon; 

g. saf pemadam kebakaran; dan 

h. alur lintas menuju jalan keluar. 

(4) Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2), harus selalu dalam kondisi baik, berfungsi dan siap pakai. 

(5) Sarana penyelamatan jiwa yang disediakan pada setiap 

bangunan gedung, jumlah, ukuran, jarak tempuh dan 

konstruksi sarana jalan keluar harus didasarkan pada luas 

lantai, fungsi bangunan, ketinggian bangunan gedung, jumlah 

penghuni dan ketersediaan sistem springkler otomatis. 

(6) Tempat berhimpun sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) huruf f, harus memenuhi persyaratan dan dapat disediakan 

pada suatu lantai pada bangunan yang karena ketinggiannya 

menuntut lebih dari satu tempat berhimpun sementara. 
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Pasal 9 
 

Pada bangunan gedung berderet bertingkat paling tinggi 4 (empat) 
lantai harus diberi akses jalan keluar yang menghubungkan antar 

unit bangunan gedung yang satu dengan unit bangunan gedung yang 
lain dan dilengkapi sarana penyelamatan jiwa. 

 
Paragraf 3 

Akses Pemadam kebakaran 

Pasal 10 
 

(1) Akses pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

7 ayat (2) huruf b, meliputi: 

a. akses mencapai bangunan gedung; 

b. akses masuk ke dalam bangunan gedung; dan  

c. area operasional. 

(2) Akses mencapai bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a, terdiri atas: 

a. akses ke lokasi bangunan gedung; dan 

b. jalan masuk dalam lingkungan bangunan gedung. 

(3) Akses masuk ke dalam bangunan gedung sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas : 

a. pintu masuk ke dalam bangunan gedung melalui lantai dasar; 

b. pintu masuk melalui bukaan dinding luar; dan 

c. pintu masuk ke ruang bawah tanah. 

(4) Area operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, 

terdiri atas : 

a. lebar dan sudut belokan dapat dilalui mobil pemadam 

kebakaran; dan 

b. perkerasan mampu menahan beban mobil pemadam 

kebakaran. 

 
Paragraf 4 

Proteksi Bahaya Kebakaran 

Pasal 11 
 

(1) Proteksi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

7 ayat (2) huruf c, meliputi : 

a. proteksi pasif; dan 

b. proteksi aktif. 

(2) Proteksi pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 

meliputi: 

a. bahan bangunan gedung; 

b. konstruksi bangunan gedung; 

c. kompartemenisasi dan pemisahan; dan 

d. penutup pada bukaan. 

(3) Proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 

meliputi: 

a. alat pemadam api ringan; 

b. sistem deteksi dan alarm kebakaran; 

c. sistem pipa tegak dan slang kebakaran serta hidran halaman; 
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d. sistem sprinkler otomatis; 

e. sistem pengendali asap; 

f. lif kebakaran; 

g. pencahayaan darurat; 

h. petunjuk arah darurat; 

i. sistem pasokan daya listrik darurat; 

j. pusat pengendali kebakaran; dan 

k. instalasi pemadam khusus. 

Pasal 12 
 

(1) Bahan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 

ayat (2) huruf a, yang digunakan pada konstruksi bangunan 

gedung harus memperhitungkan sifat bahan terhadap api. 

(2) Sifat bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sifat 

bakar, sifat penjalaran dan sifat penyalaan bahan. 

Pasal 13 

 
(1) Konstruksi bangunan gedung dikaitkan dengan ketahanan api 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, terdiri 

dari : 

a. tipe A; 

b. tipe B; dan 

c. tipe C. 

(2) Tingkat ketahanan api sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

meliputi ketahanan terhadap keruntuhan struktur, penembusan 

api dan asap serta mampu menahan peningkatan panas ke 

permukaan sebelah yang dinyatakan dalam satuan waktu. 

Pasal 14 

 
Kompartemenisasi dan pemisah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
11 ayat (2) huruf c, harus dari konstruksi tahan api dan disesuaikan 

dengan fungsi bangunan. 
 

Pasal 15 
 

Penutup pada bukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 
(2) huruf d, baik horizontal maupun vertikal harus dari bahan yang 
tidak mudah terbakar. 

 

Pasal 16 

 
(1) Alat pemadam api ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 

ayat (3) huruf a, harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai 

yang dilengkapi dengan petunjuk penggunaan, yang memuat 

urutan singkat dan jelas tentang cara penggunaan, dan harus 

ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau. 

(2) Penentuan jenis, daya padam dan penempatan alat pemadam api 

ringan yang disediakan untuk pemadaman, harus disesuaikan 

dengan klasifikasi bahaya kebakaran. 
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Pasal 17 
 

Setiap orang dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan 
dan/atau menggunakan alat pemadam api yang berisi bahan yang 

membahayakan kesehatan, keselamatan jiwa dan lingkungan hidup. 
 

Pasal 18 
 

(1) Sistem deteksi dan alarm kebakaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b, harus disesuaikan dengan 

klasifikasi potensi bahaya kebakaran. 

(2) Sistem deteksi dan alarm kebakaran sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai. 

 

Pasal 19 
 

(1) Sistem pipa tegak dan slang kebakaran serta hidran halaman 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c, meliputi : 

a. pipa tegak; 

b. slang kebakaran; 

c. hidran halaman; 

d. penyediaan air; dan 

e. pompa kebakaran. 

(2) Sistem pipa tegak dan slang kebakaran serta hidran halaman 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus selalu dalam 

kondisi baik dan siap pakai yang didasarkan pada klasifikasi 

potensi bahaya kebakaran. 

(3) Ruangan pompa kebakaran harus ditempatkan dilantai dasar 

atau bismen satu bangunan gedung dengan memperhatikan 

akses dan ventilasi serta pemeliharaan. 

(4) Untuk bangunan gedung yang karena ketinggiannya menuntut 

penempatan pompa kebakaran tambahan pada lantai yang lebih 

tinggi, ruangan pompa kebakaran dapat ditempatkan pada 

lantai yang sesuai dengan memperhatikan akses dan ventilasi 

serta pemeliharaan. 

Pasal 20 
 

(1) Sistem sprinkler otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

11 ayat (3) huruf d, terdiri dari instalasi pemipaan, penyediaan air 

dan pompa kebakaran. 

(2) Sistem sprinkler otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

harus didasarkan pada klasifikasi Potensi Bahaya kebakaran 

Berat II. 

(3) Ruangan pompa harus ditempatkan di lantai dasar atau bismen 

satu bangunan gedung dengan memperhatikan akses dan 

ventilasi serta pemeliharaan. 

(4) Sistem sprinkler otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

harus dalam kondisi baik, berfungsi dan siap pakai. 

(5) Bangunan gedung yang karena ketinggiannya menuntut 

penempatan ruang pompa kebakaran tambahan pada lantai yang 

lebih tinggi ruangan pompa tersebut dapat ditempatkan pada 
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lantai yang sesuai dengan memperhatikan akses dan ventilasi 

serta pemeliharaan. 

Pasal 21 
 

(1) Sistem pengendali asap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 

ayat (3) huruf e, harus didasarkan pada klasifikasi Potensi Bahaya 

Kebakaran. 

(2) Sistem pengendali asap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

harus dalam kondisi baik dan siap pakai. 

Pasal 22 
 

(1) Lif kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) 

huruf f, wajib dipasang pada bangunan gedung menengah, tinggi 

dan bismen dengan kedalaman lebih dari 10 (sepuluh) meter 

dibawah permukaan tanah. 

(2) Lif penumpang dan lif barang dapat difungsikan sebagai Lif 

kebakaran. 

(3) Lif kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus 

dalam kondisi baik dan siap pakai. 

Pasal 23 
 

(1) Pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 

ayat (3) huruf g, harus dipasang pada sarana jalan keluar, 

tangga kebakaran dan ruang khusus. 

(2) Pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

harus dalam kondisi baik, berfungsi dan siap pakai. 

Pasal 24 

 
(1) Petunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 

ayat (3) huruf h, harus dipasang pada sarana jalan keluar dan 

tangga kebakaran. 

(2) Petunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

harus mengarah pada pintu tangga kebakaran dan pintu keluar, 

harus dalam kondisi baik dan siap pakai. 

Pasal 25 

 
(1) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 11 ayat (3) huruf i, berasal dari sumber daya utama 

dan sumber daya darurat. 

(2) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), harus dalam kondisi baik dan siap pakai dengan 

memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. mampu mengoperasikan sistem pencahayaan darurat; 

b. mampu memasok daya untuk sistem penunjuk arah darurat; 

c. mampu mengoperasikan sarana proteksi aktif; dan 

d. sumber daya listrik darurat mampu bekerja secara otomatis 

tanpa terputus. 

(3) Kabel listrik untuk sistem pasokan daya listrik darurat ke sarana 
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proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus 

menggunakan kabel tahan api, tahan air dan benturan. 

 
Pasal 26 

 
(1) Bangunan Gedung dengan klasifikasi potensi bahaya kebakaran 

sedang dan berat harus memiliki pusat pengendali kebakaran 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf j. 

(2) Bangunan gedung yang luas dan jumlah massa bangunannya 

memerlukan kelengkapan pusat pengendali kebakaran utama 

harus ditempatkan pada bangunan dengan potensi bahaya 

kebakaran Berat II. 

(3) Pusat pengendali kebakaran dan pusat pengendali kebakaran 

utama sebagaimama dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus 

mempunyai ketahanan api dan ditempatkan pada lantai dasar 

dalam kondisi baik dan siap pakai. 

Pasal 27 

 
(1) Setiap ruangan atau bagian bangunan gedung yang berisi barang 

dan peralatan khusus harus dilindungi dengan instalasi 

pemadam tertentu. 

(2) Instalasi pemadam tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

terdiri atas : 

a. sistem pemadaman menyeluruh (total flooding); dan 

b. sistem pemadaman setempat (local application). 

 

Paragraf 5 
Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung 

Pasal 28 

 
Pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang mengelola 

bangunan gedung yang mempunyai potensi bahaya kebakaran 
ringan dan sedang I dengan jumlah penghuni paling sedikit 500 (lima 

ratus) orang wajib membentuk MKKG. 
 
 

Paragraf 6 
Manajemen Keselamatan Kebakaran Lingkungan 

Pasal 29 
 

(1) Pengelola Bangunan yang mengelola beberapa bangunan dalam 

satu lingkungan yang mempunyai potensi bahaya kebakaran 

sedang II, sedang III dan berat dengan jumlah penghuni paling 

sedikit 50 (lima puluh) orang wajib membentuk MKKL. 

(2) Pengelola Bangunan yang mengelola beberapa bangunan 

lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib 

menyediakan prasarana dan sarana penanggulangan bahaya 

kebakaran sesuai dengan potensi bahaya kebakaran, meliputi : 

a. sistem pemadaman; 

b. akses pemadaman; 

c. sistem komunikasi; 
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d. sumber daya listrik darurat; 

e. jalan keluar; 

f. proteksi terhadap api, asap, racun, korosif dan ledakan; dan 

g. pos pemadam dan mobil pemadam. 

Bagian Kedua 
Bangunan Perumahan 

Pasal 30 
 

(1) Bangunan perumahan yang berada di lingkungan permukiman 

yang tertata harus dilengkapi dengan prasarana dan sarana 

pencegahan dan penanggulangan kebakaran. 

(2) Kelengkapan prasarana dan sarana pencegahan dan 

penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), menjadi tanggung jawab pengembang dan/ atau pengelola 

kawasan permukiman. 

(3) Bangunan perumahan yang berada di lingkungan permukiman 

yang tidak tertata dan padat hunian harus dilengkapi prasarana 

dan sarana  serta kesiapan masyarakat dalam upaya 

pencegahan dan penanggulangan kebakaran. 

(4) Kelengkapan prasarana dan sarana pencegahan dan 

penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3), menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat. 

Bagian Ketiga 
Kendaraan Bermotor 

Pasal 31 

 
(1) Setiap pemilik dan/atau pengelola kendaraan bermotor umum 

dan kendaraan bermotor khusus wajib menyediakan alat 

pemadam kebakaran api ringan sesuai dengan potensi bahaya 

kebakaran pada kendaraan bermotor yang dikelola. 

(2) Alat pemadam kebakaran api ringan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), harus disimpan pada tempat yang mudah dilihat, 

dijangkau dan digunakan. 

(3) Ketentuan l e b i h  l a n j u t  mengenai jenis kendaraan bermotor 

umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikuti ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Bagian Keempat 

Bahan Berbahaya 
Pasal 32 

 
(1) Setiap orang yang menyimpan dan/atau memproduksi Bahan 

Berbahaya berkewajiban: 

a. menyediakan alat isolasi tumpahan; 
b. menyediakan sarana penyelamatan jiwa, proteksi pasif, proteksi 

aktif, MKKG; 
c. menginformasikan daftar Bahan Berbahaya yang disimpan 

dan/atau diproduksi; dan memasang plakat dan/atau label 
penanggulangan dan penanganan bencana Bahan Berbahaya. 

(2) Setiap pemilik dan/atau pengelola kendaraan khusus yang 

mengangkut bahan berbahaya berwajiban : 

a. menyediakan alat pemadam kebakaran api ringan dan alat 
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perlindungan awak kendaraan sesuai dengan potensi bahaya 

kebakaran; 

b. memasang plakat penanggulangan dan penanganan bencana 

Bahan Berbahaya; dan 

c. menginformasikan jalan yang akan dilalui kepada SKPD 

Perhubungan dan/atau Instansi terkait. 

BAB IV  
PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN 

 
Bagian Kesatu 

Kesiapan Penanggulangan 
Pasal 33 

 
(1) Setiap orang wajib berperan aktif dalam penanggulangan bahaya 

kebakaran sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi 

terjadinya kebakaran. 

(2) Dalam upaya penanggulangan bahaya kebakaran, di tingkat 

kecamatan dan di tingkat desa/kelurahan dapat dibentuk Pos 

Satuan Relawan kebakaran. 

(3) Pada setiap pos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi 

dengan sarana dan prasarana penanggulangan bahaya 

kebakaran dan bencana lainnya. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Relawan Kebakaran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kelengkapan sarana 

dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur 

dengan Peraturan Bupati. 

 
Pasal 34 

 
Pemilik bangunan g edung, pengguna b a ngunan g edung, pengelola 

bangunan gedung, pemilik kendaraan bermotor khusus, pengelola 
kendaraan bermotor khusus, dan setiap orang yang menyimpan 
dan/atau memproduksi bahan berbahaya, wajib melaksanakan 

kesiapan penanggulangan bahaya kebakaran yang dikoordinasikan 
dengan SKPD. 

 
Pasal 35 

 
(1) Pemerintah Daerah bertugas dan bertanggung jawab dalam upaya 

penanggulangan bahaya kebakaran. 

(2) Tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dilakukan dalam bentuk pelayanan terhadap penanggulangan 

bahaya kebakaran dengan membuka jaringan sistem informasi, 

menempatkan tenaga siaga dan operasional pada pos induk dan 

pos pembantu sesuai dengan susunan organisasi dan tata kerja 

di daerah. 

Bagian Kedua 
Pada saat Terjadi Kebakaran 

Pasal 36 
 

(1) Setiap orang yang berada di lokasi kebakaran dan/atau 

mengetahui terjadinya kebakaran berpartisipasi aktif dalam 
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penanggulangan bahaya kebakaran untuk kepentingan 

pribadinya maupun untuk kepentingan umum sebelum petugas 

pemadam tiba dilokasi. 

(2) Partisipasi aktif sebagaimana maksud pada ayat (1), meliputi : 

a. melakukan aktifitas fisik; 

b. memberikan informasi atau melakukan komunikasi; 

c. melaporkan kejadian kebakaran pada pos PMK dan/atau 

kepada Kepolisian setempat; dan/atau 

d. menjaga ketertiban/keamanan di lokasi kebakaran. 

Pasal 37 
 

Dalam hal terjadi kebakaran, pemilik bangunan gedung, pengguna 
bangunan gedung dan/atau pengelola bangunan gedung, pemilik 

dan/atau pengelola kendaraan bermotor khusus dan setiap orang 
yang menyimpan dan/atau memproduksi bahan berbahaya wajib 

melakukan : 
a. tindakan awal penyelamatan jiwa, harta benda, pemadaman 

kebakaran dan pengamanan lokasi; dan 
b. menginformasikan kepada PMK dan/ atau instansi terkait. 

Pasal 38 
 

(1) Sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kebakaran, 

Pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga, Satlakar, Perlindungan 

Masyarakat, Kepala Desa/Lurah/Camat, serta instansi terkait yang 

berada di lokasi kebakaran melakukan tindakan penanggulangan 

bahaya kebakaran dan pengamanan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya masing-masing. 

(2) Setelah petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kebakaran, 

untuk keselamatan umum dan pengamanan setempat, setiap 

orang dilarang mendekati ataupun berada di lokasi kebakaran 

kecuali para petugas pelaksana pemadaman. 

(3) Setelah petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kebakaran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tanggung jawab dan 

kewenangan beralih kepada petugas pelaksana pemadaman. 

(4) Setelah kebakaran dapat ditanggulangi/dipadamkan, pejabat yang 

ditunjuk harus segera menyerahkan tanggung jawab dan 

kewenangan tersebut kepada penanggungjawab tempat tersebut 

disertai dengan Berita Acara penanggulangan kebakaran, kecuali 

ditentukan lain oleh Bupati. 

(5) Sebelum petugas yang berwenang menyerahkan kembali tanggung 

jawab dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 

harus diadakan penyidikan pendahuluan oleh pejabat yang 

berwenang. 

(6) Penyidikan pendahuluan oleh pejabat yang berwenang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan untuk 

kepentingan penyidikan lebih lanjut oleh Institusi yang berwenang 

sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 

Pasal 39 

 
(1) Setiap orang yang berada di lokasi kebakaran harus mentaati 
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petunjuk dan/atau perintah yang diberikan oleh petugas pemadam 

kebakaran. 

(2) Hal-hal yang terjadi di lokasi kebakaran yang disebabkan karena 

tidak dipatuhinya petunjuk dan/atau perintah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), bukan meruapakan tanggung jawab 

petugas pemadam kebakaran. 

 
Pasal 40 

 
(1) Dalam mencegah menjalarnya kebakaran, pemilik bangunan 

gedung, pengguna bangunan gedung dan/atau pengelola 

bangunan gedung/pekarangan harus memberikan 

izin/memperbolehkan kepada petugas pemadam kebakaran 

untuk : 

memasuki bangunan gedung/pekarangan; 
a. membantu memindahkan barang/bahan yang mudah 

terbakar; 

b. memanfaatkan air dari kolam renang dan hidran halaman yang 

berada di daerah kebakaran; 

c. merusak/merobohkan sebagian atau seluruh bangunan 

gedung; dan 

d. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi 

pemadaman dan penyelamatan. 

(2) Perusakan/perobohan bangunan gedung sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan berdasarkan situasi dan 

kondisi di lapangan. 

(3) Dalam hal izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak 

diberikan baik secara lisan maupun tulisan, 

perusakan/perobohan bangunan merupakan tindakan dalam 

rangka menjalankan tugas. 

Pasal 41 
 

(1) Penanggulangan bahaya kebakaran yang terjadi di perbatasan 

wilayah daerah dengan Kabupaten Sukamara, Kabupaten 

Kotawaringi Barat, Kabupaten Seruyan  Provinsi Kalimantan 

Tengah, Daerah diluar perbatasan, dan di kawasan khusus 

ditanggulangi bersama oleh para kepala daerah dan pengelola 

kawasan khusus berdasarkan prinsip kerjasama daerah. 

(2) Pelaksanaan penanggulangan bahaya kebakaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kerjasama antar kepala 

daerah/pengelola kawasan khusus yang dituangkan dengan 

keputusan bersama. 

Pasal 42 

 
(1) Selain penanggulangan bahaya kebakaran sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), petugas pemadam kebakaran 

dapat membantu penyelamatan korban bencana yang terjadi di 

luar wilayah daerah, yang pelaksanaannya berkoordinasi dengan 

SKPD/Instansi yang bertanggungjawab di bidang pencegahan dan 
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penanggulangan bahaya kebakaran pada kabupaten/kota dimana 

terjadi kebakaran. 

(2) Upaya pemberian bantuan dalam rangka penaggulangan 

kebakaran sebagaiamana dimaksud pada ayat (1), sepanjang 

tidak terdapat kondisi kebakaran pada wilayah daerah dan harus 

mempertimbangkan aspek pencegahan dan kesiapsiagaan 

diwilayah daerah. 

Bagian Ketiga 
Pemeriksaan Sebab Kebakaran 

Pasal 43 
 

 
(1) Petugas pemadam kebakaran dapat melakukan pemeriksaan 

untuk mengetahui sebab terjadinya kebakaran. 

(2) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), petugas pemadam kebakaran berkoodinasi dengan pihak 

kepolisian setempat. 

 

BAB V 
PENGENDALIAN KESELAMATAN KEBAKARAN 

 

Bagian Kesatu 
Bangunan Gedung Baru 

Pasal 44 
 

 
(1) Dalam rangka pengendalian keselamatan kebakaran, SKPD 

berwenang : 

a. memberikan masukan pada tahap perencanaan 

pembangunan gedung baru; 

b. memberikan masukan pada tahap perancangan pembangunan 

gedung baru; 

c. melakukan pengawasan pada tahap pelaksanaan 

pembangunan gedung baru; dan 

d. melakukan pemeriksaan pada saat penggunaan bangunan 

gedung baru. 

(2) Pelaksanaan Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dapat dilakukan sendiri maupun bersama dengan SKPD atau 

instansi lain sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. 

Pasal 45 
 

Pada tahap perencanaan pembangunan gedung baru sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a, SKPD memberikan 

masukan teknis kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 
tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang tata 
ruang/ tata bangunan mengenai aspek-aspek akses mobil pemadam 

kebakaran, sumber air untuk pemadaman, dan pos pemadam 
kebakaran untuk dijadikan acuan pemberian perizinan. 
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Pasal 46 
 

Pada tahap perancangan pembangunan gedung baru sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b, SKPD memberikan 

masukan kepada Satuan Perangkat Daerah yang tugas pokok dan 
fungsinya bertanggung jawab dalam bidang penataan dan 

pengawasan bangunan gedung, meliputi : 
a. sarana penyelamatan; 
b. akses pemadam kebakaran; 

c. konsep proteksi pasif dan aktif; dan 

d. konsep manajemen penyelamatan. 

 

Pasal 47 
 

(1) Pada tahap pelaksanaan pembangunan gedung baru 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c, SKPD 

melaksanakan pengawasan berkala sesuai tugas pokok dan 

fungsi dan/atau pengawasan bersama Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) yang tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab 

dalam bidang penataan dan pengawasan bangunan dan/atau 

Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) untuk memeriksa kesesuaian 

antara gambar-gambar instalasi bangunan yang merupakan 

lampiran Izin Mendirikan Bangunan dengan pelaksanaan di 

lapangan. 

(2) Apabila ada ketidaksesuaian antara gambar-gambar instalasi 

bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan 

pelaksanaan pembangunan di lapangan, Kantor bersama Tim Ahli 

Bangunan Gedung (TABG) memberikan peringatan kepada pemilik 

bangunan dan/atau pemborong untuk menyesuaikan dengan Izin 

Mendirikan Bangunan. 

Pasal 48 
 

(1) Pada saat bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 44 ayat (1) huruf d akan digunakan, SKPD melakukan 

pemeriksaan terhadap kinerja sistem proteksi kebakaran 

terpasang, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan 

jiwa. 

(2) Jika hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memenuhi ketentuan, SKPD memberikan persetujuan sebagai 

dasar untuk penerbitan Sertifikat Laik Fungsi. 

 
 

Bagian Kedua 
Bangunan Gedung Eksisting 

Pasal 49 

 
 

(1) Untuk mengetahui kondisi keselamatan bangunan gedung 

eksisting berfungsi dengan baik dari bahaya kebakaran, harus 

dilakukan pemeriksaan secara berkala oleh pemilik bangunan 

gedung, pengguna bangunan gedung dan/atau pengelola 

bangunan gedung dengan menunjuk pengkaji teknis. 
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(2) Hasil pemeriksaan berkala yang dilakukan oleh pengkaji teknis 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh pemilik 

bangunan gedung, pengguna bangunan gedung dan/atau 

pengelola bangunan gedung kepada SKPD sesuai dengan 

kewenanganya dalam jangka waktu menurut ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(3) Berdasarkan laporan pemilik bangunan gedung, pengguna 

bangunan gedung dan/atau pengelola bangunan gedung 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2),SKPD bersama Tim Ahli 

Bangunan Gedung dapat melakukan pemeriksaan ke lapangan. 

(4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SKPD yang 

berwenang dapat melakukan pemeriksaan sewaktu-waktu 

dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemilik 

bangunan gedung, pengguna bangunan gedung dan/atau 

pengelola bangunan gedung. 

 
Pasal 50 

 
(1) Apabila berdasarkan pemeriksaan dilapangan, kinerja sistem 

proteksi kebakaran terpasang, akses pemadam kebakaran dan 

sarana penyelamatan jiwa sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan maka SKPD memberikan Sertifikat 

Keselamatan Kebakaran. 

(2) Sertifikat Keselamatan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), merupakan salah satu persyaratan dalam perpanjangan 

Sertifikat Laik Fungsi. 

(3) Apabila berdasarkan pemeriksaan di lapangan, kinerja sistem 

proteksi kebakaran terpasang, akses pemadam kebakaran dan 

sarana penyelamatan jiwa tidak sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan, SKPD berwenang memberikan 

peringatan tertulis dengan memasang papan peringatan yang 

bertuliskan ”BANGUNAN INI TIDAK MEMENUHI KESELAMATAN 

KEBAKARAN”. 

(4) Bangunan gedung yang tidak memenuhi persyaratan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selain dipasang papan 

peringatan dapat juga diumumkan kepada masyarakat melalui 

media cetak dan/atau elektronika. 

 

Pasal 51 
 

Jika berdasarkan laporan atau temuan pada bangunan gedung 

atau bagian bangunan gedung tertentu sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 49 ayat (2) dan ayat (4), kinerja sistem proteksi kebakaran 

terpasang, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan 
jiwa tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, 

SKPD yang berwenang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 50 ayat (3) dan ayat (4). 

 

Pasal 52 
 

(1) Pemilik bangunan gedung, pengguna bangunan gedung dan/atau 
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pengelola bangunan gedung yang akan mengubah fungsi 

bangunan gedung atau bagian bangunan gedung tertentu 

sehingga menimbulkan potensi bahaya kebakaran lebih tinggi wajib 

melaporkan kepada SKPD/instansi yang terkait sesuai dengan 

tugas pokok dan fungsinya. 

(2) Bangunan gedung atau bagian bangunan gedung tertentu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilengkapi dengan 

proteksi kebakaran, akses pemadam kebakaran dan sarana 

penyelamatan jiwa sesuai dengan potensi bahaya kebakaran. 

(3) Dalam hal bangunan gedung atau bagian bangunan gedung 

tertentu sudah dilengkapi dengan proteksi kebakaran, akses 

pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPD/ instansi yang 

berwenang memberikan persetujuan berupa rekomendasi atas 

perubahan fungsi. 

 
Bagian Ketiga 

Jasa di Bidang Keselamatan Kebakaran 
Pasal 53 

 
 

(1) Setiap orang yang bergerak dalam jasa di bidang perencanaan, 

pengawasan, pengkajian teknis, pemeliharaan/perawatan di 

bidang keselamatan kebakaran wajib mendapat sertifikat keahlian 

keselamatan kebakaran dari Asosiasi Profesi yang terakreditasi 

dan harus terdaftar pada SKPD. 

(2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan 

sertifikat keahlian keselamatan kebakaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

Pasal 54 

 
(1) Setiap orang yang memproduksi, memasang, mendistribusikan, 

memperdagangkan atau mengedarkan segala jenis alat pencegah 

dan pemadam kebakaran, harus mendapat rekomendasi dari 

SKPD. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara 

memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

diatur dengan Peraturan Bupati. 

 

BAB VI 
PEMERIKSAAN DAN/ ATAU PENGUJIAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN, 

ALAT PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN ALAT PENYELAMATAN JIWA 
Pasal 55 

 

 
(1) Alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan 

alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh 

masyarakat harus dilakukan pemeriksaan dan/atau pengujian. 

(2) Pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), dilakukan oleh pemerintah daerah dan dipungut retribusi. 
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(3) Dalam hal pengujian dilakukan oleh pihak ketiga sebagaimana 

ketentuan peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah 

melakukan pengesahan atas pemeriksaan yang dilakukan oleh 

pihak ketiga tersebut. 

(4) Pihak ketiga yang telah melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian 

terhadap alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib 

melaporkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian paling lambat 1 

(satu)  bulan setelah dilakukan pemeriksaan dan/atau 

pengujian. 

(5) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat 

dilakukan atas dokumen hasil pemeriksaan dan/atau pengujian 

dan/atau dilakukan pemeriksaan kembali atas alat pemadam 

kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat 

penyelamatan jiwa secara acak. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri. 

Pasal 56 
 

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), 
dilakukan secara berkala setiap Setahun 2 (dua ) kali: 

a. Pemeriksaan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan. 
b. Pemeriksaan dalam jangka waktu 12 (dua belas ) bulan. 

 

BAB VII 
PERAN SERTA MASYARAKAT 

Pasal 57 
 

(1) Setiap warga masyarakat berperan aktif dalam : 

a. melakukan pencegahan dan penanggulangan bahaya 

kebakaran di lingkungannya; 

b. membantu melakukan pengawasan, menjaga dan memelihara 

prasarana dan sarana pemadam kebakaran di lingkungannya; 

c. melaporkan terjadinya kebakaran kepada pihak yang 

berwenang; dan 

d. melaporkan kegiatan yang menimbulkan ancaman kebakaran. 

(2) Peran serta masyarakat dalam melakukan pencegahan dan 

penanggulangan bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a, pada tingkat Rukun Warga dan 

Desa/Kelurahan dapat dibentuk Sistem Keselamatan Kebakaran 

Lingkungan (SKKL). 

(3) SKKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari Satlakar, 

sarana dan prasarana serta prosedur tetap yang telah 

ditentukan. 

BAB VIII 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 58 

 
Pemerintah daerah melalui SKPD yang membidangi melakukan 

pembinaan kepada pemilik bangunan gedung, pengguna bangunan 
gedung, pengelola bangunan gedung, pemilik, pengguna dan 

pengelola kendaraan bermotor khusus, penyimpan bahan 
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berbahaya, pengkaji teknis dibidang pencegahan dan 
penanggulangan bahaya kebakaran, kontraktor instalasi proteksi 

kebakaran, satlakar, MKKG, dan masyarakat dalam melakukan 
pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. 

 
 

Pasal 59 
 

(1) Pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap sarana 

proteksi kebakaran, akses pemadam kebakaran pada bangunan 
gedung, sarana penyelamatan jiwa pada tahap perencanaan, 

pelaksanaan dan penggunaan bangunan gedung dan unit MKKG. 
(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Pemerintah daerah berkoordinasi dengan Instansi terkait. 
 
 

BAB IX  
KETENTUAN PENYIDIKAN 

Pasal 60 
 

 
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah 

daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk 

melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pencegahan dan 

penanggulangan bahaya kebakaran, sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pejabat 

pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang 

diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1),    

adalah : 

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan 

atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang 

pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran agar 

keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan 

jelas; 

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai 

orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang 

dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pencegahan dan 

penanggulangan bahaya kebakaran; 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau 

badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang 

pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran; 

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan 

dengan tindak pidana di bidang pencegahan dan 

penanggulangan bahaya kebakaran; 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti 

pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan 

penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan 

tugas penyidikan tindak pidana di bidang pencegahan dan 

penanggulangan bahaya kebakaran; 
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g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang 

meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan 

sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, 

dan/atau dokumen yang dibawa; 

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana 

pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran; 

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa 

sebagai tersangka atau saksi; 

j. menghentikan penyidikan; dan/atau 

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran 

penyidikan tindak pidana di bidang pencegahan dan 

penanggulangan bahaya kebakaran sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan 

dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya 

kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara 

Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

 
BAB X 

KETENTUAN PIDANA 
Pasal 61 

 
 

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 17, Pasal 29 ayat (2), Pasal 31 dan Pasal 32, dipidana 

sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. 

(2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 28, dan Pasal 29 ayat (1), dipidana dengan pidana 

kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 

Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). 

 

 
BAB XI 

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 62 

 
 

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan 

Daerah ini harus ditetpakan paling lama 6 (enam) bulan terhitung 
sejak Peraturan Daerah ini diundangkan 

 
 

Pasal 63 
 
 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Lamandau. 
 

Ditetapkan di Nanga Bulik 
pada tanggal 4 Pebruari 2015 

 
BUPATI LAMANDAU, 

 

 
 

 
MARUKAN 

 
Diundangkan di Nanga Bulik 
pada tanggal 23 Maret 2015 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, 

 
 

                ARIFIN LP. UMBING 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
TAHUN 2015 NOMOR 120         
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PENJELASAN  
ATAS 

 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU 
NOMOR  04  TAHUN 2015 

 
TENTANG 

 
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN  

 
I. UMUM 

Kebakaran m e m p u n y a i  d a m p a k  p a d a  
k e h i d u p a n  m a s y a r a k a t  t e r u t a m a  d a p a t  

menimbulkan hal-hal yang merugikan, baik yang menyangkut 
kerusakan harta benda, kerugian, gangguan terhadap 

kelestarian fungsi lingkungan, terhentinya proses produksi 
barang dan jasa serta bahaya terhadap keselamatan jiwa 
manusia, dan lain sebagainya. Selain itu juga dapat menimbulkan 

akibat-akibat sosial, ekonomi dan psikologi yang luas. Peningkatan 
jumlah penduduk dan padatnya wilayah permukiman, hunian, 

selain menimbulkan dampak positif,  juga dapat menimbulkan 
dampak negatif yaitu rentan terjadinya suatu kebakaran. 

Pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran 
merupakan salah satu wujud upaya perlindungan kepada 
masyarakat. Upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya 

kebakaran dapat berjalan optimal apabila ada peranan yang 
sinergis antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.  

Upaya peningkatkan pelibatan masyarakat untuk ikut 
berpartisipasi bersama-sama petugas pemadam kebakaran 

dalam upata pencegahan dan penanggulangan bahaya 
kebakaran mutlak dilakukan, karena tanpa keter l ibatan 
masyarakat tersebut sulit bagi petugas Pemadam Kebakaran 

dapat secara optimal melaksanakan tugasnya untuk melakukan 
pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, mengingat 

sumber daya manusianya yang terbatas. 
Dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, 

t e n t u n y a  p e r l u  dilakukan upaya pengadaan sarana dan 
prasarana seperti alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan 
kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa.  

Untuk itu perlu dilakukan pemeriksaan atau pengujian alat-
alat tersebut yang digunakan oleh masyarakat.  

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini 
mengatur dua aspek, yaitu aspek pencegahan dan 

penanggulangan bahaya kebakaran. Diharapkan dengan integrasi 
aspek-aspek, Peraturan daerah ini akan dapat secara efektif 
menjadi dasar bagi implementasi pencegahan dan 

penanggulangan bahaya kebakaran. 
 

 II PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1 

Cukup jelas. 
Pasal 2 

Cukup jelas. 

Pasal 3 
ayat (1) 

Cukup jelas. 
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ayat (2) 
huruf a 

Yang dimaksud dengan bangunan gedung yang 
diklasifikasikan dalam bahaya kebakaran ringan 

antara lain : tempat ibadah, perkantoran, 
pendidikan, ruang makan, ruang rawat inap, 

penginapan, hotel, museum, penjara, perumahan. 
huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 
 Cukup jelas 

ayat (3) 
huruf a 

Yang dimaksud dengan bangunan gedung yang 
diklasifikasikan dalam bahaya kebakaran sedang I 
antara lain : tempat penjualan dan penampungan 

susu, restoran, pabrik gelas/kaca, pabrik asbestos, 
pabrik balok beton, pabrik es, pabrik kaca/cermin, 

pabrik garam, restoran/kafe, penyepuhan, pabrik 
pengalengan ikan, daging, buah-buahan dan tempat 

pembuatan perhiasan. 
huruf b 

Yang dimaksud dengan bangunan gedung yang 

diklasifikasikan dalam bahaya kebakaran sedang II 
antara lain : penggilingan produk biji-bijian, pabrik 

roti/kue, pabrik minuman, pabrik permen, pabrik 
destilasi/penyulingan minyak atsiri, pabrik makanan 

ternak, pabrik pengolahan bahan kulit, pabrik mesin, 
pabrik baterai, pabrik bir, pabrik susu kental manis, 
konveksi, pabrik bohlam dan neon, pabrik film/fotografi, 

pabrik kertas ampelas, laundry dan dry cleaning, 
penggilingan dan pemanggangan kopi, tempat parkir 

mobil dan motor, bengkel mobil, pabrik mobil dan 
motor, pabrik teh, toko bir/anggur dan spiritus, 

perdagangan retail, pelabuhan, kantor pos, tempat 
penerbitan dan percetakan, pabrik ban, pabrik rokok, 
pabrik perakitan kayu, teater dan auditorium, tempat 

hiburan /diskotik, karaoke, sauna, klab malam. 
huruf c 

Yang dimaksud dengan bangunan gedung yang 
diklasifikasikan dalam bahaya kebakaran sedang III 

antara lain : pabrik yang membuat barang dari karet, 
pabrik yang membuat barang dari  
plastik, pabrik karung, pabrik pesawat terbang, 

pabrik peleburan metal, pabrik sabun, pabrik gula, 
pabrik lilin, pabrik pakaian, toko dengan pramuniaga 

lebih dari 50 orang, pabrik tepung terigu, pabrik 
kertas, pabrik semir sepatu, pabrik sepatu, pabrik 

karpet, pabrik minyak ikan, pabrik dan perakitan 
elektronik, pabrik kayu lapis dan papan partikel, 
tempat penggergajian kayu. 

ayat (4) 
huruf a 

Yang dimaksud dengan bangunan gedung yang 
diklasifikasikan dalam bahaya kebakaran berat I 

antara lain : bangunan bawah tanah/ bismen, 
subway, hanggar pesawat terbang, pabrik korek api 
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gas, pabrik pengelasan, pabrik foam plastik, pabrik 
foam karet, pabrik resin dan terpentin, kilang minyak, 

pabrik wool kayu, tempat yang menggunakan fluida 
hidrolik yang mudah terbakar, pabrik pengecoran 

logam, pabrik yang menggunakan bahan baku yang 
mempunyai titik nyala 37,9 C (100 F), pabrik tekstil, 

pabrik benang, pabrik yang menggunakan bahan 
pelapis dengan foam plastik (upholstering with plastic 
foams). 

huruf b 
Yang dimaksud dengan bangunan gedung yang 

diklasifikasikan dalam bahaya kebakaran berat II 
antara lain : pabrik selulosa nitrat, pabrik yang 

menggunakan dan/atau menyimpan bahan 
berbahaya. 

ayat (5) 
Cukup jelas. 

Pasal 4 

ayat (1) 
Yang dimaksud dengan lingkungan permukiman yang tertata 

a d a l a h  seperti real estate, komplek perumahan. 
ayat (2) 

Yang dimaksud dengan lingkungan permukiman yang tidak 
tertata seperti perumahan padat tanpa penunjang jalan/ jalan 
lingkungan dan perumahan kumuh. 

Pasal 5 
ayat (1) 

huruf a 
Yang dimaksud dengan kendaraan umum seperti 

bus. 
huruf b 

Yang dimaksud dengan kendaraan khusus adalah 

kendaraan yang khusus mengangkut bahan 
berbahaya. 

ayat (2) 
Cukup jelas. 

ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 6 

ayat (1) 
Yang dimaksud dengan bahan berbahaya antara lain : 

bahan padat mudah menyala secara spontan, selulosa, 
bensin, gas LPG, korek api, bahan peledak, 

asphalt/residu, kembang api, bahan cair mudah 
terbakar. 

ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 7 

 ayat (1) 
Cukup jelas. 

ayat (2) 
Cukup jelas. 

Pasal 8 

ayat (1) 
Kewajiban menyediakan sarana penyelamatan jiwa 

dimaksud tidak termasuk bangunan perumahan. 
ayat (2) 
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Cukup jelas. 
ayat (3) 

huruf a 
Cukup jelas. 

huruf b 
Cukup jelas. 

huruf c 
Cukup jelas. 
 

huruf d 
Cukup jelas. 

huruf e 
Cukup jelas. 

huruf f 
Cukup jelas. 

huruf g 

Yang dimaksud dengan saf pemadam kebakaran 
adalah sumur vertical pada bangunan gedung yang 

berisi tangga kebakaran terlindung, dan lobi 
penghambat asap setiap lantai. 

huruf h 
Cukup jelas. 

ayat (4) 

Cukup jelas. 
ayat (5) 

Cukup jelas. 
ayat (6) 

Cukup jelas. 
Pasal 9 

yang dimaksud jalan keluar pada bangunan berderet bertingkat 

paling tinggi 4 (empat) lantai adalah jalan yang ditempatkan 
pada bagian atap atau belakang bangunan berderet. 

Pasal 10 
Cukup jelas. 

 
Pasal 11 

ayat (1) 

huruf a 
Yang dimaksud dengan proteksi pasif adalah sistem 

perlindungan terhadap kebakaran yang 
dilaksanakan dengan melakukan pengaturan 

komponen bangunan gedung dari aspek arsitektur 
dan struktur sedemikian rupa sehingga dapat 
melindungi penghuni dan benda dari kerusakan fisik 

saat terjadi kebakaran meliputi antara lain bahan 
bangunan gedung, konstruksi bangunan gedung, 

kompartementasi, pintu tahan api, penghenti api 
(fire stop), pelapis tahan api (fire retardant), dan lain-

lain yang berfungsi untuk mencegah dan membatasi 
penyebaran kebakaran, asap dan keruntuhan 

sehingga : 
1. penghuni bangunan mempunyai cukup waktu 

untuk melakukan evakuasi secara aman tanpa 

dihalangi oleh penyebaran api dan asap 
kebakaran; 

2. memberikan kesempatan bagi petugas pemadam 
kebakaran beroperasi. 
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huruf b 
Yang dimaksud dengan proteksi aktif adalah sistem 

perlindungan terhadap kebakaran yang 
dilaksanakan dengan mempergunakan peralatan 

yang dapat bekerja secara otomatis maupun 
manual, digunakan oleh penghuni atau petugas 

pemadam kebakaran dalam melaksanakan operasi 
pemadaman, selain itu sistem itu digunakan dalam 
melaksanakan penanggulangan awal kebakaran, 

meliputi sistem pipa tegak dan selang, sprinkler 
otomatis, pencahayaan darurat, sarana komunikasi 

darurat, lift kebakaran, sistem deteksi dan alarm 
kebakaran, alat pengendali asap, ventilasi, pintu 

tahan api otomatik dan pusat pengendali kebakaran 
ayat (2) 

Cukup jelas. 

ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 12 
Cukup jelas. 

Pasal 13 
ayat (1) 

huruf a 

Yang dimaksud tipe A adalah konstruksi yang unsur 
struktur pembentuknya tahan api dan mampu 

menahan secara struktural terhadap beban 
bangunan. Pada konstruksi ini terdapat komponen 

pemisah pembentuk kompartemen untuk mencegah 
penjalaran api ke dan dari ruangan bersebelahan 
dan dinding yang mampu mencegah penjalaran 

panas pada dinding bangunan yang bersebelahan 
sekurang-kurangnya 3 (tiga) jam. 

huruf b 
Yang dimaksud tipe B adalah konstruksi yang elemen 

struktur pembentuk kompartemen penahan api 
mampu mencegah penjalaran kebakaran ke ruang-
ruang bersebelahan di dalam bangunan, dan dinding 

luar mampu mencegah penjalaran kebakaran dari 
luar bangunan sekurang-kurangnya 2 (dua) jam. 

huruf c 
Yang dimaksud dengan tipe C adalah konstruksi yang 

komponen struktur bangunannya dari bahan yang 
tahan api sekurang-kurangnya ½ (setengah) jam 
serta tidak dimaksudkan untuk mampu menahan 

secara struktural terhadap kebakaran. 
ayat (2) 

Cukup jelas. 
Pasal 14 

Kompartemenisasi adalah usaha untuk mencegah penjalaran 
api dengan membuat pembatas dinding, lantai, kolom, balok 
yang tahan terhadap api untuk waktu yang sesuai dengan 

potensi bahaya kebakaran yang dilindungi. 
Pasal 15 

Yang dimaksud dengan penutup pada bukaan yaitu bahan 
tahan api digunakan untuk penutup bukaan seperti jendela, 

lift, saf pipa, saf kabel dan lain-lain. 
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Pasal 16 
Cukup jelas. 

Pasal 17 
Cukup jelas 

Pasal 18 
Cukup jelas. 

Pasal 19 
Cukup jelas. 

Pasal 20 

Cukup jelas. 
Pasal 21 

Cukup jelas. 
Pasal 22 

Cukup jelas. 
Pasal 23 

Cukup jelas. 

Pasal 24 
Cukup jelas. 

Pasal 25 
Cukup jelas. 

Pasal 26 
Cukup jelas. 

Pasal 27 

ayat (1) 
yang dimaksud dengan ruangan atau bagian bangunan 

yang berisi barang dan peralatan khusus antara lain : 
ruang arsip, ruang komputer, instalasi listrik, panel listrik, 

ruang generator, gas turbin, instalasi pembangkit tenaga 
listrik, ruang khasanah dan bahan kimia. 

ayat (2) 

a. Yang dimaksud dengan sistem pemadaman menyeluruh 
(total flooding) adalah sistem pemadaman yang dirancang 

untuk melepaskan bahan pemadam gas ke ruang 
tertutup sehingga mampu menghasilkan konsentrasi 

cukup untuk memadamkan api seluruh volume ruang. 
 

b. Yang dimaksud dengan sistem pemadaman setempat 
(local application) adalah sistem pemadaman yang 
dirancang untuk melepaskan bahan pemadam gas 

langsung terhadap kebakaran yang terjadi di suatu area 
tertentu yang tidak memiliki penutup ruang atau hanya 

sebagian tertutup, dan tidak perlu menghasilkan 
konsentrasi pemadam untuk seluruh volume ruang yang 

terbakar. 
Pasal 28 

Cukup jelas. 

Pasal 29 
ayat (1) 

Cukup jelas. 
ayat (2) 

Prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran 
antara lain : hidran halaman, tandon air, pos pemadam 
kebakaran, mobil pemadam kebakaran, sistem deteksi 

dini yang dihubungkan dengan Posko Pemadam 
Kebakaran. 

Pasal 30 
Cukup jelas. 
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Pasal 31 
Cukup jelas. 

 
Pasal 32 

ayat (1) 
huruf a 

Yang dimaksud dengan alat isolasi tumpahan adalah 
alat pengisolasitumpahan bahan apabila terjadi 
kecelakaan yang mengakibatkan tumpahnya bahan-

bahan berbahaya. 
huruf b 

Cukup jelas. 
huruf c 

Cukup jelas. 
huruf d 

Cukup jelas. 

 
ayat (2) 

Cukup jelas. 
Pasal 33 

Cukup jelas. 
Pasal 34 

Cukup jelas. 

Pasal 35 
Cukup jelas. 

Pasal 36 
Cukup jelas. 

 
Pasal 37 

Cukup jelas. 

Pasal 38 
Cukup jelas. 

Pasal 39 
Cukup jelas. 

Pasal 40 
Cukup Jelas. 
 

Pasal 41 
ayat (1) 

Yang dimaksud dengan kawasan khusus adalah kawasan 
industri, kawasan berikat, kawasan sentra ekonomi, 

kawasan otorita, kawasan sentra bisnis distrik. 
ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 42 
Cukup Jelas. 

Pasal 43 
Cukup Jelas. 

Pasal 44 
Cukup jelas. 

Pasal 45 

Cukup jelas. 
Pasal 46 

Cukup jelas. 
Pasal 47 

   Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) adalah tim yang terdiri 

dari para ahli yang terkait dengan penyelenggaraaan 
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bangunan gedung untuk memberikan pertimbangan teknis 

dalam proses penelitian dokumen rencana teknis dengan 

masa penugasan terbatas, dan juga untuk memberikan 

masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan 

bangunan gedung tertentu yang susunan keanggotaannya 

ditunjuk secara kasus per kasus disesuaikan dengan 

kompleksitas bangunan gedung tertentu tersebut. 

    Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) memberikan 

pertimbangan teknis dalam proses penyelenggaraan 

bangunan gedung meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

pemanfaatan untuk kepentingan umum dan yang menimbulkan 

dampak penting terhadap lingkungan. 

   Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) ditetapkan oleh Bupati 

yang terdiri  dari : 

a. Bidang arsitektur bangunan gedung dan perkotaan 

b. Bidang struktur dan konstruksi 

c. Bidang instalasi dan perlengkapan bangunan gedung 

Pasal 48 

ayat (1). 
Cukup jelas 

ayat (2) 
Yang dimaksud dengan Sertifikat Laik Fungsi adalah 

sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk 
menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung baik 
secara administratif maupun secara teknis, sebelum 

pemanfaatannya. 
Pasal 49 

ayat (1) 
Yang dimaksud dengan bangunan gedung eksisting 

adalah bangunan gedung yang telah dimanfaatkan. 
Yang dimaksud dengan pengkaji teknis adalah orang 
perorangan, atau badan hukum yang mempunyai sertifikat 

keahlian untuk melaksanakan pengkajian teknis atas 
kelaikan fungsi bangunan gedung sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
ayat (2) 

Cukup jelas. 
ayat (3) 

Cukup jelas. 

ayat (4) 
Cukup jelas. 

Pasal 50 
ayat (1) 

Cukup jelas. 
ayat (2) 

Yang dimaksud dengan Sertifikat Keselamatan Kebakaran 

adalah Sertifikat yang diterbitkan oleh Pemadam Kebakaran 
yang diberikan kepada pemilik, pengguna dan/atau 

badan pengelola bangunan gedung yang dinyatakan telah 
memenuhi persyaratan keselamatan kebakaran 

berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian. 
ayat (3) 

Cukup jelas. 
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ayat (4) 
Cukup jelas. 

Pasal 51 
Cukup jelas. 

Pasal 52 
Cukup jelas. 

Pasal 53 
Cukup jelas. 

Pasal 54 

Cukup jelas. 
Pasal 55 

Cukup jelas. 
Pasal 56 

Cukup jelas. 
Pasal 57 

ayat (1) 

Cukup jelas. 
ayat (2) 

Yang dimaksud Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan 
(SKKL) adalah suatu sistem pengelolaan sumber daya lingkungan 

dalam rangka mewujudkan keselamatan dan keamanan lingkungan 
dari bahaya kebakaran. 
ayat (3) 

Yang dimaksud dengan Satuan Relawan Kebakaran 
(Satlakar) adalah anggota masyarakat di wilayah 

Kabupaten Lamandau yang telah diberikan keterampilan 
khusus tentang pencegahan dan penanggulangan 

kebakaran yang dengan sukarela membantu 
melaksanakan tugas pemadaman kebakaran. 

Pasal 58 

Cukup jelas. 
Pasal 59 

Cukup jelas. 
Pasal 60 

Cukup jelas. 
Pasal 61 

Cukup jelas. 

Pasal 62 
Cukup jelas. 

Pasal 63 
Cukup jelas. 

 
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU 
TAHUN 2015 NOMOR 118      
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BUPATI LAMANDAU 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU 

NOMOR  05 TAHUN 2015 

 
TENTANG 

 
MEKANISME KONSULTASI PUBLIK 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
 

BUPATI  LAMANDAU, 
 

Menimbang  
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Mengingat 

: 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

: 

a. 
 
 

 
 

 
 

b. 
 
 

 
 

 
 

 
 
c. 

 
 

 
 

1. 
 
 

 
 

 
2. 

 
 
 

3. 
 

 
 

bahwa guna menindaklanjuti kesepakatan bersama 
antara eksekutif dan legislatif perlu dibangun sistem 
sinergi kemitraan antara pemerintahan daerah dan 

publik berdasarkan prinsip kesetaraan, rasasaling 
bertanggung jawab atas keberhasilan penyelenggaraan 

pemerintahan dalam mewujudkan otonomi daerah;  
 

bahwa untuk itu diperlukan pemerintahan yang baik 
yang didasarkan pada prinsip transparansi, partisipasi 
dan akuntabilitas guna meningkatkan kapasitas 

sumber daya manusia menuju pemberdayaan publik 
dengan menggunakan pikiran dan pendapatnya dalam 

setiap proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi 
penyelenggaraan pemerintahan serta agenda 

pembangunan daerah;  
 
bahwa untuk maksud huruf a dan huruf b, perlu 

ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau 
tentang Mekanisme Konsultasi Publik. 

 
 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari 
Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 75 Tambahan Lembaran 
NegaraRepublik Indonesia Nomor 3851);  

 
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 166 Tahun 1999);   
 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten 

Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, 
Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, 
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4. 

 
 
 

 
5. 

 
 

 
 
 

6. 
 

 
 

 
7. 
 

 
 

 
 

 
8. 
 

 

Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di 
Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);  

 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) 
 

Undang-Undang Nomor 23 Tahuin 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaranb Negara Republik Indonesia Nomor 5587);  

 
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas 

Peeenyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 45903);  

 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Bentuk Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32).  
 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU 

dan 
BUPATI LAMANDAU 

 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG MEKANISME 

KONSULTASI PUBLIK 
 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:  
1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.  
2. Bupati adalah Bupati Lamandau. 

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 
oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah  sebagai  
Unsur  Penyelenggara Pemerintahan Daerah.  

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dsingkat DPRD, 
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau.  

6. Perangkat Daerah adalah orang/lembaga pada Pemerintah Daerah yang 
bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam 

penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, 
Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan 
sesuai dengan kebutuhan daerah. 

7. Publik adalah setiap elemen publik umum yang terdiri dari kelompok 
publik yang berbadan hukum dan atau tidak berbadan hukum dalam 

bentuk LSM, Ormas, Paguyuban, Forum Kajian dan kalangan publik 
profesi serta kalangan dunia usaha.  

8. Badan Publik adalah badan, lembaga, atau organisasi yang dibentuk 
sesuai Undang-Undang Dasar 1945 atau dibentuk atau didirikan sesuai 
peraturan perundangan Republik Indonesia termasuk didalamnya 

lembaga Eksekutif, Legislatif, BUMD yang ada di Kabupaten Lamandau.  
9. Konsultasi Publik adalah kegiatan yang dihadiri publik yang membahas 

isu/masalah kebijakan publik dengan menghadirkan nara sumber yang 
mempunyai kompetensi dan kapabilitas yang sesuai. 

10. Pertemuan Publik adalah kegiatan yang dihadiri oleh publik yang 
membahas isu dan masalah kebijakan publik. 

11. Debat Publik adalah kegiatan yang membahas masalah kebijakan publik 

yang dihadiri 2 (dua) atau lebih kelompok yang bersifat pendukung, 
penentang dan atau netral. 

12. Kebijakan Publik adalah serangkaian tindakan yang diusulkan oleh 
publik atau badan publik dalam suatu lingkungan dengan ancaman dan 

peluang yang ada, dimana kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan 
untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada 
untuk mencapai tujuan yang lebih baik.  

13. Mekanisme konsultasi publik adalah sebuah media yang dilindungi oleh 
aturan hukum untuk menjamin partisipasi publik dalam mengakses 

informasi, memberikan masukan dalam penentuan kebijakan publik dan 
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi agenda 

pembangunan serta pelaksanaan tugas oleh badan publik. 
14. Forum Publik adalah sebuah forum cair yang memfasilitasi publik untuk 

mengkomunikasikan permasalahan dan kepentingannya kepada 

perangkat daerah dan legislatif. 
15. Transparansi (keterbukaan) adalah suatu system dimana lembaga-

lembaga dan pejabat publik mempunyai akses informasi yang bisa 
dipahami dan digunakan dengan baik oleh publik, dan diatur dengan 

hukum positif sehingga memberikan kepastian hukum tentang hal-hal 
yang dapat atau harus diketahui oleh publik dan hal-hal yang tidak 
diketahui oleh publik;  

16. Prosedur adalah urutan langkah-langkah untuk menghasilkan sesuatu, 
yang membutuhkan kesepakatan dari pihak yang berkompetens dengan 

urusan yang akan di atur dalam peraturan serta mengikat semua pihak.  
17. Informasi adalah bahan-bahan yang mengandung unsur-unsur yang 

dapat dikomunikasikan, fakta-fakta, data atau segala sesuatu yang 
dapat menerangkansuatu hal dengan sendirinya atau melalui segala 
sesuatu yang telah diatur dalam bentuk laporan,file, buku, peta, foto 

dan sebagainya. 
18. Informasi Publik adalah informasi yang diberikan, dibuat, dan dipelihara 

oleh badan publik, dimana informasi tersebut milik publik dan 
dipercayakan pada lembaga-lembaga pemerintahan untuk 

dilaksanakannya dan dapat diakses publik setiap saat, kecuali informasi 
yang dikecualikan.  
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19. Partisipasi adalah kehadiran, keikutsertaan dan keaktifan warga publik 
dalam menyampaikan gagasan, ide dan saran baik secara langsung 

maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kebijakan publik.  
20. Prinsip partisipasi adalah adanya mekanisme pengambilankebijakan 

publik yang memberi akses lebih besar pada publik untuk berpartisipasi 
dan memberikan fasilitas pada kelompok publik agar mampu 

merumuskan masalah yang dihadapinya.  
21. Akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan badan 

publik yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik sebagai 

pemegangkedaulatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

22. Pemohon adalah setiap warga Negara atau subyek hukum yang cakap 
dalam melakukan perbuatan hukum yang meminta informasi 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.  
 

 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 
 

 
(1) Mewujudkan sinergi kemitraan yang bertujuan untuk membangun sistem 

pemerintahan yang transparan, partisipatif dan akuntabel pada publik 

baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan melalui 
mekanisme konsultasi publik.  

(2) Meningkatkan kesadaran publik akan peran dan tanggung jawabnya 
dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik yang ditetapkan. 

(3) Mendorong terwujudnya penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik. 
 

BAB III 

PERENCANAAN 
 

Bagian Pertama 
Penyusunan 

Pasal 3 
 
 

(1) Penyusunan setiap bentuk perencanaan pembangunan dan kebijakan 
publik oleh badan publik harus melibatkan partisipasi publik. 

(2) Partisipasi publik dimaksud ayat (1), dilaksanakan berdasarkan asas 
kebebasan berpendapat mengeluarkan pikiran secara lisan dan tulisan; 

rasional, tepat guna dan tepat sasaran, kebebasan berpendapat serta 
taat hukum. 

(3) Partisipasi publik bertujuan untuk:  

 a. meningkatkan kualitas dari kebijakan publik yang dirumuskan dan 
ditetapkan dalam membangun pemerintahan yang demokratis dan 

partisipatif; dan 
 b. meningkatkan kesadaran publik akan peran dan tanggung jawabnya 

terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan  Kabupaten Lamandau. 

 

Bagian Kedua 
Hak dan Kewajiban 

Pasal 4 
 

(1) Publik berhak untuk berpartisipasi dalam perumusan/penyusunan 
perncanaan pembangunan dan kebijakan publik, meliputi:  
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a. perumusan visi, misi dan rencana strategis;  
b. penyusunan program pembangunan tahunan;  

c. penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;  
d. penyusunan maupun revisi Tata Ruang, Tata Guna Lahan dan 

sebagainya;  
e. penyusunan peraturan daerah; dan 

f. proses perjanjian yang diterbitkan berdasarkan kewenangan yang 
dimiliki.  

(2) Publik memiliki hak menyampaikan usulan untuk menjadi agenda 

prioritas pembangunan dengan menyertakan alasan-alasan yang 
memiliki kepentingan strategis bagi publik luas dan sesuai dengan visi 

dan misi daerah. 
(3) Publik mempunyai kewajiban untuk mendukung pelaksanaan kebijakan 

publik yang telah ditetapkan dan mempunyai kekuatan hukum. 
(4) Badan Publik berhak untuk menolak usulan publik apabila tidak sesuai 

dengan visi, misi Badan Publik serta bertentangan dengan ketentuan 

peraturan perundangan yang berlaku. 
(5) Badan Publik berkewajiban untuk:  

a. menginformasikan jadwal rencana penyusunan perencanaan 
pembangunan dan kebijakan publik yang berkaitan dengan 

kepentingan publik; dan 
b. menjamin terselenggaranya forum penyusunan perencanaan kebijakan 

publik dengan melibatkan publik secara aktif. 

 
 

Bagian Ketiga 
Tata Cara 

Pasal 5 
 
 

(1)  Dalam rangka menjamin keterlibatan publik maka Badan Publik 
menempuh mekanisme atau tata cara sebagai berikut:  

a. draft/konsep penyusunan perencanaan serta jadwal/agenda 
pembahasan disampaikan kepada publik;  

b. periode dan mekanisme tanggapan publik terhadap draft/konsep; 
c. periode penyampaian aspirasi publik;  
d. periode perumusan tanggapan publik;  

e. penyampaian tanggapan kepada publik yang memberikan 
pendapat/aspirasinya;  

f. periode kesempatan pengajuan keberatan publik terhadap tanggapan 
yang diberikan;  

g. periode perumusan kebijakan publik secara final;  
h. periode kesempatan publik untuk menyampaikan pengaduan karena 

tidak dilakukannya pelibatan publik;  

i. periode pembahasan kebijakan publik di DPRD dengan melampirkan 
semua dokumen terkait termasuk aspirasi publik;  

j. kesempatan akhir publik untuk menyampaikan aspirasinya dalam 
pembahasan di DPRD; dan 

k. penetapan kebijakan publik.  
(2) Tata cara penyampaian usulan publik diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Bupati.  
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BAB IV 
PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN PUBLIK 

 
Bagian Kesatu 

Pelaksanaan 
Pasal 6 

 
Dalam melaksanakan Kebijakan publik setiap Badan Publik harus 
mengedepankan manajemen yang mendasarkan pada transparansi, 

akuntabilitas dan partisipasi publik  
 

 
Bagian Kedua 

Hak dan Kewajiban 
Pasal 7 

 

(1) Publik berhak untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan dan 
pengawasan pelaksanaan kebijakan publik.  

(2) Dalam rangka mendukung perwujudan akuntabilitas dan transparansi 
publik berhak ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan kebijakan 

publik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
(3) Publik yang merasakan dampak langsung atau tidak langsung dari 

kebijakan publik, berkewajiban untuk berpartisipasi aktif dalam 

penyelenggaraan kebijakan publik.  
 

Pasal 8 
 

(1) Badan Publik berhak untuk mendapatkan kepercayaan dari publik dalam 
penyelenggaraan kebijakan publik. 

(2) Badan Publik wajib memelihara dan mengembangkan budaya 

transparansi sebagai perwujudan akuntabilitas publik untuk tercapainya 
tata pemerintahan yang baik. 

(3) Badan Publik dalam menyelenggarakan kebijakan publik memiliki 
kewajiban yang mencakup:  

a. pemberian informasi;  
b. penjelasan prosedur; dan 
c. pengambilan kebijakan. 

 
Bagian Ketiga 

Informasi 
Pasal 9 

 
(1) Setiap proses perumusan kebijakan dan hasil kebijakannya 

diinformasikan secara aktif pada publik. 

(2) Aspek-aspek yang wajib diinformasikan secara aktif, adalah:  
a. informasi yang berkaitan dengan seluruh proses perencanaan 

pembangunan baik visi/misi/strategi pembangunan kabupaten, 
perencanaantahunan mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan 

dan kabupaten;  
b. khusus untuk informasi APBD mulai dari hasil pembahasan di tingkat 

Pemerintah Kabupaten, proses penganggaran sampai penetapan 

APBD, demikian juga berlaku untuk proses perubahan APBD dan 
pertanggungjawabannya dalam LPJ tahunan atau akhir masa jabatan 

Bupati;  
c. Informasi perencanaan Tata Ruang mulai awal pelaksanaan sampai 

pada hasil penetapan Tata Ruang;  
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d. Pelaksanaan proyek pembangunan baik fisik maupun non fisik dari 
hasil pengalokasian kegiatan, penunjukan panitia lelang, proses lelang 

sampai pada pemenang disampaikan pada publik;  
e. Struktur dan fungsi Badan Publik;  

f. Pelaksanaan perjanjian yang diterbitkan berdasarkan kewenangan 
yang dimiliki ; dan 

g. Mengumumkan secara serta merta tanpa pengecualian informasi yang 
dapat mengancam hajad hidup orang banyak;  

(3) Penyerbarluasan informasi dilakukan dengan bahasa yang mudah 

dipahami oleh publik serta dengan cara-cara yang mudah 
mendapatkannya. 

(4) Untuk mewujudkan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat waktu, 
murah dan sederhana maka setiap badan publik dapat menunjuk pejabat 

dokumentasi dan informasi serta membuat dan memiliki sistem 
penyediaan informasi yang dapat tersedia dan pelayanan cepat, tepat 
waktu, murah dan sederhana.  

 
Pasal 10 

 
Badan Publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat, meliputi:  

a. Daftar dari seluruh informasi publik yang berada di bawah 
penguasaannya kecuali informasi yang berada dalam kategori rahasia;  

b. Hasil keputusan badan publik dan pertimbangan (alasannya);  

c. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;  
d. Rencana kenja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran 

tahunan badan publik;  
e. Perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga;  

f. Pendapat-pendapat badan publik;  
g. Prosedur pelayanan publik yang mempengaruhi hak dan kewajiban 

publik;  

h. Laporan mengenai akses informasi sebagai mana diatur dalam peraturan 
daerah ini; dan 

i. Informasi yang tidak termasuk kategori pengecualian.  
 

Pasal 11 
 

(1) Permintaan informasi dari Publik kepada Badan Publik disampaikan 

melalui surat, kecuali informasi yang diambil dari internet.  
(2) Dalam hal permintaan informasi oleh publik, maka untuk dapat 

memberikan informasi yang sesuai, pemohon perlu menyampaikan 
alasan kepentingan penggunaan informasi tersebut. 

(3) Pemenuhan kebutuhan informasi oleh publik harus dapat diberikan 
dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah permintaan.  

 

Pasal 12 
 

Setiap badan publik dikecualikan dari kewajiban membuka akses bagi setiap 
orang untuk mendapatkan informasi publik terhadap informasi yang dapat 

menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi publik tentang:  
a. mengungkapkan identitas informan, pelapor, pengadu, saksi dan/atau 

korban yang mengetahui adanya kejahatan;  

b. mengungkapkan data intelijen criminal dan rencana yang berhubungan 
dengan pencegahan dan penanganan kegiatan criminal dan terorisme;  

c. membahayakan keselamatan dan kehidupan petugas penegak hukum 
dan atau keluarganya;  

d. membahayakan keamanan peralatan, sarana atau prasarana penegak 
hukum; 
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e. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang dapat 
mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual 

dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;  
f. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang merugikan 

strategi pertahanan dan keamanan nasional, yaitu:  
1) Informasi tentang intelijen taktik, strategi pertahanan dan keamanan 

Negara dalam kaitan ancaman dalam dan luar negeri;  
2) Dokumen yang memuat rencana strategi perencanaan peperangan;  
3) Data perkiraan kemampuan militer Negara lain;  

4) Jumlah dan kompensasi satuan tempur dan rencana 
pengembangannya;  

g. Pengadaan pangkalan tempur;  
h. Mengungkapkan riwayat, kondisi, dan perawatan kesehatan fisik, 

psikiatrik, psikologi seeorang;  
i. Mengungkapkan kondisi keuangan, asset pendapatan, rekening bank 

seseorang kecuali yang sudah diumumkan dalam lembaran Negara; dan  

j. Mengungkapkan tentang hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan 
kapasitas, intelektualitas atau rekomendasi kemampuan seseorang.  

 
Bagian Keempat 

Prosedur 
Pasal 13 

 

(1) Prosedur yang diinformasikan oleh Pemerintah Kabupaten, meliputi :  
 a. Segala prosedur yang berkaitan dengan aspek pelayananumum harus 

dilakukan dengan transparan;  
 b. Untuk memenuhi hak publik atas informasi yang utuh, badan publik 

berkewajiban membuat pertimbangan secara tertulis dari setiap 
kebijakan yang diambil; dan 

 c. Prosedur perencanaan pembangunan/APBD mulai dari Musyawarah 

Pembangunan Desa/Kelurahan, Unit Daerah Kerja Pembangunan 
Tingkat Kecamatan, Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat 

Kabupaten, sampai pada rencana penyusunan anggaran, 
perencanaan tata ruang kabupaten/tata guna lahan, serta prosedur 

pemanfaatan asset kabupaten harus ditetapkan dengan maksud 
meningkatkan keterlibatan publik. 

(2) Prosedur yang diinformasikan oleh DPRD, meliputi :  

 a. Prosedur Penetapan Kebijakan Publik yang harus melibatkan 
partisipasi publik sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah 

ini;  
 b. Prosedur partisipasi publik dalam pelaksanaan rapat DPRD yang 

bersifat terbuka kecuali disebutkan lain dalam pembukaan rapat 
DPRD;  

 c. Rapat-rapat terbuka dan memiliki jadwal yang pasti, minimal 1 (satu) 

bulan sebelumnya jadwal rapat harus diumumkan melalui papan 
pengumuman di DPRD dan disediakan di Sekretariat DPRD kecuali 

rapat yang mendadak;  
 d. Hasil risalah rapat harus disampaikan kepada seluruh anggota DPRD 

dan disediakan di Sekretariat DPRD untuk kepentingan publik; dan 
 e. Apabila publik ingin mengetahui risalah rapat tersebut, maka publik 

dapat memperolehnya dari Sekretariat DPRD.  

(3) Prosedur yang diinformasikan oleh BUMD, meliputi :  
 a. Prosedur yang berkaitan dengan penetapan tarif, aturan, mekanisme 

pelaksanaan yang berkaitan dengan kepentingan publik sebagai 
dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini;  
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 b. Rapat yang dilaksanakan dalam lingkungan BUMD menyangkut 
usulan untuk kebijakan publik harus tersedia informasinya dan 

dapat diperoleh oleh publik dengan mudah; dan  
 c. Pimpinan di tingkat BUMD berkewajiban untuk menyampaikan hasil-

hasil pengambilan keputusan tentang kepentingan publik dan 
disampaikan secara terbuka kepada publik.  

 
Bagian Kelima 

Kebijakan Publik 

Pasal 14 
 

(1) Proses penetapan kebijakan publik dalam lingkungan Pemerintah 
Kabupaten, meliputi :  

a. Rapat di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang menyangkut 
kebijakan publik harus merupakan rapat terbuka;  

b. Apabila terdapat kebijakan khusus dari Pemerintah Pusat dan atau 

Pemerintah Provinsi yang berbeda, maka kebijakan harus disediakan 
informasinya di Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah 

Kabupaten Lamandau untuk dapat diakses oleh publik; dan 
c. Rapat di lingkungan instansi Pemerintah Pusat dan/atau Provinsi 

yang ada di Kabupaten Lamandau jika tidak diatur secara khusus 
oleh Pemerintah Pusat dan/atau Provinsi diperlakukan sama 
sebagaimana huruf a.  

(2) Proses penetapan kebijakan publik dalam lingkungan DPRD, meliputi:  
a. Rapat terbuka, jika bukan merupakan dengar pendapat, rapat umum 

atau konsultasi publik maka publik berhak hadir tanpa dapat 
memberikan masukan atau pendapatnya;  

b. Rapat di lingkungan DPRD yang erat hubungannya dengan 
pembahasan kepentingan publik agar melibatkan publik secara aktif 
dengan tetap memperhatikan Tata Tertib DPRD; dan 

c. Segala bentuk keputusan dan laporan hasil-hasil rapat harus dapat 
diketahui oleh publik.  

(3) Proses pengambilan kebijakan dalam lingkungan BUMD, meliputi:  
a. Dalam pelaksanaan rapat yang berkaitan dengan kepeningan publik 

diharuskan dapat melibatkan publik secara aktif baik secara 
langsung maupun tidak langsung;  

b. Jaminan informasi dalam pertimbangan hasil-hasil keputusan secara 

aktif dapat diakses langsung oleh publik; dan 
c. Pemberlakuan kebijakan di tingkat BUMD berupa aspek-aspek 

prosedur, pengambilan keputusan akan disampaikan secara terbuka 
kepada publik oleh pimpinan BUMD.  

 
 

Pasal 15 

 
 

(1) Apabila perumusan dan pengambilan kebijakan publik yang tidak 
terjadwal, maka pengumuman jadwal waktu penyampaian partisipasi 

publik minimal 1 (satu) bulan sebelum pembahasan dimulai. 
(2) Dalam hal keadaan darurat seperti bencana alam, kebakaran, banjir, 

dan sebagainya, yang mengharuskan pengambilan keputusan yang 

cepat, keputusan tersebut beserta penjelasannya disampaikan pada 
publik selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah keputusan diambil.  

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), berlaku 
mutatis mutandis terhadap Pasal 5 mekanisme dan tata cara untuk 

menjamin keterlibatan publik. 
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Pasal 16 
 

(1) Semua dokumen terkait dengan proses penetapan kebijakan publik yang 
melibatkan partisipasi publik seperti konsep dan hasil kebijakan, 

publikasi prosedur dan tanggapan terhadap aspirasipublik, bukti 
pendapat publik, keberatan publik terhadap tanggapan yang diberikan 

dan notulensi pengambilan keputusan harus didokumentasikandan 
menjadi dokumen yang terbuka untuk umum. 

(2) Bupati dapat menunjuk Instansi yang bertanggung jawab mengelola 

dokumen sebagaimana dimaksud ayat (1).  
 

 
BAB V 

PENGAWASAN 
Pasal 17 

 

Pengawasan penyelenggaraan badan publik terdiri dari pengawasan 
fungsional, pengawasan legislatif dan pengawasan publik.  

 
 

Pasal 18 
 

(1) Pengawasan fungsional dilakukan oleh Bupati ;  

(2) Pengawasan fungsional dimaksud ayat (1), dilaksanakan oleh Badan 
Pengawasan Daerah menyangkut Pemerintahan, Pembangunan dan 

kemasyarakatan maupun evaluasi.  
 

Pasal 19 
 
DPRD melakukan Pengawasan Legislatif atas pelaksanaan kebijakan 

Pemerintah Kabupaten.  
 

Pasal 20 
 

Publik dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Kebijakan 
Publik oleh Badan Publik sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan 
Perundang-undangan.  

 

Pasal 21 
 
Dalam pelaksanaan Pengawasan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 

17, Bupati dapat :  
a. Meminta, menerima dan mengusahakan memperoleh bahan-bahan dan 

atau keterangan dari pihak yang dipandang perlu;  
b. Melakukan atau memerintahkan melakukan penyidikan dan/atau 

pemeriksaan di tempat-tempat pekerjaan; 
c.  Menerima, mempelajari dan melakukan pemeriksaan atas kebenaran 

pengaduan publik; 

d. Memanggil pejabat-pejabat yang diperlukan untuk diminta keterangan 
dengan memperhatikan jenjang jabatan yang berlaku;  

e. Memerintahkan kepada Pejabat yang berwenang mengenai langkah-
langkah yang bersifat preventif maupun represif terhadap segala bentuk 

pelanggaran; dan 
f. Menunjuk akuntan publik untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan.  
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Pasal 22 
 

(1) DPRD melakukan pengawasan legislatif melalui:  
 a. Pemandangan umum fraksi-fraksi dalam Rapat Paripurna DPRD;  

 b. Rapat Pembahasan dalam Sidang Komisi;  
 c. Rapat Pembahasan dalam Panitia-panitia yang dibentuk berdasarkan 

tata tertib DPRD;  
 d. Rapat Dengar Pendapat dengan Pemerintah Kabupaten dan pihak-

pihak lain yang diperlukan; dan 

 e. Kunjungan Kerja.  
(2) Dalam melaksanakan Pengawasan Legislatif sebagaimana dimaksud ayat 

(1), Dewan Perwakilan Rakyat dapat:  
a. Mengundang Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten untuk 

diminta keterangan, pendapat dan saran;  
b. Menerima, meminta dan mengusahakan untuk memperoleh 

keterangan dari pejabat/pihak-pihak yang terkait;  

c. Memberi saran mengenai langkah-langkah preventif dan represif 
kepada pejabat yang berwenang; dan 

d. Membentuk Panitia Khusus sesuai kebutuhan.  
 

 
Pasal 23 

 

(1) Publik melakukan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah melalui :  

a. Pemberian informasi adanya indikasi terjadinya Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme di lingkungan Badan Publik;  

b. Penyampaian pendapat dan saran mengenai perbaikan, 
penyempurnaan baik preventif maupun represif atas masalah yang 
disampaikan;  

c. Melakukan kontrol terhadan penyelenggaraan kebijakan publik oleh 
badan Publik; dan 

d. Memantau atau mengamati perilaku pejabat publik dalam 
menjalankan tugasnya.  

(2) Pengawasan publik sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan kepada 
pejabat yang berwenang dan atau instansi yang terkait.  

(3) Publik berhak memperoleh informasi perkembangan penyelesaian 

masalah yang diadukan kepada pejabat yang berwenang.  
(4) Dalam melakukan pengawasan publik dapat melakukan konsultasi dan/ 

atau dialog dengan pihak eksekutif atau legislatif.  
 

Pasal 24 
 

Tindak lanjut dari hasil pengawasan, adalah :  

a. Tindakan administratif sesuai peraturan perundang-undangan;  
b. Tuntutan Perbendaharaan atau Tuntutan Ganti Rugi;  

c. Tuntutan/Gugatan Perdata;  
d. Pengaduan Perbuatan Pidana; dan  

e. Penyempurnaan kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan.  
 

BAB VI 

KEBERATAN PUBLIK 
Pasal 25 

 
Setiap pemohon informasi dan partisipasi dapat mengajukan keberatan 

dalam hal:  
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a. tidak diidentifikasikannya kebijakan publik dan ataukeputusan publik 
dan tahapan-tahapannya;  

b. ditolaknya permintaan informasi;  
c. tidak tersedianya informasi secara aktif tanpa permintaan sebagaimana 

diatur dalam Pasal 9, Peraturan Daerah ini;  
d. tidak dipenuhinya permintaan informasi;  

e. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;  
f. pengenaan biaya yang tak wajar; dan 
g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam 

peraturan daerah ini.  
 

 
Pasal 26 

 
 

(1) Keberatan diajukan kepada atasan dari pejabat badan publik terkait.  

(2) Upaya keberatan oleh publik sesuai dengan kewenangandan peraturan 
perundang undangan yang berlaku.  

 
 

Pasal 27 
 
 

(1) Keberatan diajukan oleh pemohon dalam jangka waktu selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukan hal-hal 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25. 
(2) Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), wajib 

memberikan tanggapan yang diajukan oleh pemohon dalam jangka 
waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara 
tertulis.  

(3) Apabila atasan pejabat badan publik sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 26, tetap pada sikap dan putusan sebagaimana yang dilakukan 

bawahannya, maka tanggapan harus disertai dengan alasan-alasan 
tertulis dalam jangka 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya 

secara tertulis.  
 

 

BAB VII 
SANKSI 

Pasal 28 
 

 
(1) Apabila Pejabat pada Badan Publik sebagai penanggung jawab 

perencanaan pembangunan di masing-masing tingkatan tidak 

melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5, maka akan dikenakan 
sanksi penolakan terhadap hasil perencanaan.  

(2) Jangka waktu untuk pelaksanaan perencanaan ulangan diberikan waktu 
maksimum 1 (satu) bulan.  

(3) Apabila dalam batas waktu yang diberikan tidak dilaksanakan proses 
perencanaan ulangan, maka usulan dan aspirasi perencanaan tidak 
akan dimasukkan dalam pembahasan lokakarya pada tingkat yang lebih 

tinggi.  
(4) Pejabat pada Badan Publik yang tidak melaksanakan ketentuan 

sebagaimana dimaksud ayat (3), akan dikenakan sanksi administrasi 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

(5) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati.  
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Pasal 29 
 

 
Setiap pejabat pada Badan Publik dan/atau Publik yang tidak 

melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah dalam rangka 
Penyelenggaraan Kebijakan Publik akan dikenakan sanksi sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
 

 

Pasal 30 
 

 
(1) Pejabat pada Publik yang  menolak pengawasan dan tidak melaksanakan 

tindak lanjut Hasil Pelaksanaan Pengawasan dikenakan sanksi 
administratif dan/atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.  

(2) Para Pejabat pada Badan Publik dan/atau publik yang tidak menghadiri 
undangan tanpa alasan dan tidak memberikan keterangan yang 

diperlukan dalam rangka pengawasan dikenakan sanksi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
 

BAB VIII 

KETENTUAN LAIN-LAIN 
Pasal 31 

 
 

Badan Publik berkewajiban untuk memfasilitasi peningkatan kemampuan 
kelembagaan Publik dalam rangka meningkatkan sinergi kemitraan 
sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan.  

 
 

BAB IX 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 32 
 
 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua kegiatan 
penyusunan perencanaan, penyelenggaraan kebijakan publik dan 

pengawasan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.  
 

 

 

BAB X 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 33 
 

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini 

harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan 
Daerah ini diundangkan 

 
Pasal 34 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Lamandau.  
 

Ditetapkan di Nanga Bulik 
pada tanggal 4 Pebruari 2015 

 
BUPATI LAMANDAU, 

 

 
 

MARUKAN 
 

Diundangkan di Nanga Bulik 
pada tanggal 23 Maret 2015    
 

SEKRETARIS DAERAH KABUATEN LAMANDAU, 
 

 
 

ARIFIN LP. UMBING 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU 
TAHUN 2015 NOMOR 121 
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P E N J E L A S A N 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU 
NOMOR 05  TAHUN 2015 

 
TENTANG 

 
MEKANISME KONSULTASI PUBLIK 

 

I. UMUM  
Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah yang nyata 

dan bertanggung jawab diperlukan peran serta aktif dan nyata dari segenap 
komponen penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan. Demokratisasi 

sebagai tiang penyangga utama pelaksanaan  
pemerintahan akan terwujud apabila terjalin sinergi yang saling mendukung 
antara unsur  

pemerintahan, publik dan masyarakat pelaku usaha. Tata pemerintahan 
yang baik, partisipasi  

publik dan masyarakat dunia usaha menjadi parameter terlaksananya 
demokratisasi.  

 
Bahwa akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan 

yang mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku akan 

menjadi sebuah prasyarat bagi  
partisipasi publik yang lebih intensif yang akan semakin meningkatkan 

kesadaran publik akan peran dan tanggungjawabnya dalam ikut 
menentukan keberhasilan penyelenggaraan  

pemerintahan dan perwujudan tata pemerintahan yang baik. Bahwa sinergi 
tersebut harus didasarkan pada prinsip kesetaraan, partisipasi, 
transparansi, akuntabilitas, demokratis saling menghormati sehingga 

pembangunan sistem pemerintahan yang lebih baik di Kabupaten 
Lamandau dapat segera diwujudkan.  

 
II. PASAL DEMI PASAL  

Pasal 1  
cukup jelas 
Pasal 2  

cukup jelas 
Pasal 3  

cukup jelas 
Pasal 4  

cukup jelas 
Pasal 5  
cukup jelas 

Pasal 6 
cukup jelas 

Pasal 7  
cukup jelas 

Pasal 8  
cukup jelas 
Pasal 9  

cukup jelas 
Pasal 10  

cukup jelas 
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Pasal 11 
cukup jelas 

Pasal 12 
cukup jelas 

Pasal 13  
ayat (1) huruf b.  

Pertimbangan dimaksud meliputi pertimbangan ekonomi, social, budaya dan 
atau pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar pemikiran dalam 
pengambilan kebijakan publik; 

ayat (2) huruf a.  
Rapat yang dimaksud adalah rapat paripurna, rapat komisi,  

rapat pansus, rapat Panitia Anggaran, Rapat Gabungan Komisi, Rapat 
Pimpinan DPRD dan Rapat Dengar Pendapat.  

ayat (3)  huruf c :  
Penyampaian hasil Keputusan disampaikanmelalui media masa atau sarana 
informasi lainnya.  

Pasal 14 
cukup jelas 

Pasal 15 
cukup jelas 

Pasal 16 
cukup jelas 
Pasal 17 

cukup jelas 
Pasal 18 

cukup jelas 
Pasal 19 

cukup jelas 
Pasal 20 
cukup jelas 

Pasal 21 
cukup jelas 

Pasal 22 
cukup jelas 

Pasal 23  
cukup jelas 
Pasal 24 

cukup jelas 
Pasal 25 

cukup jelas 
Pasal 26 

cukup jelas 
Pasal 21 
cukup jelas 

Pasal 27 
cukup jelas 

Pasal 28  
cukup jelas 

Pasal 29 
cukup jelas 
Pasal 30 

cukup jelas 
Pasal 31 

Kriteria yang ditetapkan adalah memiliki struktur Organisasi, Program  
Jangka Pendek, menengah dan panjang yang jelas, keberpihakan  pada 

publik. 
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Pasal 32 
cukup jelas 

Pasal 33 
cukup jelas 

Pasal 34 
cukup jelas 

 
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU 
TAHUN 2015  NOMOR   119 
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BUPATI LAMANDAU 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

 
PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  LAMANDAU  

NOMOR 07 TAHUN 2015 
 

TENTANG 
 

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERPUSTAKAAN UMUM                                    

DI KABUPATEN  LAMANDAU 
 

DENGAN  RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

 BUPATI LAMANDAU, 
 
Menimbang : a. 

 
 

 
 

 
 
b. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

c. 
 
 

 

bahwa   dalam    rangka      meningkatkan    

kecerdasan Kehidupan bangsa, khususnya di 
Kabupaten Lamandau perlu   ditumbuhkan budaya 

gemar membaca melalui pengembangan dan 
pendayagunaan  perpustakaan  sebagai  sumber 

informasi yang berupa karya tulis, karya cetak 
dan/atau karya rekam; 
 

bahwa   ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 43 
Tahun 2007 tentang Perpustakaan maka dalam rangka 

memberikan kemudahan bagi perpustakaan untuk 
menyediakan layanan bagi masyarakat secara optimal 

dalam meningkatkan wawasan dan ilmu, memberikan 
jaminan hak bagi masyarakat untuk memperoleh 
layanan perpustakaan dan dapat meningkatkan   

kualitas serta kesejahteraan pengelola 
perpustakaan/pustakawan,    maka   penyelenggaraan 

dan pengelolaan perpustakaan perlu diatur dalam 
Peraturan Daerah; 

 
bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana 
dimaksud   dalam   huruf  a,   dan   huruf b,    perlu 

membentuk  Peraturan   Daerah   tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Perpustakaan Umum 

Kabupaten Lamandau. 
 

Mengingat : 1. 
 
 

2. 
 

 
 

 
 
 

Pasal  18    ayat  (6)   Undang-Undang    Dasar   Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 
 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana (Lembaran  Negara Reublik Indonesia 

Tahun  1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3209); 
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3. 
 

 
 

 
 

 
 
 

4. 
 

 
 

 
 
5 

 
 

 
 

6. 
 
 

 
 

7. 
 

 
 
 

 
8. 

 
 

 
 
9. 

 
 

 
 

10. 
 
 

 
 

 
11. 

 
 
 

 
 

12. 
 

 
 

Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten 

Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, 
Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, 

Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di 
Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 
 

Undang-Undang   Nomor   20   Tahun   2003   tentang 
Sistem  Pendidikan  Nasional  (Lembaran  Negara 

Republik Indonesia    Tahun     2003    Nomor    78, 
Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia 

Nomor 4301); 
 
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang 

Perpustakaan (Lembaran  Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4774); 
 

Undang-Undang   Nomor   44   Tahun   2008   tentang 
Pornografi   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4928); 
 

Undang-Undang   Nomor  12    Tahun    2011   tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran   Negara  Republik  Indonesia  Tahun   2011 
Nomor  82,  Tambahan   Lembaran   Negara  Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

 
Undang-Undang   Nomor  6  Tahun    2014   tentang 

Desa (Lembaran   Negara  Republik  Indonesia  Tahun   
2014 Nomor  7, Tambahan   Lembaran   Negara  

Republik Indonesia Nomor 5495); 
 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia   Tahun    2014   Nomor   244,   Tambahan 

Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 5587);  
 

Peraturan  Pemerintah Nomor 19  Tahun  2005 tentang 
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara 
Republik   Indonesia    Tahun     2005  Nomor   41, 

Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia 
Nomor 4496);  

 
Peraturan  Pemerintah Nomor 24  Tahun  2014 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 
tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik   
Indonesia    Tahun     2014  Nomor   76, Tambahan  

Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 5531);  
 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daeerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 
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13. 
 

 

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 08 
Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor 

Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kabupaten 
Lamandau; 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  KABUPATEN  LAMANDAU 
dan 

BUPATI LAMANDAU  

 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN 
PELAYANAN PERPUSTAKAAN UMUM KABUPATEN 
LAMANDAU 

 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau. 
2. Pemerintah  Daerah  adalah  Bupati  dan  Perangkat  Daerah  sebagai 

unsur penyelengara Pemerintahan Daerah 
3. Bupati adalah Bupati Lamandau. 

4. Kantor Perpustakaan dan Arsip adalah Kantor Perpustakaan dan Arsip 
Daerah Kabupaten Lamandau yang menyelenggarakan urusan di bidang 
Perpustakaan dan Kearsipan. 

5. Kepala   Kantor    adalah    Kepala   Kantor    Perpustakaan dan Arsip 
Daerah Kabupaten Lamandau. 

6. Perpustakaan  adalah  institusi  pengelola  koleksi  karya  tulis,  karya 
cetak dan/atau  karya rekam secara profesional  dengan sistem yang 

baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, 
informasi dan rekreasi para pemustaka termasuk di dalamnya taman 
bacaan dan sudut baca. 

7. Koleksi perpustakaan  adalah semua informasi  dalam bentuk  karya 
tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang 

mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan; 
8. Perpustakaan    Daerah   adalah   Perpustakaan    yang   dimiliki  oleh 

Pemerintah Kabupaten Lamandau. 
9. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi 

masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa 

membedakan  umur,  jenis  kelamin,  suku,  ras,  agama    dan  status 
sosial ekonomi. 

10. Perpustakaan  khusus  adalah  perpustakaan  yang  diperuntukkan 
secara terbatas bagi pemustaka di  lingkungan lembaga pemerintah, 

lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah 
dan/atau organisasi lain  Perpustakaan   sekolah/madrasah/perguruan   
tinggi  adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh satuan 

pendidikan yang layanannya  diperuntukkan  bagi peserta  didik, tenaga  
pendidik dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan satuan 

pendidikan yang bersangkutan. 
11. Perpustakaan sekolah/madrasah/perguruan tinggi adalah perpustakaan 

yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang layanannya 
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diperuntukan bagi peserta didik, tenaga pendidik dan pihak-pihak yang 
berkepentingan dengan satuan pendidikan yang bersangkutan. 

12. Perpustakaan   keliling   adalah   perpustakaan   yang   menggunakan 
sarana angkutan dalam melayani pengguna.  

13. Tenaga perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi 
perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi 

program, kegiatan dan pengembangan perpustakaan. 
14. Pustakawan   adalah   seseorang   yang   memiliki   kompetensi   yang 

diperoleh  melalui  pendidikan  dan/atau  pelatihan  kepustakawanan 

serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan 
pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. 

15. Pemustaka   adalah   pengguna   perpustakaan,   yaitu   perseorangan, 
kelompok  orang,  masyarakat  atau  lembaga  yang  memanfaatkan 

fasilitas layanan perpustakaan.  
16. Bahan  pustaka  adalah  unsur  penting  dalam  sistem  perpustakaan, 

dimana  bahan  pustaka  harus  dilestarikan  karena  memiliki  nilai 

informasi yang mahal. Bahan pustaka berupa terbitan buku, berkala 
(surat kabar dan majalah), dan bahan audio visual seperti audio kaset, 

video, slide, CD-Rom. 
17. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang 

berdomisili di Daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam 
bidang perpustakaan. 

18. Layanan  bahan  Pustaka  dan  Informasi  adalah  kegiatan  pelayanan 

kepada  pemustaka  (pengguna   perpustakaan)   dalam  pemanfaatan 
bahan pustaka dan informasi di perpustakaan. 

19. Layanan  Sirkulasi adalah bagian dari layanan bahan pustaka yang 
meliputi peminjaman, pengembalian, statistik pengguna, keanggotaan. 

20. Kartu  Anggota  Perpustakaan  adalah  kartu  yang  digunakan  untuk 
meminjam bahan pustaka; 

21. Denda  adalah  pengenaan  sanksi  atas  pelanggaran  yang  dilakukan 

oleh   peminjam   apabila   anggota   perpustakaan   karena   kelalaian 
terlambat, merusak   atau menghilangkan bahan pustaka yang 

dipinjamnya ; 
22. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lamandau; 

23. Penyidik adalah Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri 
Sipil   tertentu  yang  diberi  tugas  wewenang  khusus  oleh  Undang- 
undang untuk melakukan penyelidikan. 

24. Penyidik Pegawai Negeri Sipil  yang selanjutnya disebut PPNS  adalah 
penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  tertentu  yang  diberi  wewenang  dan 

kewajiban untuk melakukan penyelidikan terhadap penyelenggaraan 
Peraturan Daerah yang memuat ketentuan negara. 

25. Penyidikan   Tindak   Pidana   adalah   serangkaian   tindakan      yang 
dilakukan  oleh  PPNS   untuk  mencari,  serta  mengumpulkan  bukti 
untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan 

tersangkanya. 
 

BAB II 
ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN 

 
Bagian Kesatu 

A s a s 

Pasal 2 
 

Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang 
hayat,  demokrasi,  keadilan,  keprofesionalan,   keterbukaan,  kerukunan 

dan kemitraan. 
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Bagian Kedua  
Fungsi  

Pasal 3 
 

Perpustakaan  berfungsi  sebagai  wahana  pendidikan,  penelitian, 
pelestarian, informasi dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan 

keberdayaan bangsa.  
 

Bagian Ketiga  

Tujuan  
Pasal 4 

 
Perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, 

meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan 
pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. 
 

BAB III 
HAK, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN  

 
Bagian Kesatu 

Hak dan Kewajiban Masyarakat 
Pasal 5 

 

(1) Masyarakat  mempunyai hak yang sama untuk : 
a. memperoleh layanan  serta  memanfaatkan   dan  mendayagunakan 

fasilitas   perpustakaan; 
b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan; dan 

c. berperan    serta    dalam    pengawasan    dan    evaluasi    terhadap 
penyelenggaraan perpustakaan. 

(2) Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau  kelainan fisik,  emosional, 

mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh layanan 
perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan Perpustakaan 

Daerah. 
(3) Layanan  sebagaimana dimaksud pada ayat (2),  disesuaikan dengan 

kemampuan perpustakaan dan ketersediaan sarana dan  prasarana 
perpustakaan Daerah. 

 

 
Pasal 6 

 
Masyarakat berkewajiban : 

a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan; 
b. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di 

lingkungannya; 

c. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di 
lingkungannya; 

d. mematuhi  seluruh  ketentuan  dan  peraturan  dalam  pemanfaatan 
fasilitas perpustakaan; dan 

e. menjaga  ketertiban,  keamanan  dan  kenyamanan  lingkungan 
perpustakaan. 

 

 
Bagian Kedua 

Kewajiban dan Kewenangan Pemerintah Daerah 
Pasal 7 

 
Pemerintah Daerah berkewajiban : 
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a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan; 
b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata pada setiap 

kecamatan, desa dan kelurahan; 
c. menjamin   kelangsungan   penyelenggaraan   dan   pengelolaan 

perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat; 
d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan 

perpustakaan; 
e. memfasilitasi penyelenggaraan berbagai jenis perpustakaan; 
f. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Umum Daerah 

berdasar  kekhasan  Daerah  sebagai  pusat  penelitian  dan  rujukan 
tentang kekayaan budaya Daerah; 

g. menjalin kerjasama dan jaringan perpustakaan; 
h. menyelenggarakan pendidikan dan latihan teknis perpustakaan; dan  

i. melakukan pengawasan atas penyelenggaraan perpustakaan. 
 

Pasal 8 

 
Pemerintah Daerah berwenang : 

a. menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan 
perpustakaan; 

b. mengatur,   mengawasi   dan   mengevaluasi   penyelenggaraan   dan 
pengelolaan perpustakaan; 

c. mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan; 

d. mengalihmediakan  naskah  kuno  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  di 
wilayah masing-masing untuk dilestarikan dan didayagunakan;dan 

e. membina kerjasama dalam pengelolaan berbagai jenis perpustakaan. 
 

 
BAB IV 

 PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN DAN JENISPERPUSTAKAAN 

 
Bagian Kesatu 

Pembentukan Perpustakaan 
Pasal 9 

 
(1) Pembentukan   perpustakaan   dilakukan   oleh   Pemerintah   Daerah 

dan/atau masyarakat. 

(2) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud ayat (1), paling 
sedikit memiliki : 

a. koleksi perpustakaan sesuai dengan jenis perpustakaan; 
b. tenaga perpustakaan; 

c. sarana dan prasarana perpustakaan; dan  
d. sumber pendanaan. 

(3) Perpustakaan  yang  dibentuk  oleh  masyarakat,  didaftarkan   pada 

Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  yang  membidangi  Perpustakaan 
untuk pembinaan lebih lanjut.  

 
Bagian Kedua  

Penyelenggaraan Perpustakaan 
Pasal 10 

 

(1) Penyelenggaraan perpustakaan di  Daerah berdasarkan kepemilikan 
terdiri atas: 

a. perpustakaan Daerah yang meliputi : 
1. perpustakaan Kabupaten ; 

2. perpustakaan Kecamatan;dan 
3. perpustakaan Desa /Kelurahan.  
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b. perpustakaan masyarakat; 
c. perpustakaan pribadi;dan  

d. perpustakaan keluarga. 
(2) Setiap penyelenggaraan perpustakaan  sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), dikelola sesuai standar nasional perpustakaan berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(3) Pemustaka   yang  meminjam   bahan   pustaka   yang  dimiliki  oleh 
Perpustakaan Daerah tidak dikenakan biaya. 

(4) Pemustaka dalam daerah yang belum menjadi anggota namun sangat 

segera  membutuhkan  bahan  pustaka  tersebut  dapat  meminjam 
bahan pustaka. 

(5) Khusus pemustaka yang berasal dari luar Daerah, apabila meminjam 
bahan  pustaka  yang  dimiliki  oleh   Perpustakaan  Daerah  wajib 

menitipkan  uang  jaminan  sebesar  Rp.100.000,00  (seratus   ribu 
rupiah). 

 

 
Bagian Ketiga 

 Jenis Perpustakaan 
Pasal 11 

 
Jenis perpustakaan terdiri atas : 
(1) perpustakaan umum; 

(2) perpustakaan sekolah/madrasah/perguruan tinggi; dan  
(3) perpustakaan khusus. 

 
Pasal 12 

 
(1) Perpustakaan   umum   diselenggarakan   oleh   Pemerintah   Daerah, 

kecamatan, dan desa/kelurahan,  serta dapat diselenggarakan oleh 

masyarakat. 
(2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Umum Daerah yang 

koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya Daerah dan 
memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat. 

(3) Perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, 
kecamatan dan desa/kelurahan  diarahkan untuk mengembangkan 
sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan 

komunikasi. 
(4) Pemerintah  Daerah  melaksanakan  layanan  perpustakaan  keliling bagi  

wilayah  yang  belum  terjangkau  oleh  layanan  perpustakaan menetap. 
 

 
Pasal 13 

 

(1) Setiap Sekolah/Madrasah/Perguruan Tinggi menyelenggarakan 
perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan 

berdasarkan    ketentuan    peraturan    perundang-undangan    yang 
berlaku. 

(2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki koleksi 
buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada 
satuan  pendidikan yang bersangkutan  serta  buku  teks  non wajib atau 

buku panduan lainya   dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani 
semua peserta didik dan pendidik. 

(3) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengembangkan 
koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan. 
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(4) Perpustakaan Sekolah/Madrasah/Perguruan Tinggi melayani peserta 
didik,  pendidikan  kesetaraan  yang  dilaksanakan  di   lingkungan 

satuan pendidikan yang bersangkutan. 
(5) Perpustakaan Sekolah/Madrasah/Perguruan Tinggi mengembangkan 

layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. 
 

Pasal 14 
 
Perpustakaan khusus menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan 

kebutuhan pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas memberikan 
layanan di luar lingkungannya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 
 

Pasal 15 
 
Pemerintah Daerah memberikan bantuan berupa pembinaan teknis, 

pengelolaan,  dan/atau    pengembangan perpustakaan kepada 
perpustakaan umum, perpustakaan Sekolah/Madrasah/Perguruan Tinggi 

dan perpustakaan khusus. 
 

 
BAB V 

SARANA DAN PRASARANA  

Pasal 16 
 

(1) Sarana dan prasarana perpustakaan meliputi: 
a. Tanah lokasi perpustakaan; 

b. Gedung dan ruang perpustakaan; dan 
c. Sarana layanan dan sarana kerja. 

(2) Luas gedung perpustakaan Desa/kelurahan dan perpustakaan 

kecamatan sekurang-kurang 56 M2. 
(3) Lokasi perpustakaan desa terletak dalam satu gedung dengan kantor 

desa dan gedung kantor kecamatan untuk perpustakaan kecamatan atau 
dibangun ditempat yang berdekatan dengan kontor desa/kelurahan 

dn/atau gedung kantor kecamatan, saran paud dan posyandu. 
(4) Ruang perpustakaan terdiri dari ruang koleksi, ruang baca dan ruang 

kerja. 

(5) Sarana layanan dan serana kerja perpustakaan sekurang-kurangnya rak 
buku 3 (tiga) buah, rak majalah 1 (satu) buah, meja kaca 4 (empat) buah, 

kursi baca 8 (delapan) buah, perangkat komputer 1 (satu) unit. 
 

 
BAB VI 

TENAGA PERPUSTAKAAN 

Pasal 17 
 

(1) Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis 
perpustakaan. 

(2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi 
kualifikasi      sesuai     dengan     standar     nasional     perpustakaan 
berdasarkan    ketentuan    peraturan    perundang-undangan    yang 

berlaku. 
(3) Mengenai    tugas,    tanggung    jawab,    pengangkatan, pembinaan, 

promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian tenaga perpustakaan 
yang berstatus Pegawai Negeri Sipil  dilakukan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku 
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Pasal 18 
 

Tenaga perpustakaan berhak atas : 
a. penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum dan jaminan 

kesejahteraan sosial; 
b. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan 

c. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas 
perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. 

 

Pasal 19 
 

Tenaga perpustakaan berkewajiban : 
a. memberikan layanan prima terhadap pemustaka; 

b. menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif; dan 
c. memberikan  keteladanan   dan   menjaga  nama   baik  lembaga  dan 

kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. 

 
 

BAB VII 
STANDAR PELAYANAN PERPUSTAKAAN 

Pasal  20 
 
 

(1) Proses kegiatan kepustakaan mulai dari pengolahan sampai dengan 
pelayanan pengguna perpustakaan yang meliputi pengoahan buku dan 

pelayanan: 
a. Menginventarisir buku-buku; 

1. Mengkalisifikasikan buku (penomoran); 
2. Membuat kartu buku; 
3. Membuat katoalog; 

4. Membuat label pada setiap buku; dan 
5. Menata buku di rak/lemari. 

b. Pelayanan 
1. Pembuatan Kartu Tanda Anggota (KTA): 

a) Mengajukan permohonan sebagai anggota; 
b) Melampirkan fotocopy kartu pelajar atau kartu identitas lainnya; 
c) Perpustakaan menerbitkan kartu anggota; dan 

d) Menerima kartu anggota dari bagian admistrasi. 
2. Peminjaman: 

a) Mengambil buku dari rak; 
b) Menyerahkan buku kepada tetugas sirkulasi; 

c) Menyerahkan kartu tanda anggota; 
d) Memeriksa keutuhan fisik buku, kemudian membuka database 

sirkulasi peminjaman; 

e) Menemukan (menscan) nomor anggota pengguna yang akan 
meminjam buku dn memeriksa status pengguna (aktif/tidak 

aktif); 
f) Memasukan data bibliografi buku ke dalam kantong buku atau 

dengan mencatat (scan barcode) buku yang dipinjam; 
g) Membubuhkan tanggal kembali (data due slip) di bagian 

belakang buku yang akan dipinjam; dan 

h) Memberikan kembali KTA beserta buku yang akan dipinjam 
kepada anggota. 

3. Pengembalian: 
a) Mengemblikan buku pinjaman di counter pengembalian dan 

menyerahkan KTA (milik diri) untuk diproses; 
b) Mengajukan perpanjangan peminjaman (jika masih perlu); 
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c) Membayar denda di bagian  adminstrasi sirkulasi sesuai 
ketentuan yang berlaku; 

d) Menghapus data buku dipinjam dari database peminjaman; dan 
e) Memberikan kembali KTA kepada anggota yang telah 

mengembalikan buku. 
 

 
BAB VIII 

KERJASAMA DAN PERAN  SERTA  MASYARAKAT 

Pasal 21 
 

a. Untuk meningkatkan jumlah pemustaka dan meningkatkan mutu 
layanan perpustakaan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama 

dengan pihak lain. 
b. Kerjasama sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), dilakukan dengan 

memanfaatkan system jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi 

informasi dan komunikasi. 
 

Pasal 22 
 

Masyarakat  berperan  serta   dalam  pembentukan, penyelenggaraan, 
pengelolaan, pengembangan dan pengawasan perpustakaan. 
 

 
BAB IX 

PEMBIAYAAN 
Pasal 23 

 
(1) Perpustakaan Daerah dibiayai atas beban Anggaran  Pendapatan dan 

Belanja Daerah. 

(2) Sekolah/Madrasah mengalokasikan dana paling sedikit 5% (lima per 
seratus) dari anggaran belanja opersaional sekola/madrasah atau belanja 

barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan 
perpustakaan. 

(3) Desa/Kelurahan mengalokasikan dana paling sedikit 10% dari alokasi 
dana desa (ADD) dan/atau APBD untuk pengembangan perpustakaan 
desa/kelurahan. 

(4) Pemerintah     Daerah     dapat     memberikan     bantuan     kepada 
perpustakaan yang tidak dikelola oleh Daerah sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan 

sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2),   diatur  dengan  Peraturan 
Bupati. 

 

Pasal 24 
 

(1) Sumber pembiayaan perpustakaan selain diperoleh dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, juga dapat diperoleh dari hibah 

dan/atau sumbangan yang tidak mengikat. 
(2) Hibah dan/atau  sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat 

diperoleh dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah 

lainnya, masyarakat dan dunia usaha. 
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BAB X 
PEMBINAAN  DAN PENGAWASAN 

Pasal 25 
 

(1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas 
penyelenggaraan perpustakaan.  

(2) Kewenangan sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1),     dapat 
dilimpahkan kepada   Satuan    Kerja    Perangkat     Daerah    yang 
membidangi Keperpustakaan. 

 
 

Pasal 26 
 

(1) Pengawasan   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   23   
ayat  (1), dilakukan berdasarkan prinsip profesionalisme, 
transparansi dan akuntabilitas. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan 

Peraturan Bupati. 
 

 
BAB XI 

LARANGAN 

Pasal 27 
 

Dalam menyelenggarakan perpustakaan, setiap orang atau badan dilarang 
menyimpan, memiliki, menyewakan dan/atau meminjamkan : 

a. bahan pustaka yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum dan 
ketenteraman masyarakat; 

b. bahan pustaka yang isinya pornografi. 

 
BAB XII 

SANKSI ADMINISTRASI 
Pasal 28 

 
(1) Bupati    berwenang    memberikan    sanksi    administrasi    kepada 

pemustaka yang terlambat mengembalikan fasilitas layanan 

perpustakaan. 
(2) Pemustaka  yang  terlambat  mengembalikan  fasilitas  layanan 

perpustakaan yang dimiliki daerah dikenakan sanksi administrasi berupa 
denda. 

(3) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana yang dimaksud pada 
ayat  (1),   sebesar  Rp.1.000,00  (Seribu  rupiah)   per  hari  per 
eksemplar. 

(4) Penerimaan dari sanksi  administrasi  sebagaimana dimaksud  pada ayat 
(2), merupakan penerimaan Daerah dan wajib disetorkan ke rekening Kas 

Umum Daerah. 
(5) Bupati dapat melimpahkan kewenangannya dalam pemberian sanksi 

administrasi  kepada  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  yang 
membidangi Keperpustakaan. 

 

Pasal 29 
 

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25  
dikenakan sanksi administrasi berupa : 

a. penutupan pelayanan perpustakaan 
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b. denda administrasi paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta 
rupiah) 

(2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak 
menghapuskan sanksi lainya berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 
 

 
Pasal 30 

 

 
(1) Pemustaka yang merusak koleksi bahan pustaka dan masih bisa 

diperbaiki dikenakan  wajib mengganti biaya kerusakan  sebesar  Rp. 
10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). 

(2) Pemustaka  yang  merusak  atau  menghilangkan  sebagian  koleksi 
bahan pustaka  sehingga tidak bisa digunakan lagi wajib mengganti 
bahan pustaka dengan judul yang sama atau sejenis atau membayar 

denda seharga bahan pustaka yang dimaksud. 
 

 
Pasal 31 

 
 
Pemustaka yang menghilangkan koleksi bahan pustaka, wajib mengganti 

bahan pustaka  dengan judul yang sama atau  bahan pustaka  lain yang 
sejenis atau membayar denda 2 (dua) kali dari harga bahan pustaka yang 

dimaksud. 
 

 
Pasal 32 

 

 
Bagi  Pemustaka  yang  akan  membuat  kartu  anggota  yang  disebabkan 

hilang atau  rusak  dikenakan sanksi penggantian kartu  anggota sebesar 
Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) 

 
 

Pasal 33 

 
Pemustaka   yang   menghilangkan,   merusak   dan   menyalahgunakan 

fasilitas,  sarana  dan  prasarana  yang  dimiliki  perpustakaan  dikenakan 
denda administrasi seharga fasilitas, sarana dan prasarana yang dirusak 

atau dihilangkan.  
 

 

BAB XIII 
KETENTUAN PENYIDIKAN 

Pasal 34 
 

(1) Pejabat  Pegawai  Negeri  Sipil   tertentu  di   lingkungan  Pemerintah 
Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan 
penyidikan di  bidang tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana. 
(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) : 

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau 
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpustakaan agar 

keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ; 
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b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang 
pribadi atau badan tentang kebenaran kegiatan yang dilakukan 

sehubungan dengan tindak pidana ; 
c. meminta  keterangan  dan  bahan  bukti  dari  orang  pribadi  atau 

badan sehubungan dengan tindak pidana ; 
d. memeriksa  buku-buku,  catatan-catatan  dan  dokumen-dokumen 

lain berkenaan dengan tindak pidana ; 
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti 

pembukuan,   pencatatan   dan   dokumen-dokumen   lain   serta 

melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ; 
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 

penyidikan tindak pidana ; 
g. menyuruh berhenti dan/atau  melarang seseorang meninggalkan 

ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan 
memeriksa identitas orang dan/atau  dokumen yang dibawa 
sebagaimana dimaksud pada huruf e; 

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana; 
i. memanggil  orang  untuk  didengar  keterangannya  dan  diperiksa 

sebagai tersangka atau saksi ; 
j. menghentikan penyidikan; dan/atau; 

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan 
tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 

(3) Penyidik   sebagaimana   dimasud   pada   ayat   (1),   memberitahukan 
dimulainya   penyidikan   dan   menyampaikan   hasil   penyidikannya 

kepada  Penuntut  Umum  melalui  Penyidik  Pejabat  Polisi  Negara 
Republik  Indonesia,  sesuai  dengan  ketentuan  yang  diatur  dalam 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 
 
 

BAB XIV 
KETENTUAN PIDANA 

Pasal 35 
 

 
Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 
dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling 

banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 
 

 
BAB XIII 

PENUTUP 
Pasal 36 

 

 
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka hal hal yang belum diatur 

tetap mengacu kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku. 
 

 
Pasal 37 

 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar    setiap   orang   mengetahuinya,   memerintahkan   pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran  Daerah 

Kabupaten Lamandau. 
 

Ditetapkan di Nanga Bulik 
pada tanggal  4 Pebruari 2015                

 
BUPATI LAMANDAU, 

 

 
 

 MARUKAN 
 

Diundangkan di Nanga Bulik 
pada tanggal  23 Maret 2015   
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, 
 

 
 

                   ARIFIN LP. UMBING                        
LEMBARAN DAERAH  KABUPATEN  LAMANDAU  
TAHUN 2015 NOMOR 123        
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PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  LAMANDAU  
NOMOR  07 TAHUN 2015 

 
TENTANG 

 
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERPUSTAKAAN UMUM 

KABUPATEN  LAMANDAU 

 
 

I. UMUM 
Dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan  bangsa,  khususnya di  

Kabupaten  Lamandau  perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui 
pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan  sebagai  sumber  
informasi  yang  berupa  karya  tulis, karya cetak dan/atau karya rekam. 

Berdasarkan  ketentuan  Undang – Undang  Nomor 43 tahun 2007   tentang   
Perpustakaan,   maka   dalam   rangka   memberikan kemudahan bagi 

perpustakaan untuk menyediakan layanan bagi masyarakat  secara optimal 
dalam meningkatkan wawasan dan ilmu, memberikan   jaminan   hak   bagi   

masyarakat   untuk   memperoleh layanan perpustakaan dan dapat 
meningkatkan kualitas serta kesejahteraan pengelola                    
perpustakaan /pustakawan, maka Penyelenggaraan Pelayanan 

Perpustakaan Umum Kabupaten Lamandau  perlu  membentuk  Peraturan  
Daerah  tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perpustakaan Kabupaten 

Lamandau. 
 

II. PASAL DEMI  PASAL  
 
Pasal 1  

Cukup jelas 
Pasal 2  

Cukup jelas 
Pasal 3  

Cukup jelas 
Pasal 4  
Cukup jelas 

Pasal 5  
Cukup jelas 

Pasal 6  
Cukup jelas 

Pasal 7  
Cukup jelas 
Pasal 8 

huruf a  
Cukup jelas 

huruf b  
Cukup jelas 

huruf c  
Cukup jelas 
huruf d  

Naskah Kuno berisi warisan budaya karya intelektual bangsa Indonesia yang 
sangat berharga dan hingga saat ini  masih  tersebar  di  masyarakat  dan  

untuk melestarikannya perlu peran serta pemerintah. 
huruf e  

Cukup jelas 
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Pasal 9  
Cukup jelas 

Pasal 10  
ayat (1)  

Cukup jelas 
ayat (2)  

Cukup jelas 
ayat (3)  
Cukup jelas 

ayat (4)  
pemustaka dalam daerah yang belum menjadi anggota dan  belum  

mempunyai  kartu  anggota  perpustakaan serta    benar-benar    sangat    
membutuhkan    bahan pustaka   tersebut   untuk   dipinjam   dalam   

keadaan sangat     mendesak     akan     dilayani     dan     akan 
mendapatkan  kartu  anggota  sementara  dengan ketentuan yaitu : mengisi 
formulir pendaftaran dan menitipkan kartu identitas yang masih berlaku. 

ayat (5)  
Cukup jelas 

 
Pasal 11  

Cukup jelas 
Pasal 12  
Cukup jelas 

Pasal 13   
Cukup jelas 

Pasal 14  
Cukup jelas 

Pasal 15  
Cukup jelas 
Pasal 16 

 Cukup jelas 
Pasal 17 

ayat (1)  
Yang dimaksud dengan tenaga teknis perpustakaan adalah tenaga non 

perpustakaan yang secara teknis mendukung  pelaksanaan  fungsi   
perpustakaan, misalnya  tenaga teknis komputer, tenaga teknis audio visual 
dan tenaga teknis ketatausahaan. 

ayat (2)  
Cukup jelas 

ayat (3)  
Cukup jelas 

Pasal 17   
Cukup jelas 
Pasal 18   

Cukup jelas 
Pasal 19   

Cukup jelas 
Pasal 20   

Cukup jelas 
Pasal 21   
Cukup jelas 

Pasal 22   
Cukup jelas 

Pasal 23   
Cukup jelas 

Pasal 24   
Cukup jelas 
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Pasal 25    
Cukup jelas 

Pasal 26    
Cukup jelas 

Pasal 27    
Cukup jelas 

Pasal 28    
Cukup jelas 
Pasal 29   

Cukup jelas  
Pasal 30   

Cukup jelas  
Pasal 31   

yang dimaksud dengan menyalahgunakan fasilitas, sarana dan prasarana 
perpustakaan adalah tindakan pemustaka yang tidak memanfaatkan 
fasilitas, sarana dan prasarana sesuai dengan peruntukannya. 

Pasal 32    
Cukup jelas 

Pasal 33    
Cukup jelas 

Pasal 34   
Cukup jelas 
Pasal 35 

Cukup Jelas 
Pasal 36 

Cukup jelas 
Pasal 37 

Cukup Jelas 
 
 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
TAHUN 2015 NOMOR  121       
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BUPATI LAMANDAU 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

 

 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU 
NOMOR 08 TAHUN 2015 

 
TENTANG  

 
IZIN USAHA ANGKUTAN DAN IZIN TRAYEK 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

  
BUPATI LAMANDAU, 

 
Menimbang  

 

 
 

 
 

 
 
 

 
Mengingat 

: 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
: 

a. bahwa demi terwujudnya ketertiban dan 
kelancaraan Angkutan Kendaraan Bermotor Umum, 

perlu diatur tata cara pelaksanaan pemberian izin 
angkutan dan izin trayek bagi kendaraan bermotor;             

 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

maksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang izin usaha angkutan dan izin trayek. 
 

  
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 3209); 

 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten 

Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten 
Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten 

Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten 
Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah            
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4318); 

 
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 

 
4. Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3258); 

 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 

tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527); 

 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 

tentang Pembinaan Dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

 
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 

2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 32); 

 
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 

Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja 
Dinas Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran 

Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 
85 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Lamandau Nomor 74 Seri D). 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU 
dan 

BUPATI LAMANDAU 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA 

ANGKUTAN DAN IZIN TRAYEK 
 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamandau. 
3. Bupati adalah Bupati Lamandau 

4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya 
disingkat DISHUBKOMINFO adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan 
Informatika Kabupaten Lamandau. 

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan 
Informatika Kabupaten Lamandau. 

6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan 
Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Negara 
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atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, 
Perkumpulan Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi sejenis, 

Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha 
lainnya. 

7. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang 
retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
 

BAB II 

IZIN USAHA ANGKUTAN 
Pasal 2 

 
(1) Izin Usaha Angkutan adalah suatu kegiatan usaha angkutan orang     

dan /atau barang dengan kendaraan umum dilakukan oleh: 
a. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; 
b. Badan Usaha Milik Swasta; 

c. Koperasi; dan 
d. Perorangan Warga Negara Indonesia. 

(2) Untuk melakukan Usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1), wajib memiliki izin usaha angkutan. 

 
 

Pasal 3 

 
Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), terdiri n   

dari: 
1. Usaha Angkutan Orang dalam rayek tetap dan teratur; 

2. Usaha Angkutan Orang tidak dalam trayek tetap meliputi: 
a. Pengangkutan dengan menggunakan taxi; 
b. Pengangkutan dengan cara sewa/rent car; 

c. Pengangkutan keperluan wisata. 
3. Usaha Angkutan Barang Umum dan Khusus. 

 
 

Pasal 4 
 

Untuk memperoleh izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 2 ayat (1), wajib memenuhi persyaratan : 
a. Memiliki NPWP: 

b. Memiliki Akte Pendirian Perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan 
hokum, akte pendirian koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi 

dan tanda jati diri bagi pemohon perorangan; 
c. Memiliki surat keterangan domisili; 
d. Pernyataan kesanggupan untuk memiliki kendaraan bermotor baru; 

e. Pernyataan kesanggupan menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan 
yang dinyatakan dengan denah/gambar. 

 
 

Pasal 5 
 

(1) Permohonan izin usaha angkutan sebagaiman dimaksud dalam pasal 2 

ayat (2), diajukan kepada Bupati Lamandau melalui Badan Pelayanan 
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal. 

(2) Izin usaha angkutan diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk 
apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 4. 
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(3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) 

hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap. 
(4) Penolakan permohonan izin angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(3), diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan. 
 

 
Pasal 6 

 

Pengusaha Angkutan Umum yang telah mendapat Izin Usaha Angkutan 
diwajibkan untuk : 

a. Memiliki atau menguasai kendaraan sesuai peruntukkannya, yang 
memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan; 

b. Memiliki dan menguasai tempat penyimpanan kendaraan (pool) 
c. Melakukan kegiatan usahanya selambat–lambatnya 6 (enam) bulan 

setelah izin usaha angkutan diterbitkan; 

d. Melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan domisili perusahaan; 
e. Melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada dinas yang 

berwenang; 
f. Mentaati ketentuan mengenai dana pertanggung jawaban kecelakaan 

penumpang sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 33 
tahun 1964 beserta peraturan pelaksnaannya dan peraturan    
perundang-undangan yang berlaku lainnya yang berkaitan dengan 

bidang usaha angkutan; dan 
g. Izin usaha angkutan diberikan untuk jangka selama yang bersangkutan 

masih menjalankan usahanya. 
 

 
Pasal 7 

 

(1) Izin usaha angkutan dicabut apabila: 
a. Perusahaan angkutan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 6 peraturan ini; dan 
b. Perusahaan angkutan tidak melaksanakan kegiatan usaha angkutan. 

(2) Pencabutan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
dilakukan melalui proses peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali 
berturut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan. 

(3) Jika dalam proses peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), 
tidak diindahkan dan tidak ada usaha perbaikan, maka izin usaha 

angkutan dicabut. 
 

 
Pasal 8 

 

Izin usaha angkutan dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan, a[abila 
perusahaan angkutan yang bersangkutan: 

a. Melakukan kegiatan yang merugikan dan membahayakan Negara. 
b. Memperoleh izin usaha angkutan dengan cara tidak sah. 

 
 

BAB III 

IZIN TRAYEK 
Pasal 9 

 
 

(1) Untuk melakukan kegiatan angkutan dalam trayek tetap dan teratur 
wajib memiliki izin trayek; 
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(2) Izin trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan oleh Bupati 
atau Pejabat yang ditunjuk apabila trayek tersebut sepenuhnya berada 

dalam wilayah tempat izin trayek diberikan. 
 

Pasal 10 
 

(1) Untuk memperoleh izin trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, 
peraturan ini permohonan wajib memenuhi : 
a. Persyaratan administrasi; dan 

b. Persyaratan Teknis. 
(2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, 

meliputi : 
a. Surat permohonan izin trayek angkutan yang diajukan oleh pemohon 

kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten asal dan 
tujuan trayek. 

b. memiliki surat izin usaha angkutan; 

c. menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan untuk  memenuhi 
seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek; 

d. memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan serta 
plat nomor kendaraan warna kuning yang dibuktikan dengan fotokopi 

Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sesuai domisili perusahaan 
dan fotokopi Buku Uji; 

e. menguasai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor yang 

dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat 
keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan; 

f. memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu 
menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga 

dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan; 
g. surat keterangan kondisi usaha, seperti permodalan dan sumber daya 

manusia; 

h. surat keterangan komitmen usaha, seperti jenis pelayanan yang akan 
dilaksanakan dan standar pelayanan yang diterapkan; 

(3) Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), meliputi : 
a. Pada trayek yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan 

jumlah kendaraan berdasarkan pertimbangan kebutuhan angkutan 
dari survey Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau. 

b. Prioritas diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu 

memberikan pelayanan angkutan terbaik (bagi permohonan 
penambahan izin trayek). 

 
 

Pasal 11 
 
Perusahaan Angkutan yang telah memperoleh izin trayek diwajibkan : 

1. Mengoperasikan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis 
dan laik jalan; 

2. Awak kendaraan yang beroperasi harus memenuhi persyaratan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku dan merupakan pengemudi tetap serta 

memenuhi waktu kerja dan waktu istirahat bagi engemudi; 
3. Melaporkan apabila terjadi perubahan pemilik perusahaan atau 

perubahan domisili perusahaan; 

4. Melaporkan setiap bulan kegiatan operasional; 
5. Melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin trayek apabila 

terjadi perubahan alamat selambat-lambatnya  14 (empat belas) hari 
setelah terjadi perubahan; 

6. Melayani trayek sesuai yang diberikan dengan : 
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a. Mengoperasikan kendaraan secara tepat waktu sejak saat 
pemberangkatan, persinggahan dan sampai tujuan 

b. Memelihara kebersihan dan kenyamanan kendaraan yang 
dioperasikan. 

c. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada penumpang. 
d. Mengusahakan awak kendaraan dilengkapi dengan pakaian seragam 

yang menggunakan tanda pengenal perusahaan. 
 

 

Pasal 12 
 

(1) Setiap perusahaan angkutan umum yang telah mendapatkan izin trayek 
diwajibkan menyediakan kendaraan cadang Sekurang-kurangnya 10% 

dari seluruh kendaraan bermotor yang diberikan izin trayek. 
(2) Kendaraan cadangan sebagimana dimaksud ayat (1), dapat dioperasikan 

apabila kendaraan yang melayani angkutan pada trayek sesuai dengan 

izin trayek yang diberikan mengalami kerusakan atau tidak dapat 
melanjutkan perjalanan. 

 
 

Pasal 13 
 

Izin trayek yang diberikan kepada perusahaan angkutan berlaku untuk 

jangka waktu 5 (lima) tahun. 
 

 
Pasal 14 

 
(1) Izin trayek dicabut apabila : 

a. Perusahaan angkutan melanggar ketentuan sebagaimana di atur 

dalam pasal 11. 
b. Tidak mampu merawat kendaraan bermotor, sehingga kendaraan 

tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan; 
c. Pihak-pihak atau yang namanya ditetapkan untuk bertindak atas 

nama perusahaan melakukan pelanggaran operasional yang berkaitan 
dengan pengusahaan angkutan; 

d. Melakukan pengangkutan melebihi daya angkut yang telah 

ditetapkan; 
e. Tidak mematuhi ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat bagi 

pengemudi; 
f. Mempekerjakan pengemudi yang tidak memenuhi syarat. 

(2) Pencabutan izin trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan 
melalui proses peringatan tertulis sebaynyak 3 (tiga) kali berturut-turut 
dengan tenggang waktu masing masing 1 bulan. 

(3) Jika dalam proses peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), 
tidak diindahkan dan tidak ada usaha perbaikan, maka izin trayek akan 

langsung dicabut. 
 

 
Pasal 15 

 

Izin usaha angkutan dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan, a[abila 
perusahaan angkutan yang bersangkutan : 

1. Melakukan kegiatan yang merugikan dan membahayakan Negara. 
2. Memperoleh izin usaha angkutan dengan cara tidak sah. 
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BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 16 
 

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 
 

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Lamandau. 

 
Ditetapkan di Nanga Bulik      

pada tanggal 4 Pebruari 2015                   
 

BUPATI LAMANDAU, 
 
 

 
 MARUKAN 

 
 

Diundangkan di Nanga Bulik 
pada tanggal 23 Maret 2015                                                           

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, 
 

 
                  ARIFIN LP. UMBING 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU 
TAHUN 2015  NOMOR 124        
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PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU 
NOMOR 08 TAHUN 2015 

 
TENTANG  

 
IZIN USAHA ANGKUTAN DAN IZIN TRAYEK 

 

I. PENJELASAN UMUM 
Untuk  ketertiban dan kelancaraan Angkutan Kendaraan Bermotor 

Umum, perlu adanya regulasi hukum yang jelas sehingga 
mempermudah pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan dan 

pembinaan terhadap angkutan yang ada diwilayah Kabupaten 
Lamandau terutama dalam hal pemberian izin usaha angkutan dan izin 
trayeknya. Hal ini perlu diatur tata cara pelaksanaan pemberian izin 

angkutan dan izin trayek bagi kendaraan bermotor, meningat semakin 
meningkatanya volume kendaraan bermotor di Kabupaten Lamandau 

dengan seiringnya kemajuan pembangunan maupun pertumbuhan 
ekonomi.          

 
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 
       Pasal   1 

                  Cukup jelas 
       Pasal   2 

Ayat (1)  
          Cukup Jelas 

Ayat (2)   
          Cukup Jelas 

       Pasal   3 

                  Cukup jelas 
       Pasal   4 

                  Cukup jelas 
       Pasal   5 

            Ayat (1)  
                   Cukup Jelas 
            Ayat (2) 

                   Cukup Jelas 
            Ayat (3) 

                  Cukup Jelas 
            Ayat (4) 

                  Cukup Jelas 
         Pasal   6 
                  Cukup jelas 

         Pasal   7 
                  Ayat (1) 

              Cukup Jelas 
             Ayat (2) 

                  Cukup Jelas 
             Ayat (3) 
                  Cukup Jelas 

 
       Pasal   8 

                  Cukup jelas 
       Pasal   9 

            Ayat (1) 
                   Cukup Jelas 
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            Ayat (2) 
                   Cukup Jelas 

      Pasal  10 
                Ayat (1)  

                  Cukup Jelas 
           Ayat (2) 

             Cukup Jelas 
           Ayat (3)  

             Cukup Jelas 

       Pasal   11 
                   Cukup jelas 

       Pasal   12 
            Ayat (1) 

                    Cukup Jelas 
            Ayat (2) 
                    Cukup Jelas 

       Pasal   13 
                          Cukup jelas 

       Pasal   14 
                  Ayat (1) 

                Cukup Jelas 
         Ayat (2) 
                Cukup Jelas 

 
             Ayat (3) 

                     Cukup Jelas 
       Pasal   15 

                    Cukup jelas 
       Pasal   16 

               Cukup Jelas 

 
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU 

TAHUN 2015 NOMOR  122 
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BUPATI LAMANDAU 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU 

NOMOR 01 TAHUN 2014 
 

TENTANG 
 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN 

LAMANDAU TAHUN 2013-2018 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI LAMANDAU, 
 

Menimbang 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Mengingat 

: 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
: 

a. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
1. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
2. 

 
 

 
 

3. 
 
 

 
 

 
4. 

 

bahwa sebagai penjabaran visi, misi, dan program 
Kepala Daerah terpilih dan untuk melaksanakan 

ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

dan ketentuanPasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah 
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD) Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018. 

 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang 

Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten 
Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten 
Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten 

Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten 
Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4180); 
 
Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4286); 
 

Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara  Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
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5. 

 
 

 
 
 

6. 
 

 
 

 
 
7. 

 
 

 
 

8. 
 
 

 
 

 
9. 

 
 
 

 
 

10. 
 

 
 
 

 
 

11. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Indonesia Tahun 2004  Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara  Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

 
Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 
Pemerintah Daerah  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4438); 
 

Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan 

Lembaran Nomor 4720); 
 
Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 

2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

 
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang 

Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan 

Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4663); 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4817); 
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12. 
 

 
 

 
 

13. 
 
 

 
14. 

 
 

 
 
 

 
 

 
15. 

 
 
 

 
 

 
16. 

 
 
 

 
 

 
17. 

 
 
 

 
 

18. 
 

 
 
 

 
19. 

 
 

 
 
20. 

 
 

 
 

21. 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4833); 
 

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2010 - 2014; 

 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 

2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 
Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan 

Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 

 
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 

4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 
2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 

Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran 
Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34); 

 
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 

1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun    
2010 – 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 

Tengah Tahun 2011 Nomor 01); 
 

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 15 
Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja 

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lamandau 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 
Nomor 31 seri D); 

 
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 16 

Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja 
Kecamatan Dan Kelurahan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 32 Seri D); 
 
Peraturan Daerah  Kabupaten Lamandau Nomor 01 

Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005-

2025; 
 

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 
Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan 
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22. 
 

 
 

 
 

 
 
23. 

 
 

 
 

 
 
 

24. 
 

 
 

 
 
 

25. 
 

 
 

 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan 
Keluarga Berencana, Badan Pelaksana Penyuluhan 

Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
LamandauNomor 48); 

 
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 
Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas 

Pariwisata, Seni Dan Budaya Dan Dinas Pemuda Dan 
Olahraga Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah 

Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau 

Nomor 42); 
 
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 7 

Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja 
Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran 
Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau 
Nomor 71 Seri D); 
 

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 
Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas 

Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 85, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau 
Nomor 74 Seri D); 
 

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 
Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja 

Inspketorat, Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten 

Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau 
Tahun 2012 Nomor 86, Tambahan  Lembaran Daerah 
Kabupaten Lamandau Nomor 75 Seri D) 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU 

dan 

BUPATI LAMANDAU 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA 
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 

KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013-2018 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 
Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau. 
2. Bupati adalah Bupati Lamandau. 



 116
Dokumentasi dan Informasi Hukum   2015.... Bagian Hukum  Setda Lamandau 

 

3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh 
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas 

otonomi sekluas-luasnya dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi 
seluas-luasnya dalam sisten dan prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia tahun 1945. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau. 

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

perangkat pada pemerintah daerah Kabupaten Lamandau. 
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau. 

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005–2025 yang 
selanjutnya disebut sebagai RPJPD adalah dokumen perencanaan 

pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung 
sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. 

8. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya 

disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 
(lima) tahun. 

9. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah  yang selanjutnya 
disingkat Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD untuk 

periode 5 (lima) tahun. 
10.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD 

adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 

tahun. 
11.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada 

akhir periode perencanaan. 
12.Misi adalah rumusan umum menganai upaya-upaya yang akan 

dilaksanakan untuk  mewujudkan visi. 
13.Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu 

dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab 

isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan. 
14.Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program 

atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. 
15.Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah 

untuk mencapai tujuan. 
 

BAB II 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
Pasal 2 

 
(1) RPJMD Kabupaten Lamandau, Tahun 2013-2018 adalah dokumen 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau untuk periode 
5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 
yang memuat visi, misi, dan program kepala daerah; arah kebijakan 

keuangan daerah; strategi pembangunan daerah; kebijakan umum; 
program SKPD; program lintas SKPD; program kewilayahan; rencana 

kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif; dan rencana kerja 
dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. 

(2) RPJMD Kabupaten Lamandausebagaimana dimaksuddalam ayat (1), 
disusun dengan tujuan untuk dijadikan acuan dalam setiap 
kegiatanpembangunan yang dilaksanakan di daerah kabupaten 

sekaligusdijadikan tolok ukur terhadap kinerja  Pemerintah Daerah. 
 

Pasal 3 
 

(1) Sistematika RPJMD Kabupaten Lamandaudisusun sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 
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BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 
BAB III GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS 
BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN 

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN  
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN 

DAERAH 
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS BESERTA 

KERANGKA PENDANAAN 

BAB IX  PENETAPAN INDIKATOR KINERJA PEMERINTAH DAERAH 
BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN 

(2) Isidan  uraian  perincian RPJMD  Kabupaten Lamandau  sebagaimana  
dimaksud  pada ayat  (1),  tercantum  dalam Lampiran  yang  merupakan  

bagian tidak  terpisahkan  dari Peraturan Daerah ini. 
 
 

Pasal 4 
 

 
Pelaksanaan lebih lanjut RPJMD Kabupaten LamandauTahun 2013-2018, 

dijabarkan ke dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(Renstra SKPD) 5 (lima) tahunan, Rencana Kerja Pembangunan Daerah 
(RKPD) tahunan, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja 

SKPD) tahunan. 
 

 
BAB III 

PENGENDALIAN DAN EVALUASI 
Pasal 5 

 

 
(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan RPJMD. 
(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kegiatan 

dalam rangka untuk mengarahkan program pembangunan daerah dan 
indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan 
yang dituangkan dalam RKPD  sesuai dengan rencana dalam RPJMD. 

(3) Evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1),mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai 

kerangka pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam 
upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah lingkup 

Kabupaten Lamandau. 
(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada  ayat (3), dilaksanakan untuk 

memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka 

menengah Kabupaten Lamandau dapat dicapai untuk mewujudkan visi 
pembangunan jangka panjang Kabupaten Lamandau dan pembangunan 

jangka menengah Provinsi Kalimantan Tengah. 
(5) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

 

BAB IV 
PERUBAHAN RPJMD 

Pasal 6 
 

(1) Perubahan RPJM Daerah hanya dilakukan, apabila: 
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a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses 

perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan 
rencana pembangunan daerah, 

b. hasil pengendalian dan evaluasi menujukkan bahwa substansi yang 

dirumuskan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan 
rencana pembangunan daerah, 

c. terjadi perubahan yang mendasar, dan/atau 

d. merugikan kepentingan nasional. 

(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf 
c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, 

krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran 
daerah, atau perubahan kebijakan nasional. 

(3) Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan nasional. 
 

 

Pasal 7 
 

 

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada pasal 6, ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah. 
 

 
Pasal 8 

 

 

Dalam hal pelaksanaan RPJM Daerah terjadi perubahan capaian sasaran 
tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir 

pembangunan jangka menengah, penetapan perubahan RPJM Daerah 
ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. 

 
 

BAB V 

KETENTUAN PERALIHAN 
Pasal 9 

 
 

(1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan  dan untuk  
menghindarikekosongan  rencana  pimbangunan  daerah,  maka 
penyusunan  RKPD  Tahun 2019berpedoman pada  sasaran pokok  arah 

kebijakan  RPJP  Kabupaten Lamandau  2005-2025,RPJP  Provinsi  
Kalimantan  Tengah 2005-2025,  dan  RPJMN  2015-2019. 

(2) Bupati  pada  tahun  terakhir  pemerintahannya  diwajibkan  menyusun  
RKPD  untuk tahunpertama  periode Pemerintahan  berikutnya. 

(3) RKPD sebagaimana  dimaksud  pada ayat (3),  digunakan  sebagai  
pedoman  untuk menyusun  APBD tahun  pertama  periode  
pemerintahan  Bupati  berikutnya. 

 
 

BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 10 
 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah 

Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan 
Daerah Nomor 02 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 



 119
Dokumentasi dan Informasi Hukum   2015.... Bagian Hukum  Setda Lamandau 

 

Kabupaten Lamandau Tahun 2009-2013, dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 

 
Pasal 11 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Lamandau.  
 

Ditetapkan di Nanga Bulik 
pada tanggal 4 Pebruari 2014 

 
BUPATI LAMANDAU, 

 

 
 

MARUKAN 
 

 
Diundangkan di Nanga Bulik 
pada tanggal 14 Pebruari 2014 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, 

 
 

          ARIFIN LP. UMBING 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
TAHUN 2014 NOMOR 122 SERI E 
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PENJELASAN  
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU 
NOMOR  01 TAHUN 2014 

 
TENTANG 

 
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 

KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 - 2018 

 
I. UMUM 

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam 

pelaksanaan proses perencanaan pembangunan daerah, setiap dokumen 
perencanaan pembangunan yang dihasilkan harus mengacu atau 
berpedoman kepada dokumen perencanaan yang ada di atas (pada tingkat 

pemerintahan yang lebih tinggi). Hal ini bertujuan untuk menjaga 
keterpaduan dan keselarasan pembangunan nasional, pembangunan di 

tingkat provinsi sampai pembangunan di tingkat kabupaten/kota. 
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 

2010 tentang Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 
2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pengertian 

pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki 
untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam 

aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap 
pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks 

pembangunan manusia.  
Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses 

penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur 

pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan 
pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam 
jangka waktu tertentu. 

Sistem perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan 
tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana 
pembangunan dalam jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD 

dan Renstra SKPD), dan tahunan (Rencana Kerja Pembangunan Daerah 
dan Rencana Kerja SKPD) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara 

pernerintahan Daerah dengan melibatkan masyarakat. Sebagai satu 
kesatuan sistem, masing-masing dokumen saling terkait dan konsisten 

dimana RPJPD memayungi arah kebijakan bagi RPJMD dalam 4 (empat) 
periode lima tahunan. Sedangkan, RPJMD memberi pedoman bagi RKPD 
melalui arah kebijakan tahunan dalam 5 (lima) tahun. Selain itu, RPJMD 

juga menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD 
sebagai pedoman perencanaan lima tahun masing-masing SKPD. 

Selanjutnya, Renstra SKPD menjadi pedoman bagi penyusun Rencana 
Kerja SKPD, yang menjadi masukan bagi penyusunan RKPD. 

 
Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Perda tentang 

RPJM Daerah Tahun 2013-2018 adalah untuk :(a)memberikan pedoman 

bagi SKPD dalam menyusun Renstra SKPD, (b)menjadi pedoman 
penyusunan RKPD setiap tahun selama periode tahun 2014 -2018, (c) 

menjadi tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintah Kabupaten 
Lamandau di bawah Bupati dan Wakil Bupati,   (d) menjadi tolok ukur 

penilaian keberhasilan Kepala SKPD dalam melaksanakan pembangunan 
sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggungjawab masing-
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masing dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan program kepala daerah, 
(e) menjadi instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten 

Lamandau dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah 
dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan sasaran program 

pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD, 
(f) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar 

pemerintahan daerah, maupun antara pemerintahan pusat dan 
pemerintahan daerah. 

 

Perda tentang RPJM Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013-
2018 terdiri dari 6 bab dan 11  pasal yang menagtur mengenai pengertian, 

sistematika penulisan RPJM Daerah Kabupaten Lamandau, pengendalian 
dan evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah. Serta lampiran yang merupakan 

satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perda tentang 
RPJM Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018.  
 

II. PASAL DEMI PASAL 
 

Pasal 1 
Cukup Jelas. 

 
Pasal 2 

Ayat (1) 

Cukup Jelas. 
 

Ayat (2) 
Cukup Jelas. 

 
Ayat (3) 

Cukup Jelas. 

 
Pasal 3 

Cukup Jelas. 
 

Pasal 4 
Cukup Jelas.  
 

Pasal 5  
Cukup Jelas. 

 
Pasal 6  

Ayat (1) 
Cukup Jelas. 

 

Ayat (2) 
Cukup Jelas. 

 
Ayat (3) 

Cukup Jelas. 
 

Pasal 7  

Cukup Jelas. 
 

Pasal 8 
Cukup Jelas. 

 
Pasal 9 
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Ayat (1) 
Cukup Jelas. 

Ayat (2) 
Cukup Jelas. 

 
Ayat (3) 

Cukup Jelas. 
 

Ayat (4) 

Cukup Jelas. 
 

Pasal 10 
Cukup Jelas. 

 
Pasal 11  

Cukup Jelas. 

 
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU 

TAHUN 2014  NOMOR 105  SERI E 
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BUPATI LAMANDAU 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 
 

  PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU 
NOMOR 02 TAHUN  2014 

 
TENTANG 

 

PERHITUNGAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH  
KABUPATEN LAMANDAU KEPADA PERUSAHAAN DAERAH  

AIR MINUM KABUPATEN LAMANDAU 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI LAMANDAU, 

 
Menimbang 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Mengingat 

: 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
: 

a. 

 
 

 
 
 

b. 
 

 
 

 
 
 

c. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
d. 

 
 
 

 
 

 
1. 

 
 
 

 

bahwa ketersedian air minum merupakan salah satu 

perwujudan dari cita cita Pemerintah Daerah 
Kabupaten Lamandau dan untuk mewujudkan 

ketersedian air minum tersebut memerlukan 
pengelolaan dalam pelaksanaanya; 
 

bahwa dalam pengelolaan ketersedian air minum 
Kabupaten Lamandau telah ditunjang dengan 

penyertaan modal dari Pemerintah Daerah Kabupaten 
Lamandau yang disetor sampai dengan Tahun 2013   

demi terpenuhinya operasional Perusahaan Daerah 
Air Minum (PDAM) Kabupaten Lamandau; 
  

bahwa untuk memberikan arah, landasan dan 
kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat 

dalam Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten 
Lamandau yang telah disetorkan sampai dengan 

Tahun 2013, maka diperlukan landasan yang 
memberikan payung hukum terhadap perhitungan 
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau 

kepada Perusahaaan Daerah Air Minum (PDAM) 
Kabupaten Lamandau; 

 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perhitungan 
Penyertaaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau 

kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 
Kabupaten Lamandau. 

 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang 

Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 2378); 
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2. 
 

 
 

 
 

3. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

4. 
 

 
 

 
5. 
 

 
 

 
6. 

 
 
 

 
 

7. 
 

 
 
 

 
8. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
9. 

 
 

 
 

 
 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999  tentang 
Penyelengaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari 

Korupsi, Kolusi Dan Nevotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten 
Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten 

Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten 
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten 

Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4180); 
 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421);  

 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapakali dirubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4844); 
 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
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10. 
 

 
 

 
 

11. 
 
 

 
 

12. 
 

 
 
 

 
13. 

 
 

 
 
 

14. 
 

 
 

 
 
 

15. 
 

 
 

16. 
 
 

 
17. 

 
 

 
 
 

18. 
 

 
 

 
 
19. 

 
 

 
 

20. 
 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang 
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 33); 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

 
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintah Daerah  Provinsi, Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 
 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 
2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2009; 
 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun  2014 Nomor 32); 

 
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 

Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air 
Minum (PDAM) Kabupaten Lamandau (Lembaran 

Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 Nomor 11 
Seri D); 
 

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang 

Menjadi Kewenangan Kabupaten Lamandau 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 

Nomor 27 Seri D); 
 
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 17 

Tahun 2008  Tentang Pengelolaan Barang Milik 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau 

Tahun 2008 Nomor 33, Seri E); 
 

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 
Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja 
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Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Dan 
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau 

(Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 
Nomor 86 Seri D). 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
dan 

 BUPATI LAMANDAU 

  
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH  TENTANG PERHITUNGAN 

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN LAMANDAU KEPADA PERUSAHAAN 
DAERAH AIR MINUM KABUPATEN LAMANDAU. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lamandau. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

4. Bupati adalah Bupati Lamandau. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau. 
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau. 

7. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah 
pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga, dan atau pemanfaatan 
modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu. 

8. Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang dan atau kekayaan 
daerah (yang belum dipisahkan) yang dapat dinilai dengan uang seperti 

tanah, bangunan, mesin- mesin, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-
hak lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah. 

9. Perusahaan Daerah Air Minum adalah Perusahaan Daerah Air Minum 
Kabupaten Lamandau. 

BAB II 

TUJUAN 
Pasal 2 

 
(1) Perhitungan penyertaan modal daerah kepada PDAM Kabupaten 

Lamandau bertujuan untuk menginventarisir modal daerah yang telah 
disertakan kepada PDAM Kabupaten Lamandau guna meningkatkan 
pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah pendapatan asli 

daerah, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang air 
minum. 

(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, 
perhitungan penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip 

ekonomi perusahaan/profit oriented dan pelayanan kepada 
masyarakat/social oriented. 
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BAB III 
PERHITUGAN PENYERTAAN MODAL 

Pasal 3 
 

(1) Jumlah penyertaan modal daerah yang telah disetor oleh Pemerintah 
Kabupaten Lamandau pada PDAM Kabupaten Lamandau sampai dengan 

Tahun 2013 adalah sebesar Rp. 16.128.756.55 (enam belas milyar 
seratus dua pulu delapan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima 
puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut : 

a. Sampai dengan Tahun 2007 sebesar Rp.634.675.655 (enam ratus tiga 
puluh empat juta enam ratus tujuh puluh lima enam ratus lima puluh 

lima rupiah); 
b. Tahun 2009 sebesar Rp. 588.200.000 (lima ratus delapan puluh 

delapan juta dua ratus ribu rupiah); dan 
c. Tahun 2010 sebesar Rp. 390.000.000 (tiga ratus sembilan puluh juta 

rupiah). 

(2) Perhitungan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
huruf b dan huruf c, dilakukan dalam bentuk barang/aset yang 

dirincikan sebagai berikut : 

No. Gol Uraian 
Nilai 

Ket 
2009 2010 

1 01 Tanah - - - 

2 02 Peralatan dan Mesin - - - 

3 03 Gedung dan Bangunan - - - 

4 04 Jalan,Irigasi dan Jaringan 588.200.000 390.000.000 - 

5 05 Aset Tetap Lainnya - - - 

6 06 Konstruksi Dalam 

Pengerjaan 

- - - 

Total                                 Rp. 978.200.000 

 

BAB VIII 
PENUTUP 

Pasal 4 
 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Lamandau. 

Ditetapkan di Nanga Bulik 
pada tanggal 4 Pebruari 2014                                    

             
BUPATI LAMANDAU, 

 

 
 

MARUKAN      
Diundangkan di Nanga Bulik 

pada tanggal 14 Februari 2014           
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, 

 
 

                 ARIFIN LP.UMBING 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU 

TAHUN 2014  NOMOR 123  SERI E 
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PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU 
NOMOR  02 TAHUN  2014 

 
TENTANG 

 
PERHITUNGAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH  

KABUPATEN LAMANDAU KEPADA PERUSAHAAN DAERAH  

AIR MINUM KABUPATEN LAMANDAU 
 

 
I. PENJELASAN UMUM 

 
pengelolaan ketersedian air minum perlu ditunjang dengan penyertaan 
modal dari Pemerintah Daerah yang disetor sampai dengan Tahun 2013   

untuk terpenuhinya operasional Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 
Kabupaten Lamandau. 

  
Untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua 

pihak yang terlibat dalam Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten 
Lamandau yang mana telah disetorkan sampai dengan Tahun 2013 
tersebut, diperlukan landasan yang memberikan payung hukum terhadap 

perhitungan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau kepada 
Perusahaaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lamandau yaitu 

melalui Peraturan Daerah yang mengatur terhadap Perhitungan Penyertaan 
Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Kepada Perusahaan Daerah Air 

Minum Kabupaten Lamandau; 
 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

 
Pasal 1 

Cukup Jelas 
 

Pasal 2 
Ayat (1) 
Cukup Jelas 

Ayat (2) 
Cukup Jelas 

 
Pasal 3 

Ayat (1) 
Cukup Jelas 
Ayat (2) 

Cukup Jelas 
 

Pasal 4 
Cukup Jelas 

 
 
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU 

TAHUN 2014 NOMOR  106 SERI E 
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BUPATI LAMANDAU 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU 

NOMOR  04  TAHUN 2014 
 

TENTANG 
 

KERJASAMA DESA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI LAMANDAU, 

 
Menimbang : a. 

 
 
 

b. 
 

 
 

 
 

c. 

 
 

bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi, fungsi 

dan peranan desa sebagai penggerak roda perekonomian 
dan pembangunan, perlu adanya kerjasama desa; 
 

bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 85 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang 

Desa dan Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa, perlu 

ditetapkan ketentuan mengenai Kerjasama Desa; 
 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu, menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Kerjasama Desa. 

 
Mengingat : 1. 

 
 
 

 
 

 
 

 
2. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

3. 
 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten 
Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, 
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, 

Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di 
Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 

 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4844); 
 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 
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4. 
 

 
 
 

 
5. 

 
 

 
 

6. 

 
 

 
 

 
7. 
 

 
8. 

 
 

 
9. 
 

 
 

 
 

 
10. 

 

 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 
 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang 

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4587); 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

PedomanPembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaran 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 1658, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Kerjasama Desa; 

 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita  
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 

 
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 05 
Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik 

Timur, Kecamatan Menthobi Raya, Kecamatan Sematu 
Jaya, Kecamatan Belantikan Raya, Kecamatan Batang 

Kawa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 
2005 Nomor 05 Seri D); 

 
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor  16  
Tahun tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 
Nomor 32 Seri D). 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU 
 

dan 

 
BUPATI LAMANDAU 

 
 

M E M U T U S K A N: 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA DESA. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 
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1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 

oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah 
sebagai Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

4. Bupati adalah Bupati Lamandau. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD 
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau  

6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di 
tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Lamandau. 

7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah 
Kabupaten. 

8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat 

yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat 

yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

10. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah 
lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Desa. 

11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 
12. Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa 

atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, 
pembangunan dan kemasyarakatan. 

13. Pihak ketiga adalah lembaga, badan hukum dan perorangan di luar 
pemerintahan desa. 

14. Force majeur adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan 

manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak 
dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana 

mestinya, Yang termasuk kategori keadaan kahar adalah peperangan, 
kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan 

bencana lainnya yang harus dinyatakan oleh pejabat/instansi yang 
berwenang. 
 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 
 

Kerjasama desa dimaksudkan untuk kepentingan desa dalam rangka 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

 

 
Pasal 3 

 
(1) Kerjasama desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama 

dan mencegah ketimpangan antar desa. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Manusia
http://id.wikipedia.org/wiki/Perang
http://id.wikipedia.org/wiki/Kerusuhan
http://id.wikipedia.org/wiki/Revolusi
http://id.wikipedia.org/wiki/Bencana_alam
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemogokan
http://id.wikipedia.org/wiki/Kebakaran
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(2) Kerjasama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berorientasi pada 
kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. 

 
BAB III 

RUANG LINGKUP 
Pasal 4 

 
Ruang lingkup Kerjasama Desa meliputi: 
a. kerja sama antar desa; dan 

b. kerja sama desa dengan pihak ketiga. 
 

 
Pasal 5 

 
(1) Desa dapat melakukan kerjasama antar desa sesuai dengan kewenangan 

yang dimilikinya. 

(2) Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. 
 

 
Pasal 6 

 
(1) Ruang lingkup kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 huruf b, meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, dan 

kemasyarakatan; 
(2) Kerjasama desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

4 ayat b, dapat dilakukan dalam bidang: 
a. peningkatan perekonomian masyarakat desa; 

b. peningkatan pelayanan pendidikan; 
c. kesehatan; 
d. sosial budaya; 

e. ketentraman dan ketertiban; 
f. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan 

memperhatikan kelestarian lingkungan; 
g. tenaga kerja; 

h. pekerjaan umum; 
i. batas desa; dan 
j. lain-lain kerjasama yang menjadi kewenangan desa. 

 
 

Pasal 7 
 

Kerjasama antar desa dapat dilakukan antara: 
a. Desa dengan desa dalam 1 (satu) kecamatan; dan 
b. Desa dengan desa di lain kecamatan dalam satu kabupaten. 

 
 

Pasal 8 
 

Kerjasama Desa dengan Desa lain di Kabupaten dalam 1 (satu) Provinsi 
harus mengikuti ketentuan Kerjasama Antar Daerah. 
 

Pasal 9 
 

Kerjasama desa dengan pihak ketiga dapat dilakukan dengan instansi 
pemerintah atau swasta maupun perorangan sesuai dengan obyek yang 

dikerjasamakan. 
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Pasal 10 
 

(1) Kerjasama antar desa ditetapkan dengan Keputusan Bersama. 
(2) Kerjasama desa dengan pihak ketiga ditetapkan dengan Perjanjian 

Bersama. 
 

 
Pasal 11 

 

(1) Penetapan Keputusan Bersama atau Perjanjian Bersama sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan 

kerjasama sesuai ketentuan yang berlaku. 
(2) Penetapan Keputusan Bersama atau Perjanjian Bersama sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat: 
a. ruang lingkup kerjasama; 
b. bidang kerjasama; 

c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama; 
d. jangka waktu; 

e. hak dan kewajiban; 
f. pembiayaan; 

g. tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan; 
h. penyelesaian perselisihan; dan 
i. lain-lain ketentuan yang diperlukan. 

 
 

BAB IV 
BENTUK KERJASAMA 

Pasal 12 
 

Bentuk kerjasama dalam masing-masing bidang dapat berupa : 

a. kerjasama manajemen; 
b. kerjasama operasional; 

c. kerjasama pembayaran; 
d. kerjasama pembagian keuntungan; 

e. kerjasama bagi hasil; dan 
f.  kerjasama lain-lain sesuai dengan kewenangannya. 
 

 
Pasal 13 

 
Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, harus dapat 

menjamin dan memperhatikan: 
a. peningkatan pembangunan desa; 
b. peningkatan pelayanan kepada masyarakat; 

c. peningkatan keuntungan bagi masing-masing desa; dan 
d. peranan dan tanggung jawab masing-masing pihak, dikaitkan dengan 

resiko yang terjadi baik dalam kerjasama maupun setelah berakhirnya 
perjanjian kerjasama. 

 
 

BAB V 

OBYEK KERJASAMA 
Pasal 14 

 
Obyek kerjasama meliputi pembangunan bidang-bidang sebagai berikut: 

a. ekonomi; 
b. pendidikan; 
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c. kesehatan; 
d. sosial budaya; 

e. ketentraman dan ketertiban; dan/atau 
f. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan 

memperhatikan kelestarian lingkungan. 
 

 
Pasal 15 

 

Obyek kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang telah diatur 
dan dikelola oleh pemerintah daerah tidak dapat dijadikan obyek kerjasama 

desa. 
 

 
BAB VI 

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB 

Pasal 16 
 

(1) Kepala Desa selaku pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa 
mempunyai tugas memimpin pelaksanaan kerjasama desa. 

(2) Kepala Desa mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan 
kerjasama desa secara partisipatif. 

(3) Kepala Desa wajib memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban 

pelaksanaan kerjasama desa kepada masyarakat melalui BPD. 
(4) Kepala Desa wajib memberitahukan perjanjian kerjasama kepada Camat. 

 
 

Pasal 17 
 

(1) Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas menampung dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penentuan bentuk kerjasama 
dan obyek yang dikerjasamakan. 

(2) Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas untuk mendorong 
partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan Kerjasama Desa mulai dari 

tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelestarian. 
(3) Badan Permusyawaratan Desa memberikan informasi keterangan 

pertanggungjawaban kepala desa mengenai kegiatan kerjasama desa 

kepada masyarakat. 
 

Pasal 18 
 

Kepala Desa dan BPD mempunyai kewajiban: 
a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 
b. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat; 

c. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam setiap pengambilan 
keputusan; 

d. memberdayakan masyarakat desa; dan 
e. mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan 

hidup. 
 

 

Pasal 19 
 

Pihak Ketiga yang melakukan Kerjasama Desa mempunyai kewajiban: 
a. mentaati segala ketentuan yang telah disepakati bersama; 

b. memberdayakan masyarakat lokal; 
c. mempunyai orientasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan 
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d. mengembangkan potensi obyek yang dikerjasamakan dengan 
memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. 

 
 

Pasal 20 
 

(1) Untuk kerjasama antar desa di dalam satu wilayah kecamatan dengan 
desa kecamatan lain harus melibatkan unsur kecamatan. 

(2) Untuk kerjasama antar desa di luar daerah harus mendapatkan 

persetujuan Bupati. 
 

BAB VII 
BADAN KERJASAMA DESA 

Pasal 21 
 

Dalam rangka pelaksanaan kerjasama desa sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4, dapat dibentuk Badan Kerjasama Desa. 
 

Pasal 22 
 

Pengurus Badan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, 
terdiri dari unsur: 
a. pemerintah desa; 

b. anggota badan permusyawaratan desa; 
c. lembaga kemasyarakatan; 

d. lembaga lainnya yang ada di desa; dan 
e. tokoh masyarakat. 

 
 

Pasal 23 

 
Pembentukan pengurus Badan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 22, ditetapkan dengan Keputusan Bersama. 
 

Pasal 24 
 

(1) Mekanisme dan tata kerja Badan Kerjasama Desa ditetapkan dengan 

Peraturan Desa. 
(2) Badan Kerjasama Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa. 

 
 

BAB VIII 
TATA CARA KERJASAMA 

Pasal 25 

 
(1) Rencana kerjasama desa dibahas dalam rapat musyawarah desa dan 

dipimpin langsung oleh Kepala Desa. 
(2) Rencana kerjasama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

membahas antara lain: 
a. ruang lingkup kerjasama; 
b. bidang kerjasama; 

c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama; 
d. jangka waktu; 

e. hak dan kewajiban; 
f. pembiayaan; 

g. penyelesaian perselisihan; dan 
h. lain-lain ketentuan yang diperlukan. 
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(3) Hasil pembahasan kerjasama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2), menjadi acuan Kepala Desa dan/atau Badan Kerjasama 

Desadalam melakukan kerjasama desa. 
 

 
Pasal 26 

 
(1) Hasil pembahasan rencana kerjasama desa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 25 dibahas bersama dengan desa dan/atau pihak ketiga 

yang akan melakukan kerjasama desa. 
(2) Hasil pembahasan rencana kerjasama desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), memuat antara lain: 
a. ruang lingkup kerjasama; 

b. bidang kerjasama; 
c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama; 
d. jangka waktu; 

e. hak dan kewajiban; 
f. pembiayaan; 

g. penyelesaian perselisihan; dan 
h. lain-lain ketentuan yang diperlukan. 

(3) Hasil kesepakatan pembahasan kerjasama desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), ditetapkan dalam Keputusan Bersama atau Perjanjian 
Bersama Kerjasama Desa. 

 
BAB IX 

PERUBAHAN DAN PEMBATALAN 
Pasal 27 

 
Perubahan dan pembatalan kerjasama desa harus dimusyawarahkan untuk 
mencapai mufakat dengan melibatkan berbagai pihak yang terikat dalam 

kerjasama desa. 
 

Pasal 28 
 

Perubahan kerjasama desa dapat dilakukan apabila: 
a. terjadi situasi force majeur; 
b. atas permintaan salah satu pihak dan atau kedua belah pihak; 

c. atas hasil pengawasan dan evaluasi Badan Permusyawaratan Desa; dan 
d. kerjasama desa telah habis masa berlakunya. 

 
 

Pasal 29 
 

Pembatalan kerjasama desa dapat dilakukan apabila: 

a. salah satu pihak dan atau kedua belah pihak melanggar kesepakatan; 
b. kerjasama desa bertentangan dengan ketentuan diatasnya; dan 

c. merugikan kepentingan masyarakat. 
 

 
BAB X 

TENGGANG WAKTU 

Pasal 30 
 

Penentuan tenggang waktu kerjasama desa ditentukan dalam kesepakatan 
bersama oleh kedua belah pihak yang melakukan kerjasama. 
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Pasal 31 
 

(1) Penentuan tenggang waktu kerjasama desa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 30, antara lain harus memperhatikan: 

a. ketentuan yang berlaku; 
b. ruang lingkup; 

c. bidang kerjasama; 
d. pembiayaan; dan 
e. ketentuan lain mengenai Kerjasama desa. 

(2) Penentuan tenggang waktu Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), memperhatikan saran dari Camat selaku pembina dan pengawas 

kerjasama desa. 
 

BAB XI 
PENYELESAIAN PERSELISIHAN 

Pasal 32 

 
Setiap perselisihan yang timbul dalam kerjasama desa harus diselesaikan 

secara musyawarah dan mufakat serta dilandasi dengan semangat 
kekeluargaan. 

 
Pasal 33 

 

(1) Perselisihan kerjasama desa dalam satu kecamatan, difasilitasi dan 
diselesaikan oleh Camat. 

(2) Perselisihan kerjasama desa lain kecamatan pada satu kabupaten 
difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati. 

(3) Perselisihan kerjasama desa lain kabupaten/kota dalam satu provinsi 
difasilitasi dan diselesaikan oleh Gubernur. 
 

Pasal 34 
 

Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, bersifat 
final dan ditetapkan dalam suatu keputusan. 

 
BAB XII 

PEMBIAYAAN 

Pasal 35 
 

(1) Pembiayaan kerjasama desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, yang 
sifatnya membebani masyarakat dan desa, terlebih dahulu mendapatkan 

persetujuan BPD. 
(2) Kegiatan dan biaya dari bentuk kerjasama desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), wajib dituangkan dalam APBDesa. 

 
Pasal 36 

 
Pembiayaan dalam rangka kerjasama desa dibebankan kepada pihak-pihak 

yang melakukan kerjasama. 
 

BAB XIII 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 
Pasal 37 

 
(1) Pemerintah kabupaten dan kecamatan melakukan pembinaan dan 

pengawasan atas pelaksanaan kerjasama desa. 



 138
Dokumentasi dan Informasi Hukum   2015.... Bagian Hukum  Setda Lamandau 

 

(2) Pembinaan dan pengawasan pemerintah kabupaten sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), meliputi : 

a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan kerjasama desa; 
b. memberikan pedoman teknis pelaksanaan kerjasama desa; 

c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kerjasama desa; 
dan 

d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan 
kerjasama desa. 

(3) Pembinaan dan pengawasan pemerintah kecamatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
a. memfasilitasi kerjasama desa; 

b. melakukan pengawasan kerjasama desa; dan 
c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan 

kerjasama desa. 
 

BAB XIV 

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 38 

 
Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling 

lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. 
 

Pasal 39 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Lamandau. 
 

Ditetapkan di Nanga Bulik 
pada tanggal 4 Pebruari 2014 

 
BUPATI LAMANDAU, 

 
 
 

MARUKAN 
 

Diundangkan di Nanga Bulik 
pada tanggal 14 Februari 2014 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, 
 

 
                  ARIPIN LP. UMBING 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
TAHUN 2014 NOMOR 125 SERI E 
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PENJELASAN 
ATAS 

 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
NOMOR 04  TAHUN 2014 

 
TENTANG 

 
KERJASAMA DESA 

 

I. PENJELASAN UMUM 
Dengan ditertibkannya Undang-Undang Nomor Perubahan atas 

Undang-Undanag Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan 
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, 

maka dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, fungsi, 
peranan Desa serta upaya untuk mewujudkan Desa sebagai salah satu 
penggerak roda pembangunan baik di Daerah maupun ditingkat Nasional, 

perlu adanya Kerjasama Desa.  
 

Bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 72 
Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu diatur tentang Kerjasama Desa. 

Untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah tersebut, maka salah satu hal 
yang harus dilaksanakan oleh daerah adalah menetapkan Peraturan Daerah 
Kabupaten Sukamara tentang Kerjasama Desa. 

 
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

 
Pasal 1 

Cukup Jelas. 
Pasal 2 
Cukup Jelas. 

Pasal 3 
Ayat (1) 

Cukup Jelas. 
Ayat (2) 

Cukup Jelas. 
Pasal 4 
Cukup Jelas. 

Pasal 5 
Ayat (1) 

Cukup Jelas. 
Ayat (2) 

Cukup Jelas. 
Pasal 6 
Ayat (1) 

Cukup Jelas. 
Ayat (2) 

Cukup Jelas. 
Pasal 7 

Ayat (1) 
Cukup Jelas. 
Ayat (2) 

Cukup Jelas 
Pasal 8 

Cukup Jelas. 
Pasal 9 

Cukup Jelas. 
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Pasal 10 

Ayat (1) 
Cukup Jelas. 

Ayat (2) 
Cukup Jelas. 

Pasal 11 
Ayat (1) 
Cukup Jelas. 

Ayat (2) 
Cukup Jelas. 

Pasal 12 
Cukup Jelas. 

Pasal 13 
Cukup Jelas. 
Pasal 14 

Cukup Jelas. 
Pasal 15 

Cukup Jelas. 
Pasal 16 

Ayat (1) 
Cukup Jelas. 
Ayat (2) 

Cukup Jelas. 
Ayat (3) 

Cukup Jelas. 
Ayat (4) 

Cukup Jelas. 
Pasal 17 
Ayat (1) 

Cukup Jelas. 
Ayat (2) 

Cukup Jelas 
Ayat (3) 

Cukup Jelas 
Pasal 18 
Cukup Jelas. 

Pasal 19 
Cukup Jelas. 

Pasal 20 
Ayat (1) 

Cukup Jelas. 
Ayat (2) 
Cukup Jelas. 

Pasal 21 
Cukup Jelas. 

Pasal 22 
Cukup Jelas. 

Pasal 23 
Cukup Jelas. 
Pasal 24 

Ayat (1) 
Cukup Jelas. 

Ayat (2) 
Cukup Jelas 
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Pasal 25 
Ayat (1) 

Cukup Jelas. 
Ayat (2) 

Cukup Jelas 
Ayat (3) 

Cukup Jelas 
Pasal 26 
Ayat (1) 

Ayat (2) 
Cukup Jelas 

Ayat (3) 
Cukup Jelas 

Pasal 27 
Cukup Jelas 
Pasal 28 

Cukup Jelas. 
Pasal 29 

Cukup Jelas. 
Pasal 30 

Cukup Jelas. 
Pasal 31 
Ayat (1) 

Cukup Jelas. 
Ayat (2) 

Cukup Jelas 
Pasal 32 

Cukup Jelas. 
Pasal 33 
Ayat (1) 

Cukup Jelas. 
Ayat (2) 

Cukup Jelas 
Ayat (3) 

Cukup Jelas 
Pasal 34 
Cukup Jelas. 

Pasal 35 
Ayat (1) 

Cukup Jelas. 
Ayat (2) 

Cukup Jelas 
Pasal 36 
Cukup Jelas. 

Pasal 37 
Ayat (1) 

Cukup Jelas. 
Ayat (2) 

Cukup Jelas 
Ayat (3) 
Cukup Jelas 

Pasal 38 
Cukup Jelas. 

Pasal 39 
Cukup Jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
TAHUN 2014 NOMOR 108 SERI E 
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BUPATI LAMANDAU 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU 

NOMOR  05  TAHUN 2014 
 

T E N T A N G 
 

PENYELENGGARAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH                                      

KEPADA PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH            
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI LAMANDAU, 

 

Menimbang 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

: 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

a. 
 

 
 

 
 
 

 
 

b. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
c. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
d. 

 
 

 
 

bahwa sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan 
kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan 

dunia usaha guna meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah telah 

dibentuk Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit 
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Peraturan 
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 

2012; 
 

bahwa untuk mendukung struktur permodalan, 
meningkatkan kapasitas usaha, kompetisi 

pertumbuhan dan perkembangan Perseroan Terbatas 
Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan 
Tengah dalam rangka peningkatan perekonomian 

daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, 
pemerintah daerah perlu melakukan penyertaan 

modal pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit 
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah; 

 
bahwa berdasarkan Kesepakatan Bersama 
Bupati/Walikota Se-Kalimantan Tengah tentang  

Penyertaan Modal Pada PT. Jamkrida Kalteng, telah 
disepakati Pemerintah Kabupaten/Kota Se-

Kalimantan Tengah untuk menganggarkan dana 
penyertaan modal pada PT. Jamkrida Kalteng melalui 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
masing-masing yang dilaksanakan pada Tahun 
Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2015; 

 
bahwa untuk memberikan landasan hukum terhadap 

penyertaan modal daerah sesuai ketentuan Pasal 41 ayat 
(5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa 
penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan 
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e. 
 

 
 

negara/daerah/swasta ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah dan sesuai ketentuan Pasal 75 Peraturan 

Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah, menyatakan bahwa penyertaan 

modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila 
jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran 

berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah 
tentang penyertaan modal daerah berkenaan; 
 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf 

d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 
Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas 

Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan 
Tengah. 
 

  1. 
 

 
 

 
2. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
3. 

 
 

 
 
4. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

5. 
 
 

 
 

 
6. 

 
 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang 
Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387); 

 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten 

Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten 
Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten 

Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten 
Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4180); 

 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah  terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua atas  Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4844); 
 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 
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7. 
 

 
 

 
8. 
 

 
 

 
9. 

 
 
 

 
 

10. 
 

 
 
 

11. 
 

 
 

 
 
12. 

 
 

 
 

 
 
13. 

 
 

 
 

 
14. 
 

 
 

 
 

 
15. 
 

 
 

 
 

16. 
 

Republik Indonesia Nomor 4724); 
 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 

 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang 
Usaha, Mikro Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 

 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 
 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang 
Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5355); 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4593); 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

  
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

 
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang 
Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaga 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4761); 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang 
Investasi Pemerintah (Lembaga Negara Republik 
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17. 

 
 

 
18. 
 

 
 

 
19. 

 
 
 

 
 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun  2014 Nomor 32). 

 
Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 13 
Tahun 2012 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan 

Kredit Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran 
Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 13); 

 
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 

Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Lamandau Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 53 
Seri D). 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU 

 

dan 
 

BUPATI LAMANDAU 
 

 
MEMUTUSKAN: 

 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL 

DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN 
KREDIT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH. 

 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:  
1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 

oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 
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4. Bupati adalah Bupati Lamandau. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau. 
6. Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan 

Tengah yang selanjutnya disebut PT JAMKRIDA KALTENG adalah Badan 
Usaha yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan 

Tengah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemegang Saham lainnya yang 
bergerak di bidang keuangan dengan usaha pokok melakukan 
Penjaminan. 

7. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lainnya yang bukan 
uang yang dimiliki oleh penanaman modal yang mempunyai nilai 

ekonomis. 
8. Penyertaan modal daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan 

daerah yang tidak dipisahkan, menjadi kekayaan daerah yang 
dipisahkan, untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada 
badan usaha atau badan hukum lainnya. 

9. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang belum dipisahkan baik 
berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti : 

tanah, bangunan, mesin-mesin, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-
hak lainnya. 

10. Hasil usaha adalah laba yang diperoleh dari penyertaan modal. 
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Lamandau. 
 

 
BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 
Pasal 2 

 

 
Penyertaan Modal Daerah pada PT. JAMKRIDA KALTENG dimaksudkan 

untuk mendukung struktur permodalan, meningkatkan kapasitas usaha, 
kompetisi pertumbuhan dan perkembangan PT. JAMKRIDA KALTENG serta 

untuk memperoleh manfaat ekonomi dan sosial.  
 

 

Pasal 3 
 

 
Penyertaan Modal Daerah pada PT. JAMKRIDA KALTENG bertujuan untuk 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan 
daerah dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat. 

 

 
BAB III 

JUMLAH DAN TATA CARA PENYERTAAN MODAL 
Pasal 4 

 
 

(1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Lamandau pada PT. 

JAMKRIDA KALTENG sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah). 
(2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara 

bertahap dengan rincian: 
a. Tahun 2013 sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);  

b. Tahun 2014 sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta 
rupiah); dan 
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c. Tahun 2015 sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 
(3) Guna memenuhi bagian penyertaan modal Pemerintah Kabupaten 

Lamandau yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2), Pemerintah Kabupaten Lamandau menganggarkan dalam 

APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD pada tiap-
tiap tahun anggaran. 

(4) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Lamandau pada PT. 
JAMKRIDA KALTENG untuk Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada  
ayat (2) huruf a, ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan 

APBD Tahun Anggaran 2013. 
 

 
Pasal 5 

 
 

Dalam rangka penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Lamandau 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bupati memproses penyertaan modal 
sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan. 

 
 

BAB IV 
PENAMBAHAN, PENGURANGAN DAN 
PENARIKAN PENYERTAAN MODAL 

Pasal 6 
 

 
(1) Pemerintah Daerah dapat menambah dan mengurangi besarnya 

penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sesuai dengan 
kemampuan keuangan daerah. 

(2) Pengurangan besarnya penyertaan modal dapat dilakukan karena dijual, 

dihibahkan, atau dialihkan kepada BUMD lainnya. 
(3) Penarikan seluruh dana penyertaan dapat dilakukan apabila PT. 

JAMKRIDA KALTENG sudah tidak layak untuk beroperasi. 
(4) Penambahan, pengurangan dan/atau penarikan penyertaan modal 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah. 

(5) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan 

perubahan atas Peraturan Daerah ini. 
 

 
BAB V 

PEMBAGIAN KEUNTUNGAN 
Pasal 7 

 

 
(1) Pembagian keuntungan  dari penyertaan modal daerah dihitung 

berdasarkan jumlah modal yang disertakan pada PT. JAMKRIDA 
KALTENG. 

(2) Besarnya keuntungan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham 
setelah dikurangi dengan pajak Perseroan. 

(3) Pembagian keuntungan dari hasil usaha yang menjadi hak pemerintah 

daerah yang diperoleh selama 1 (satu) tahun anggaran disetorkan ke Kas 
Daerah serta dialokasikan dalam APBD. 
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BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Lamandau.  

 
Ditetapkan di Nanga Bulik  

tanggal 4 Pebruari 2014      
 

BUPATI LAMANDAU, 
 
 

 
MARUKAN 

 
Diundangkan di Nanga Bulik  

pada tanggal 14 Februari 2014      
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,  

        
 

                   ARIFIN LP. UMBING 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  

TAHUN 2014 NOMOR  126  SERI E 
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PENJELASAN 
ATAS 

 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU 
NOMOR   05  TAHUN 2014 

 
T E N T A N G 

 
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. JAMKRIDA  

KALIMANTAN TENGAH 

 
I.  UMUM  

 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara mengamanatkan pemerintah untuk melakukan investasi dengan 

tujuan memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, meningkatkan 
kapasitas dan kemampuan teknologi. Investasi tersebut merupakan wujud 
dari peran pemerintah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum 

sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945.  

 

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, 
mengamanatkan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah pada 
perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah, 

sehingga dengan demikian diharapkan dapat menjamin terlaksananya tertib 
administrasi dan pengelolaan penyertaan modal daerah kepada Badan 

Usaha swasta dalam bentuk Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas 
Jamkrida Kalimantan Tengah. Disamping itu untuk memperluas Investasi 

Pemerintahan Daerah khususnya dalam bentuk Investasi Langsung yaitu 
melalui penyertaan modal daerah, dan memberikan peluang kerjasama 
dalam berinvestasi, serta menjamin Badan Usaha dalam bekerjasama 

berinvestasi disadari perlunya membentuk Peraturan Daerah tentang 
Penyertaan Modal Daerah. 

 

Penyertaan Modal Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Daerah ini dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas sebagai berikut: 

a. asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah 
di bidang Investasi Pemerintah dilaksanakan oleh Bupati, Kepala SKPD, 

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, 
dan Badan Usaha sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-

masing. 
b. asas kepastian hukum, yaitu penyertaan modal daerah harus 

dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

c. asas efisiensi, yaitu penyertaan modal diarahkan agar dana penyertaan 

modal digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang 
diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan 

fungsi pemerintahan secara optimal. 
d. asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan penyertaan modal daerah harus 

dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan 
rasa keadilan dan kepatutan. 

e. asas kepastian nilai, yaitu penyertaan modal daerah harus didukung 

oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai yang disertakan dalam rangka 
optimalisasi pemanfaatan dana dan penyusunan laporan keuangan 

Pemerintahan Daerah. 
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Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan 
pendanaan dan memperlancar kegiatan dunia usaha guna meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi Daerah Kalimantan Tengah telah dibentuk PT. 
JAMKRIDA KALTENG dengan Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 

13 Tahun 2012. Untuk mendukung struktur permodalan, meningkatkan 
kapasitas usaha, kompetisi pertumbuhan dan perkembangan PT. JAMKRIDA 

KALTENG dalam rangka peningkatan perekonomian daerah dan 
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pemerintah daerah perlu melakukan 
penyertaan modal pada PT. JAMKRIDA KALTENG. 

 

Penyertaan modal daerah merupakan salah satu sumber pendapatan 

daerah dan juga salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakat. 

 

 Dengan demikian penetapan Peraturan Daerah tentang Penyertaan 
Modal Daerah dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sosial, 

meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi dengan tujuan untuk 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan 

daerah dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat. Hal ini 
menujukan bahwa pemerintah daerah telah melakukan upaya dalam 

pengelolaan dan mendayagunakan aset potensi daerah berupa kekayaan 
daerah atau investasi dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan 
asli daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan 

perekonomian serta pembangunan daerah. 

 

Salah satu upaya mendorong pembangunan daerah tersebut perlu 
didukung dengan sumber pembiayaan daerah melalui ekstensifikasi 

sumber-sumber pendapatan daerah, yaitu dari hasil kegiatan pengelolaan 
kekayaan daerah atau investasi melalui penyertaaan modal daerah kepada 
Badan Usaha dan/atau Badan Hukum lainnya. 

 

II.  PASAL DEMI PASAL  

Pasal 1 
 Cukup jelas. 

Pasal 2 
 Cukup jelas. 
Pasal 3 

 Cukup jelas. 
Pasal 4 

 Cukup jelas. 
Pasal 5 

 Cukup jelas. 
Pasal 6 
 Cukup jelas. 

Pasal 7 
 Cukup jelas. 

Pasal 8 
 Cukup jelas. 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
TAHUN 2014 NOMOR 109 SERI E 
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BUPATI LAMANDAU 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU 

NOMOR  06  TAHUN 2014 
 

T E N T A N G 
 

HIBAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI LAMANDAU, 

 
Menimbang : a. 

 

 
 

 
 

 
b. 
 

 
 

 
 

 
c. 
 

 
 

 
 

d. 

bahwa kesejahteraan dan kemakmuran merupakan 
tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan amanat 

Pancasila sila kelima dan Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea 

keempat sehingga perlu ditingkatkan lajunya 
pembangunan; 

 
bahwa lajunya pembangunan terutama di wilayah 
Kabupaten Lamandau, salah satunya dapat ditunjang 

melalui Hibah kepada Pemerintah Daerah yang 
bersifat sukarela, tanpa pamrih, serta tidak 

bertentangan dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-Undangan yang berlaku; 

 
bahwa untuk memberikan arah, landasan dan 
kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat 

dalam Hibah kepada Pemerintah Daerah, maka 
diperlukan pengaturan tentang Hibah kepada 

Pemerintah Daerah; 
 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c,  perlu 
membentuk membentuk Peraturan Daerah 

Kabupaten Lamandau tentang Hibah Kepada 
Pemerintah Daerah. 

 
Mengingat 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

: 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

1. 

 
 
 

 
2. 

 
 

 
 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029); 

 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari 
Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
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3. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

4. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

5. 
 

 
 

 
 
 

6. 
 

 
 

 
 
7. 

 
 

 
 

 
8. 
 

 
 

 
 

9. 
 
 

 
 

 
 

10. 
 

Nomor 3851); 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten 
Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten 

Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten 
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten 

Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4180); 
 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah  terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas  Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 
 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 

Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 
 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4389);  
 
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3258); 

 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4593); 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
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11. 

 
 
 

 
 

13. 
 

 
 
 

14. 
 

 
 

15. 
 
 

 
 

 
16. 

 
 
 

 

Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

 
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaga Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4741); 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272); 
 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun  2014 Nomor 32); 
 

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 
Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 

2007 Nomor 27 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Lamandau Nomor 27 Seri E); 

 
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 

Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Lamandau Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 53). 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU 

 
dan 

 

BUPATI LAMANDAU 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HIBAH KEPADA 
PEMERINTAH DAERAH. 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:  
12. Daerah adalah Kabupaten Lamandau. 
13. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 

oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

14. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 



 154
Dokumentasi dan Informasi Hukum   2015.... Bagian Hukum  Setda Lamandau 

 

15. Bupati adalah Bupati Lamandau. 
16. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau. 
17. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat adalah 

Pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku. 

18. Pejabat yang ditunjuk yang selanjutnya disebut Pejabat adalah Pegawai 
yang diberi tugas tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan 
yang berlaku. 

19. Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu 
dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau 

sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan 
dilakukan melalui perjanjian. 

20. Hibah kepada Pemerintah Daerah adalah Hibah yang diberikan kepada 
Pemerintah Daerah dan bersifat mengikat sebagai salah satu bentuk 
hubungan antara pihak lain dengan daerah untuk mendukung 

pelaksanaan kegiatan daerah dan di kelompokkan sebagai salah satu 
komponen lain-lain pendapatan dalam APBD. 

 
BAB II 

BENTUK DAN SUMBER HIBAH 
 

Bagian Kesatu 

Bentuk 
Pasal 2 

 
 

(1) Dengan Peraturan Daerah ini diatur Hibah Daerah. 
(2) Hibah Daerah sebagainama dimaksud dalam ayat (1), adalah hibah 

kepada Pemerintah Daerah. 

(3) Hibah kepada Pemerintah Daerah dapat berbentuk uang, barang 
dan/atau jasa; 

(4) Hibah kepada Pemerintah Daerah dilakukan melalui perjanjian; 
(5) Hibah kepada Pemerintah Daerah bersifat sosial dan tidak mengikat. 

 
Bagian Kedua 
Sumber Hibah 

Pasal 3 
 

Pemberian hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 ayat (2), berasal dari: 

a. Pemerintah; 
b. Pemerintah Daerah; 
c. Badan, lembaga atau organisasi dalam negeri; dan/atau 

d. Kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri. 
 

BAB III 
PERJANJIAN HIBAH 

Pasal 4 
 

(1) Hibah kepada Pemerintah Daerah dilakukan melalui perjanjian. 

(2) Perjanjian hibah kepada Pemerintah Daerah ditandatangani oleh Bupati 
atau pejabat yang diberi kuasa dan pemberi hibah sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 3. 
(3) Perjanjian hibah kepada Pemerintah daerah paling sedikit memuat: 

a. Tujuan hibah; 
b. Bentuk dan/atau jumlah hibah; 
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c. Pemberi dan sumber hibah; 
d. Penerima hibah; 

e. Persyaratan hibah; 
f. Tata cara penyaluran hibah; 

g. Tata cara pelaporan dan pemantauan hibah; 
h. Hak dan kewajiban pemberi dan penerima hibah; dan 

i. Sanksi. 
(4) ketentuan mengenai tata cara perjanjian hibah kepada Pemerintah 

Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. 

 
BAB IV 

KETENTUAN PERALIHAN 
Pasal 5 

 
Hibah kepada Pemerintah Daerah yang diperoleh sebelum berlakunya 
Peraturan Daeran ini dianggap diterima secara sah sepanjang tidak 

bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang 
berlaku. 

 
BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 6 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 
  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Lamandau.  
 

Ditetapkan di Nanga Bulik  

pada tanggal  4 Pebruari 2014     
 

BUPATI LAMANDAU, 
 

 
 

MARUKAN 

 
Diundangkan di Nanga Bulik  

pada tanggal 14 Februari 2014  
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,  
        
 

 
                      ARIFIN LP. UMBING 

 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  

TAHUN 2014 NOMOR  127 SERI E 
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PENJELASAN 
ATAS 

 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU 
NOMOR 06 TAHUN 2014 

 
T E N T A N G 

 
HIBAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH 

 

 
I.  UMUM  

 Sehubungan dengan upaya peningkatan laju pembangunan di wilayah 
Kabupaten Lamandau, maka salah satunya dapat dijunjang melalui hibah 

kepada Pemerintah Daerah yang bersifat sukarela, tanpa pamrih serta tidak 
bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang 
berlaku. 

 

Hibah kepada Pemerintah Daerah di harapkan dapat dikelola dan 

dilaksanakan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-
undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab 

dengan memperhatikan rasa keadilan daan kepatutan. 

 

II.  PASAL DEMI PASAL  

Pasal 1 
 Cukup jelas. 

Pasal 2 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Pasal 3 
Huruf a 
 Cukup jelas. 

Huruf b 
 Pemerintah Daerah adalah pemerintah daerah Kabupaten/kota lain 

selaku pemberi hibah kepada Pemerintah Kabupaten Lamandau. 
Huruf c 

 Cukup jelas. 
Huruf d 
 Cukup jelas. 

Pasal 4 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 
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Pasal 5 
 Cukup jelas. 

Pasal 6 
 Cukup jelas. 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  

TAHUN 2014 NOMOR  110 SERI E 
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B 
U 

 
 
 

B 

BUPATI LAMANDAU 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

 

 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU 
NOMOR 07  TAHUN 2014 

 
TENTANG 

 
PEDOMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA  

DI KABUPATEN LAMANDAU 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI LAMANDAU, 

 
Menimbang : a. 

 

 
 

 
 

 
 

b. 

 
 

 
 

 
 

c. 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 
Peraturan PemerintahNomor 72 Tahun 2005 tentang 

Desa dan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan 

Pembangunan Desa, tahapan, tata cara penyusunan, 
pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana 

pembangunan desa diatur dengan Peraturan Daerah; 
 

bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi 

perencanaan pembangunan desa dan untuk 
memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam 

penyusunan Peraturan desa tentang RPJMDesa dan 
Keputusan Kepala Desa Rencana Kerja Pembangunan 

Desa, perlu adanya pengaturan yang jelas; 
 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta 
memperhatikan aspirasi yang berkembang dari 

masyarakat dan desa, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Perencanaan Pembangunan Desa di 

Kabupaten Lamandau. 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun  2002 tentang 

Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten 
Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten 

Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten 
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten 

Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4180); 
 

 : 2. 
 

 

Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
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3. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
4. 
 

 
 

 
 

5. 
 
 

 
 

 
6. 

 
 
 

 
 

7. 
 

 
 
 

8. 
 

 
 

 
 
 

9. 
 

 
 

 
 
 

10. 
 

 
 

 
 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

 
Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

 
Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
 

Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4587); 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
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11. 
 

 
 

12. 
 
 

13. 
 

 
14. 

 
 
 

15. 
 

 
 

16. 
 
 

 
 

 

Keuangan Daerah; 
 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 
2007 tentang Pendayagunaan Dan Pemanfaatan Data 

Profil Desa Dan Profil Kelurahan; 
 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 
2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 

 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 
2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa; 

 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 

2007 tentang Pendataan Program Pembangunan 
Desa/Kelurahan; 

 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita  

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);  
 

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 
Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Lamandau 2013-2018 

(Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 
Nomor 122 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Lamandau Nomor 105 Seri E). 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU 

 

dan 
 

BUPATI LAMANDAU 
 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN LAMANDAU. 

 
 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 
oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

4. Bupati adalah Bupati Lamandau. 
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5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD 
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau. 

6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah 
Kabupaten Lamandau. 

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas 
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat 
yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan 
adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan desa. 

10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh 
BPD bersama Kepala Desa. 

11. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang 
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 

pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. 
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disingkat APBN 

adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang dibahas dan 

disetujui bersama oleh Pemerintah dan DPR dan ditetapkan dengan 
Undang-Undang. 

13. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang 
terdiri atas Sekretariat Desa, kepala urusan dan pelaksana teknis 

lapangan. 
14. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala 

Desa dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan 

serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. 
15. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan 

perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa 
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 

16. Lembaga Kemasyarakatan, atau yang disebut dengan nama lain adalah 
lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan 
merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat 

seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD). 
17. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang 
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan 

dengan hak dan kewajiban desa tersebut. 
18. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada 

akhir periode perencanaan. 

19. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 

20. Program adalah instrumen atau penjabaran kebijakan yang berisi satu 
atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa atau 

lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi 
anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh 
pemerintah desa dengan menggunakan sumber daya yang disediakan 

untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Pemerintah Desa. 
21. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau 

lebih unit kerja pada Pemerintah Desa sebagai bagian dari pencapaian 
sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan 

tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber 
daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, 
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atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut 
sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam 

bentuk barang/jasa. 
22. Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa adalah Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan 
Desa. 

23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya 
disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 
(lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah 

kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program, dan program 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD dan program 

prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja. 
24. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa 

adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan 
penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi 
desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang 

dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan 
pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh 

pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi 
masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

dan RPJM Desa. 
25. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan 

pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat dan 

gotong royong yang merupakan cara hidup bermasyarakat yang telah 
lama berakar budaya di wilayah Indonesia. 

26. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya 
disingkat Musrenbangdesa adalah forum musyawarah tahunan yang 

dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa 
(pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak 
yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati 

rencana kegiatan desa selama 5 (lima) tahun dan 1 (satu) tahunan. 
27. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang selanjutnya 

disingkat (DU-RKP-Desa) adalah daftar yang merupakan usulan kegiatan 
pembangunan Desa yang menggunakan dana yang sudah jelas 

sumbernya baik dari APBN, APBD (Provinsi, Kabupaten) APBDesa, 
Swadaya Masyarakat dan Kerjasama dengan Pihak Ketiga. 

28. Sketsa Desa adalah gambaran desa secara kasar/umum mengenai 

keadaan sumber daya fisik (alam dan buatan) yang digunakan sebagai 
alat untuk menggali masalah-masalah yang berhubungan dengan 

keadaan sumber daya pembangunan dan potensi yang tersedia untuk 
mengatasi masalah. Hasilnya berupa masalah sosial, ekonomi, 

pendidikan, kesehatan dan keamanan. 
29. Kalender Musim adalah alat untuk mengetahui masa-masa kritis dalam 

kehidupan masyarakat, yaitu saat-saat dirasakannya masalah-masalah 

yang menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar dan terjadi cukup parah 
dan berulang-ulang. 

30. Bagan Kelembagaan adalah suatu gambaran keadaan peran (manfaat) 
lembaga-lembaga di desa baik lembaga formal maupun lembaga non 

formal bagi masyarakat. 
31. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang 

meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya 

manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan 
kemajuan dan permasalahan yang dihadapi oleh desa. 

32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB 
Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang 

dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang 
ditetapkan dengan Peraturan Desa. 
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33. Alokasi Dana Perimbangan Desa adalah dana yang dialokasikan dari 
Pemerintah Kabupaten untuk Desa yang bersumber dari bagian dana 

penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan 
keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten setelah 

dikurangi belanja pegawai. 
34. Pendapatan Desa adalah hak pemerintah desa yang diakui sebagai 

penambah nilai kekayaan bersih. 
35. Belanja Desa adalah hak pemerintah desa yang diakui sebagai 

pengurang nilai kekayaan bersih. 

 
 

BAB II 
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA 

Pasal 2 
 

(1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan 

pembangungan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan 
pembangunan daerah kabupaten. 

(2) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan 

kewenangannya. 
(3) Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa 

dan forum Musrenbang tingkat desa. 
 

Pasal 3 
 

(1) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ayat (2), disusun secara berjangka meliputi: 
a. Rencana pembangunan jangka menengah desa yang selanjutnya 

disebut RPJMD untuk jangka waktu selama masa jabatan kepala desa 
yang bersangkutan; 

b. Rencana kerja pembangunan desa, selanjutnya disebut RKP-Desa, 
merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) 

tahun. 
(2)  RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan 

Peraturan Desa dan RKP-Desa ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa 

berpedoman pada Peraturah Daerah ini. 
 

Pasal 4 
 

(1) Rencana pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 
disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara 
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. 

(2) Rencana pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
didasarkan pada: 

a. pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan 
kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara; 
b. partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara 

aktif dalam proses pembangunan; 

c. berpihak pada masyarakat, yaitu seluruh proses pembangunan di 
pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya 

bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin; 
d. terbuka, yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan 

dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat 
desa; 
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e. akuntabel, yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan 
pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada 

pemerintah di desa maupun pada masyarakat; 
f. selektif, yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai 

hasil yang optimal; 
g. efisiensi dan efektif, yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai 

dengan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang 
tersedia; 

h. keberlanjutan, yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan 

harus berjalan secara berkelanjutan; 
i. cermat, yaitu data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat 

dipercaya, dan menampung aspirasi masyarakat; 
j. proses berulang, yaitu pengkajian terhadap suatu masalah/hal 

dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang        
terbaik; dan 

k. penggalian informasi, yaitu di dalam menemukan masalah dilakukan 

penggalian informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber 
informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan. 

 
Pasal 5 

 
RPJM-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), bertujuan untuk: 
a. mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat dan keadaan setempat; 
b. menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap 

program pembangunan di desa; 
c. memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; 

d. menumbuh kembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam 
pembangunan di desa; dan 

e. untuk menghindari tumpang tindih kegiatan atau program yang didanai 

dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDesa dan swadaya 
masyarakat, sehngga program dapat berjalan sinergis, terpadu dan 

berkelanjutan. 
 

 
Pasal 6 

 

RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), bertujuan untuk : 
a. menyiapkan Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa           

(DU-RKP-Desa) tahunan yang sifatnya baru, Rehab maupun lanjutan 
kegiatan pembangunan untuk dilaporkan kepada Bupati melalui Camat 

sebagai bahan dasar RKP Daerah Kabupaten; dan 
b. menyiapkan DU-RKP-Desa tahunan untuk dianggarkan dalam APB 

Desa, APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN, pihak ketiga 

maupun swadaya masyarakat. 
 

 
Pasal 7 

 
(1)  Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 

ayat (1), didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 
(2)  Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup: 

a. penyelenggaraan pemerintahan desa; 
b. organisasi dan tata laksana pemerintahan desa; 

c. keuangan desa; 
d. profil desa; 
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e. potensi produk unggulan desa ; 
f. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa 

dan pemberdayaan  masyarakat. 
 

Pasal 8 
 

(1)  RPJMDes untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran visi 
dan misi dari Kepala Desa yang terpilih. 

(2)  Kepala Desa terpilih wajib menyusun RPJMDesa untuk masa 5 (lima) 

tahun dan dokumen perencanaan untuk sisa masa jabatan selanjutnya 
dibuat RKPDes tahunan. 

(3)  Setelah berakhir jangka waktu RPJMDes, Kepala Desa terpilih menyusun 
kembali RPJMDes untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan melibatkan 

segenap stakeholder yang terkait di desa. 
(4)  RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatas ditetapkan 

paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa dilantik. 

(5) Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun 
RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil 

Musyawarah Rencana Pembangunan Desa. 
 

BAB III 
PENYUSUNAN RPJM-DESA DAN RKP-DESA 

 

Bagian Kesatu 
Penyusunan RPJM-Desa 

Pasal 9 
 

(1) Kepala Desa bertanggungjawab dalam penyusunan RPJM-Desa. 
(2) Tim penyusun RPJMDes terdiri dari Kepala Desa selaku penggagas visi 

dan misi serta pengendali kegiatan, Sekretaris Desa selaku 

penanggungjawab kegiatan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa 
selaku penanggung jawab pelaksana kegiatan; tokoh masyarakat dan 

tokoh agama selaku narasumber; para Ketua RW dan RT selaku anggota; 
KPM selaku anggota; Pemandu selaku pendamping/fasilitator dalam 

proses penyusunan RPJMDesa. 
(3) Penyusunan RPJM-Desa dilakukan dalam forum musyawarah 

perencanaan pembangunan desa. 

(4) Peserta forum musrenbang desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3),terdiri atas: 

a. Pemerintahan Desa; 
b. Lembaga Kemasyarakatan Desa; 

c. Kader Pemberdayaan Masyarakat; 
d. Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama; dan 
e. Tokoh masyarakat desa lainnya. 

 
 

Pasal 10 
 

(1)  Penyusunan RPJM-Desa dilakukan melalui kegiatan: 
a. persiapan; 
b. pelaksanaan; dan 

c. pelembagaan. 
(2)  Kegiatan penyusunan RPJM-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

disosialisasikan di berbagai kegiatan organisasi dan kelompok 
masyarakat di Desa. 
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Pasal 11 
 

(1) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf 
a, meliputi: 

a. menyusun jadwal dan agenda kegiatan baik musrenbang di tingkat 
RW, tingkat dusun dan tingkat desa; 

b. melakukan sosialisasi awal mekanisme musrenbang oleh Kepala Desa 
dan LPM kepada RW, RT, KPM dengan melalui kegiatan peggalian 
masalah dan potensi yang tersedia dengan menyiapkan instrumen 

daftar isian dari berbagai bidang atau sector pembangunan yang 
dibutuhkan; 

c. mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat mengenai agenda 
musrenbang desa; 

d. membuka pendaftaran/mengundang calon peserta; dan 
e. menyiapkan peralatan, bahan materi dan notulen. 

(2) Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), 

huruf b, meliputi: 
a. pendaftaran peserta; 

b. pemaparan kepala desa atas prioritas kegiatan pembangunan di desa; 
c. pemaparan kepala desa atas hasil evaluasi pembangunan sebelumnya; 

d. pemaparan kepala desa atas prioritas program kegiatan yang 
bersumber dari RPJMDesa dengan memperhatikan progran dan 
kegiatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah 

Provnsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa; 
e. penjelasan kepala desa mengenai informasi perkiraan jumlah 

Pembiayaan Kegiatan Pembangunan dari berbagai sumber yaitu 
anggaran dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDesa dan 

swadaya masyarakat selama masa jabatannya di Desa; 
f. penjelasan koordinator Musrenbang yaitu Ketua LPM atau sebutan 

lain mengenai tata cara pelaksanaan musyawarah; 

g. pemaparan masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat desa oleh 
beberapa perwakilan dari masyarakat, antara lain Ketua Kelompok 

Tani, Komite Sekolah, Kepala Dusun dan lembaga kemasyarakatan 
lainnya yang ada di desa; 

h. pemisahan kegiatan berdasarkan kegiatan yang akan diselesaikan 
sendiri di tingkat Desa dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab 
satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan dibahas dalam Musrenbang 

Tahunan Kecamatan; 
i. perumusan para peserta mengenai prioritas untuk menyeleksi usulan 

kegiatan sebagai cara mengatasi masalah oleh peserta; 
j. penempatan prioritas kegiatan pembangunan yang akan datang sesuai 

dengan potensi serta permasalahan desa; dan 
k. penetapan daftar nama 3-5 orang (masyarakat yang komposisinya ada 

perwakilan perempuan) delegasi dari peserta musrenbang desa untuk 

menghadiri musrenbang Kecamatan. 
(3) Kegiatan pelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) 

huruf c, melalui pemasyarakatan hasil musyawarah perencanaan 
pembangunan di desa. 

(4)  Pemasyarakatan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3), dilakukan melalui forum/pertemuan warga (formal/informal), papan 
pengumuman, surat edaran, dan lain-lain. 

 
Pasal 12 

 
Kegiatan penyusunan RPJMDesa dilakukan berdasarkan: 
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a. Masukan yang dilakukan melalui penggalian masalah dan potensi desa 
yang ada melalui alat kaji berupa pembuatan sketsa desa, kalender 

musim dan bagan kelembagaan; 
b. Proses yang dilakukan melalui pengelompokan masalah, penentuan 

peringkat masalah, pengkajian tindakan pemecahan masalah dan 
penentuan peringkat tindakan; 

c. Hasil, yang dilakukan melalui: 
1. rencana program swadaya masyarakat dan pihak ketiga 
2. rencana kegiatan APBN (tugas pembantuan kepada Desa), APBD 

Provinsi, APBD Kabupaten dan APB Desa, rencana paduan swadaya 
masyarakat dan tugas pembantuan, RPJM Desa; dan 

3. pemeringkatan usulan pembangunan berdasarkan RPJM Desa, 
indikasi program pembangunan di desa, RKPDesa, DU-RKP-Desa, 

berita acara musrenbang Desa (RPJMDes/RKP Desa) dan rekapitulasi 
rencana program pembangunan desa. 

 d.  Dampak, melalui : 

1. Peraturan Desa tentang RPJM Desa; 
2. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa                        

(DU-RKP-Desa); dan 
3. Keputusan Kepala Desa tentang RKPDesa. 

 
Pasal 13 

 

Isi dan sistematika Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 
(RPJMDesa) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini. 

 
Bagian Kedua 

Penyusunan RKP-Desa 
Pasal 14 

 

(1)  Penyusunan RKPDesa diselesaikan paling lambat akhir bulan Januari 
tahun anggaran sebelumnya. 

(2)  Penyusunan RKP-Desa dilakukan melalui kegiatan: 
a. persiapan; 

b. pelaksanaan; dan 
c. pemasyarakatan. 

(3) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan 

dengan: 
a. Pembentukan Tim Penyusun RKP-Desa yang ditetapkan dengan 

Keputusan Kepala Desa; 
b. Tim Penyusun RKPDesa terdiri dari Kepala Desa selaku pengendali 

kegiatan, Sekretaris Desa selaku penanggungjawab kegiatan, Lembaga 
Pemberdayaan Masyarakat Desa selaku penanggung jawab pelaksana 
kegiatan, tokoh masyarakat dan tokoh agama selaku narasumber, 

Pengurus TP PKK Desa, KPM selaku anggota , selaku pendamping 
dalam proses penyusunan RKPDesa. 

(4) Kegiatan pelaksanaan penyusunan RKPDesa dengan mengacu kepada 
RPJMDesa dengan memilih prioritas kegiatan setiap tahun anggaran 

yang telah disepakati oleh seluruh unsur masyarakat, yang berupa: 
a. pemeringkatan usulan kegiatan pembangunan berdasarkan 

RPJMDesa; 

b. indikasi program pembangunan desa dari RPJMDesa; 
c. Rencana Kerja Pembangunan Desa sebagai bahan APBDesa; 

d. Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) Pembangunan Desa; dan 
e. Berita Acara Musrebang Desa. 

(5)  Kegiatan pemasyarakatan RKP-Desa dilakukan pada berbagai kegiatan 
organisasi dan kelompok masyarakat. 
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(6)  Penyusunan RKPDesa berdasarkan visi, misi Desa yang telah disepakati 
dan program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPDesa tiap tahun 

tidak boleh tumpang tindih dengan RKPDesa tahun sebelumnya. 
 

Pasal 15 
 

Kegiatan dan Format penyusunan serta pelaksanaan Dokumen RPJM-Desa 
dan RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, 12 dan Pasal 14, 
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

 
BAB IV 

PELAPORAN 
Pasal 16 

 
(1)  Kepala Desa melaporkan RPJM-Desa dan RKP-Desa secara berjenjang 

kepada Bupati melalui Camat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di 

Kabupaten yang terkait. 
(2) Laporan RPJM-Desa dan RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkan. 
 

 
Pasal 17 

 

Bentuk laporan RPJM-Desa dan RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 16 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

 
 

BAB V 
PENDANAAN 

Pasal 18 

 
Perencanaan pembangunan desa bersumber dari dana: 

a. APBN; 
b. APBD Provinsi; 

c. APBD Kabupaten; 
d. APB-Desa; dan 
e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat. 

 
BAB VI 

PELAKSANAAN RPJMDES DAN RKPDes 
Pasal 19 

 
(1)  Dokumen perencanaan berupa Peraturan Desa tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Desa dan lampirannya dijadikan 

sebagai salah satu dokumen penting atau acuan dalam pelaksanaan 
Musrenbang tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten. 

(2)  Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 
juga dijadikan acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Tingkat 

Kabupaten dan di Tingkat Provinsi dalam menyusun perencanaan 
kegiatan dan anggaran terutama untuk menentukan sasaran lokasi 
kegiatan. 

 
Pasal 20 

 
(1)  Dokumen perencanaan berupa Peraturan Desa tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Desa dan lampirannya dijadikan 
sebagai dokumen penting atau acuan oleh Pemerintah Desa dalam 
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penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa untuk skala tahunan 
sesuai prioritas kegiatan berdasarkan kebutuhan. 

(2)  Peraturan Desa tentang RPJMDesa merupakan acuan dan landasan bagi 
Kepala Desa untuk menentukan arah dan pembangunan pedesaan ke 

depan selama periode masa jabatannya. 
(3)  Peraturan Desa tentang RPJMDesa ini harus dilaksanakan oleh Kepala 

Desa dengan didukung oleh perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan di 
desa secara konsekuen dan pada akhir masa jabatannya harus 
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui BPD. 

(4) RKPDesa menjadi acuan dalam penyusunan Draft Rancangan Peraturan 
Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 

(5)  RPJMDesa dan RKPDesa dapat dijadikan salah satu acuan dalam 
penyusunan Dokumen Perencanaan Kabupaten. 

 
 

BAB VII 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 
Pasal 21 

 
 

(1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan, pengawasan, pemberian 
pedoman, pelatihan, supervisi, sosialisasi perencanaan pembangunan 
desa. 

(2)  Camat melakukan membina dan mengawasi pelaksanaan perencanaan 
pembangunan desa. 

(3)  Pengawasan atas perencanaan pembangunan Desa dilaksanakan secara 
fungsional oleh lembaga pengawasan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 
 

 

Pasal 22 
 

 
Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 

ayat (2), meliputi: 
a. Memfasilitasi dan melakukan bimbingan teknis perencananan 

pembangunan desa; 

b. Memfasilitasi dan memantau jalannya musyawarah perencanaan 
pembangunan desa. 

 
 

 
BAB VIII 

SANKSI ADMINISTRATIF 

Pasal 23 
 

 
(1) Bagi Desa yang tidak menyusun Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa atau 
pelaksanaan pembangunan desa tidak sesuai dengan perencanaan 
pembangunan desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, 

akan diberi sanksi berupa penundaan pencairan dana-dana bantuan 
dari Pemerintah, sampai dengan ditetapkannya Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa oleh 
Desa. 
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(2) Ketentuan tentang pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1), diatur lebihlanjut dengan Peraturan Bupati. 

 
 

BAB IX 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 24 
 
 

(1) Bagi desa yang telah menyusun dan menetapkan Peraturan Desa 
tentang Perencanaan Pembangunan Desa sebelum ketentuan dalam 

Peraturan Daerah ini diundangkan dan materi dalam Peraturan 
Desanya tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, 

maka Desa tersebut masih dapat mempergunakan Peraturan Desa 
tentang RPJMDesanya sampai akhir masa jabatan kepala desanya. 

(2) Bagi desa yang belum membuat Peraturan Desa tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Desa, setelah diundangkannya 
Peraturan Daerah ini, dan masa jabatan kepala desanya kurang dari 

lima tahun maka Kepala Desa dimaksud wajib menyusun Keputusan 
Kepala Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa tiap tahun 

berdasarkan hasil Musyawarah perencanan pembangunan Desa yang 
melibatkan segenap stake holder. 

 

 
Pasal 25 

 
 

Setelah Peraturan Daerah ini diundangkan, Bupati wajib melakukan 
sosialisasi dan bimbingan teknis penyusunan RPJMDes dan RKPDes. 
 

 
Pasal 26 

 
 

Ketentuan Peraturan Daerah ini harus mulai dilaksanakan dan 
diberlakukan kepada Desa paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkan. 
 

 
BAB X 

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 27 

 
 

Ketentuan Peraturan Daerah ini harus mulai dilaksanakan dan 

diberlakukan kepada Desa paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkan. 
 

 
Pasal 28 

 
 

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Lamandau. 
 

Ditetapkan di Nanga Bulik 
pada tanggal 4 Pebruari 2014 

 
BUPATI LAMANDAU, 

 

 
 

MARUKAN 
Diundangkan di Nanga Bulik 

pada tanggal 14 Februari 2014 
  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, 

      
 

 
                ARIFIN LP. UMBING 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU 
TAHUN 2014 NOMOR  128  SERI E 
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LAMPIRAN  : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU 
  NOMOR 

TANGGAL 
TENTANG 

: 

: 
: 

 07  TAHUN 2014 

 4 Februari 2014 
PEDOMAN PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN 
LAMANDAU 

     
 
 

ISI ATAU MATERI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA 
DAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA 

 
I.  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa terdiri dari : 

a.  Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Desa ………….. Periode…… - …… 

b. Lampiran I Peraturan Desa dengan sistematika sebagai berikut : 

 
Bab I PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 
(memuat sejarah singkat berdirinya desa, visi & misi kepala desa 

terpilih pada saat kampanye dan alasan perlunya dibuat RPJMDesa) 
1.2  Landasan Dan Dasar Hukum 

(memuat Undang-undang, peraturan pemerintah, permendagri, Perda 

yang terkait dan menjadi landasan bagi penyusunan RPJMDesa) 
1.3  Maksud Dan Tujuan 

(memuat maksud dan tujuan dibuatnya RPJMDesa dan RKPDesa) 
1.4  Sasaran Dan Ruang Lingkup 

(memuat sasaran program dan kegiatan dari berbagai sektor dan 
bidang pembangunan serta sumber pembiayaannya yang berasal dari 
APBN, APBD, APBDesa, swadaya masyarakat yang dimuat dalam 

RPJMDesa dengan ruang lingkup kegiatan yang menjadi kewenangan 
Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan 

Pemerintah Desa). 
1.5     Kedudukan Dan Hubungan RPJMDesa Dan Dokumen 

PerencanaanYang Lain 
(memuat Kedudukan dan Fungsi RPJMDesa yang dikaitkan dan tidak 
boleh terlepas dan dipadukan dengan RPJM Pusat, RPJMD Provinsi 

Jawa Barat dan RPJMD Kabupaten Bandung terutama visi, misi, 
program kegiatan dan isu strategis yang menjadi prioritas 

pembangunan) 
1.6    Metoda Penyusunan 

(memuat metoda penysunan RPJMDesa yang berawal dari 
musrenbang di tingkat RW, tingkat dusun dan tingkat desa melalui 
penggalian masalah dan potensi yang dimiliki di desa yang memuat 

semua sektor dan bidang pembangunan yang dibutuhkan oleh 
masyarakat) 

1.7 Sistematika Penyusunan 
 

Bab II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA 
2.1  Kondisi Geografis 

(memuat posisi desa, batas desa, topografi 

(dataran/berbukit/pengunungan), suhu, curah hujan, jarak dari desa 
ke ibukota kabupaten dan kecamatan). 

2.2  Kondisi Demografis 
(memuat jumlah penduduk, kepadatan penduduk, penyebaran 

penduduk, rata-rata tingkat pendidikan penduduk desa, jumlah RT 
dan RW, jumlah dusun) 
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2.3  Perekonomian Desa 
(memuat mata pencaharian penduduk desa, pendapatan perkapita 

penduduk, aktivitas ekonomi penduduk desa) 
2.4  Keadaan Statistik Sosial Budaya Desa 

(memuat data dan kondisi sosial budaya penduduk desa dan 
kebiasaan sehari-hari atau pola hidup masyarakat desa) 

2.5  Deskripsi Dan Statistik Parasarana Dan Sarana Yang Ada Di Desa 
2.6  Berbagai Permasalahan Desa 

(memuat berbagai permasalahan yang dialami desa dari berbagai 

bidang antara lain; bidang ekonomi, bidang kependudukan, bidang 
pertanian, bidang sosial budaya, bidang pendidikan, kesehatan, dan 

lain-lain) 
2.7    Peta Kemiskinan Di Desa 

(memuat penyebaran dan lokasi penduduk Pra KS, Ks-1, KS-2, KS-3, 
KS-3 Plus atau warga tidak mampu di desa dengan mata 
pencahariannya, latar belakang pendidikan warganya dan tingkat atau 

cakupan layanan kesehatan yang diterima) 
2.8    Potensi Yang Dimiliki Desa 

(memuat semua potensi sumber daya alam yang dimiliki desa, potensi 
sumberdaya manusia dengan tingkat pendidikannya, potensi atau 

keberadaan kelembagaan yang ada di desa dan sarana serta prasarana 
yang telah ada di desa) 

2.9  Analisis SWOT 

(memuat kekuatan, kelemahan, potensi dan tantangan yang dihadapi 
oleh desa dengan menyampaikan strategi SO, ST, SW untuk 

menanggulangi permasalahan yang dihadapi oleh desa) 
 

Bab III VISI, MISI DAN TUJUAN DESA 
3.1  Visi Dan Misi Kabupaten Lamandau 
3.2  Visi, Misi Dan Tujuan Desa 

(memuat visi desa yang singkat, sederhana, bermakna dan dapat 
diwujudkan, misi desa untuk mewujudkan visi dan tujuan yang akan 

dicapai). 
 

Bab IV STRATEGI PEMBANGUNAN DESA 
(memuat strategi pembangunan desa dalam 
mengimplementasikan/melaksanakan program Kepala Desa sebagai 

pedoman perumusan program dan kegiatan pembangunan desa) 
 

Bab V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA 
(menguraikan kebijakan tentang arah pengelolaan pendapatan desa, 

pengelolaan belanja desa, kebijakan umum anggaran, kebijakan yang 
berkaitan dengan program kepala desa sebagai arah bagi 
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada 

masyarakat) 
 

Bab VI KEBIJAKAN UMUM 
4.1  Program 

(memuat program-program yang sesuai dan akan diterapkan untuk 
menanggulangi permasalahan yang dihadapi oleh desa dengan mengacu 
kepada visi, misi dan tujuan desa serta memperhatikan rancangan 

program Pemerintah Daerah atau SKPD) 
4.2  Kegiatan 

(memuat kegiatan-kegiatan yang riil dan dibutuhkan oleh masyarakat 
untuk menanggulangi permasalahan yang dihadapi oleh desa dengan 

mengacu kepada visi, misi dan tujuan desa) 
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Bab VII PROGRAM PEMBANGUNAN DESA 
(menguraikan program peralihan (transisi) untuk menjembatani 

kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada masa akuisisi 
atau tansisi kepala desa) 

 
Bab VIII PENUTUP 

(memuat harapan yang ingin dicapai dari RPJMDesa dan dengan 

didukung oleh berbagai pihak dan berkoordinasi dengan pemerintah 
Pusat, Provinsi, Kabupaten, Camat serta dukungan penuh dari lembaga 

kemasyarakatan di desa dan swadaya masyarakat desa). 
 

Lampiran II Peraturan Desa: 
Matrik Program dan Kegiatan yang akan dilakukan (Formulir RPJMD) 
selama periode masa jabatan kepala desa. 

 
II. Rencana Kerja Pembangunan Desa terdiri dari : 

a. Keputusan Kepala Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa 
Tahun ……………. 

b. Lampiran I Keputusan Kepala Desa dengan sistematika sebagai berikut 
: 

 

BAB I   PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 

1.2 Maksud dan Tujuan 
1.3 Landasan Penyusunan RPJM Desa 

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA 
2.1 Geografis dan Administrasi 
2.2 Lembaga lembaga Desa 

2.3 Kependudukan dan Sosial Ekonomi 
2.4 Infrastruktur, Sarana, dan Prasarana 

2.5 Potensi Desa 
2.6 Pemanfaatan Lahan 

BAB III VISI DAN MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN SKALA 
PRIORITAS 

3.1 Visi dan Misi Desa Potorono 

3.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan 
3.3 Strategi dan Skala Prioritas 

BAB IV PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2010 
4.1 Faktor Penentu Program Prioritas 

4.2 Prioritas Program Pembangunan 
4.3 Rencana Pembangunan 
4.4 Lembaga Pelaksanan Pembangunan Desa 

4.5 Monitoring dan Evaluasi 
4.6 Hasil yang Diharapkan 

Bab V RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DESA 
Bab VI KEBIJAKAN KEUANGAN DESA 

Bab VII MATRIK PROGRAM PEMBANGUNAN DESA 
Bab VIII PENUTUP 
 

 
BUPATI LAMANDAU, 

 
 

 
MARUKAN 
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PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU 
NOMOR 07 TAHUN 2014 

 
TENTANG 

 
PEDOMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA  

DI KABUPATEN LAMANDAU 

 
 

I. PENJELASAN UMUM 
dalam ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 

tentang Desa  dan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 
Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, tahapan, tata cara 
penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana 

pembangunan desa diatur dengan Peraturan Daerah. Yang tujuannya untuk 
mewujudkan tertib administrasi perencanaan pembangunan desa sebagai 

pedoman bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan Peraturan desa tentang 
RPJMDesa dan Keputusan Kepala Desa tentang Rencana Kerja 

Pembangunan Desa sehingga  lebih terarah.  
Mengingat peran desa sangat besar dalam pembangunan daerah, untuk itu 
harus adanya sinergi dan kesesuaian antara perencanaan antara 

pemerintah daerah dan pemerintahan desa sehingga diperlukannya 
Peraturan Daerah tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa 

 
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 
Cukup Jelas. 
Pasal 2 

Ayat (1) 
Cukup Jelas. 

Ayat (2) 
Cukup Jelas. 

Ayat (3) 
Cukup Jelas. 
Pasal 3 

Ayat (1) 
Cukup Jelas. 

Ayat (2) 
Cukup Jelas. 

Pasal 4 
Ayat (1) 
Cukup Jelas. 

Ayat (2) 
Cukup Jelas. 

Pasal 5 
Cukup Jelas. 

Pasal 6 
Cukup Jelas. 
Pasal 7 

Ayat (1) 
Cukup Jelas. 

Ayat (2) 
Cukup Jelas 
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Pasal 8 
Ayat (1) 

Cukup Jelas. 
Ayat (2) 

Cukup Jelas. 
Ayat (3) 

Cukup Jelas. 
Ayat (4) 
Cukup Jelas. 

Ayat (5) 
Cukup Jelas 

Pasal 9 
Ayat (1) 

Cukup Jelas. 
Ayat (2) 
Cukup Jelas. 

Ayat (3) 
Cukup Jelas. 

Ayat (4) 
Cukup Jelas. 

Pasal 10 
Ayat (1) 
Cukup Jelas. 

Ayat (2) 
Cukup Jelas. 

Pasal 11 
Ayat (1) 

Cukup Jelas. 
Ayat (2) 
Cukup Jelas. 

Ayat (3) 
Cukup Jelas. 

Ayat (4) 
Cukup Jelas. 

Pasal 12 
Cukup Jelas. 
Pasal 13 

Cukup Jelas. 
Pasal 14 

Ayat (1) 
Cukup Jelas. 

Ayat (2) 
Cukup Jelas. 
Ayat (3) 

Cukup Jelas. 
Ayat (4) 

Cukup Jelas. 
Ayat (5) 

Cukup Jelas 
Pasal 15 
Cukup Jelas. 

Pasal 16 
Ayat (1) 

Cukup Jelas. 
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Ayat (2) 
Cukup Jelas. 

Pasal 17 
Cukup Jelas 

Pasal 18 
Cukup Jelas. 

Pasal 19 
Ayat (1) 
Cukup Jelas. 

Ayat (2) 
Cukup Jelas. 

Pasal 20 
Ayat (1) 

Cukup Jelas. 
Ayat (2) 
Cukup Jelas. 

Ayat (3) 
Cukup Jelas. 

Ayat (4) 
Cukup Jelas. 

Ayat (5) 
Cukup Jelas 
Pasal 21 

Ayat (1) 
Cukup Jelas. 

Ayat (2) 
Cukup Jelas. 

Ayat (3) 
Cukup Jelas. 
Pasal 22 

Cukup Jelas. 
Pasal 23 

Ayat (1) 
Cukup Jelas. 

Ayat (2) 
Cukup Jelas. 
Pasal 24 

Ayat (1) 
Cukup Jelas. 

Ayat (2) 
Cukup Jelas 

Pasal 25 
Cukup Jelas 
Pasal 26 

Cukup Jelas 
Pasal 27 

Cukup Jelas 
Pasal 28 

Cukup Jelas 
 
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  

TAHUN 2014 NOMOR 111 SERI E 
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BUPATI LAMANDAU 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

 
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  

NOMOR  08  TAHUN 2014 

 
TENTANG 

 
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA  

DI KABUPATEN LAMANDAU 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI LAMANDAU, 

 
Menimbang 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

: 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

a. 

 
 
 

 
 

b. 
 

 
 
 

 
 

c. 
 

 
 
 

 
 

d. 
 

bahwa secara geografis, geologis, hidrologis dan 

demografis, Kabupaten Lamandau merupakan wilayah 
rawan bencana yang dapat menimbulkan korban jiwa, 
kerugian harta benda dan dampak psikologis bagi 

masyarakat;  
 

bahwa bencana dapat menghambat dan mengganggu 
kehidupan dan penghidupan masyarakat, 

pelaksanaan pembangunan dan hasilnya, sehingga 
perlu dilakukan upaya penanggulangan secara 
sistematis, terencana, terkoordinasi, terpadu,cepat 

dan tepat; 
 

bahwa upaya penanggulangan bencana sebagaimana 
dilaksanakan untuk memberikan perlindungan 

kepada masyarakat dari ancaman bencana dan 
menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana 
mulai dari prabencana, saat tanggap darurat dan 

pasca bencana; 
 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud  huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 

membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau 
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di 
Kabupaten Lamandau. 

 
Mengingat  1. 

 
 

 
 
 

2. 
 

 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2043); 
 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang 
Pengumpulan Uang Atau Barang Oleh Masyarakat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 
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3. 

 
 

 
 
4. 

 
 

 
 

5. 
 
 

 
 

6. 
 

 
 
 

7. 
 

 
 

 
8. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

9. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

10. 
 

 
 

 
 

Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2273); 

 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 
 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3495);  
 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang 
Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 3647);  
 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);  
 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3886);  

 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 
Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4412); 
 

Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan  Kabupaten Katingan, Kabupaten 
Seruyan, Kabupaten sukamara, Kabupaten 

Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten 
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten 

Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4180); 
 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
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11. 
 

 
 

 
12. 

 
 
 

 
 

13. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

14. 
 

 
 

 
 
15. 

 
 

 
 

16. 
 
 

 
 

17. 
 

 
 
 

18. 
 

 
 

 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  

 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 
 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Udang Nomor 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844);  
 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  
 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);  
 

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4725); 
 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 
 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4389);  
   

19. 

 
 

 
 

 
 

 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
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20. 
 

 
 

 
21. 

 
 
 

 
 

22. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

23. 
 

 
 

 
 
24. 

 
 

 
 

25. 
 
 

 
 

26. 
 

 
 
 

27. 
 

 
 

 
 
28. 

 
 

 
 

 
 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  

 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 
 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Udang Nomor 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844);  
 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  
 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);  
 

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4725); 
 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 
 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4389);  
 
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang 

Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3175); 
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29. 
 

 
 

30. 
 

 
 
 

 
31. 

 
 

 
 
 

32. 
 

 
 

 
 
 

33. 
 

 
 

 
 
 

34. 
 

 
 

 
 
35. 

 
 

 
 

 
36. 
 

 
 

 
 

 
37. 
 

 
 

 
 

 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang 
Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49); 
  

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3258);  

 
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang 

Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 

Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3733);  
 

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593);  
 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4828); 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4829); 

 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang 
Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga 

Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan 
Bencana  (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4830); 

 
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4833); 
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38. 
 

 
 

 
39. 

 
 
 

40. 
 

 
41. 

 
 
 

 
 

42. 
 

 
43. 
 

 
 

 
 

 
44. 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang 
Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858); 

 
Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang 

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam 
Penyediaan Infrastruktur; 
 

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 

 
Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2008 tentang 

Pengesahan ASEAN Agreement On Disaster 
Management And Emergency Response (Persetujuan 
ASEAN mengenai Penanggulangan Bencana dan 

Penanganan Darurat); 
 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;  

 
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau  Nomor 02 
Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 
Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau 

Nomor 60 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Lamandau Nomor 52 Seri D); 

 
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 07 
Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah 
Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten 

Lamandau Tahun 2012 Nomor 82 Seri D, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 71 

Seri D). 
 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN LAMANDAU 
 

dan 
 

BUPATI LAMANDAU 
 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN 

PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN 
LAMANDAU. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah  ini yang dimaksud dengan: 
1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden 

Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara 
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Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. 
3. Daerah adalah Kabupaten Lamandau. 

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 
oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

5. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

6. Bupati adalah Bupati Lamandau. 
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD 

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau. 
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau. 
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat 

BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 
Lamandau.  

10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau. 

11. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah. 
12. Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Lamandau 

yang selanjutnya disingkat penyelenggaraan penanggulangan bencana 

adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan 
pembangunan di wilayah yang berisiko terjadinya bencana, meliputi 

kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi serta 
rekonstruksi. 

13. Bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam 
dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang 
disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun 

faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa 
manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak 

psikologis. 
14. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 

serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh  alam    antara  lain  berupa 
gempa bumi, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah 
longsor dan kebakaran hutan dan lahan. 

15. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 
serangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, 

gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit. 
16. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 

serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi 
konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan 
teror. 

17. Kegiatan Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang 
dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi 

ancaman bencana. 
18. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk 

mengantisipasi bencana melalui pengorganisasiandan langkah yang 
tepat gunaserta berdaya guna. 

19. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan 

sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya 
bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. 

20. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, 
baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan 

kemampuan masyarakat menghadapi ancaman bencana. 
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21. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan 
dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak 

buruk yang ditimbulkan, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi 
korban maupun harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, 

perlindungan dan pengurusan pengungsi, penyelamatan serta 
pemulihan prasarana dan sarana. 

22. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan 
publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada 
wilayahpasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau 

berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan 
masyarakat pada wilayah pasca bencana. 

23. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan 
sarana kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat 

pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan 
berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya 
hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peranserta masyarakat dalam 

segala aspek kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. 
24. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa 

menimbulkan bencana. 
25. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak 

bencana. 
26. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, 

hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan 

teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang 
mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan 

mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya 
tertentu. 

27. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi 
masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan 
memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan 

melakukan upaya rehabilitasi. 
28. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk 

mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui 
pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang 

terancam bencana. 
29. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat 

bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat 

berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, 
mengungsi, kerusakan atau kehilangan hartabenda dan gangguan 

kegiatan masyarakat. 
30. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk 

memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat. 
31. Status keadaan darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh 

pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan 

yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana. 
32. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau 

dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum 
pasti sebagai akibat dampak buruk bencana. 

33. Kelompok rentan adalah bayi, anak usia dibawah lima tahun, anak-
anak, ibu hamil/menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia. 

34. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita 

atau meninggal dunia akibat bencana. 
35. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan 

hukum. 
36. Pemangku kepentingan adalah masyarakat,lembaga baikpemerintah 

maupun swasta/pengusaha, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga 
Pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai para pihak yang satu 
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sama lain mempunyai kepentingan ataupun kepedulian terhadap suatu 
kegiatan atau kebijakan baik mempunyai pengaruh langsung maupun 

tidak langsung terhadap kepentingan mereka. 
37. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk 

sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang 
berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara 

langsung maupun tidak langsung. 
38. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata 

kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola 

lingkungan hidup secara lestari dan berkesinambungan. 
39. Dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi 

penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap 
darurat dan/atau pascabencana. 

40. Dana kontinjensi bencana adalah dana yang dicadangkan untuk 
menghadapi kemungkinan terjadinya bencana tertentu. 

41. Dana siap pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh 

Pemerintah Daerah untuk digunakan pada saat tanggap darurat 
bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir. 

42. Dana bantuan sosial berpola hibah adalah dana yang disediakan 
Pemerintah kepada Pemerintah Daerah sebagai bantuan penanganan 

pascabencana. 
43. Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang mempunyai akta 

notaris/akta pendirian/anggaran dasar disertai anggaran rumah tangga, 

yang memuat antara lain; asas, sifat dan tujuan lembaga, lingkup 
kegiatan, susunan organisasi, sumber-sumber keuangan serta 

mempunyai kepanitiaan yang meliputi susunan panitia, alamat 
kepanitiaan dan program kegiatan. 

44. Lembaga usaha adalah setiap orang atau badan hukum yang dapat 
berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, 
koperasi atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus 
menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 
45. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup 

organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas 
mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional 
lainnya dan lembaga asing non pemerintah dari negara lain di luar 

Perserikatan Bangsa Bangsa. 
46. Pengelolaan Bantuan Penanggulangan Bencana adalah kegiatan 

penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian bantuan yang 
disediakan dan digunakan pada prabencana, saat tanggap darurat, 

pemulihan segera (early recovery) dan pascabencana. 
47. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disebut KLB adalah status yang 

diterapkan untuk mengklasifikasikan peristiwa merebaknya suatu 
wabah penyakit yang ditandai dengan kejadian meningkatnya kesakitan 
atau kematian yang bermakna secara epidemilogis pada suatu daerah 

dalam kurun waktu tertentu. 
48. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau 

Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh 
Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. 

49. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan 
menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta 
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak 

pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. 
50. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah 

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah 
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Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang- Undang untuk 
melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. 

51. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut 
APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang 

disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.  
52. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh 
Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

53. Standar Operasional Prosedur merupakan suatu gambaran terstruktur 
dan tertulis tentang langkah-langkah yang telah disepakati bersama oleh 

seluruh institusi pelaksana tentang siapa yang melakukan apa, saat 
kapan, dimana dan bagaimana pelaksanaannya.  

54. Rencana Kontijensi adalah suatu proses ke depan, dalam keadaan yang 
tidak menentu, dimana skenario dan tujuan disepakati, tindakan teknis 
dan manajerial ditetapkan, dan system tanggapan dan pengerahan 

potensi disetujui bersama untuk mencegah, atau menanggulangi secara 
lebih baik dalam situasi darurat atau kritis. 

 
BAB II 

ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN 
Pasal 2 

 

Penanggulangan bencana berasaskan: 
a. kemanusiaan; 

b. keadilan; 
c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; 

d. keseimbangan, keselarasan dan keserasian; 
e. ketertiban dan kepastian hukum; 
f. kebersamaan; 

g. kelestarian lingkungan hidup; dan 
h. ilmu pengetahuan dan teknologi. 

 
Pasal 3 

 
Prinsip-prinsip Penanggulangan Bencana adalah: 
a. cepat dan tepat; 

b. prioritas; 
c. koordinasi dan keterpaduan; 

d. berdaya guna dan berhasil guna; 
e. transparansi dan akuntabilitas; 

f. kemitraan; 
g. pemberdayaan; 
h. nondiskriminatif; 

i. nonproletisi ; 
j. partisipatif ; dan 

k. Penghargaan pada nilai-nilai kearifan lokal. 
  

Pasal 4 
 

Penanggulangan bencana bertujuan untuk: 

a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana; 
b. memberikan peringatan dini dan penanganan langsung bencana kepada 

masyarakat. 
c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, 

terpadu,terkoordinasi dan menyeluruh 
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d. mengurangi atau menekan seminimal mungkin dampak yang 
ditimbulkan berupa kerusakan maupun kerugian materiil, imateriil dan 

korban jiwa; 
e. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana baik 

sebelum, pada saat maupun setelah terjadinya bencana; 
f. membangun partisipasi dan kemitraan pemangku kepentingan; 

g. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan 
kedermawanan; dan 

h. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa 

danbernegara.  
 

BAB III 
TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG  

Pasal 5 
 

(1) Pemerintah, Pemerintah Provinsidan Pemerintah Daerah menjadi 

penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. 
(2) Dalam melaksanakan tanggung jawab penanggulangan bencana, 

Pemerintah Daerah melimpahkan tugas pokok dan fungsinya kepada 
BPBD. 

(3) BPBD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat melibatkan 
unsur-unsur antara lain SKPD, Instansi dan satuan lain yang terkait, 
masyarakat, lembaga kemasyarakatan, lembaga usaha dan lembaga 

internasional pada saat tanggap darurat. 
 

Pasal 6 
 

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan 
penanggulangan bencana meliputi: 
a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena 

bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum; 
b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana; 

c. pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan 
dan pengintegrasian pengurangan risiko bencana dalam RTRW;   

d. pengalokasian dana penanggulangan bencana yang memadai dalam 
APBD. 

 

Pasal 7 
 

Dalam penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah berwenang untuk: 
a. menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dalam sistem kebijakan 

umum pembangunan Daerah; 
b. menetapkan status bencana sebagai bencana Daerah; 
c. menetapkan kebijakan muatan lokal penanggulangan bencana dalam 

tingkat pendidikan dasar; 
d. melaksanakan kerjasama dalam penanggulangan bencana dengan 

Pemerintah Kabupaten/Kota lain dan/atau pihak swasta; 
e. mengendalikan penggunaan teknologi yang berpotensi menimbulkan 

ancaman atau bahaya bencana; 
f. mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan dan berbasis pada 

pengurangan risiko bencana; 

g. mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta 
eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan; 

h. menghimpun, mengatur dan mengendalikan kegiatan pengumpulan dan 
penyaluran dana maupun barang dalam kegiatan penanggulangan 

bencana; 
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i. melakukan pengawasan dan evaluasi dalam penyelenggaraan 
penanggulangan bencana; 

j. memerintahkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang 
menimbulkan bencana untuk melakukan upaya pencegahan, 

penanggulangan dan pemulihan lingkungan; 
k. menghentikan usaha dan/atau kegiatan sementara waktu sampai dengan 

ditaatinya perintah dalam rangka pentaatan penanggulangan bencana; 
l. mencabut izin atau merekomendasikan untuk dicabut izin usaha 

dan/atau kegiatan yang telah melanggar ketentuan penanggulangan 

bencana; 
m. melaksanakan penegakan hukum sesuai dengan Peraturan                     

Perundang-undangan; dan 
n. mengembangkan kerjasama dan kemitraan dalam penyelenggaraan 

penanggulangan bencana dengan pihak ketiga sesuai dengan Peraturan 
Perundang-undangan. 

 

Pasal 8 
 

(1) Status dan tingkat bencana yang terjadi di daerah diatur dengan 
Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 
(2) Status dan tingkat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

berdasarkan indikator yang meliputi: 

a. jumlah korban; 
b. kerugian harta benda; 

c. kerusakan prasarana dan sarana; 
d. luasan wilayah yang terkena bencana; dan 

e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. 
 

BAB IV 

KELEMBAGAAN 
 

Bagian Kesatu 
Unsur Organisasi 

Pasal 9 
 

(1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah dilaksanakan oleh 

BPBD, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah. 
(2) BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur: 

a. Pengarah; dan 
b. Pelaksana. 

(3) BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Bupati.  

 

Bagian Kedua 
Tugas Pokok dan Fungsi 

Pasal 10 
 

BPBD mempunyai tugas membantu Bupati dalam penanggulangan bencana 
pada tahapan pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana, yaitu: 
a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan 

bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, 
rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata; 

b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan 
penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana; 
d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana; 
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e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada 
wilayahnya; 

f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati 
setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi 

darurat bencana; 
g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran bantuan uang dan barang; 

h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan  

i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 
 

 
Pasal 11 

 
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, 
BPBD mempunyai fungsi: 

(1) perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan 
penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif, dan efisien;   

(2) pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara 
terencana, terpadu, dan menyeluruh ; dan  

(3) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas 
dan fungsinya. 

 

Pasal 12 
 

(1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf a, 
mempunyai tugas pokok memberikan masukan dan saran kepada Kepala 

BPBD dalam penanggulangan bencana. 
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan konsep pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan 
penanggulangan bencana; 

b. pemantauan; 
c. pengevaluasian dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. 

(3) Keanggotaan Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana terdiri atas: 
a. pejabat Pemerintah Daerah terkait;  
b. anggota masyarakat profesional dan ahli; 

c. pihak swasta/pengusaha. 
(4) Keanggotaan Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan pendaftaran dan seleksi oleh 
Lembaga Independen yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala BPBD 

untuk selanjutnya dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh 
DPRD. 

 

Pasal 13 
 

Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas secara terintegrasi yang meliputi: 

a. pra bencana; 
b. tanggap darurat;   
c. pascabencana. 

 
Pasal 14 

 
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, 

Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi : 
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a. pengkoordinasian dengan SKPD, instansi dan satuan lain yang terkait, 
lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap 

prabencana dan pasca bencana ; 
b. pengkomandoan yang dilaksanakan melalui pengerahan sumberdaya 

manusia, peralatan, logistik dari SKPD, instansi dan satuan lain yang 
terkait serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka 

penanganan darurat bencana; dan 
c. pelaksanaan secara terkoordinasi dan terpadu dengan SKPD, Instansi 

dan satuan lain yang terkaitdengan memperhatikan kebijakan 

penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

 
 

Pasal 15 
 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf a, 

Kepala Pelaksana wajib membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian 
Operasi termasuk Tim Reaksi Cepat dan dapat membentuk Satuan Tugas 

lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan Daerah dan ketentuan yang 
berlaku. 

 
BAB V 

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT 

 
Bagian Kesatu 

Hak Masyarakat 
Pasal 16 

 
(1) Setiap orang berhak: 

a. mendapatkan perlindungan dari ancaman bencana; 

b. mendapatkan pendidikan, pelatihan dan keterampilan dalam 
penyelenggaraan penanggulangan bencana; 

c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang 
kebijakan penanggulangan bencana; 

d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian dan pemeliharaan 
program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk 
dukungan psikososial; 

e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan 
penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan 

komunitasnya;   
f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas 

pelaksanaan penanggulangan bencana. 
(2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan 

pemenuhan kebutuhan dasar. 

 
Bagian Kedua 

Kewajiban Masyarakat 
Pasal 17 

 
Setiap orang berkewajiban: 
a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara 

keseimbangan, keserasian, keselarasan dan kelestarian fungsi 
lingkungan hidup; 

b. melakukan kegiatan penanggulangan bencana baik pada tahapan pra 
bencana, saat tanggap darurat maupun pasca bencana;   

c. memberikan informasi yang benar dan akurat tentang penanggulangan 
bencana. 
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BAB VI 
PERAN LEMBAGA USAHA, LEMBAGA INTERNASIONAL  

DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN 
 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 18 
 

Lembaga usaha, lembaga internasional, dan lembaga kemasyarakatan  

mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan 
bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain. 

 
 

Bagian Kedua 
Peran Lembaga Usaha 

Pasal 19 

 
(1) Peran lembaga usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, 

kegiatannya menyesuaikan dengan kebijakan penyelenggaraan 
penanggulangan bencana. 

(2) Lembaga usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban 
menyampaikan laporan kepada Pemerintah Kabupatenyang diberi tugas 
melakukan penanggulangan bencana serta menginformasikan kepada 

publik secara transparan. 
(3) Lembaga usaha berkewajiban mematuhi prinsip dasar kemanusiaan 

dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam penanggulangan 
bencana. 

 
Bagian Ketiga 

Peran Lembaga Internasional 

Pasal 20 
 

(1) Peran lembaga internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18,  
untuk mendukung penguatan upaya penanggulangan bencana, 

pengurangan ancaman dan risiko bencana, pengurangan penderitaan 
korban bencana serta mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat. 

(2) Lembaga internasional sebagaimana dimaksud ayat (1), mewakili 

kepentingan masyarakat internasional dan bekerja sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Lembaga-lembaga internasional dapat ikut serta dalam upaya 
penanggulangan bencana dan mendapat jaminan perlindungan dari 

Pemerintah Kabupaten terhadap para pekerjanya, sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(4) Peran serta Lembaga Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

meliputi kegiatan penanggulangan bencana pada tahap prabencana, saat 
tanggap darurat dan pasca bencana. 

(5) Lembaga-lembaga internasional dalam melaksanakan kegiatan 
penanggulangan bencana berhak mendapatkan akses yang aman ke 

wilayah-wilayah terkena bencana. 
 

Pasal 21 

 
(1) Lembaga internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, 

berkewajiban menyelaraskan dan mengkoordinasikan kegiatannya dalam 
penanggulangan bencana dengan kebijakan penanggulangan bencana 

yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten. 
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(2) Lembaga internasional berkewajiban memberitahukan kepada 
Pemerintah Kabupaten mengenai aset-aset penanggulangan bencana 

yang dibawa. 
(3) Lembaga internasional berkewajiban mentaati ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan menjunjung tinggi latar belakang 
sosial, budaya dan agama masyarakat setempat. 

(4) Lembaga internasional berkewajiban mematuhi ketentuan yang berkaitan 
dengan keamanan dan keselamatan. 

 

Pasal 22 
 

(1) Lembaga internasional menjadi mitra masyarakat dan Pemerintah 
Kabupaten dalam penanggulangan bencana. 

(2) Pelaksanaan penanggulangan bencana oleh lembaga internasional diatur 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

 

Bagian Keempat 
Peran Lembaga Kemasyarakatan 

Pasal 23 
 

(1) Peran lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, 
membantu menyediakan sarana dan pelayanan untuk melengkapi 
kegiatan penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh masyarakat 

maupun Pemerintah Kabupaten. 
(2) Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

mempunyai kewajiban :  
a. berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten; 

b. menyerahkan dan melaporkan kepada Kepala BPBD dalam 
mengumpulkan bantuan barang dan uang untuk membantu kegiatan 
penanggulangan bencana. 

 
BAB VII 

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA 
 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 24 

 
Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan 

memperhatikan aspek-aspek: 
a. sosial, ekonomi dan budaya masyarakat; 

b. kelestarian lingkungan hidup; 
c. kemanfaatan dan efektivitas; 
d. lingkup luas wilayah/georafis. 

 
Pasal 25 

 
(1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah 

dapat: 
a. menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk 

permukiman;   

b. mencabut atau  mengurangi  sebagian atau seluruh hak kepemilikan 
seseorang atau masyarakat atas suatu benda. 

(2) Setiap orang yang tempat tinggalnya dinyatakan sebagai daerah terlarang 
atau yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana 

dimaksud ayat (1) huruf b, mendapat ganti rugi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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Pasal 26 
 

(1) Pemerintah Daerah menetapkan peta rawan bencana dalam perencanaan 
tata ruang. 

(2) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi potensi bencana yang 
terdiri    dari : 

a. kebakaran hutan, lahan dan pekarangan; 
b. tanah longsor; 
c. banjir; 

d. kekeringan; 
e. angin ribut atau puting beliung; 

f. kerusuhan sosial; 
g. epidemi dan wabah penyakit; 

h. kegagalan teknologi; dan 
i. bencana lain yang menjadi potensi daerah. 

(1) Pemerintah Daerah dapat mengijinkan suatu rencana usaha dan/atau 

kegiatan yang terletak pada area kawasan rawan bencana alam apabila 
memenuhi persyaratan: 

a dapat mengendalikan ancaman bencana atau bahaya dengan teknologi 
yang tepat; 

b dapat mencegah terjadinya kerugian bagi masyarakat yang berpotensi 
terkena dampak; dan 

c dapat mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan 

lingkungan hidup. 
(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam 

dokumen AMDAL atau UKL-UPL. 
 

Bagian Kedua 
Tahapan 
Pasal 27 

 
Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi 3 (tiga) tahap yaitu saat: 

a. prabencana; 
b. tanggap darurat;   

c. pasca bencana. 
 

Paragraf 1 

Prabencana 
Pasal 28 

 
Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a meliputi: 
a. situasi tidak terjadi bencana;   
b. situasi terdapat potensi terjadinya bencana. 

 
Pasal 29 

 
Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada situasi tidak terjadi 

bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, meliputi: 
a. perencanaan penanggulangan bencana; 
b. pengurangan risiko bencana; 

c. pencegahan; 
d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan; 

e. persyaratan analisis risiko bencana; 
f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang; 

g. pendidikan dan pelatihan;   
h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana. 
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Pasal 30 
 

(1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 29 huruf a, merupakan bagian dari perencanaan pembangunan 

dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) 
tahun. 

(2) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu 
apabila terjadi bencana. 

(3) Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh BPBD. 

(4) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana yang dijabarkan 

melalui program kegiatan dalam upaya penanggulangan bencana disertai 
rincian anggarannya. 

(5) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), meliputi: 
a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana; 

b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat; 
c. analisis kemungkinan dampak bencana; 

d. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana; 
e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak 

bencana; 

f. alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia. 
(6) Dalam usaha menyelaraskan kegiatan perencanaan penanggulangan 

bencana, Pemerintah Daerahdapat mewajibkan pelaku penanggulangan 
bencana untuk melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana. 

 
Pasal 31 

 

(1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 
huruf b, dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin 

timbul, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana. 
(2) Kegiatan pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), meliputi: 
a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana; 
b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana; 

c. pengembangan budaya sadar bencana; 
d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; 

dan 
e. penerapan upaya fisik, nonfisik dan pengaturan penanggulangan 

bencana. 
 

Pasal 32 

 
(1) Untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana dilakukan 

penyusunan rencana aksi pengurangan risiko bencana. 
(2) Pengurangan risiko bencana disusun dalam Rencana Aksi Daerah 

Pengurangan Risiko Bencana dengan berpedoman pada Rencana Aksi 
Nasional dan Rencana Aksi Daerah Provinsi. 

(3) Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam 
suatu forum dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yang 

dikoordinasikan oleh BPBD. 
(4) Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan dengan instansi yang 
bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah. 
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(5) Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana ditetapkan oleh 
Bupati melalui Kepala Pelaksana BPBD untuk jangka waktu 3 (tiga) 

tahun dan dapat ditinjau sesuai kebutuhan.  
 

Pasal 33 
 

(1) Pencegahan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 29 huruf c, dilakukan dengan cara mengurangi ancaman bencana 
dan kerentanan pihak yang terancam bencana. 

(2) Pencegahan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), dilakukan melalui kegiatan: 

a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman 
bencana; 

b. kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang 
secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber 
bahaya bencana; 

c. pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau 
berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;  

d. penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan 
e. penguatan ketahanan sosial masyarakat. 

(3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung 
jawab Pemerintah Daerah dan Masyarakat. 

 

Pasal 34 
 

(1) Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, dilakukan dengan cara 

mencantumkan unsur-unsur rencana penanggulangan bencana ke dalam 
rencana pembangunan Daerah. 

(2) Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah 
melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan Pemerintah 

Provinsi dan Pemerintah. 
 

Pasal 35 
 
(1) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

29 huruf e, ditujukan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari 
suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana. 

(2) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis, penataan ruang, serta pengambilan tindakan pencegahan dan 
mitigasi bencana. 

 

Pasal 36 
 

(1) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi 
menimbulkan bencana, wajib dilengkapi dengan Analisis Risiko Bencana. 

(2) Analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun  
berdasarkan persyaratan Analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 35 ayat (2), melalui penelitian dan pengkajian terhadap 

suatu kondisi atau kegiatan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan 
bencana. 

(3) Analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
dituangkan dalam bentuk dokumen yang disahkan oleh pejabat 

pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
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(4) BPBD sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan dan 
evaluasi terhadap pelaksanaan Analisis Risiko Bencana. 

 
Pasal 37 

 
(1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 29 huruf f, dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan 
ruang sesuai rencana tata ruang wilayah. 

(2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

mencakup pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penataan 
ruang, standar keselamatan dan penerapan sanksi terhadap 

pelanggarnya. 
(3) Pemerintah Daerah secara berkala melaksanakan pemantauan dan 

evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan 
standar keselamatan. 

 

Pasal 38 
 

(1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 huruf g, 
diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, 

kemampuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. 
(2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat, baik 

perorangan maupun kelompok, lembaga kemasyarakatan dan pihak 
lainnya, baik di dalam maupun di luar negeri dalam bentuk pendidikan 

formal, non formal dan informal berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, 
simulasi dan gladi. 

 
Pasal 39 

 

(1) Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 29 huruf h, merupakan standar yang harus 

dipenuhi dalam penanggulangan bencana. 
(2) Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), disusun dengan mengacu pada pedoman yang 
ditetapkan oleh BNPB. 

 

Pasal 40 
 

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi 
terjadinya bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, 

meliputi: 
a. kesiapsiagaan; 
b. peringatan dini;   

c. mitigasi bencana. 
 

Pasal 41 
 

(1) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, 
dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam 
mengatasi dan mengendalikan kejadian bencana. 

(2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui: 
a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan 

bencana; 
b. pengorganisasian, pemasangan dan pengujian system peringatan dini 

(early warning system); 
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c. penyediaan dan penyiapan barang-barang pasokan pemenuhan 
kebutuhan dasar; 

d. penyiapan personil, prasarana dan sarana yang akan dikerahkan dan 
digunakan dalam pelaksanaan prosedur tetap; 

e. pemasangan petunjuk tentang karakteristik bencana dan 
penyelamatannya di tempat-tempat rawan bencana; 

f. penginventarisasian wilayah rawan bencana dan lokasi aman untuk 
mengevakuasi pengungsi serta penginventarisasian jalur evakuasi 
aman; 

g. penyuluhan, pelatihan, gladi dan simulasi tentang mekanisme 
tanggap darurat; 

h. pendidikan kesiapsiagaan bencana dalam kurikulum sekolah dasar 
dan menengah, sebagai muatan lokal; 

i. penyiapan lokasi evakuasi;  
j. penyusunan data akurat, informasi dan pemutakhiran prosedur tetap 

tanggap darurat bencana;dan 

k. penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk 
pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana. 

(3) Kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan 
tanggungjawab Pemerintah Daerah serta dilaksanakan bersama-sama 

masyarakat dan lembaga usaha. 
 

 

Pasal 42 
 

 
(1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, 

dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka 
mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan 
tanggap darurat. 

(2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui: 
a. pengamatan gejala bencana; 

b. analisis hasil pengamatan gejala bencana; 
c. pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang; 

d. penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana; 
e. pengambilan tindakan oleh masyarakat. 

(3) Pengamatan gejala bencana dilakukan oleh instansi/lembaga yang 

berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencana, untuk memperoleh 
data mengenai gejala bencana yang dimungkinkan akan terjadi, dengan 

memperhatikan kearifan lokal. 
(4) Instansi/lembaga yang berwenang menyampaikan hasil analisis kepada 

BPBD sesuai dengan lokasi dan tingkat bencana, sebagai dasar dalam 
mengambil keputusan dan menentukan tindakan peringatan dini. 

(5) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib 

disebarluaskan oleh Pemerintah Daerah, lembaga penyiaran swasta dan 
media massa di daerah dalam rangka pengerahan sumberdaya. 

(6) Pengerahan sumberdaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), 
dilaksanakan sesuai mekanisme pengerahan sumberdaya pada saat 

tanggap darurat. 
(7) BPBD mengkoordinasikan dan mengarahkan tindakan yang dilakukan 

oleh instansi maupun komponen lainnya untuk menyelamatkan serta 

melindungi masyarakat. 
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Pasal 43 
 

(1) Mitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, dilakukan untuk 
mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan 

rawan bencana. 
(2) Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dilakukan melalui: 
a. pelaksanaan penataan ruang; 
b. pengaturan pembangunan, infrastruktur, tata bangunan; dan 

c. penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan baik secara 
konvensional maupun modern. 

(3) Pengaturan pembangunan, infrastruktur dan tata bangunan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib menerapkan aturan 

standar teknis bangunan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga 
berwenang. 

(4) Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib menerapkan aturan standar teknis 
pendidikan, pelatihan dan penyuluhan yang ditetapkan oleh 

instansi/lembaga berwenang. 
(5) Dalam rangka pelaksanaan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan (2), Pemerintah Daerah menyusun informasi 
kebencanaan, basis data dan peta kebencanaan yang meliputi : 
a. luas wilayah Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Desa; 

b. jumlah penduduk Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Desa; 
c. jumlah rumah masyarakat, gedung pemerintah, pasar, sekolah, 

puskesmas, rumah sakit, tempat ibadah, fasilitas umum dan fasilitas 
sosial; 

d. jenis bencana yang sering terjadi atau berulang; 
e. daerah rawan bencana dan risiko bencana; 
f. cakupan luas wilayah rawan bencana; 

g. lokasi pengungsian; 
h. jalur evakuasi; 

i. sumberdaya manusia penanggulangan bencana; dan 
j. hal lainnya sesuai kebutuhan. 

(6) Informasi kebencanaan, basis data dan peta kebencanaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5), berfungsi untuk : 
a menyusun kebijakan, strategi dan rancang tindak penanggulangan 

bencana; 
b mengidentifikasi, memantau bahaya bencana, kerentanan dan 

kemampuan dalam menghadapi bencana; 
c memberikan perlindungan kepada masyarakat di daerah rawan 

bencana; 
d pengembangan sistem peringatan dini; 
e mengetahui bahaya bencana, risiko bencana, kerusakanmaupun 

kerugian akibat bencana; dan 
f menjalankan pembangunan yang beradaptasi pada bencana dan 

menyiapkan masyarakat hidup selaras dengan bencana. 
 

Pasal 44 
 

(1) Pemerintah Daerah menyusun rencana penanggulangan kedaruratan 

bencana, sebagai acuan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana 
pada keadaan darurat, yang pelaksanaannya dilakukan secara 

terkoordinasi oleh BPBD. 
(2) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana  perlu dilengkapi dengan 

penyusunan Rencana Kontinjensi maupun Standar Operasional Prosedur 
(SOP)  untuk masing-masing jenis bencana. 
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(3) Pengaturan lebih lanjut Rencana Kontijensi maupun Standar Operasional 
Prosedur (SOP) diatur dengan  Peraturan Bupati. 

. 
Paragraf 2 

Tanggap Darurat 
Pasal 45 

 
(1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, meliputi:  

a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan 
sumberdaya; 

b. penetapan status keadaan darurat bencana; 
c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; 

d. pemenuhan kebutuhan dasar; 
e. perlindungan terhadap kelompok rentan;   
f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital. 

(2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikendalikan oleh Kepala BPBD. 

 
Pasal 46 

 
Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 
huruf a, dilakukan untuk mengidentifikasi: 

a. cakupan lokasi bencana; 
b. jumlah korban; 

c. kerusakan prasarana dan sarana; 
d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; 

e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan. 
 

Pasal 47 

 
(1) Dalam hal terjadi bencana didaerah, Bupati menetapkan pernyataan 

bencana dan penentuan status keadaan darurat bencana sesuai dengan 
eskalasinya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pernyataan bencana dan penentuan status keadaan darurat bencana 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan segera setelah 
terjadinya bencana. 

(3) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan (2), merupakan dasar untuk kemudahan akses bagi BPBD 

dalam melaksanakan: 
a. pengerahan sumberdaya manusia; 

b. pengerahan peralatan; 
c. pengerahan logistik; 
d. imigrasi, cukai, dan karantina; 

e. perizinan; 
f. pengadaan barang/jasa; 

g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang; 
h. penyelamatan; dan 

i. komando untuk memerintahkan instansi/lembaga. 
 

Pasal 48 

 
(1) Pada saat keadaan darurat bencana, Kepala Pelaksana BPBD berwenang 

mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dari 
instansi/lembaga, pemangku kepentingan dan masyarakat untuk 

melakukan tanggap darurat. 
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(2) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), meliputi permintaan, penerimaan dan 

penggunaan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik. 
 

Pasal 49 
 

(1) Kepala Pelaksana BPBD berwenangmelakukan dan/atau meminta 
pengerahan daya : 
a. SKPD terkait; 

b. sumber daya antar daerah; 
c. lembaga internasional yang bertugas menangani bencana; 

d. Search And Rescue; 
e. Palang Merah Indonesia; 

f. Perlindungan masyarakat; dan 
g. Lembaga sosial dan keagamaan. 

(2) Apabila dipandang perlu Bupati dapat meminta bantuan unsur Tentara 

Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk 
pengerahan daya pada tahap tanggap darurat. 

(3) Pelaksanaan pemanfaatan sumberdaya sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan (2),  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 
 

Pasal 50 

 
Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan memberikan 
pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi pada 

suatu daerah melalui upaya: 
a. pencarian dan penyelamatan korban; 
b. pertolongan darurat;   

c. evakuasi korban. 
 

 
Pasal 51 

 
Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (1) 
huruf d, meliputi bantuan penyediaan: 

a. kebutuhan air bersih, sanitasi; 
b. pangan; 

c. sandang; 
d. pelayanan kesehatan; 

e. pelayanan psikososial; dan 
f. penampungan dan tempat hunian sementara. 
 

 
Pasal 52 

 
(1) Penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dilakukan 

dengan kegiatan: 
a. pendataan; 
b. penempatan pada lokasi yang aman;    

c. pemenuhan kebutuhan dasar. 
(2) Tata cara penanganan masyarakat dan pengungsi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati. 
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Pasal 53 
 

(1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 45 ayat (1) huruf e, dilakukan dengan memberikan prioritas kepada 

kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, 
pelayanan kesehatan dan psikososial. 

(2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: 
a. bayi, balita, dan anak-anak; 
b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui; 

c. penyandang cacat; 
d. orang sakit; dan 

e. orang lanjut usia. 
(3) Upaya perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait yang 
dikoordinasikan oleh Kepala Pelaksana BPBD dengan pola 
pendampingan/fasilitasi. 

 
 

Pasal 54 
 

(1) Pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 45 ayat (1) huruf f, dilakukan dengan memperbaiki dan/atau 
mengganti kerusakan akibat bencana. 

(2) Upaya pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait yang 

dikoordinasikan oleh Kepala Pelaksana BPBD dengan pola 
pendampingan/fasilitasi. 

 
Paragraf 3 

Pasca Bencana 

Pasal 55 
 

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, meliputi: 

a. rekonstruksi 
b. rehabilitasi;   

 

Pasal 56 
  

(1) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a, pada 
wilayah pasca bencana dilakukan melalui kegiatan:  

a. pembangunan kembali prasarana dan sarana; 
b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat; 
c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat; 

d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan 
yang lebih baik serta tahan bencana; 

e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, 
dunia usaha dan masyarakat; 

f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya; 
g. peningkatan fungsi pelayanan publik;   
h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat. 

(2) Untuk mempercepat pembangunan kembali semua prasarana dan sarana 
serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana, Pemerintah 

Daerahmenetapkan prioritas dari kegiatan rekonstruksi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1).  

(3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan 
pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana. 
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Pasal 57 
 

(1) Kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1), 
merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah, kecuali prasarana dan 

sarana yang merupakan tanggungjawab Pemerintah atau Pemerintah 
Provinsi. 

(2) Pemerintah Daerah menyusun rencana rekonstruksi yang merupakan 
satu kesatuan dari rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 62 ayat (2). 

(3) Dalam menyusun rencana rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), harus memperhatikan : 

a. rencana tata ruang; 
b. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan; 

c. kondisi sosial; 
d. adat istiadat; 
e. budaya lokal; dan 

f. ekonomi. 
(4) Rencana rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun 

berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB. 
 

Pasal 58 
 

(1) Dalam melakukan rekonstruksi, Pemerintah Daerah wajib menggunakan 

dana penanggulangan bencana dari APBD. 
(2) Dalam hal APBD tidak memadai, Pemerintah Daerah dapat meminta 

bantuan dana kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah untuk 
melaksanakan kegiatan rekonstruksi. 

(3) Dalam hal Pemerintah Daerah meminta bantuan dana rekonstruskai 
kepada Pemerintah, permintaan tersebut harus melalui Pemerintah 
Provinsi. 

(4) Selain permintaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Provinsi 

dan/atau Pemerintah    berupa : 
a. tenaga ahli; 

b. peralatan; dan 
c. pembangunan prasarana. 

 

 
Pasal 59 

 
 

Kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), 
dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi/lembaga 
terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala Pelaksana BPBD. 

 
 

Pasal 60 
 

 
(1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b, dilakukan 

melalui kegiatan: 

a. perbaikan lingkungan daerah bencana; 
b. perbaikan prasarana dan sarana umum; 

c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat; 
d. pemulihan sosial psikologis; 

e. pelayanan kesehatan; 
f. rekonsiliasi dan resolusi konflik; 
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g. pemulihan sosial, ekonomi dan budaya; 
h. pemulihan keamanan dan ketertiban; 

i. pemulihan fungsi pemerintahan;   
j. pemulihan fungsi pelayanan publik. 

(2) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah 
pasca bencana, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan 

rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  
(3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan 

pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana. 

 
 

Pasal 61 
 

(1) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (1), 
merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah bersama-sama dengan 
Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi. 

(2) Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pemerintah dan/atau 
Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyusun 

rencana rehabilitasi yang didasarkan pada analisis kerusakan dan 
kerugian akibat bencana sebagaiamana dimaksud dalam pasal 60 ayat 

(3), dengan memperhatikan aspirasi masyarakat. 
(3) Dalam menyusun rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2), harus memperhatikan:  

a. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan; 
b. kondisi sosial; 

c. adat istiadat; 
d. budaya;   

e. ekonomi. 
(4) Rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun 

berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB. 

 
 

Pasal 62 
 

(1) Dalam melakukan rehabilitasi, Pemerintah Daerah wajib menggunakan 
dana penanggulangan bencana dari APBD. 

(2) Dalam hal APBD tidak memadai, Pemerintah Daerah dapat meminta 

bantuan dana kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah untuk 
melaksanakan kegiatan rehabilitasi. 

(3) Dalam hal Pemerintah Daerah meminta bantuan dana rehabilitasi kepada 
Pemerintah, permintaan tersebut harus melalui Pemerintah Provinsi. 

(4) Selain permintaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Provinsi 
dan/atau Pemerintah berupa : 

a. tenaga ahli; 
b. peralatan; dan 

c. pembangunan prasarana. 
 

 
Pasal 63 

 

Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), 
dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi/lembaga 

terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala Pelaksana BPBD. 
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BAB VIII 
PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA 

 
Bagian Kesatu 

Pendanaan 
Pasal 64 

 
(1) Dana penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab bersama antara 

Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. 

(2) Dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
berasal dari : 

a. APBN; 
b. APBD Provinsi ; 

c. APBD;  
d. lembaga usaha dan/atau masyarakat. 

(3) Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pemerintah dan Pemerintah 

Provinsi mendorong partisipasi lembaga usaha dan masyarakat dalam 
penyediaan dana yang bersumber selain dari pemerintah. 

 
 

Pasal 65 
 

(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana 

yang memadai dalam APBD untuk setiap tahapan dalam penanggulangan 
bencana, mulai tahap prabencana, tanggap darurat dan pascabencana. 

(2) Penggunaan anggaran penanggulangan bencana yang memadai 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah 

Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 
 

Pasal 66 

 
(1) Dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 64 ayat (2) huruf d, yang diterima oleh Pemerintah Daerah 
dilakukan pengadministrasian sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 
(2) Pemerintah Daerah dapat menerima dana yang bersumber dari 

masyarakat dalam negeri maupun luar negeri sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 

Pasal 67 
 

Dalam mendorong partisipasi masyarakat sebagaiaman dimaksud dalam 
pasal 64 ayat (3), Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pemerintah dan 
Pemerintah Provinsi dapat : 

a. Memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana 
penanggulangan bencana; 

b. Memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana 
penanggulangan bencana; dan 

c. Meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam 
penyediaan dana. 

 

Pasal 68 
 

(1) Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana, wajib mendapat izin 
dari instansi/lembaga yang berwenang. 

(2) Setiap izin yang diberikan oleh instansi/lembaga sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), salinannya disampaikan kepada BNPB atau BPBD. 
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(3) Tata cara perizinan pengumpulan dana penanggulangan bencana 
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 
 

Bagian Kedua 
Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana 

Pasal 69 
 

(1) Penggunaan dana penanggulangan bencana dilaksanakan oleh 

Pemerintah Daerah, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BNPB, BPBD 
Provinsi dan/atau BPBD Kabupaten sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya. 
(2) Dana penanggulangan bencana digunakan sesuai dengan 

penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tahap 
prabencana, saat tanggap darurat dan/atau pasca bencana sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 27. 

 
Pasal 70 

 
Dana penanggulangan bencana pada tahap prabencana dialokasikan untuk 

kegiatan dalam situasi : 
a. tidak terjadi bencana;   
b. terdapat potensi terjadinya bencana. 

 
 

Pasal 71 
 

(1) Dana penanggulangan bencana yang digunakan pada tahap tanggap 
darurat meliputi : 
a. dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBD 

untuk masing-masing instansi/lembaga terkait; dan 
b. dana siap pakai yang telah dialokasikan oleh Pemerintah Daerah 

dalam anggaran BPBD. 
(2) Penggunaan dana penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi : 
a. pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, 

kerusakan, dan sumberdaya; 

b. kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; 
c. pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana; 

d. pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan;   
e. kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.  

f. Penggunaan dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b, terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk : 

g. pencarian dan penyelamatan korban bencana; 

h. pertolongan darurat; 
i. evakuasi korban bencana; 

j. kebutuhan air bersih dan sanitasi; 
k. pangan; 

l. sandang; 
m. pelayanan kesehatan;   
n. penampungan serta tempat hunian sementara. 

(3) Tata cara penggunaan dana siap pakai penanggulangan bencana 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), diatur dengan 

Peraturan Bupati. 
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Pasal 72 
 

Dana penanggulangan bencana dalam tahap pasca bencana digunakan 
untuk kegiatan: 

a. rekonstruksi. 
b. rehabilitasi;   

 
Pasal 73 

 

Pemerintah Daerah dapat memberikan izin pengumpulan uang dan barang 
dalam penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 
 

Bagian Ketiga 
Pengelolaan Bantuan Bencana 

Pasal 74 

 
Pengelolaan sumber daya bantuan bencana meliputi perencanaan, 

penggunaan, pemeliharaan, pemantauan dan pengevaluasian terhadap 
barang, jasa dan/atau uang bantuan nasional maupun internasional. 

 
 

Pasal 75 

 
(1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah menyediakan 

dan memberikan bantuan bencana kepada korban bencana. 
(2) Bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari : 

a. santunan duka cita; 
b. santunan kecacatan; 
c. pinjaman lunak untuk usaha produktif; dan 

d. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar. 
(3) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan sumber daya bantuan 

bencana pada semua tahap bencana. 
 

 
Pasal 76 

 

Tata cara pemanfaatan serta pertanggungjawaban penggunaan sumber daya 
bantuan bencana pada saat tanggap darurat dilakukan secara khusus 

sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisi kedaruratan. 
 

Pasal 77 
 

(1) Bantuan bencana dapat berupa pangan dan nonpangan serta pekerja 

kemanusiaan atau relawan. 
(2) Pengelolaan bantuan bencana meliputi upaya pengumpulan, 

penyimpanan dan penyaluran bantuan bencana yang berasal dari dalam 
maupun luar negeri yang berbentuk uang dan/atau barang sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 
 

Pasal 78 

 
 

Tata cara pengelolaan bantuan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
74 sampai dengan Pasal 77, diatur dengan Peraturan Bupati. 
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BAB IX 
PENGAWASAN 

Pasal 79 
 

(1) Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait 
melakukan pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan 

bencana sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. 
(2) Pengawasan Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), meliputi : 

a. sumber ancaman atau bahaya bencana; 
b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana; 

c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana; 
d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan 

rancang bangun dalam negeri; 
e. kegiatan konservasi lingkungan hidup; 
f. perencanaan tata ruang; 

g. pengelolaan lingkungan hidup; 
h. kegiatan reklamasi; dan 

i. pengelolaan dana dan bantuan bencana. 
(3) BPBD sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap 

pengelolaan dana dan bantuan bencana yang diterima oleh masyarakat. 
(4) Instansi/lembaga terkait bersama BPBD melakukan pengawasan 

terhadap pengumpulan dan penyaluran bantuan dana yang dilakukan 

oleh masyarakat kepada korban bencana. 
 

Pasal 80 
 

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik 
keuangan maupun kinerja pada tahap prabencana dan pascabencana 
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal 81 

 
(1) Pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana pada 

saat tanggap darurat bencana diperlakukan secara khusus sesuai dengan 
kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip 
akuntabilitas dan transparansi. 

(2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, 
baik keuangan maupun kinerja pada saat tanggap darurat dilaporkan 

paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat. 
 

 
Pasal 82 

 

(1) Pelaporan keuangan penanggulangan bencana yang bersumber dari 
APBN, APBD Provinsi, APBD dilakukan sesuai Standar Akuntansi 

Pemerintahan. 
(2) Sistem akuntansi dana penanggulangan bencana yang bersumber dari 

masyarakat dilakukan sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah. 
 

 

Pasal 83 
 

Semua laporan pertanggungjawaban penanggulangan bencana baik 
keuangan maupun kinerjanya, diaudit sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 
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Pasal 84 
 

Apabila berdasarkan hasil pengawasan dan hasil audit sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 79 sampai dengan pasal 83, ditemukan adanya 

penyimpangan, maka dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

 
BAB X 

PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

Pasal 85 
 

(1) Pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana diperlukan 
sebagai upaya untuk memantau secara terus menerus terhadap proses 

pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana. 
(2) Pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh 

Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana beserta Unsur Pelaksana 

Penanggulangan Bencana, dan dapat melibatkan lembaga perencanaan 
pembangunan daerah, sebagai bahan evaluasi menyeluruh dalam 

penyelenggaraan penanggulangan bencana.  
(3) Penyusunan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana 

dilakukan oleh Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dan Unsur 
Pelaksana Penanggulangan Bencana.  

(4) Evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan dalam 

rangka pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja 
penanggulangan bencana yang dilakukan oleh Unsur Pengarah 

Penanggulangan Bencana dan Unsur Pelaksana Penanggulangan 
Bencana. 

 
BAB XI 

PENYELESAIAN SENGKETA 

Pasal 86 
 

(1) Penyelesaian sengketa penanggulangan bencana pada tahap pertama 
diupayakan berdasarkan asas musyawarah mufakat. 

(2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya 
penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan. 

 
 

Pasal 87 
 

Pemerintah Daerah dan para pelaku penanggulangan bencana dapat 
bertindak untuk kepentingan masyarakat apabila terdapat indikasi risiko 
bencana yang akan dan sedang dihadapi oleh masyarakat. 

 
Pasal 88 

 
(1) Pemerintah Daerah dan para pelaku penanggulangan bencana berhak 

mengajukan gugatan terhadap orang yang melakukan kegiatan yang 
mengakibatkantimbulnya risiko bencana maupun kerusakan prasarana 
untuk kepentingan keberlanjutan fungsi penanggulangan bencana. 

(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbatas pada gugatan 
untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan 

keberlanjutan fungsi penanggulangan bencana, dan/atau gugatan 
membayar biaya atas pengeluaran nyata. 

(3) Lembaga kemasyarakatan sebagai pelaku penanggulangan bencana 
berhak mengajukan gugatan dan harus memenuhi persyaratan: 
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a. berbentuk lembaga kemasyarakatan berstatus badan hukum dan 
bergerak dalam bidang penanggulangan bencana; 

b. mencantumkan tujuan pendirian lembaga kemasyarakatan dalam 
anggaran dasarnya untuk kepentingan yang berkaitan dengan 

keberlanjutan fungsi penanggulangan bencana; dan 
c. telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya. 

 
BAB XII 

KETENTUAN PENYIDIKAN 

Pasal 89 
 

(1) PPNS berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas 
Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 
(2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah : 

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya 

tindak pidana; 
b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan 

melakukan pemeriksaan; 
c. menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari 

tersangka; 
d. melakukan penyitaan benda dan atau surat; 
e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; 

f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka 
atau saksi; 

g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya 
dengan pemeriksaan perkara; 

h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari 
Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup 
bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan 

selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia 
memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan 

keluarga; dan 
i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung 

jawabkan. 
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan 

dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada 

Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, 
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana yang berlaku.     
 

BAB XIII 
KETENTUAN PIDANA 

Pasal 90 

 
 

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 17, Pasal 19 ayat (2) dan 
ayat (3), Pasal 21, Pasal 23 ayat (2) diancam pidana kurungan atau 

penjara maupun denda sesuai ketentuan peraturan perundangan yang 
berlaku. 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran. 

 
 

Pasal 91 
 

(1) Setiap orang yang karena kelalaiannya dan/atau sengaja melakukan 
pembangunan berisiko tinggi, yang tidak dilengkapi dengan Analisis 
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Risiko Bencana yang mengakibatkan terjadinya bencana, dipidana sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah kejahatan. 
 

 
Pasal 92 

 
 

Setiap orang yang dengan sengaja menghambat kemudahan akses 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3), dipidana dengan pidana 
penjara dan denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 
 

 
BAB XIV 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 93 
 

 
Pada saat Peraturan Daerah ini  mulai berlaku, maka: 

a. semua ketentuan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana di 
Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau 
belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Peraturan 

Daerah ini; dan 
b. program kegiatan berkaitan dengan penanggulangan bencana yang telah 

ada   sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap 
berlaku sampai dengan jangka waktu kegiatan dimaksud berakhir, 

kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. 
 
 

BAB XV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 94 
 

 
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Daerah dan 
peraturan lain yang lebih rendah yang berkaitan dengan penanggulangan 

bencana dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan 
ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. 

 
 

Pasal 95 
 
 

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling 
lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. 

 
 

Pasal 96 
 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Lamandau. 
 

Ditetapkan di Nanga Bulik 
pada tanggal 4 Pebruari 2014 

 
BUPATI LAMANDAU, 

 

 
 

MARUKAN 
 

 
Diundangkan di Nanga Bulik 
pada tanggal 14 Februari 2014 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, 

 
 

               ARIFIN LP. UMBING 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU 
TAHUN 2014 NOMOR  129 SERI E 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



 213
Dokumentasi dan Informasi Hukum   2015.... Bagian Hukum  Setda Lamandau 

 

PENJELASAN 
ATAS 

 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU 
NOMOR  08 TAHUN 2014 

 
TENTANG 

 
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA  

DI KABUPATEN LAMANDAU 

 
 

I  UMUM 
Kabupaten Lamandau merupakan salah Kabupaten di Provinsi Kalimantan 

Tengah yang termasuk rawan bencana, baik yang disebabkan oleh faktor 
alam, faktor non alam ataupun faktor manusia. 
Di samping bencana nonalam seperti kegagalan teknologi, kegagalan 

modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit serta bencana sosial yang berupa 
konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror 

yang sering terjadi, bencana alam seperti  tanah longsor, banjir, kekeringan, 
angin topan menjadi ancaman utama bagi masyarakat Kabupaten 

Lamandau. 
Kabupaten Lamandau adalah  Daerah rawan longsor dan rawan banjir serta 
Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan. Penyelenggaraan penanggulangan 

bencana di Kabupaten Lamandau belum dilaksanakan secara terencana, 
terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, serta masih menitikberatkan hanya 

pada kegiatan tanggap darurat. 
Dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan 

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 
Tahun 2008 tentang Peraturan Organisasi Dan Tata Kerja Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah, maka perlu membentuk Peraturan 
Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten 

Lamandau. 
 

II  PASAL DEMI PASAL 
 
Pasal 1 

 Cukup jelas. 
Pasal 2 

 Ayat (1) 
  Huruf a 

Yang dimaksud dengan ”asas kemanusiaan” termanifestasi dalam 
penanggulangan bencana sehingga peraturan daerah ini memberikan 
perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat, dan 

martabat setiap masyarakat Kabupaten Lamandau secara proporsional.        
  Huruf b 

Yang dimaksud dengan ”asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan 
ketentuan dalam penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan 

secara proporsional bagi setiap masyarakat tanpa kecuali. 
  Huruf c 
Yang dimaksud dengan ”asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan 

pemerintahan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam 
penanggulangan bencana tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar 

belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. 
  Huruf d 
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Yang dimaksud dengan ”asas keseimbangan” adalah bahwa   materi muatan 
ketentuan dalam penanggulangan bencana  mencerminkan keseimbangan 

kehidupan sosial dan lingkungan. 
Yang dimaksud dengan ”asas keselarasan” adalah bahwa   materi muatan 

ketentuan dalam penanggulangan bencana  mencerminkan keselarasan tata 
kehidupan dan lingkungan. 

Yang dimaksud dengan ”asas keserasian” adalah bahwa   materi muatan 
ketentuan dalam penanggulangan bencana  mencerminkan keserasian 
lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat. 

  Huruf e 
Yang dimaksud dengan ”asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah 

bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus 
dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya 

kepastian hukum. 
  Huruf f 
Yang dimaksud dengan ”asas kebersamaan” adalah bahwa penanggulangan 

bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggungjawab bersama 
pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong. 

  Huruf g 
Yang dimaksud dengan ”asas kelestarian lingkungan hidup” adalah bahwa 

materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus 
mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan 
generasi akan datang. 

  Huruf h 
Yang dimaksud dengan ”asas ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah 

bahwa dalam penanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan 

mempercepat proses penanggulangan bencana baik pada tahap prabencana, 
pada saat terjadi bencana, maupun pada tahap pascabencana. 
 Ayat (2) 

  Huruf a 
Yang dimaksud dengan ”prinsip cepat dan tepat” adalah bahwa dalam 

penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai 
dengan tuntutan keadaan.   

  Huruf b 
Yang dimaksud dengan ” prinsip prioritas” adalah bahwa apabila  terjadi 
bencana, kegiatan penanggulangan bencana harus mendapatkan prioritas 

dan diutamakan pada kegiatan pada penyelamatan jiwa manusia. 
  Huruf c 

Yang dimaksud dengan ”prinsip koordinasi” adalah bahwa  penanggulangan 
bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung. 

Yang dimaksud dengan ”prinsip keterpaduan” adalah bahwa  
penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu 
yang didasarkan pada kerjasama yang baik dan saling mendukung. 

  Huruf d 
Yang dimaksud dengan ”prinsip berdaya guna” adalah bahwa   dalam 

mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, 
tenaga, dan biaya yang berlebihan. 

Yang dimaksud dengan ”prinsip berhasil guna” adalah bahwa   kegiatan 
penanggulangan bencana  harus berhasil guna khususnya dalam mengatasi 
kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya 

yang berlebihan. 
  Huruf e 

Yang dimaksud dengan ”prinsip transparansi” adalah bahwa   
penanggulangan bencana dilakukan secara ter-buka dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 
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Yang dimaksud dengan ”prinsip akuntanbilitas” adalah bahwa   
penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara etika dan hukum.   
Huruf f 

Cukup jelas. 
Huruf g 

Cukup jelas. 
  Huruf h 
Yang dimaksud dengan ”prinsip nondiskriminasi” adalah bahwa dalam 

penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda 
terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apapun. 

  Huruf i 
Yang dimaksud dengan ”prinsip nonproletisi” adalah bahwa dilarang 

menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, 
terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana. 
Pasal 3 

 Cukup jelas. 
Pasal 4 

 Cukup jelas. 
Pasal 5 

 Cukup jelas. 
Pasal 6 
 Cukup jelas. 

Pasal 7 
Cukup jelas. 

Pasal 8 
 Cukup jelas. 

Pasal 9 
 Cukup jelas. 
Pasal 10 

 Cukup jelas. 
Pasal 11 

 Cukup jelas. 
Pasal 12 

 Cukup jelas. 
Pasal 13 
 Cukup jelas. 

Pasal 14 
 Cukup jelas. 

Pasal 15 
 Cukup jelas. 

Pasal 16 
 Ayat (1) 
Huruf a 

Yang dimaksud dengan ”fungsi koordinasi” adalah melakukan koordinasi 
pada tahap prabencana dan pascabencana. 

Huruf b 
Yang dimaksud dengan “fungsi komando” adalah fungsi yang dilaksanakan 

pada saat tanggap darurat. 
Huruf c 
Yang dimaksud dengan “fungsi pelaksana” adalah fungsi yang dilaksanakan 

pada saat tanggap darurat.  
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
 

Pasal 17 
 Cukup jelas. 
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Pasal 18 
 Cukup jelas. 

Pasal 19 
 Cukup jelas. 

Pasal 20 
 Cukup jelas. 

Pasal 21 
 Cukup jelas. 
Pasal 22 

 Cukup jelas. 
Pasal 23 

 Cukup jelas. 
Pasal 24 

 Cukup jelas. 
Pasal 25 
 Cukup jelas. 

Pasal 26 
 Cukup jelas. 

Pasal 27 
 Cukup jelas. 

Pasal 28 
 Cukup jelas. 
Pasal 29 

 Cukup jelas. 
Pasal 30 

 Huruf a 
Cukup jelas. 

 Huruf b 
 Cukup jelas. 
 Huruf c 

 Cukup jelas. 
 Huruf d 

 Cukup jelas. 
 Huruf e 

Yang dimaksud dengan ”analisis risiko bencana” adalah kegiatan penelitian 
dan studi tentang kegiatan yang memungkinkan terjadinya bencana.        
 Huruf f 

Cukup jelas. 
 Huruf g 

Cukup jelas. 
 Huruf h 

 Cukup jelas. 
Pasal 31 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 
Ayat (5) 

Huruf a 
Cukup jelas. 
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Huruf b 
Yang dimaksud dengan ”kerentanan masyarakat” adalah kondisi sosial, 

ekonomi dan budaya masyarakat yang mengakibatkan ketidakmampuan 
dalam menghadapi ancaman bencana. 

Huruf c 
Yang dimaksud dengan ”analisis kemungkinan dampak bencana” adalah 

upaya penilaian tingkat risiko kemungkinan terjadi dan dampak yang 
ditimbulkan oleh bencana. 
Huruf d 

Yang dimaksud dengan ”tindakan pengurangan risiko bencana” adalah 
upaya yang dilakukan dalam menghadapi risiko bencana. 

Huruf e 
Yang dimaksud dengan ”penentuan mekanisme kesiapan dan 

penanggulangan dampak bencana” adalah penentuan prosedur dan tata 
kerja pelaksanaan. 
Huruf f 

Yang dimaksud dengan ”alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya” 
adalah perencanaan alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang ada 

pada setiap instansi/lembaga yang terkait. 
Ayat (6) 

Cukup jelas. 
Pasal 32 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Huruf a 
Kegiatan pengenalan dan pemantauan risiko bencana dimaksudkan untuk 

mendapatkan data-data ancaman, kerentanan, dan kemampuan masyarakat 
untuk menghadapi bencana. Ketiga aspek tersebut kemudian digunakan 
untuk melaksanakan analisis risiko bencana 

Huruf b 
Cukup jelas. 

Huruf c 
Cukup jelas. 

Huruf d 
Cukup jelas. 
Huruf e 

Yang dimaksud dengan ”upaya fisik” adalah berupa kegiatan pembangunan 
sarana dan prasarana, perumahan, fasilitas umum, dan bangunan 

konstruksi lainnya. 
Yang dimaksud dengan ”upaya nonfisik” adalah berupa kegiatan pelatihan 

dan penyadaran masyarakat. 
Pasal 33 
Cukup jelas. 

Pasal 34 
Cukup jelas. 

Pasal 35 
Cukup jelas. 

Pasal 36 
Cukup jelas. 
Pasal 37 

Cukup jelas. 
Pasal 38 

Cukup jelas. 
Pasal 39 

Cukup jelas. 
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Pasal 40 
 Huruf a 

Pengkajian secara cepat dan tepat pada saat tanggap darurat ditujukan 
untuk menentukan tingkat kerusakan dan kebutuhan upaya 

penanggulangannya secara cepat. 
 Huruf b 

Yang dimaksud dengan penetapan status keadaan darurat bencana adalah 
termasuk penentuan tingkatan bencana. 
 Huruf c 

Termasuk dalam penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana 
adalah pelayanan kegawatdaruratan kesehatan. 

Huruf d 
Cukup jelas. 

Huruf e 
Cukup jelas. 
Huruf f 

Istilah ”pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital” dalam 
ketentuan ini disebut juga sebagai pemulihan darurat. 

Pasal 41 
Cukup jelas 

Pasal 42 
Huruf a 
Cukup jelas. 

 Huruf b 
Yang dimaksud dengan ”pengerahan peralatan” adalah antara lain peralatan 

transportasi darat, udara dan laut, peralatan evakuasi, peralatan kesehatan, 
peralatan air bersih, peralatan sanitasi, jembatan darurat, alat berat, tenda 

dan hunian sementara. 
 Huruf c 
Yang dimaksud dengan ”pengerahan logistik” adalah antara lain bahan 

pangan, sandang, obat-obatan, air bersih dan sanitasi. 
 Huruf d 

Yang dimaksud dengan ”cukai” adalah termasuk kepabeanan. 
Huruf e 

Cukup jelas. 
Huruf f 
Cukup jelas. 

Huruf g 
Cukup jelas. 

Huruf h 
Cukup jelas. 

Huruf i 
Cukup jelas. 
Pasal 43 

Cukup jelas. 
Pasal 44 

Cukup jelas. 
Pasal 45 

Cukup jelas. 
Pasal 46 
Cukup jelas. 

Pasal 47 
Cukup jelas. 

Pasal 48 
Cukup jelas. 
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Pasal 49 
Ayat (1) 

Cukup jelas 
Ayat (2) 

Huruf a 
Cukup jelas. 

Huruf b 
Cukup jelas. 
Huruf c 

Cukup jelas. 
Huruf d 

Yang dimaksud ”orang sakit” adalah orang yang sakit ingatan dan orang 
sakit dengan katagori berat yang segera membutuhkan rujukan. 

Huruf e 
Cukup jelas. 
Pasal 50 

Cukup jelas. 
Pasal 51 

Cukup jelas. 
Pasal 52 

Ayat (1) 
Huruf a 
Yang dimaksud dengan “perbaikan lingkungan daerah bencana” adalah 

untuk mengembalikan kondisi lingkungan yang dapat mendukung 
kehidupan masyarakat, seperti lingkungan pemukiman, lingkungan 

industri, lingkungan usaha, dan kawasan konservasi yang disesuaikan 
dengan penataan ruang. 

Huruf b 
Yang dimaksud dengan “perbaikan prasarana dan sarana umum” adalah 
untuk mendukung kelancaran perekonomian dan kehidupan masyarakat, 

seperti sistem jaringan jalan, perhubungan, air bersih, sanitasi, listrik dan 
energi, komunikasi, serta jaringan lainnya. 

Huruf c 
Yang dimaksud dengan “pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat” 

adalah untuk memperbaiki kondisi rumah masyarakat agar dapat 
mendukung kehidupan masyarakat, seperti komponen rumah, prasarana 
dan sarana lingkungan perumahan yang memungkinkan berlangsungnya 

kehidupan sosial dan ekonomi yang memadai sesuai dengan standar 
pembangunan perumahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-

undangan. 
Huruf d 

Yang dimaksud dengan “pemulihan sosial psikologis” adalah untuk 
memperbaiki kehidupan sosial dan psikologis masyarakat sehingga dapat 
meneruskan kehidupan dan penghidupan yang dilakukan melalui pelayanan 

rehabilitasi sosial berupa konseling bagi keluarga korban bencana yang 
mengalami trauma, pelayanan konsultasi keluarga, dan 

pendampingan/fasilitas sosial. 
Huruf e 

Yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” adalah untuk memulihkan 
kesehatan korban bencana. 
Huruf f 

Yang dimaksud dengan “rekonsiliasi dan resolusi konflik” adalah  untuk 
menurunkan eskalasi konflik sosial, termasuk mempersiapkan landasan 

rekonsiliasi dan resolusi konflik sosial. 
Huruf g 

Yang dimaksud dengan “pemulihan sosial, ekonomi dan budaya”  adalah 
untuk memperbaiki kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, 



 220
Dokumentasi dan Informasi Hukum   2015.... Bagian Hukum  Setda Lamandau 

 

dengan cara menghidupkan kembali aktifitas sosial, ekonomi, dan budaya 
masyarakat. 

Huruf h 
Yang dimaksud dengan “pemulihan keamanan dan ketertiban” adalah untuk 

memperbaiki kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat dengan cara 
mengaktifkan kembali lembaga-lembaga keamanan dan ketertiban terkait. 

Huruf i 
Cukup jelas. 
Huruf j 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Pasal 53 
Cukup jelas. 

Pasal 54 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan ”masyarakat” adalah orang perseorangan, badan 

usaha, lembaga swadaya masyarakat, baik dalam maupun luar negeri. 
Pasal 55 

Cukup jelas. 
Pasal 56 
Huruf a 

Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi 
bencana meliputi : 

1. fasilitasi penyusunan rencana penanggulangan bencana; 
2. program pengurangan risiko bencana; 

3. program pencegahan bencana; 
4. pemaduan perencanaan pembangunan dengan perencanaan 

penanggulangan bencana; 

5. penyusunan analisis risiko bencana; 
6. fasilitasi pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang; 

7. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana; 
dan  

8. penyusunan standar teknis penanggulangan bencana 
Huruf b 
Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam situasi  terdapat potensi 

terjadi bencana meliputi : 
1. kegiatan kesiapsiagaan; 

2. pembangunan sistem peringatan dini; dan 
3. kegiatan mitigasi bencana 

Pasal 57 
Cukup jelas. 
Pasal 58 

Huruf a 
Penggunaan dana penanggulangan bencana untuk kegiatan rehabilitasi 

meliputi : 
1. perbaikan lingkungan daerah bencana; 

2. perbaikan prasarana dan sarana umum; 
3. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat; 



 221
Dokumentasi dan Informasi Hukum   2015.... Bagian Hukum  Setda Lamandau 

 

4. pemulihan sosial psikologis; 
5. pelayanan kesehatan; 

6. rekonsiliasi dan resolusi konflik; 
7. pemulihan sosial ekonomi budaya; 

8. pemulihan keamanan dan ketertiban; 
9. pemulihan fungsi pemerintahan; atau 

10. pemulihan fungsi pelayanan publik. 
Huruf b. 
Penggunaan dana penanggulangan bencana untuk kegiatan rekonstruksi 

meliputi : 
1. pembangunan kembali prasarana  dan sarana; 

2. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat; 
3. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat ; 

4. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang 
lebih baik dan tahan bencana; 

5. partisipasi dan peranserta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, 

dunia usaha, dan masyarakat; 
6. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya; 

7. peningkatan fungsi pelayanan publik; atau  
8. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat; 

Pasal 59 
Cukup jelas. 
Pasal 60 

Cukup jelas. 
Pasal 61 

Ayat (1)  
Cukup Jelas 

Ayat (2) 
Huruf a 
Yang dimaksud dengan “santunan duka cita” adalah santunan yang 

diberikan oleh Pemerintah Daerah, lembaga nonpemerintah berupa uang 
yang diberikan kepada ahli waris dari korban bencana yang meninggal 

dunia. 
Huruf b 

Yang dimaksud dengan “santunan kecacatan” adalah santunan yang 
diberikan oleh Pemerintah Daerah, lembaga nonpemerintah kepada korban 
bencana yang mengalami kecacatan mental dan/atau fisik. 

Huruf c 
Yang dimaksud dengan “pinjaman lunak untuk usaha produktif” adalah 

pinjaman yang diberikan kepada korban bencana yang kehilangan mata 
pencaharian, dalam bentuk kredit usaha produktif atau kredit pemilikan 

barang modal. 
Huruf d 
Yang dimaksud dengan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar adalah 

bantuan yang diberikan kepada korban bencana dalam bentuk 
penampungan sementara, bantuan pangan, sandang, air bersih dan 

sanitasi, serta pelayanan kesehatan. 
Pasal 62 

Cukup jelas. 
Pasal 63 
Cukup jelas. 

Pasal 64 
Cukup jelas. 

Pasal 65 
Cukup jelas. 

Pasal 66 
Cukup jelas. 
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Pasal 67 
Cukup jelas. 

Pasal 68 
Cukup jelas. 

Pasal 69 
Cukup jelas. 

Pasal 70 
Cukup jelas. 
Pasal 71 

Cukup jelas. 
Pasal 72 

Cukup jelas. 
Pasal 73 

Cukup jelas. 
Pasal 74 
Cukup jelas. 

Pasal 75 
Cukup jelas. 

Pasal 76 
Cukup jelas. 

Pasal 77 
Cukup jelas. 
Pasal 78 

Cukup jelas. 
Pasal 79 

Cukup jelas. 
Pasal 80 

Cukup jelas. 
Pasal 81 
Cukup jelas. 

Pasal 82 
Cukup jelas. 

Pasal 83 
Cukup jelas. 

Pasal 84 
Cukup jelas. 
Pasal 85 

Cukup jelas. 
Pasal 86 

Cukup jelas. 
Pasal 87 

Cukup jelas. 
Pasal 88 
Cukup jelas. 

Pasal 89 
Cukup jelas. 

Pasal 90 
Cukup jelas. 

Pasal 91 
Cukup jelas. 
Pasal 92 

Cukup jelas. 
Pasal 93 

Cukup jelas. 
Cukup jelas. 

Pasal 94 
Cukup jelas. 



 223
Dokumentasi dan Informasi Hukum   2015.... Bagian Hukum  Setda Lamandau 

 

Pasal 95 
Cukup jelas. 

Pasal 96 
Cukup jelas. 

 
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU 

TAHUN 2014 NOMOR 112 SERI E 
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PERATURAN BUPATI LAMANDAU 

TAHUN 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 225
Dokumentasi dan Informasi Hukum   2015.... Bagian Hukum  Setda Lamandau 

 

 
 

 
 

 

 

BUPATI LAMANDAU 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

 

PERATURAN BUPATI LAMANDAU 

NOMOR  08  TAHUN 2014 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  

 NOMOR  58  TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN  

STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH   

KABUPATEN LAMANDAU  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI LAMANDAU, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk terselenggaranya pengelolaan keuangan 

daerah yang tertib untuk mendukung Good Governance 

dalam penyelenggaraan pemerintahan, diperlukan 

keseragaman harga satuan dalam penyusunan dan 

pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga diperlukan 

Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Lamandau; 

 

b. bahwa dalam lampiran I dan lampiran III   Peraturan 

Bupati Lamandau Nomor  58 Tahun 2013 Tentang 

Penetapan Standar Biaya Umum Di Lingkungan 

Pemerintah  Kabupaten Lamandau ada perubahan dan 

penambahan point untuk diperjelas anggapan sehingga 

tidak multi penafsiran; 

 

  c. bahwa untuk maksud huruf a, huruf b dan huruf c, 

perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati 

Lamandau Nomor  58 Tahun 2013 Tentang Penetapan 

Standar Biaya Umum Di Lingkungan Pemerintah  

Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamandau yang 

ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lamandau. 

  

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, 

Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, 

Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, 

Kabupaten Murung Raya, Kabupaten 
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Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4180); 

 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 4286); 

 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia  

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 4400); 

 
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4421); 

 
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4844); 

 
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 

 
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, 

DPR, DPD, Dan DPRD (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 

 
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 



 227
Dokumentasi dan Informasi Hukum   2015.... Bagian Hukum  Setda Lamandau 

 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 

 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110); 

 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 

 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006  Nomor  

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614); 

 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

 
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan 
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

 
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial 

Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Daerah; 

 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 

Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; 

 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah 

Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah; 

 
21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran 

Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan 

Belanja Negara; 

 
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 15 

Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah 

Sakit Umum Daerah Lamandau (Lembaran Daerah 

Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 31 Seri D, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau 

Tahun 2008 Nomor 31 Seri D); 

 
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 16 

Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja 

Kecamatan Dan Kelurahan Di Kabupaten Lamandau 

(Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 

Nomor 32 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 32  Seri D); 

 
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 

Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Tata 

Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 

Anak dan Keluarga Berencana, Badan Pelaksana 

Penyuluh Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau 

(Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 

Nomor 41 Seri D); 

 
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 

Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas 

Pariwisata, Seni Dan Budaya Dan Dinas Pemuda Dan 

Olah Raga Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah 

Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 49 Seri D, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau 

Tahun 2009 Nomor 49 Seri D); 
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26. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 

Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau 

(Lembaran Daerah Kabupaten LamandauTahun 2010 

Nomor 60, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Lamandau Tahun 2010 Nomor 52 Seri D); 

 
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 

Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 

2011 Nomor  61 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah 

Nomor 53 Seri A);  

 
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 07 

Tahun 2012 tentang tentang Organisasi Dan Tata Kerja 

Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah 

Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 82 Seri D, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau 

Tahun 2012 Nomor 71 Seri D); 

 
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 08 

Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor 

Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kabupaten Lamandau 

(Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 

Nomor 83, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Lamandau Nomor 73 seri D); 

 
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 

Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan 

Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau (Lembaran 

Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 84, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau 

Nomor 73 seri D); 

 
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 

Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas 

Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah 

Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 85, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 74 seri 

D); 

 
32. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 

Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja 

Inspektorat, Badan Perncanaan Pembangunan Dan 

Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 

2012 Nomor 86, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Lamandau Nomor 75 Seri D); 

 
33. Peraturan Bupati Lamandau Nomor  58 Tahun 2013 

tentang Penetapan Standar Biaya Umum Dilingkungan 
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Pemerintah Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Tahun 

2013 Nomor  331); 

 
34. Peraturan Bupati Lamandau Nomor  68 Tahun 2013 

tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 

Daerah Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Tahun 

2013 Nomor  341). 

 

 

MEMUTUSKAN: 

 

 

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 

TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA 

UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN LAMANDAU  

 

 

Pasal I 

 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lamandau Nomor 58 Tahun 

2013 tentang Penetapan Standar Biaya Umum Di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 

Nomor 331) diubah dan penambahan huruf dan point pada Lampiran I dan 

Lampiran III sebagai berikut : 

1. Dalam Lampiran I huruf C mengenai Honorarium Tenaga Harian Lepas 

(THL) pada point f diubah sebagai berikut: 

f. Bagi sopir mobil operasional dinas dan sopir kepala Dinas pada SKPD 

dibayar berdasarkan 5 (lima) hari kerja dalam sebulan. 

 

2. Setelah point n, ditambah point o. Yang berbunyi sebagai berikut: 

o. Bagi sopir Bupati dan Wakil Bupati, sopir Pimpinan DPRD, sopir 

Sekretaris Daerah, sopir Ambulance dan sopir pemadam kebakaran 

dibayar berdasarkan 7 (tujuh) hari kerja. 

 

3. Dalam Lampiran III huruf D point d dan point e, diubah sebagai berikut: 

d. Bagi THL (Petugas khusus kebersihan sampah, sopir pengangkut 

sampah pada dinas PU, sopir Bupati dan Wakil Bupati, sopir 

Pimpinan DPRD, sopir Sekretaris Daerah, sopir Ambulance dan sopir 

pemadam kebakaran, petugas kamar jenazah, satpam/jaga malam) 

yang bekerja setiap hari lebih kurang 4 jam dengan hari kerja 

maksimal 31 hari kerja dalam sebulan. 

e. Bagi sopir mobil operasional dinas dan sopir kepala Dinas pada 

SKPD dibayar berdasarkan hari kerja dalam sebulan. 

 

 

Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati  ini dalam Berita Daerah. 

 

         Ditetapkan di Nanga Bulik 
         pada tanggal 2 Mei 2014     

 

 BUPATI LAMANDAU, 

 

 

MARUKAN 

 

Diundangkan di  Nanga Bulik 
pada tanggal 2 Mei 2014 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  LAMANDAU, 

 

  

                    ARIFIN LP.UMBING 

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
TAHUN 2014 NOMOR  349  TAHUN 2014 
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BUPATI LAMANDAU 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

 

PERATURAN BUPATI LAMANDAU 
NOMOR 09 TAHUN 2014   

 
TENTANG 

 
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN 

LAMANDAUNOMOR 21 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI  

PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 
 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
 

BUPATI LAMANDAU, 

 
 

Menimbang : sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah 
Kabupaten Lamandau  Nomor 21 Tahun 2013 tentang 

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah perlu Penetapkan 
Peraturan Bupati Lamandau tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau. 

 
Mengingat  : 1.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, 
Kabupaten  Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten 

Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung 
Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan 
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 
4180); 

 
  2.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

 
  3.  Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
 
  4.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
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Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
                                                                                                                   

  5.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  

 
  6.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);  
 
  7.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);  
 

  8.  Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);  

 
 9.  Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);  

 

 10.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);  
 

11.  Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 7 Tahun 
2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah 
Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten 
Lamandau Tahun 2012 Nomor 82 Seri D, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 71 Seri D);  
 

 12.  Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 17 Tahun 
2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 33 Seri 

E);  
 

 13.  Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 21 Tahun 
2013 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 
Nomor 104 Seri C). 
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MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK 
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN 

LAMANDAU NOMOR 21TAHUN 2013 TENTANG 
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH. 

                                                                                                        
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Lamandau. 

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah 

yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan 
bidang tertentu di daerah. 

5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi 
Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

6. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki/dikelola oleh 

Pemerintah Daerah meliputi Tanah, Lapangan, Bangunan Gedung, 
Konstruksi media reklame, laboratorium, dan Kendaraan/Alat-alat Berat 

milik Daerah. 
7. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 

barang milik daerah. 
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 

kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 

usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 
perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha 

milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, 
kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 

organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, 
lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif 
dan bentuk usaha tetap.  

9. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut 
Retribusi adalah pungutan daerah atas pemakaian kekayaan daerah 

yang berupa barang bergerak dan/atau tidak bergerak dan 
pemakaian/penggunaan laboratorium milik daerah. 

10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD 
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah 
pokok retribusi yang terutang.  

11. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah 
bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan 

dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke 
Kas Daerah.  

12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya 
disingkat SKRDLB adalah Surat ketetapan Retribusi yang menentukan 
jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi 

lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak 
terutang.  

13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah 
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif 

berupa bunga dan/atau denda. 
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BAB II 
PENETAPAN RETRIBUSI DAN TATA CARA PEMUNGUTAN 

Pasal 2 
 

(1)  Penetapan besarnya retribusi terutang ditetapkan oleh Pejabat dengan 
menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.  

(2)  Bentuk dan isi SKRD sebagaimana tercantum dalam lampiran I  dan 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.                                                                                               

                                                                                                     

Pasal 3 
 

(1)  Pemungutan retribusi dapat dilaksanakan oleh SKPD Pengguna Barang 
atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga.  

(2)  Penetapan SKPD pengguna barang sebagai pemungut retribusi 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.  

(3)  Pelaksanaan pemungutan retribusi oleh pihak ketiga dituangkan dalam 

perjanjian kerja sama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal 4 

 
(1) Jatuh tempo pembayaran retribusi daerah terutang yang tertera pada 

SKRD 15 (lima belas) hari dihitung sejak tanggal diterbitkan SKRD.  

(2)  Apabila jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
jatuh pada hari libur, maka pembayaran paling lambat dilakukan pada 

hari kerja berikutnya. 
 

BAB III 
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN 

Pasal 5 

 
(1)  Pembayaran retribusi terutang dibayar sendiri oleh wajib retribusi atau 

kuasanya dengan menggunakan SSRD atau tanda bukti pembayaran.  
(2) Bentuk dan isi SSRD atau tanda bukti pembayaran sebagaimana 

tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini.  

(3)  Pembayaran retribusi dapat dilakukan dengan cara : 

a. disetor langsung ke rekening bank pemegang kas umum daerah; 
atau  

b. disetor melalui bendahara penerimaan oleh wajib Retribusi atau 
kuasanya dan/atau pihak ketiga;  

(4)  Hasil pemungutan retribusi disetorkan ke kas daerah dan/atau 
bendahara penerimaan SKPD Pengguna Barang paling lama 1 (satu) 
hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima.  

(5)  Dalam hal kondisi geografis tempat pemungutan retribusi sulit 
dijangkau dengan transportasi dan secara teknis tidak memungkinkan 

dilakukan setiap hari, batas waktu penyetoran ke kas daerah dan/atau 
bendahara penerimaan ditetapkan paling lama 7 hari kerja dengan 

dilampiri rekapitulasi penerimaan harian retribusi.  
(6)  Bendahara penerimaan SKPD Pengguna Barang selanjutnya 

menyetorkan seluruh penerimaan ke kas daerah setiap hari kerja dan 

jam kerja.  
(7)  Pertanggungjawaban penyetoran hasil pemungutan retribusi 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
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BAB IV 
PEMBAYARAN RETRIBUSI MELALUI PENJAMINAN 

Pasal 6 
 

 
(1) Pembayaran retribusi dapat dilaksanakan melalui prosedur penjaminan 

oleh pihak ketiga baik yang preminya ditanggung oleh pemerintah atau 
dibayar secara sendiri oleh wajib retribusi. 

(2) Pelaksanaan pengelolaan pembayaran retribusi melalui jaminan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilaksanakan sesuai 
ketentuan perundang-undangan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut pembayaran retribusi melalui penjaminan diatur 
dengan Keputusan Kepala SKPD Pengguna Barang. 

                                                                                                  
 

BAB V 

TATA CARA PEMBERIAN KEPUTUSAN ANGSURAN  
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI 

Pasal 7 
 

 
(1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan kepada Bupati melalui 

SKPD Pengguna Barang untuk mengangsur atau menunda pembayaran 

retribusi yang masih harus dibayar atau kekurangan pembayaran 
retribusi, dalam hal wajib retribusi mengalami kesulitan likuiditas atau 

mengalami keadaan diluar kekuasaannya sehingga wajib retribusi tidak 
mampu memenuhi kewajiban retribusi pada waktunya. 

(2)  Dalam hal permohonan untuk mengangsur disetujui sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), wajib retribusi dikenai bunga sebesar 2% (dua 
per seratus) setiap bulan dihitung dari sisa angsuran, dengan 

ketentuan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.  
(3)  Dalam hal permohonan untuk menunda pembayaran disetujui 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib retribusi dikenai bunga 
sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan, dengan ketentuan bagian 

dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. 
 
 

Pasal 8 
 

 
(1) Permohonan wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 

(1), harus diajukan secara tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja 
sebelum jatuh tempo pembayaran, dilampiri dengan : 
a. alasan pengajuan permohonan; 

b. bukti pendukung berupa surat keterangan tidak mampu dari Kepala 
Desa/Lurah 

c. jumlah pembayaran retribusi yang dimohon untuk diangsur, masa 
angsuran, dan besarnya angsuran atau jumlah pembayaran 

retribusi yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu 
penundaan. 

(2)  Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilampaui 

dalam hal wajib retribusi mengalami keadaan di luar kekuasaan wajib 
retribusi sehingga wajib retribusi tidak mampu melunasi utang 

retribusi tepat pada waktunya.  
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Pasal 9 
 

 
(1)  Angsuran atas utang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 

ayat (2), dapat diberikan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak 
diterbitkannya surat keputusan persetujuan angsuran pembayaran 

retribusi. 
(2)  Penundaan atas utang retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 

ayat (3), dapat diberikan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak 

diterbitkannya Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran 
Retribusi. 

 
Pasal 10 

 
(1)  SKPD Pengguna Barang menetapkan besarnya utang retribusi yang 

ditunda pelunasannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).  

(2)  Bunga sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3), ditagih dengan 
menerbitkan STRD setiap tanggal jatuh tempo angsuran, jatuh tempo 

penundaan, atau pada tanggal pembayaran. 
 

Pasal 11 
 

(1) Setelah mempertimbangkan alasan dan bukti pendukung yang 

diajukan oleh wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
ayat (1), SKPD Pengguna Barang atas nama Bupati menerbitkan 

keputusan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal 
diterimanya permohonan. 

(2)  Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa : 
a. menyetujui jumlah angsuran retribusi dan/atau masa angsuran atau 

lamanya penundaan sesuai dengan permohonan wajib retribusi; 

b. menyetujui jumlah angsuran retribusi dan/atau masa angsuran atau 
lamanya  penundaan; atau 

c.  menolak permohonan wajib retribusi. 
(3)  Apabila jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), telah terlampaui dan SKPD Pengguna Barang tidak 
menerbitkan suatu keputusan,permohonan disetujui sesuai dengan 
permohonan wajib retribusi dan SKPD Pengguna Barang wajib 

menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran 
Retribusi atau Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran 

Retribusi paling lama 5 (lima) hari kerja. 
(4)  Dalam hal permohonan wajib retribusi disetujui, SKPD Pengguna 

Barang menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran 
Pembayaran Retribusi atau Surat Keputusan Persetujuan Penundaan 
Pembayaran Retribusi. 

(5)  Dalam hal permohonan wajib retribusi ditolak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf c, SKPD Pengguna Barang menerbitkan Surat 

Keputusan Penolakan Angsuran dan/atau Penundaan Pembayaran 
Retribusi. 

 
BAB V 

TATACARA PENAGIHAN 

Pasal 12 
 

 
(1)  Pejabat menerbitkan STRD apabila : 

a. retribusi yang terutang tidak atau kurang dibayar; 
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b. dari hasil pemeriksaan atas SSRD terdapat kekurangan pembayaran 
retribusi karena salah tulis dan/atau salah hitung.; 

c. Wajib retribusi dikenakan sanksi administratif berupa denda 
dan/atau bunga.  

(2)  Sanksi administratif berupa bunga atas retribusi yang terutang yang 
tidak atau kurang dibayar dalam STRD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a dan huruf b, ditetapkan untuk paling banyak 48% 
(empat puluh delapan per seratus) sejak saat terutangnya retribusi. 

(3)   Sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c, dalam hal wajib retribusi membetulkan 
sendiri SSRD yang mengakibatkan utang retribusi menjadi lebih besar 

dari SKRD, dihitung sejak tanggal disampaikan pembetulan SSRD 
sampai dengan tanggal pembayaran.  

(4)  Penagihan retribusi didahului dengan Surat Teguran Retribusi Daerah 
(STRD) yang dikeluarkan paling lama 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo 
pembayaran. 

(5)  STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat perhitungan 
jumlah pokok retribusi terutang, ditambah dengan sanksi bunga 

sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan dan/atau denda yang harus 
dibayar lunas paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan STRD. 

(6)  Bentuk dan isi STRD sebagaimana tercantum dalam lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

                    

 
BAB VI 

PENGHAPUSAN KEDALUWARSA PENAGIHAN 
Pasal 13 

 
 
 

(1)  Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah 
melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat 

terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak 
pidana di bidang retribusi.  

(2)  Saat terutangnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
ditentukan terhitung sejak STRD diterbitkan.  

(3)  Terhadap retribusi yang tidak tertagih, SKPD Pengguna Barang wajib 
membuat inventarisasi dan laporan terhadap piutang retribusi yang 
tidak tertagih, sehingga mengakibatkan kedaluwarsa penagihan. 

(4)  Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa : 
a.  kronologis yang memuat pelaksanaan pemungutan piutang retribusi; 

b.  daftar umur piutang retribusi; 
c.  surat keterangan yang menyangkut keberadaan Wajib Retribusi; 

d. keterangan  lain  yang  diperlukan  sebagai pertanggung jawaban 
terjadinya kedaluwarsa penagihan. 

(5)  Penetapan kedaluwarsa penagihan oleh SKPD Pengguna Barang 

dibahas bersama instansi lain yang terkait dan dituangkan dalam 
format berita acara. 

(6)  Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), digunakan sebagai 
usulan SKPD Pengguna Barang kepada Bupati untuk penghapusan 

piutang Retribusi. 
(7)  Berdasarkan usulan SKPD Pengguna Barang, Bupati dapat 

menerbitkan keputusan tentang penghapusan retribusi dimaksud. 
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BAB VII 
PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI 

Pasal 14 
 

 

Atas dasar permohonan wajib retribusi dapat diberikan pengurangan, 

keringanan ataupembebasan retribusi dalam hal : 
a. kondisi objek retribusi : Usaha yang menjadi Objek retribusi tutup/hilang 

sementara atau permanen atau tidak diketahui lagi aktivitasnya atau 

sebab lain berkaitan dengan objek retribusi yang relevan, dengan besaran 
pengurangan, keringanan atau pembebasan paling banyak 50% (lima 

puluh per seratus); 
b. kondisi subjek retribusi : Kemampuan bayar wajib retribusi yang 

menurun atau hilang sama sekali sebagai misal karena sakit, meninggal 
dunia, kondisi ekonomi lokal,regional, global yang tidak kondusif bagi 
dunia usaha atau sebab lain berkaitan dengan subjek retribusi yang 

relevan, dengan besaran pengurangan, keringanan atau pembebasan 
paling banyak 100% (seratus per seratus); 

c. kondisi lain yang disebabkan oleh keadaan kahar berupa : bencana alam 
atau sebab – sebab lainnya seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, 

gempa bumi, gunung meletus, dan huru-hara yang terjadi dengan 
besaran pengurangan/pembebasan paling banyak 100% (seratus per 

seratus). 
 
 

Pasal 15 
 

 
(1) Wajib retribusi mengajukan permohonan pengurangan, keringanan atau 

pembebasan retribusi setelah mendapat perhitungan SKRD kepada SKPD 
Pengguna Barang dengan permohonan yang diajukan secara tertulis 
dalam Bahasa Indonesia dan disertai dengan alasan yang jelas. 

(2) Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi harus 
melampirkan bukti-bukti pendukung yang dipersyaratkan sesuai 

ketentuan yang berlaku meliputi : 
a. fotokopi perhitungan SKRD; 

b. fotokopi KTP, SIM, Paspor, Kartu Keluarga atau identitas lain; 
c. Surat Keterangan Kepala Desa atau Surat Keterangan instansi lain 

yang terkait. 

(3)  SKPD Pengguna Barang atas nama Bupati berwenang memberikan 
keputusan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan 

retribusi. 
(4)  Pejabat harus memberikan keputusan atas permohonan pengurangan, 

keringanan atau pembebasan retribusi yang diajukan wajib pajak dalam 
waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya surat 
permohonan. 

(5)  Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), berupa mengabulkan 
sebagian, atau mengabulkan seluruhnya, atau menolak. 

(6)  Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), telah lewat 
dan pejabat tidak memberikan suatu keputusan, permohonan 

pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi yang diajukan 
dianggap dikabulkan. 
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BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 16 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Lamandau. 

 
Ditetapkan di Nanga Bulik 

pada tanggal 2 Mei 2014 
 

BUPATI LAMANDAU, 
 
 

MARUKAN 
Diundangkan di Nanga Bulik 

pada tanggal 2 Mei 2014 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, 
 
  

               ARIFIN LP. UMBING 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
TAHUN 2014 NOMOR 350 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 241
Dokumentasi dan Informasi Hukum   2015.... Bagian Hukum  Setda Lamandau 

 

 
 
 
 
 

BUPATI LAMANDAU 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

 
PERATURAN BUPATI LAMANDAU 

NOMOR 11 TAHUN 2014 
 

TENTANG 
 

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN  

KABUPATEN LAMANDAU 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 

BUPATI LAMANDAU, 
 
Menimbang : a. bahwa  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Pertanian  

Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010  tentang  
Standar  Pelayanan Minimal    Bidang    Ketahanan    
Pangan    Provinsi    dan Kabupaten/Kota,   maka   

Bupati   berwenang   menetapkan Standar Pelayanan 
Minimal Bidang Ketahanan Pangan Skala Daerah; 

b. bahwa Peraturan Bupati Lamandau Nomor 14 tahun 
2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang 

Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau perlu direvisi 
karena didalam Pasal, ayat perlu adanya 
penyempurnaan serta belum disertakannya lampiran 

peraturan. 
c. bahwa untuk maksud huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan kembali Peraturan Bupati tentang Standar 
Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten 

Lamandau 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, 
Kabupaten  Sukamara, Kabupaten Lamandau, 
Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, 

Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di 
Provinsi Kalimantan Tengah, (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  4180); 

 
2. Undang-Undang  Nomor 7  Tahun 1996  tentang  

Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 

Nomor 99, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  
Indonesia  Nomor 3656); 

 
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Tahun 2011  Nomor 82,  

Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 
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4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun  2004 Nomor  125, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana   

telah beberapa kali diubah  terakhir  dengan Undang-
Undang  Nomor  12  Tahun 2008 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Peraturan Daerah (Lembaran Negara  Republik  
Indonesia  Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Pembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

 
6.  Peraturan   Pemerintah  Nomor 68  Tahun 2002   tentang 

Ketahanan Pangan  (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2002  Nomor 142, Tambahan  Lembaran  

Negara Republik Indonesia Nomor 4254); 
 
6. Peraturan  Pemerintah   Nomor 65   Tahun 2005   tentang 

Pedoman  Penyusunan  Dan  Penerapan  Standar  
Pelayanan Minimal  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun  2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4585);  

 
7. Peraturan   Pemerintah   Nomor 38   Tahun 2007   

tentang Pembagian   Urusan   Pemerintahan   Antara 

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan  
Pemerintahan  Daerah Kabupaten/Kota  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007  Nomor 82,  
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia 

Nomor 4737);  
 
8. Peraturan  Pemerintah Nomor 6  Tahun 2008  tentang 

Pedoman  Evaluasi  Penyelenggaraan  Pemerintahan  
Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 19,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  
Indonesia  Nomor  4819);  

  
9.  Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/ 

OT.140/12/  2010 tentang Standar Pelayanan Minimal 

Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Dan Kabupaten/Kota; 
 

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 
tentang  Petunjuk Teknis Penyusunan Dan  Penetapan   

Standar Pelayanan Minimal;  
 
11.Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 
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12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 
Tahun  2008 tentang  Urusan  Pemerintahan  Yang  

Menjadi  Kewenangan Kabupaten  Lamandau  (Lembaran  
Daerah  Kabupaten  Lamandau Tahun 2008 Nomor 2);  

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN 

MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN KABUPATEN  
LAMANDAU. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:  
1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.  

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah  sebagai  
Unsur  Penyelenggara Pemerintahan Daerah.  

3. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan adalah 
Satuan Kerja  Perangkat Daerah  yang bertanggung jawab di bidang 
ketahanan pangan di Kabupaten Lamandau.  

4. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah 
tangga yang  tercermin  dari  tersedianya  pangan  yang  cukup,  baik  

jumlah  maupun  mutunya,  aman, merata, dan terjangkau.  
5. Standar  Pelayanan  Minimal  yang  selanjutnya  disingkat  SPM  adalah  

ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan 
urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara 
minimal. 

6.  Standar  Pelayanan  Minimal  Bidang  Ketahanan  Pangan  Kabupaten  
adalah  ketentuan tentang jenis  dan mutu pelayanan   dasar yang   

merupakan urusan  wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga 
secara minimal, yang kualitas  pencapaiannya merupakan tolok ukur 

kinerja pelayanan ketahanan pangan yang  diselenggarakan oleh 
daerah Kabupaten.  

7.  Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan 

mutlak untuk  memenuhi  kebutuhan   masyarakat  dalam   kehidupan   
sosial,  ekonomi,  dan pemerintahan.  

8.  Pelayanan  Dasar  Bidang  Ketahanan  Pangan  adalah  pelayanan  dasar  
untuk  mewujudkan  ketersediaan  pangan  yang  cukup,  aman,  

bermutu,  bergizi  dan  beragam serta tersebar merata di seluruh 
wilayah dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.  

9.  Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang 

digunakan  untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak 
dipenuhi dalam pencapaian  suatu SPM berupa masukan, proses, 

hasil dan/atau manfaat pelayanan.  
10.  Batas  waktu  pencapaian  adalah  batas  waktu  untuk  mencapai  

target  jenis  pelayanan bidang ketahanan pangan secara   bertahap  
sesuai    dengan   indikator   dan    nilai yang ditetapkan. 
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BAB II 
STANDAR PELAYANAN MINIMAL  

BIDANG KETAHANAN PANGAN 
Pasal 2 

SPM Bidang Ketahanan Pangan terdiri dari 4 (empat) jenis pelayanan dasar :  
a. Ketersediaan dan Cadangan Pangan;  

b. Distribusi dan Akses Pangan;  
c. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan; dan  
d. Penanganan Kerawanan Pangan.  

 
Pasal 3 

(1) Pelayanan Dasar SPM Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2,   diselenggarakan oleh seluruh perangkat daerah terkait 

ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh Badan Pelaksana 
Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.  

(2) Ketentuan  lebih  lanjut  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  
dijabarkan  dalam  bentuk indikator kinerja untuk target capaian Tahun 

2015.  
 

Pasal 4 

 

Penjabaran indikator kinerja Pemerintah Daerah dalam target capaian Tahun 
2015 :  

a. Ketersediaan dan Cadangan Pangan:  

1. Ketersediaan energi dan protein perkapita 90% pada Tahun 2015;  
2. Penguatan cadangan pangan 60% pada Tahun 2015.  

b. Distribusi dan Akses Pangan:  
(1) Ketersediaan informasi pasokan, harga  dan akses pangan di daerah 

90% pada  Tahun 2015;  
(2) Stabilitas harga dan pasokan pangan 90% Tahun 2015.  

c. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan:  
1. Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) 90% pada Tahun 2015;  
2. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan 80% pada Tahun 2015.  

3. Penanganan Kerawanan Pangan:  
Penanganan daerah rawan pangan 60% pada Tahun 2015. 

 

 
BAB III 

PENGORGANISASIAN 
Pasal 5 

 

Bupati    bertanggung  jawab  penuh  atas  penyelenggaraan  SPM  Bidang  
Ketahanan Pangan  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  4, yang  

dilaksanakan  oleh  perangkat daerah.  
 
 

Pasal 6 
 

(1) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, secara 
operasional  dikoordinasikan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan dan 

Ketahanan Pangan.  
(2) Penyelenggaraan SPM Bidang Ketahanan Pangan dilaksanakan oleh 

perangkat  daerah yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi di 

bidangnya.  
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BAB IV 
PELAKSANAAN 

Pasal 7 
 

(1) SPM  Bidang  Ketahanan  Pangan   sebagaimana  dimaksud  dalam  
Pasal 4, merupakan   acuan   bagi   Pemerintah   Daerah   dalam   

perencanaan   program pencapaian target standar pelayanan minimal.  
(2) Perencanaan program pencapaian target sebagaimana dimaksud pada 

ayat  (1), dilaksanakan  secara  bertahap  sesuai  petunjuk  teknis  SPM  

Bidang  Ketahanan Pangan.  

 

 

BAB V 

PELAPORAN 
Pasal 8 

 

(1) Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan wajib 
menyampaikan laporan teknis tahunan  kinerja penerapan dan 

pencapaian pelayanan ketahanan pangan kepada Bupati.  
(2) Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan atas 

nama Bupati melakukan pembinaan dan  pengawasan teknis 
penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan.  

(3) Bupati wajib menyampaikan laporan teknis tahun kinerja penerapan 

pencapaian  pelayanan Ketahanan Pangan ke Menteri terkait melalui 
Kepala Badan ketahanan Pangan Pusat.  

 
 

BAB VI 

MONITORING DAN EVALUASI 

Pasal 9 

 
(1) Untuk menjamin pelayanan dasar kepada masyarakat dilakukan 

monitoring dan  evaluasi  atas  penerapan  SPM  Bidang  Ketahanan  
Pangan,  sesuai  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.  
(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat  (1), 

dilakukan oleh  Bupati atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 

ditunjuk.  
 

 
Pasal 10 

 
 

Hasil  monitoring  dan  evaluasi  penerapan  dan  pencapaian  SPM  Bidang  

Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9,   dijadikan bahan:  
a. masukan  bagi  pengembangan  kapasitas  pemerintah  daerah  dalam  

pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan; dan 
b. pertimbangan  dalam  pembinaan  dan  pengawasan  penerapan  SPM  

Bidang Ketahanan Pangan. 
 

 

BAB VII 
PENGEMBANGAN KAPASITAS 

Pasal 11 
 

 
(1) Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi atas penerapan dan 
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pencapaian SPM Bidang  Ketahanan  Pangan  Daerah,  dilakukan  
pengembangan  kapasitas  untuk mendukung penerapan dan pencapaian 

SPM Bidang Ketahanan Pangan.  
(2) (2)  Pengembangan  kapasitas  untuk  mendukung  penerapan  dan  

pencapaian  SPM Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat  (1), dilaksanakan  oleh Badan Pelaksana Penyuluhan 

dan Ketahanan Pangan atas nama Bupati.  
 

Pasal 12 

 
(1) Pengembangan  kapasitas  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 11,  

dilakukan melalui peningkatan  kemampuan  sistem  kelembagaan,  
personil  dan  keuangan, oleh Pemerintah Daerah. 

(2) Peningkatan   kemampuan   sistem   kelembagaan,   personil   dan   
keuangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1),  dilakukan  

melalui  pemberian  orientasi umum,  petunjuk  teknis,  bimbingan  
teknis,  pendidikan  dan  pelatihan,  dan/atau bantuan lainnya.  

 

BAB VIII 
PENDANAAN 

Pasal 13 
 

Pendanaan  untuk  penerapan,  pencapaian  kinerja/target,  pelaporan,  
monitoring  dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sub 

sistem manajemen, serta pengembangan  kapasitas  yang  menjadi  tugas  
dan  tanggung  jawab  pemerintahan daerah dibebankan pada Anggaran 
Pendapatan Belanja Daerah  (APBD) kabupaten sesuai kewenangannya.  

 
 

BAB IX 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 14 
 
 

(1) Pembinaan teknis penerapan dan pencapaian SPM Bidang 
Ketahanan Pangan  dilakukan sesuai petunjuk teknis.  

(2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dapat didelegasikan oleh  Bupati kepada Badan Badan Pelaksana 

Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.  
 
 

Pasal 15 
 

 
Bupati bersama badan/instansi terkait melakukan pengawasan teknis atas 

penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan.  
 

 

BAB X 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 16 
 

 
Di luar jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan 
Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan wajib menyelenggarakan 

jenis pelayanan sesuai kebutuhan, karakteristik, dan potensi daerah.  
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BAB XI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 17 
 

 
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Lamanadau 

Nomor 14 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan 
Pangan Kabupaten Lamandau dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. 
 

Pasal 18 
 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.  
 

Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 2 Mei 2014                     

 
BUPATI LAMANDAU, 

 
 
 

M A R U K A N 
 

 
 

 
Diundangkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 2 Mei 2014 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, 

 
  

 
                ARIFIN LP. UMBING 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU 
TAHUN 2014 NOMOR 352 
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BUPATI LAMANDAU 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

 

PERATURAN BUPATI LAMANDAU 
NOMOR  13  TAHUN 2014 

 
TENTANG 

 
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI LAMANDAU, 
 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan pasal 6 ayat (3)  bahwa Sistem 

Akuntansi Pemerintahan pada pemerintah daerah 
diatur dengan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota 

yang mengacu pada pedoman umum Sistem 
Akuntansi Pemerintahan; 

 
  b. 

 

 
 

 
c. 

bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan 
berbasis akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 harus segera 
diterapkan namun memerlukan masa transisi; 

 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam    huruf a dan b untuk tertib 
administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu 
ditetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan 

Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lamandau. 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas 

Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

 
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
 

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
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  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab 

Keuangan Negara; 
 

  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia nomor 4548); 
 

  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
 

  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

   
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4502); 
 

  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 
2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

32). 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM AKUNTANSI 
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
3. Kepala Daerah adalah Bupati Lamandau. 

4. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, 
pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, 

penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya. 
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5. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP, 
adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan 

menyajikan laporan keuangan pemerintah. 
6. Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya 

disingkat PUSAP, adalah Peraturan Menteri Keuangan yang bertujuan 
untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah dalam rangka penyusunan 

Sistem Akuntansi Pemerintahan yang mengacu pada SAP berbasis 
Akrual dan penerapan statistik keuangan pemerintah daerah untuk 
penyusunan konsolidasi fiskal dan statistik keuangan secara nasional. 

7. Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya disingkat 
SAPD, adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, 

peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak 
analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan 

organisasi pemerintah Kabupaten Lamandau. 
8. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas prinsip-prinsip, 

dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik 

spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau dalam 
penyusunan dan penyajian laporan keuangan.  

9. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS, adalah kode 
perkiraan buku besar akuntansi yang terdiri dari kumpulan akun 

nominal dan akun riil secara lengkap yang digunakan di dalam 
pembuatan jurnal, buku besar, neraca lajur, neraca percobaan, dan 
laporan keuangan. 

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang 

dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan 
ditetapkan dengan peraturan daerah. 

11. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi 
dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa 
memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. 

12. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi 
dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau 

dibayar. 
13. Basis Kas Menuju Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui 

pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis kas serta mengakui aset, 
utang dan ekuitas dana berbasis akrual. 

14. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan 

suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan 
menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, 

pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, 
sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan 

yang bersangkutan. 
15. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan 

memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. 

16. Pengungkapan adalah berupa laporan keuangan yang menyajikan secara 
lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. 

17. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah 
laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, 

transfer, surplus/defisit-LRA dan pembiayaan, sisa lebih/kurang 
pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan 
anggarannya dalam satu periode. 

18. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat 
LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan 

penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, 
SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir. 
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19. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu 
entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal 

tertentu. 
20. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang 

menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan 
entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban dan 

surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang 
penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. 

21. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang 

menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas 
dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara 

kas pada tanggal pelaporan. 
22. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah 

laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang 
terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir. 

23. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah 

laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci 
atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, 

LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai. 
24. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna 
anggaran/pengguna barang 

25. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD 

adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang 
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak 

sebagai bendahara umum daerah. 
26. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna 

anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan 
akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada 
entitas pelaporan. 

27. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau 
lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan 

peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. 

28. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang 
daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh 
penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh 

pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 
29. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah 

yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran 
yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu 

dibayar kembali oleh pemerintah. 
30. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah 

yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran 

bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh 
pemerintah. 

31. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar 
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, bailk pada 

tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun 
anggaran berikutnya. 

32. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui 

sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang 
bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. 

33. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam 
periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa 

pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. 
34. Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang 
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terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi 
biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar 

kendali atau pengaruh entitas bersangkutan. 
35. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh 

pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana 
manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat 

diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur 
dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang 
diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-

sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. 
36. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis 

seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya 
sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka 

pelayanan kepada masyarakat. Ekuitas adalah kekayaan bersih 
pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban 
pemerintah. 

37. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang 
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi 

pemerintah. 
38. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih 

antara aset dan kewajiban pemerintah. 
39. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos 

yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang 

seharusnya. 
40. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk 

mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yang 
berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum 

dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan. 
 
 

BAB II 
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH 

Pasal 2 
 

 
Sistem akuntansi pemerintah daerah terdiri dari: 
1. Sistem Akuntansi SKPD; 

2. Sistem Akuntansi PPKD; dan 
3. Bagan Akun Standar. 

 
 

Pasal 3 
 
 

(1) Sistem akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf a, 
mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas 

pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, aset, kewajiban, 
ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan keuangan 

SKPD. 
(2) Sistem akuntansi PPKD sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf b, 

mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas 

pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, 
aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, penyusunan laporan 

keuangan PPKD serta penyusunan laporan keuangan konsolidasian 
pemerintah daerah. 
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(3) Sistem akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum 
dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 
(4) Sistem akuntansi PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum 

dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

 
Pasal 4 

 

 
(1) BAS sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c, sebagai menjadi 

pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan kodefikasi mencakup 
akun-akun yang menggambarkan struktur laporan keuangan secara 

lengkap.  
(2) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas level 1 sampai 

dengan level 5 meliputi:  

a. level 1 (satu) menunjukkan kode akun;  
b. level 2 (dua) menunjukkan kode kelompok; 

c. level 3 (tiga) menunjukkan kode jenis; 
d. level 4 (empat) menunjukkan kode obyek; dan 

e. level 5 (lima) menunjukkan kode rincian obyek.  
(3) BAS sebagaimana dimaksud padadalam ayat (1), digunakan di dalam 

pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku 

besardan pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada laporan 
keuangan. 

(4) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III 
Peraturan Bupati ini. 

 
 

BAB III 

KETENTUAN PERALIHAN 
Pasal  5 

 
 

(1) Ketentuan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan mulai 
tahun 2015. 

(2) Penyusunan Laporan Keuangan tahun 2014 mengacu kepada sistem 

akuntansi sebelumnya yang berlaku pada pemerintah Kabupaten 
Lamandau 

 
 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal  6 

 
 

Peraturan Bupati Lamandau ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati Lamandau ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Lamandau 
      

             Ditetapkan di Nanga Bulik 
             pada tanggal 4 Juni 2014 

 
BUPATI LAMANDAU, 

 

 
 

 MARUKAN  
 

Diundangkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 4 Juni 2014 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU 
 

  
 

                ARIFIN LP. UMBING 
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU 
TAHUN 2014 NOMOR 345 
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BUPATI LAMANDAU 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

 

PERATURAN BUPATI LAMANDAU 
NOMOR  14  TAHUN 2014 

 
TENTANG 

 
KEBIJAKAN AKUNTANSI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI LAMANDAU, 
 

Menimbang 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Mengingat 

: 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

: 

a. 
 
 

 
 

 
 

 
b. 
 

 
 

 
c. 

 
 
 

 
 

1. 
 

 
 
 

 
2. 

 
 

 
 
3. 

 
 

 
 

4. 
 

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar 
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pasal 4 ayat 

5  menyatakan bahwa kepala daerah menetapkan 
peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi 

pemerintah daerah dengan berpedoman pada standar 
akuntansi pemerintahan; 

 
bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan 
berbasis akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 harus segera 
diterapkan namun memerlukan masa transisi; 

 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam    huruf a dan b, untuk tertib 
administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu 
ditetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan 

Akuntansi Pemerintah. 
 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas 

Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab 
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5. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

6. 
 

 
 

 
 
7. 

 
 

 
 

 
8. 
 

 
 

 
 

9. 
 
 

 
 

10. 
 

 
 
 

11. 
 

 
 

 
12. 
 

 
 

 
 

13. 
 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4548); 

 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Berita Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4502); 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang 
Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4577); 

 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
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14. 
 

 
 
15. 

 
 

 
 

 
 
16. 

 
 

 
 

 
 
 

17. 
 

 
 

18. 
 
 

 
 

19. 
 

 
 
 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 
 

Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165); 
 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 

2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan; 
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 

2011 yang diubah dengan Peraturan menteri Dalam 
Negeri Nomor 39 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 
2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial 

Dan Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Daerah; 

 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 
2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis 

Akrual Pada Pemerintah Daerah;  
 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 
2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

32); 
 

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 
Tahun 2011  tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Lamandau Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Berita 
Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 53 Seri A). 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN 

AKUNTANSI 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 

oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut 

asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945.  
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3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah. 

4. Bupati adalah BupatiLamandau. 
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam 

rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai 
dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang 

berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah. 
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang 

meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 

pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah. 
7. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, 

pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian 
atas hasilnya, serta penyajian laporan. 

8. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip 
yang mendasari penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi 
Pemerintahan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dan 

merupakan rujukan penting bagi Komite Standar Akuntansi 
Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, dan pemeriksa dalam 

mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur secara 
jelas dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. 

9. Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah 
prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan 
menyajikan laporan keuangan pemerintah. 

10. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-
konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh 

suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan 
keuangan. 

11. Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah serangkaian prosedur 
manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, 
pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi 

keuangan pemerintah. 
12. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk 

melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya 
disingkat BUD. 

13. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau 
lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa 

laporan keuangan. 
14. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna 

anggaran/pengguna barang dan BUD wajib menyelenggarakan 
akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada 

entitas pelaporan. 
15. Unit pemerintahan adalah pengguna anggaran/pengguna barang yang 

berada di Setuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau 

 
BAB II 

KEBIJAKAN AKUNTANSI 
Pasal 2 

 
(1) Kebijakan akuntansi pemerintah Kabupaten Lamandau menerapkan SAP 

Berbasis Akrual. 

(2) Kebijakan akuntansi pemerintah daerah terdiri atas kebijakan akuntansi 
pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun. 

(3) Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan memuat penjelasan atas 
unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam 

penyajian pelaporan keuangan. 
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(4) Kebijakan akuntansi akun mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, 
penyajian dan pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan 

Pernyataan SAP atas: 
a. Pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam        

SAP; dan 
b. Pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP. 

 
Pasal 3 

 

(1) Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan  terdiri dari: 
a. Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah; 

b. Penyajian Laporan Keuangan; 
c. Laporan Realisasi Anggaran; 

d. Laporan Perubahan SAL 
e. Neraca; 
f. Laporan Operasional 

g. Laporan Arus Kas; 
h. Laporan Perubahan Ekuitas; 

i. Catatan atas Laporan Keuangan; 
(2) Kebijakan Akuntansi Akun terdiri dari: 

a. Akuntansi Aset  
b. Akuntansi Kewajiban; 
c. Akuntansi Ekuitas 

d. Akuntansi Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA 
e. Akuntansi Beban dan Belanja; 

f. Akuntansi Transfer; 
g. Akuntansi Pembiayaan; dan 

h. Akuntansi atas Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi 
Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan 

 

 
BAB III 

PELAPORAN KEUANGAN 
Pasal 4 

 
(1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Entitas Pelaporan 

wajib menyusun dan menyajikanLaporan Keuangan Tahunan, setidak-

tidaknya terdiri dari: 
1. Laporan Realisasi Anggaran; 

2. Laporan Perubahan SAL 
3. Neraca; 

4. Laporan Operasional 
5. Laporan Arus Kas; 
6. Laporan Perubahan Ekuitas; dan 

7. Catatan atas Laporan Keuangan 
(2) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Entitas Akuntansi 

untuk unit pemerintahan wajib menyusunLaporan Keuangan Tahunan, 
yang setidak-tidaknya terdiri dari: 

1. Laporan Realisasi Anggaran; 
2. Laporan Operasional; 
3. Neraca; 

4. Laporan Perubahan Ekuitas; dan 
5. Catatan atas Laporan Keuangan 

(3) Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah 
BUD wajib menyusun Laporan Keuangan, yang setidak-tidaknya terdiri 

dari: 
1. Laporan Realisasi Anggaran; 
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2. Laporan Operasional; 
3. Neraca;  

4. Laporan Arus Kas; 
5. Laporan Perubahan Ekuitas; dan 

6. Catatan atas Laporan Keuangan 
 

Pasal 5 
 

Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan dan Kebijakan Akuntansi Akun 

sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Lampiran  Peraturan Bupati tentang 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lamandau yang merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 
 

BAB IV 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 6 

 
(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan mulai 

tahun 2015. 
(2) Penyusunan laporan keuangan tahun 2014 mengacu kepada kebijakan 

akuntansi sebelumnya yang berlaku pada pemerintah daerah. 
 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 7 

 
Peraturan Bupati Lamandau ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati Lamandau ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Kabupaten Lamandau. 
 

Ditetapkan di Nanga Bulik 
pada tanggal 4 Juni 2014 

 
BUPATI LAMANDAU, 
 

  
 

       MARUKAN 
 

Diundangkan di Nanga Bulik 
pada Tanggal 4 Juni 2014 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, 
 

  
 

                   ARIFIN LP. UMBING 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU 
TAHUN 2014 NOMOR 355 
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BUPATI  LAMANDAU 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 
 

PERATURAN BUPATI LAMANDAU 

NOMOR 16 TAHUN 2014 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMANDAU 
 NOMOR 57 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU 

 TAHUN ANGGARAN 2014 
 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI  LAMANDAU, 

 

Menimbang : a. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
b. 

bahwa untuk memenuhi ketentuan PMK Nomor 
61/PMK.07/2014 tentang Pedoman Umum dan 

Alokasi Tunjangan Profesi Guru PNSD Kepada 
Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 

Anggaran 2014 tanggal 03 April 2014, perlu 
diakomodir dalam Peraturan Bupati Lamandau 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 
Anggaran 2014; 

 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati Lamandau Tentang Perubahan 
Atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 57 Tahun 

2013. 
 

Mengingat : 1. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
2. 
 

 
 

 
3. 

 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten 

Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten 
Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten 
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten 

Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4180); 

 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
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4. 

 
 

 
 
 

5. 
 

 
 

 
 
6. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

7. 
 
 

 
 

 
 

8. 
 
 

 
 

 
9. 

 
 
 

 
 

10. 
 

 
 
 

 
11. 

 
 

 
 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 
 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembar 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 
 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang 
MPR, DPR, DPD, Dan DPRD (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5043); 

 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah Dan  Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5049); 
 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

 
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil 
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 
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12. 
 

 
 

 
 

13. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
14. 

 
 

 
 
 

15. 
 

 
 

 
16. 
 

 
 

 
 

17. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
18. 

 
 

 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan 
Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 

Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Kedudukan 
Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4540),  dan telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah  Nomor 37 Tahun 2006 tentang 
Perubahan Penghasilan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota DPRD; 

 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502); 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 

 
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4575); 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110); 

 
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 

tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4577); 
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19. 
 

 
 

 
 

20. 
 
 

 
 

 
 

21. 
 
 

 
 

 
22. 

 
 
 

 
 

 
 

 
23. 
 

 
 

 
 

 
 
24. 

 
 

 
 

 
25. 
 

 
 

 
 

26. 
 
 

 
 

 
 

27. 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 
tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4585); 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006  Nomor  25, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4614); 

 
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 19); 

 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4737); 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 

tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4741); 

 
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 
tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5165); 
 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 
 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan 
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33. 
 

 
 

 
 

 
 
34. 

 
 

 
 

 
 

Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Daerah; 

 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 

2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2014; 
 
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 15 

Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja 
Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau (Lembaran 

Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 31 
Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Lamandau Tahun 2008 Nomor 31 Seri D); 
 
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 16 

Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja 
Kecamatan Dan Kelurahan Di Kabupaten Lamandau 

(Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 
2008 Nomor 32 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 32  Seri 
D); 
 

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 
Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja 

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 
Anak Dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan 

Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 
Berencana, Badan Pelaksana Penyuluh Dan 
Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau (Lembaran 

Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 41 
Seri D); 

 
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 

Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja 
Dinas Pariwisata, Seni Dan Budaya Dan Dinas 
Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Lamandau 

(Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 
2009 Nomor 49 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 49 Seri 
D); 

 
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 17 
Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah 

Kabupaten Lamandau Pada Perusahaan Daerah 
Bajurung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten 

Lamandau Tahun 2009 Nomor 52 Seri E, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 

2009 Nomor 45  Seri E); 
 
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 18 

Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah 
Kabupaten Lamandau pada Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM) Kabupaten Lamandau (Lembaran 
Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 53 

Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Lamandau Tahun 2009 Nomor 46  Seri E); 
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41. 

 
 
 

 
 

 
42. 

 
 

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 
Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 
Lamandau ( Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau 

Tahun 2010 Nomor 60, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Lamandau Tahun 2010 Nomor 52 seri D); 

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 
Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Lamandau Tahun 2011 Nomor  61 Seri A, Tambahan 
Lembaran Daerah Nomor 53 Seri A);  

 
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 07 

Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal 
Pemerintah Kabupaten Lamandau pada Perseroan 
Terbatas (PT) Bank Kalimantan Tengah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2011 Nomor  
65 Seri A); 

 
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 

Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten 
Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau 
Tahun 2011 Nomor  69 Seri A); 

 
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 

Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah 
Kabupaten Lamandau Kepada Perusahaan Daerah 

Air Minum (PDAM) Kabupaten Lamandau (Lembaran 
Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2011 Nomor  
71 Seri A); 

 
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 07 

Tahun 2012 tentang tentang Organisasi Dan Tata 
Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 
2012 Nomor 82 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 71 Seri 
D); 

 
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 08 

Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja 
Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kabupaten 
Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau 

Tahun 2012 Nomor 83, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Lamandau Nomor 73 seri D); 

 
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 

Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja 
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 

2012 Nomor 84, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Lamandau Nomor 73 seri D); 

 
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 

Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Dinas Daerah 
Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten 
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45. 

 
 

 

Lamandau Tahun 2012 Nomor 85, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 74 

seri D); 
 

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 
Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja 

Inspektorat, Badan Perncanaan Pembangunan Dan 
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau 
Tahun 2012 Nomor 86, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Lamandau Nomor 75 Seri D); 
 

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor  20 
Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Dan 

Belanja Daerah  Kabupaten Lamandau Tahun 
Anggaran 2014 (Lembaranm Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 107 Seri A); 

 
Peraturan Bupati Lamandau Nomor 57 Tahun 2013 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah  Kabupaten Lamandau Tahun 

Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau 
Tahun 2013 Nomor 330). 
 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 57 TAHUN 
2013 TENTANG PENJABARAN  ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN 

LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2014 
 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lamandau Nomor 57 Tahun 
2013 tentang Penjabaran  Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 
Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten 

Lamandau Tahun 2013 Nomor 330) dilakukan perubahan pada Pasal 1, 
Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 sebagai berikut: 

 
Pasal 1 

 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 
Anggaran 2014 terdiri atas: 

1. Pendapatan Derah     
 a. Semula Rp. 573.988.201.414   

 b. Bertambah Rp.   15.011.216.000   
 Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 588.999.417.414 

2. Belanja Daerah      
 a. Semula Rp. 600.757.457.680   
 b. Bertambah Rp.   15.011.216.000   

 Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 615.768.673.680 
   Surplus / (Defisit)    Rp. (26.769.256.266) 

3. Pembiayaan Daerah:     
 a. Penerimaan Rp. 90.338.500.391   

 b. Pengeluaraan Rp. 6.450.000.000   
 Pembiayaan Neto   Rp. 83.888.500.391 
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 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun 
berkenaan  

Rp. 57.119.244.125 

Pasal   2 
 

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, dirinci 
lebih lanjut pada Lampiran I perubahan Peraturan Bupati Lamandau ini. 

 
 

Pasal  3 

 
Penjabaran APBD Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2014 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II 
perubahan Peraturan Bupati Lamandau ini. 

 
Pasal  4 

 

Lampiran sebagaimana tersebut dalam pasal 2 dan Pasal 3, merupakan satu 
kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 
 

Pasal  II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dalam Berita Daerah. 
   

   Ditetapkan di  Nanga Bulik 
   pada tanggal 4 Juni 2014       
 

       BUPATI  LAMANDAU, 
 

 
         M A R U K A N 

 
 
Diundangkan di  Nanga Bulik 

pada tanggal 4 Juni 2014    
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, 
 

 
 
                ARIFIN LP. UMBING 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU 

TAHUN 2014  NOMOR 357 
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BUPATI LAMANDAU 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

 
PERATURAN BUPATI LAMANDAU 

NOMOR 18 TAHUN 2014 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMANDAU  
NOMOR 21 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA KERJA  

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2014 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI LAMANDAU, 
 

Menimbang : a. 

 
 

 
 

 
 

 
b. 
 

 
 

 
 

 
 
c. 

 
 

bahwa dalam Peraturan Bupati Lamandau Nomor 21 

Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah 
Kabupaten Lamandau Tahun 2014 perlu dilakukan 

pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, 
penambahan kegiatan alternatif, penambahan atau 

pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan serta 
perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan; 

 
bahwa Perubahan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 
21 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 memuat 
keputusan atau kebijakan yang merupakan 

kesepakatan atau kesatuan pandangan dan langkah–
langkah yang perlu dilakukan sebagai tuntutan 

penyelenggaraan Otonomi Daerah; 
 
bahwa dengan pertimbangan tersebut huruf a dan 

huruf b, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 

dengan Peraturan Bupati Lamandau. 
 

Mengingat : 1. 
 
 

 
 

 
 

 
 
2. 

Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten 
Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, 

Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, 
Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di 

Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 
 
Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara   (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
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  3. 
 

 
 

 
4. 

 
 
 

 
 

5. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

6. 
 

 
 

 
 

Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun  2004 Nomor 5, Tambahan  Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 
Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421); 
 

Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan 

Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran  Negara Republik  Indonesia 
Nomor 4844); 
 

Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
 

  7. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

8. 
 

 
 

 
9. 

 
 
 

 
10. 

 
 

 
 
11. 

 
 

 
 

 
12. 

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 
2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

 
Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil 
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4028); 

 
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
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13. 

 
 
 

 
 

14. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
15. 

 
 

 
 

16. 
 
 

 
 

17. 
 

 
 
 

18. 
 

 
 

 
 
19. 

 
 

 
 

 
 
20. 

 
 

 
 

11. 
 

Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 

 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang 

Pedoman Organisasi Dan Perangkat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4262); 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan 

Anggota DPRD sebagaimana telah beberapa kali 
diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan 

Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4712); 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 
                                                                

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4743); 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan 
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12. 

 
 
 

 
 

13. 
 

 
 
14. 

 
 

 
 

 
 
15. 

 
 

 
 

 
 
 

 
16. 

 
 

 
 
 

 
17. 

 
 

 
 
 

18. 
 

 
 

 
19. 
 

 
 

 
 

 
 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4817);  

 
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4833); 
 

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN) Tahun 2010-2014; 
 
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 

Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan 
Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada 

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 81); 
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Derah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, 

Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);  

 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 

tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan 
Hidup Strategis Dalam  Penyusunan Atau Evaluasi 

Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994); 
 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 
tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan 

Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 
2014 (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 471); 

 
Peraturan Menteri Kesehatan  Nomor  19 Tahun 2014 
tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan 

Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan 
Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas 

Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

589); 
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20. 
 

 
 

 
 

 
21. 
 

 
 

 
 

22. 
 
 

 
 

 
 

23. 
 
 

 
 

 
24. 

 
 
 

 
 

25. 
 

 
 
 

26. 
 

 
 

 
 
27. 

 
 

 
 

 
 
 

 
28. 

 
 

 
 

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 
04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi 

Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan 
Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34); 

 
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 
01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 
Tahun    2010 -2015 (Lembaran Daerah Provinsi 

Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 01); 
 

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 
Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan 
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah 
Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Tahun 2006 

Nomor 18 Seri E); 
 

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Yang 
Menjadi Kewenangan Kabupaten Lamandau (Lembaran 

Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 27 
Seri E); 

 
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 15 

Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah 
Sakit Umum Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran 
Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 31 

Seri D); 
 

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 16 
Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja 

Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 32 Seri D); 
 

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 – 
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 

2009 Nomor 36 seri E); 
 
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 

Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan 
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan 

Keluarga Berencana, Badan Pelaksana Penyuluhan 
dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau 

(Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Lamandau Nomor 48); 

 
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 

Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas 
Pariwisata, Seni Dan Budaya Dan Dinas Pemuda Dan 

Olahraga Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 49, 
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29. 

 
 

 
 
 

 
 

30. 
 

 
 
 

 
 

31. 
 

 
 
 

 
 

 
32. 

 
 
 

 
 

33. 
 

 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau 
Nomor 42); 

 
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 7 

Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja 
Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran 
Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau 

Nomor 71 Seri D); 
 

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 
Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas 

Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 85, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau 

Nomor 74 Seri D); 
 

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 
Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja 

Inspketorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 

Nomor 86, Tambahan  Lembaran Daerah Kabupaten 
Lamandau Nomor 75 Seri D); 

 
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 

Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013-
2018 Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah 

Kabupaten Lamandau Tahun 2014 Nomor 122 seri E); 
 

Peraturan Bupati Lamandau Nomor 21 Tahun 2013 
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 

Lamandau Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten 
Lamandau Tahun 2013 Nomor 294). 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA 
KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN 

LAMANDAU TAHUN 2014. 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Bupati Lamandau ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan 
masyarakat hukum  yang mempunyai batas–batas wilayah yang 
berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Lamandau dan perangkat daerah 

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lamandau.  
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4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Lamandau. 

5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Kabupaten Lamandau. 

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran / 

pengguna barang. 
7. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau 

beberapa program. 

8. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau 
telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan 

kuantitas dan kualitas yang terukur. 
9. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang 

berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang 
disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. 

10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau 

lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran 
terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan 

pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya 
manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau 

kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut 
sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam 
bentuk barang/jasa. 

11. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau 
keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. 

12. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan 
yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan 

program dan kebijakan. 
13. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya 

keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. 

14. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah 
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan 

pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1(satu) 
tahun. 

15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat 
PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal 
anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai 

acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD. 
                                         

 
BAB II 

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 
Pasal 2 

 

(1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau 
Tahun 2014 adalah pedoman atau arah kebijakan pelaksanaan 

pembangunan daerah dalam Penyusunan Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014. 

 (2) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan mewujudkan Visi dan 
Misi Kabupaten Lamandau. 

 
Pasal 3 

 
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 merupakan dasar 

perumusan kebijakan stategis Pemerintah Kabupaten Lamandau. 
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Pasal 4 
 

Uraian terperinci pasal (2), Peraturan Bupati Lamandau ini sebagaimana 
terdapat dalam Lampiran Naskah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 dan menjadi bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati Lamandau ini. 

 
BAB III 

PENUTUP 

Pasal 5 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Lamandau. 

                 
Ditetapkan di Nanga Bulik 

pada tanggal 4 Juni  2014 
 

BUPATI LAMANDAU, 
 
 

MARUKAN 
 

Diundangkan di Nanga Bulik 
pada tanggal 4 Juni 2014 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, 
 

 
 

              ARIFIN LP. UMBING  
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  

TAHUN 2014 NOMOR 359 
 
 

 
 

 
 

 
 
 


